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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas 

segala rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan 

penyusunan Laporan Kinerja BPIW Kementerian PUPR Tahun 2022 

sebagai wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban Unit 

Organisasi BPIW dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 

Tahun Anggaran 2022. 

Laporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan 

Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian 

PUPR. Laporan ini merupakan upaya berkesinambungan untuk 

peningkatan kinerja BPIW yang menyampaikan informasi atas pelaksanaan program dan kegiatan serta 

mengukur keberhasilan kinerja sesuai dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam 

Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2022. 

Pada Tahun 2022, BPIW melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp226.623.354.000 yang 

sebagian besar dialokasikan untuk penyusunan dokumen perencanaan dan pemrograman 

pembangunan infrastruktur PUPR di kawasan-kawasan strategis dan pelaksanaan kegiatan Pinjaman 

dan Hibah Luar Negeri yaitu: (1) National Urban Development Project (NUDP); dan (2) Integrated 

Tourism Development Project  (ITDP) serta Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE). Dengan alokasi 

anggaran tersebut, BPIW telah memenuhi target kinerja Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan TA 2022. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Unit Kerja di lingkungan BPIW yang telah mendukung 

tersusunnya laporan ini. Kami berharap Laporan Kinerja BPIW Tahun 2022 ini dapat menjadi acuan bagi 

perencanaan kinerja dan pelaksanaan kegiatan yang lebih baik pada pelaksanaan kegiatan tahun 

berikutnya serta periode Renstra selanjutnya. Akhir kata, kami mengajak seluruh insan BPIW untuk terus 

bekerja keras mewujudkan pembangunan infrastruktur PUPR berbasis pengembangan wilayah yang 

terpadu. 

Jakarta, 27 Januari 2023 

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH, 

 

Rachman Arief Dienaputra 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

 

 

Laporan Kinerja BPIW Tahun 2022 merupakan upaya berkesinambungan untuk peningkatan 

kinerja BPIW yang menyampaikan informasi atas pelaksanaan program dan kegiatan serta 

mengukur keberhasilan kinerja sesuai dengan indikator dan target kinerja yang telah 

ditetapkan dalam Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 dan Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA) Tahun 2022. 

Kegiatan BPIW tahun 2022 dilakukan dalam rangka mendukung capaian Sasaran Strategis 

(SS), Sasaran Program (SP) dan 2 (dua) Sasaran Kegiatan. Capaian kinerja Sasaran Strategis 

dan Sasaran Program sebagai berikut: 

1. SS-5 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya 

dengan Indikator Kinerja SS (IKSS) Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur di 

Kawasan Strategis, dengan capaian 81,12% dari target 70%. 

2. SP Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya dengan IKSP 

Tingkat Pemanfaatan Kebijakan, Strategi Perencanaan dan Pemrograman, dengan 

capaian 98,80% dari target 70%. 

Pencapaian kinerja Sasaran Kegiatan (SK) 1 Meningkatnya Pelaksanaan Perencanaan dan 

Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR diukur dari capaian 4 (empat) Indikator 

Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai berikut: 

1. Tingkat Kesesuaian Kebijakan dan Strategi Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur 

PUPR, dengan capaian 79,22% dari target 70%; 

2. Tingkat Kesesuaian Penanganan Kawasan Prioritas Melalui Perencanaan dan 

Pemrograman Infrastruktur PUPR di Pulau Sumatera dan Kalimantan, dengan capaian 

98,78% dari target 70%; 

3. Tingkat Kesesuaian Penanganan Kawasan Prioritas Melalui Perencanaan dan 

Pemrograman Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa, Bali, dan Kep. Nusa Tenggara, dengan 

capaian 98,57% dari target 70%; 

4. Tingkat Kesesuaian Penanganan Kawasan Prioritas Melalui Perencanaan dan 

Pemrograman Infrastruktur PUPR di Pulau Sulawesi, Papua, dan Kep. Maluku, dengan 

capaian 98,97% dari target 70%. 

Sedangkan untuk SK 2 Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan 

Pengembangan Infrastruktur Wilayah, capaian kinerja diperoleh dari agregasi 6 (enam) IKSK 

dengan capaian masing-masing sebagai berikut: 

1. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, 

Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan, dengan capaian 

sebesar 91,60% dari target 81%; 

2. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum, dengan capaian sebesar 100% dari target 

100%; 
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3. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta 

Pengadministrasian Pegawai, dengan capaian sebesar 81,39% dari target 81%; 

4. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran, dengan capaian sebesar 88,43% dari target 92%; 

5. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran, dengan capaian sebesar 90,91% dari target 

91%; 

6. Nilai SAKIP Unit Organisasi, dengan capaian sebesar 80,34% dari target 76,80% 

Selain pencapaian Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan, pada tahun 2022 BPIW telah 

menghasilkan berbagai output, diantaranya sebagai berikut: 

1. Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) untuk 34 provinsi; 

2. Keterpaduan dan Sinkronisasi Program Infrastruktur PUPR Tahun 2024; 

3. Penanganan Kemiskinan Ekstrem melalui Integrasi Program Permukiman dan 

Perumahan pada Lokus Prioritas di 117 Kabupaten/Kota; 

4. Midterm Review Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020-2024; 

5. Kajian Awal Penjenjangan Kinerja Kementerian PUPR; 

6. Integrated Tourism Master Plan Wakatobi, Market Analysis and Demand Assessment 

(MADA) for KNP-Labuan Bajo, dan MADA for Borobudur-Yogyakarta-Prambanan; 

7. Legalisasi Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan 

Pemrograman Pembangunan Infrastruktur; 

8. Pengembangan Studio Geo-Infrastruktur BPIW; 

9. Evaluasi Kelembagaan BPIW 2020-2024. 

Pada tahun 2022 BPIW telah merealisasikan anggaran sebesar Rp187.130.218.000 atau 

sebesar 82,57% dari total pagu DIPA sebesar Rp226.623.354.000. Dalam pelaksanaan 

kegiatan selama tahun 2022, BPIW mengalami beberapa permasalahan antara lain: 

1. Kendala pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran yang disebabkan adanya 

kebijakan pembatasan mobilisasi selama pandemi COVID-19 dan kebijakan 

pencadangan anggaran (Automatic Adjustment); 

2. Belum optimalnya adopsi arahan program hasil kesepakatan Rapat Koordinasi 

Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) pada Konsultasi 

Regional (Konreg) Kementerian PUPR dikarenakan belum memenuhi indikator readiness 

criteria yang ditetapkan oleh Unit Organisasi teknis. 

3. Belum terlaksananya 3 (tiga) paket kegiatan National Urban Development Project 

(NUDP) yaitu Project Management Support (PMS), National Urban Infrastructure 

Strategy (NUIS), dan Integrated City Planning (ICP) dikarenakan adanya restrukturisasi 

kegiatan yang menyebabkan perubahan lingkup maupun kebutuhan pendanaan; 

4. Terdapat 2 (dua) paket kegiatan pada Indonesia Tourism Development Project (ITDP) 

yang belum memenuhi kriteria pada Kerangka Acuan Kerja yaitu Integrated Tourism 

Master Plan (ITMP) Labuan Bajo dan ITMP Bromo – Tengger – Semeru; 

5. Terdapat beberapa penyesuaian terkait muatan dokumen RPIW yang berpengaruh 

terhadap metode dan proses penyusunan RPIW. 

Dalam upaya peningkatan kinerja yang berkesinambungan. Rekomendasi dan tindak lanjut 

yang perlu dilakukan oleh BPIW diantaranya sebagai berikut: 

1. BPIW perlu melakukan rangkaian koordinasi dengan Unit Organisasi teknis Kementerian 

PUPR, K/L terkait, dan Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan penapisan terhadap 

readiness criteria dari arahan program yang dihasilkan. Koordinasi juga dibutuhkan 
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dalam perumusan arahan program yang sensitif terhadap keterbatasan anggaran dan 

kesiapan daerah dalam mengelola infrastruktur PUPR. 

2. BPIW perlu melakukan peningkatan pemahaman terhadap petunjuk teknis penyusunan 

RPIW agar proses pembaharuan muatan RPIW sebagai living document dapat memenuhi 

kualitas yang sesuai. 

3. Perlu adanya upaya mitigasi dalam pelaksanaan kegiatan BPIW sebagai bentuk 

mekanisme penjaminan kualitas untuk menjaga pencapaian tujuan dan sasaran 

organisasi. 

4. BPIW perlu memastikan persetujuan restrukturisasi kegiatan NUDP oleh Kementerian 

Keuangan dan Bank Dunia pada awal tahun 2023. Selain itu, BPIW juga perlu memastikan 

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk 3 (tiga) kegiatan (PMS, NUDS, dan ICP) 

pada bulan Februari 2023. 

5. BPIW perlu melakukan upaya percepatan pelaksanaan kegiatan ITDP yang antara lain 

meliputi: 

a. Peningkatan Koordinasi internal yang intensif antara tim penyusun, PMS, dan direksi 

teknis dalam penyusunan dan finalisasi output dari masing-masing deliverables. 

b. Peningkatan komunikasi eksternal dengan PMU lainnya dan Kementerian 

PPN/Bappenas dalam rangka penyepakatan output masing-masing deliverables. 

6. Untuk meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran BPIW pada tahun 2023, 

perlu dilakukan penyusunan rencana kerja secara rinci untuk seluruh kegiatan yang 

dijadikan sebagai baseline pemantauan dan evaluasi berkala. 
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PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Sebagai upaya berkesinambungan dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan 

bersih, maka penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di 

lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dilaksanakan oleh entitas 

akuntabilitas kinerja secara berjenjang mulai dari tingkat Satuan Kerja.  Berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 29 Tahun 2014, SAKIP merupakan rangkaian sistematik berbagai prosedur yang 

dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, 

pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah dalam rangka perwujudan 

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja yang meliputi:   

Rencana Strategis  

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) 

tahun. 

Perjanjian Kinerja 

Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja mencantumkan sasaran kinerja, indikator kinerja, target 

kinerja, dan anggaran berdasarkan Renstra dan dokumen pelaksanaan anggaran.  

Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang 

dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja sasaran dalam Renstra secara 

berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan.  

Pengelolaan Data Kinerja 

Pengumpulan dan pengelolaan data kinerja dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan 

data kinerja.  

Penyusunan Pelaporan Kinerja 

Penyusunan Pelaporan Kinerja yang terdiri atas Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja 

Tahunan. Laporan paling sedikit menyajikan informasi pencapaian tujuan dan sasaran dan target 

kinerja, penjelasan atas pencapaian kinerja, dan pembandingan capaian kinerja kegiatan dan 

program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang 

direncanakan dalam Renstra. 

Reviu Dan Evaluasi Kinerja 

Melakukan reviu atas Laporan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang 

disajikan. 

 

Dalam rangka mewujudkan amanat penyelenggaraan SAKIP tersebut, BPIW sebagai bagian dari 

entitas akuntabilitas kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 

menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022 berdasarkan realisasi pencapaian target kinerja serta 

keberhasilan dan kendala yang dihadapi selama tahun 2022. Dengan adanya dokumen ini 
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diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas, objektif, serta dapat 

dipertanggungjawabkan atas kinerja BPIW dan menjadi evaluasi untuk perbaikan di tahun yang 

akan datang. 

1.2 Tugas dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian PUPR, BPIW mempunyai tugas yaitu melaksanakan penyusunan kebijakan teknis 

dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur PUPR berdasarkan pendekatan 

pengembangan wilayah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPIW menyelenggarakan fungsi 

sebagai berikut: 

 

Penyusunan kebijakan teknis program keterpaduan pembangunan infrastruktur 

pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan 

wilayah 

 

Penyusunan rencana terpadu pembangunan infrastruktur PUPR berdasarkan 

pendekatan pengembangan wilayah 

 

Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program keterpaduan pembangunan 

infrastruktur PUPR berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah 

 

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana terpadu pembangunan 

infrastruktur PUPR berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah 

 

Pelaksanaan administrasi BPIW 

 

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri 

 

1.3 Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020,  dalam melaksanakan tugas pokok 

dan fungsinya, BPIW memiliki 5 Unit Kerja yang meliputi Sekretariat BPIW, Pusat Pengembangan 

Infrastruktur Wilayah Nasional, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Pusat 

Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II, dan Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR 

Wilayah III. 

Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional didukung oleh Bidang Keterpaduan 

Program dan Bidang Kepatuhan Intern yang berperan dalam penyusunan kebijakan dan strategi 

jangka panjang dan jangka menengah, sinkronisasi program, dan kepatuhan internal. Pusat 

Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, II, dan III masing-masing didukung oleh 3 (tiga) 

Bidang yang memiliki peran dalam melakukan penyusunan rencana dan program 
pengembangan infrastruktur wilayah sesuai wilayah kerja.  Adapun Sekretariat BPIW didukung 

oleh Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, Bagian Kepegawaian dan Umum, dan Bagian 

Hukum, Kerjasama, dan Komunikasi Publik yang memiliki tugas melaksanakan dukungan 

manajemen atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIW.  

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPIW 

 

Masing-masing Unit Kerja di BPIW memiliki tugas pokok dan fungsi spesifik yang menunjang 

pencapaian kinerja dari BPIW. Tugas pokok dan fungsi tersebut diuraikan dalam penjelasan 

sebagai berikut. 

1.3.1 Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah  

Tugas 

Melaksanakan pemberian dukungan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh Unit Kerja 
di lingkungan BPIW 

 
 

Fungsi 

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat BPIW menyelenggarakan fungsi: 

 

Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran badan 

 

Penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis badan 

 

Pelaksanaan dan pengelolaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, dan 
pelaksanaan anggaran 

1 

2 

3 
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Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keuangan dan kinerja badan 

 

Pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di 
lingkungan badan 

 

Pelaksanaan penatausahaan barang milik negara 

 

Pengelolaan urusan kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, penataan dan 
evaluasi organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi 

 

Koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, 
dan pemberian pertimbangan hukum 

 

Pelaksanaan administrasi kerja sama bidang pengembangan infrastruktur wilayah 

 

Pelaksanaan urusan komunikasi publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, 
pengelolaan sistem informasi, serta pelayanan data dan informasi di bidang 
pengembangan infrastruktur wilayah 

 

Pelaksanaan urusan tata usaha, dan rumah tangga badan 

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat BPIW didukung oleh 3 (tiga) bagian yang terdiri atas: 

Bagian Perencanaan, 
Program, dan Keuangan 

 

Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan 
anggaran, pelaksanaan dan pengelolaan urusan administrasi 
keuangan, perbendaharaan, dan pelaksanaan anggaran, 
penatausahaan dan pelaporan sistem akuntansi, pelaksanaan 
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keuangan, pelaksanaan 
anggaran, dan kinerja serta pemantauan dan pelaksanaan 
tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal, serta 
pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah badan 

Bagian Kepegawaian 
dan Umum 

 

Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengelolaan 
data kepegawaian, fasilitasi perencanaan kebutuhan, formasi, 
dan pengembangan pegawai, pembinaan jabatan fungsional, 
fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai, fasilitasi 
penataan organisasi dan reformasi birokrasi serta penyusunan 
ketatalaksanaan, pengelolaan, penatausahaan, dan pelaporan 
barang milik negara, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah 
tangga, dan kearsipan, penyiapan koordinasi dan pelaksanaan 
pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana badan, serta 
fasilitasi pembinaan tata usaha dan rumah tangga pusat  

4 

5 

6 

7 

8 

9 

    10 

     11 
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Bagian Hukum, Kerja Sama, dan 
Komunikasi Publik 

Melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan 
perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan advokasi 
hukum, pelaksanaan administrasi kerja sama, pelaksanaan 
urusan komunikasi publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, 
pengelolaan sistem informasi, serta pelayanan data dan 
informasi di lingkungan badan 

1.3.2 Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional 

Tugas 

Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu pembangunan infrastruktur PUPR, 
pelaksanaan koordinasi keterpaduan rencana dan sinkronisasi program, serta pemantauan, evaluasi, 
dan pelaporan pelaksanaan rencana terpadu pembangunan infrastruktur PUPR pada wilayah 
nasional berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah 
 

Fungsi 

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional 

menyelenggarakan fungsi: 

 

Penyusunan kebijakan teknis dan strategi pembangunan infrastruktur PUPR pada 
wilayah nasional berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah 

 

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kementerian 

 

Penyusunan rencana terpadu pembangunan infrastruktur PUPR jangka panjang dan 
jangka menengah pada wilayah nasional 

 

Koordinasi dan penyusunan Rencana Strategis kementerian 

 

Penyusunan indikasi pembiayaan pembangunan infrastruktur PUPR jangka panjang 
dan jangka menengah pada wilayah nasional 

 

Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keterpaduan program pembangunan 
infrastruktur PUPR berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah 

 

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana terpadu 
pembangunan infrastruktur PUPR 

 

Pengelolaan data pengembangan infrastruktur PUPR wilayah nasional 

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional didukung 

oleh 2 (dua) bidang, 2 (dua) koordinator dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha sebagai berikut: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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Bidang Keterpaduan Program 

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan arahan program 
jangka menengah dan tahunan, pelaksanaan koordinasi dan 
sinkronisasi keterpaduan program pembangunan infrastruktur 
PUPR pada wilayah nasional berdasarkan pendekatan 
pengembangan wilayah, serta pengelolaan data pengembangan 
infrastruktur PUPR wilayah nasional 

Bidang Kepatuhan Intern 

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, 
pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko, dan 
pelaksanaan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen 
risiko atas kecurangan dan pencapaian target program dan 
kegiatan, dan pelaksanaan konsolidasi atas penerapan kepatuhan 
intern dan manajemen risiko di BPIW 

Koordinator Kebijakan dan 
Strategi Nasional 

Melakukan penyusunan kebijakan teknis dan strategi, rencana 
terpadu jangka panjang dan menengah pembangunan 
infrastruktur PUPR,  koordinasi penyusunan rencana strategis 
kementerian, serta merumuskan konsep kerja sama tingkat 
region global berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah 

Koordinator Pemantauan dan 
Evaluasi  

Melakukan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah kementerian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan rencana terpadu pembangunan, serta pengelolaan 
data pengembangan infrastruktur PUPR 

Subbagian Tata Usaha 

Melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, 
administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata 
persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan 
informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem 
pengendalian intern direktorat 

1.3.3 Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I 

Tugas 

Melaksanakan penyusunan rencana induk, sinkronisasi dan penyusunan prioritisasi program dan 
strategi pembiayaan jangka menengah dan tahunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah 
di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan 
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Fungsi 

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I 
menyelenggarakan fungsi:  

 

Koordinasi dan penyusunan rencana induk pengembangan infrastruktur PUPR di 
Pulau Sumatera dan Kalimantan 

 

Koordinasi dan penyusunan program jangka menengah pengembangan infrastruktur 
PUPR di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan 

 

Sinkronisasi dan penyusunan prioritisasi program dan strategi pembiayaan 
pembangunan infrastruktur PUPR Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan 

 

Pemantauan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR 
di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan 

 

Pengelolaan data pengembangan infrastruktur PUPR di wilayah Pulau Sumatera dan 
Pulau Kalimantan 

 

Fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha 
dan rumah tangga Pusat 

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I didukung oleh 

3 (tiga) bidang, 1 (satu) koordinator dan 1 (satu) Subbag Tata Usaha yang terdiri atas: 

Bidang Pengembangan 
Infrastruktur Wilayah IA 

Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan 
program jangka menengah pengembangan infrastruktur PUPR, 
sinkronisasi dan penyusunan prioritisasi program dan strategi 
pembiayaan jangka menengah dan tahunan pembangunan 
infrastruktur PUPR, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR, serta pengelolaan 
data pengembangan infrastruktur PUPR di wilayah Pulau Sumatera 
I yang terdiri dari Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi 
Riau, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi Sumatera Barat 

Bidang Pengembangan 
Infrastruktur Wilayah IB 

Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan 
program jangka menengah pengembangan infrastruktur pekerjaan 
umum dan perumahan rakyat, sinkronisasi dan penyusunan 
prioritasi program dan strategi pembiayaan jangka menengah dan 
tahunan pembangunan infrastruktur PUPR, pemantauan, evaluasi, 
dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR, serta 
pengelolaan data pengembangan infrastruktur PUPR di wilayah 
Pulau Sumatera II yang terdiri dari Provinsi Jambi, Provinsi 

1 

2 

3 

4 

5 
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Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera 
Selatan, dan Provinsi Lampung 

Bidang Pengembangan 
Infrastruktur Wilayah IC 

Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan 
program jangka menengah pengembangan infrastruktur PUPR, 
sinkronisasi dan penyusunan prioritasi program dan strategi 
pembiayaan jangka menengah dan tahunan pembangunan 
infrastruktur PUPR, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR, serta pengelolaan 
data pengembangan infrastruktur PUPR di wilayah Pulau 
Kalimantan 

Koordinator Pelaksana Tugas 
Pengembangan Infrastruktur 
Pulau/Kepulauan Wilayah I 

Melakukan koordinasi dan penyusunan rencana induk dan rencana 
jangka menengah, identifikasi isu strategis dan permasalahan, 
kondisi eksisting wilayah, sasaran jangka menengah lingkup 
pulau/kepulauan, kawasan strategis nasional wilayah 
pulau/kepulauan, memperkirakan kebutuhan pengembangan 
infrastruktur PUPR dan pembiayaan, serta merumuskan rencana 
spasial dan sinergitas infrastruktur di Pulau Sumatera dan 
Kalimantan 

Subbagian Tata Usaha 

Mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi 
kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik 
negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi 
data dan informasi, serta koordinasi administrasi 

1.3.4 Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II 

Tugas 
Melaksanakan penyusunan rencana induk, sinkronisasi dan penyusunan prioritisasi program dan 
strategi pembiayaan jangka menengah dan tahunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah di 
wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara 
 
Fungsi 
Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II 
menyelenggarakan fungsi:  

 

Koordinasi dan penyusunan rencana induk pengembangan infrastruktur pekerjaan 
umum dan perumahan rakyat di Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara 

 

Koordinasi dan penyusunan program jangka menengah pengembangan infrastruktur 
PUPR di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara 

 

Sinkronisasi dan penyusunan prioritisasi program dan strategi pembiayaan 
pembangunan infrastruktur PUPR di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan 
Nusa Tenggara 

 

Pemantauan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR di 
wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara 

1 

2 

3 

4 
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Pengelolaan data pengembangan infrastruktur PUPR di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, 
dan Kepulauan Nusa Tenggara 

 

Fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan 
rumah tangga Pusat 

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II didukung 

oleh 3 (tiga) bidang dan 1 (satu) Subbag Tata Usaha yang terdiri atas: 

Bidang Pengembangan 
Infrastruktur Wilayah IIA 

Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan 
program jangka menengah pengembangan infrastruktur PUPR, 
sinkronisasi dan penyusunan prioritasi program dan strategi 
pembiayaan jangka menengah dan tahunan pembangunan 
infrastruktur PUPR, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR, serta 
pengelolaan data pengembangan infrastruktur PUPR di wilayah 
Pulau Jawa 

Bidang Pengembangan 
Infrastruktur Wilayah IIB 

Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan 
program jangka menengah pengembangan infrastruktur PUPR, 
sinkronisasi dan penyusunan prioritasi program dan strategi 
pembiayaan jangka menengah dan tahunan pembangunan 
infrastruktur PUPR, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR, serta 
pengelolaan data pengembangan infrastruktur PUPR di wilayah 
Pulau Bali 

Bidang Pengembangan 
Infrastruktur Wilayah IIC 

Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan 
program jangka menengah pengembangan infrastruktur PUPR, 
sinkronisasi dan penyusunan prioritasi program dan strategi 
pembiayaan jangka menengah dan tahunan pembangunan 
infrastruktur PUPR, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR, serta 
pengelolaan data pengembangan infrastruktur PUPR di wilayah 
Kepulauan Nusa Tenggara 

Subbagian Tata Usaha 

Melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, 
administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata 
persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan 
informasi, serta koordinasi administrasi 

1.3.5 Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III 

Tugas 

Melaksanakan penyusunan rencana induk, sinkronisasi dan penyusunan prioritisasi program dan 
strategi pembiayaan jangka menengah dan tahunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah 
di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua 
 

5 

6 
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Fungsi 

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III 
menyelenggarakan fungsi:  

 

Koordinasi dan penyusunan rencana induk pengembangan infrastruktur PUPR di 
Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua 

 

Koordinasi dan penyusunan program jangka menengah pengembangan 
infrastruktur PUPR di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua 

 

Sinkronisasi dan penyusunan prioritisasi program dan strategi pembiayaan 
pembangunan infrastruktur PUPR di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, 
dan Pulau Papua 

 

Pemantauan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur 
PUPR di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua 

 

Pengelolaan data pengembangan infrastruktur PUPR di wilayah Pulau Sulawesi, 
Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua 

 

Fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha 
dan rumah tangga Pusat 

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III didukung 

oleh 3 (tiga) bidang dan 1 (satu) Subbag Tata Usaha yang terdiri atas: 

Bidang Pengembangan 
Infrastruktur Wilayah IIIA 

Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan 
program jangka menengah pengembangan infrastruktur PUPR, 
sinkronisasi dan penyusunan prioritasi program dan strategi 
pembiayaan jangka menengah dan tahunan pembangunan 
infrastruktur PUPR, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR , serta 
pengelolaan data pengembangan infrastruktur PUPR di wilayah 
Pulau Sulawesi 
 

Bidang Pengembangan 
Infrastruktur Wilayah IIIB 

Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan 
program jangka menengah pengembangan infrastruktur PUPR, 
sinkronisasi dan penyusunan prioritasi program dan strategi 
pembiayaan jangka menengah dan tahunan pembangunan 
infrastruktur PUPR, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR, serta 
pengelolaan data pengembangan infrastruktur PUPR di wilayah 
Kepulauan Maluku 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Bidang Pengembangan 
Infrastruktur Wilayah IIIC 

Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan 
program jangka menengah pengembangan infrastruktur PUPR, 
sinkronisasi dan penyusunan prioritasi program dan strategi 
pembiayaan jangka menengah dan tahunan pembangunan 
infrastruktur PUPR, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR, serta 
pengelolaan data pengembangan infrastruktur PUPR di wilayah 
Pulau Papua 

Subbagian Tata Usaha 

Melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, 
administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata 
persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan 
informasi, serta koordinasi administrasi 

1.4 Isu Strategis 

Isu strategis yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPIW Tahun 2022 antara lain: 

1. Pelaksanaan Evaluasi Paruh Waktu Renstra PUPR 2020-2024 

Dalam periode tahun 2020-2022 terdapat berbagai dinamika eksternal seperti pandemi 

Covid-19, perubahan kondisi makro-ekonomi, dan berbagai isu lainnya yang berdampak 

pada perubahan kebijakan nasional dan munculnya direktif Presiden kepada 

Kementerian/Lembaga. Kondisi tersebut berdampak pada pelaksanaan pencapaian sasaran 

yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2020-2024. 

Untuk merespon hal tersebut, diperlukan evaluasi terhadap Renstra Kementerian PUPR 

untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan dan kendala, sehingga dapat diformulasikan 

prioritas kegiatan pada sisa periode berjalan (2023-2024). 

Pelaksanaan Evaluasi Renstra tersebut, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri 

PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis 

Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2018 

tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bahwa Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 

perlu dievaluasi setidaknya dua kali dalam satu periode, yakni pada pertengahan atau 

evaluasi paruh waktu dan akhir periode. 

2. Kebijakan Teknis dan Strategi Perkotaan Nasional 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PUPR berkolaborasi dengan Bank Dunia 

mengembangkan strategi dalam  menjawab tantangan perkotaan Indonesia, antara lain:  (1) 

Pemanfaatan arus urbanisasi untuk meningkatkan kemampuan ekonomi daerah perkotaan; 

(2) Upaya mengurangi kesenjangan infrastruktur yang dapat memberikan pelayanan 

perkotaan secara efisien; (3) Penguatan sinergi perencanaan pembangunan dan 

perencanaan tata ruang perkotaan, diantaranya melalui RPJMD dengan Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan (4) Pengembangan akses 

pemerintah kota dan pelaku lokal dalam pembiayaan infrastruktur perkotaan. Kolaborasi 

tersebut dilaksanakan melalui program National Urban Development Project (NUDP) atau 

Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional. 
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NUDP direncanakan untuk dikembangkan menjadi sebuah platform yang dapat 

mengoordinasikan perencanaan perkotaan, pembangunan infrastruktur perkotaan lintas 

sektor, serta memberikan dukungan terhadap kota-kota untuk meningkatkan akses 

terhadap sumber pembiayaan skala besar. NUDP juga dapat dimanfaatkan sebagai alat 

untuk memfasilitasi program sektoral yang berasal dari berbagai sumber pendanaan. 

Kementerian PUPR melalui BPIW berperan sebagai Badan Pelaksana (Executing Agency) 

NUDP dan secara paralel juga berfungsi sebagai Unit Pengelola Proyek Utama (Central 

Project Management Unit - CPMU). Kementerian PUPR didukung oleh 

Kementerian/Lembaga lain yang bertindak selaku Unit Pelaksana Proyek (Project 

Implementing Unit - PIU). BPIW sebagai PMU/PIU melaksanakan 3 (tiga) paket pekerjaan 

yaitu Project Management Support (PMS), National Urban Infrastructure Strategy (NUIS), 

dan Integrated City Planning (ICP) untuk menyelesaikan 4 (empat) komponen yang menjadi 

tanggungjawabnya. 

3. Program Infrastruktur PUPR Terpadu Penyelenggaraan Keterpaduan dan Sinkronisasi 

Program Tahunan Infrastruktur PUPR 

Peraturan Menteri PUPR No. 6 tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman 

Pembangunan Infrastruktur PUPR mengamanatkan BPIW untuk mengoordinasikan 

perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR dengan 

Kementerian/Lembaga terkait dan pemerintah daerah provinsi dalam rangka penyusunan 

program tahunan melalui Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur 

Wilayah (Rakorbangwil).  Rakorbangwil menghasilkan kesepakatan program keterpaduan 

pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahunan yang 

selanjutnya akan menjadi masukan bagi penyusunan program/kegiatan pada Konsultasi 

Regional Kementerian PUPR. 

4. Penyelesaian penyusunan Rencana Pembangunan Infrastruktur Wilayah  

Dalam pengembangan infrastruktur PUPR terpadu yang mempertimbangkan aspek tata 

ruang, lintas sektor, lintas kewenangan, dan berbasis pengembangan wilayah maka 

diperlukan dokumen perencanaan yang sistematis dan terstandardisasi. Oleh karena itu, 

pada tahun 2021 ditetapkan SE Kepala BPIW Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman 

Muatan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) untuk memastikan 

kesetaraan muatan dan kualitas pada dokumen rencana yang disusun. 

Berdasarkan pedoman tersebut, RPIW perlu disusun berbasis pulau/kepulauan dari yang 

sebelumnya berbasis single kawasan. Tahun ini, telah tersusun RPIW untuk seluruh Provinsi 

di Indonesia sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Diharapkan dokumen RPIW 

yang telah tersusun dan terstandarisasi dapat menjadi acuan bagi Unit Organisasi teknis di 

lingkungan Kementerian PUPR dalam pelaksanaan program/kegiatannya. 

5. Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan 

Kegiatan Indonesia Tourism Development Project (ITDP) bersumber dari Dana Pinjaman dan 

Hibah Luar Negeri (PHLN) Bank Dunia. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung 

pembangunan pariwisata secara terintegrasi dan berkelanjutan. ITDP atau Pengembangan 

Infrastruktur Terpadu untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional merupakan program 

pembangunan pariwisata di destinasi wisata prioritas yang dilakukan melalui penguatan 

sinkronisasi.  
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Program ITDP dilaksanakan pada 6 (enam) destinasi pariwisata prioritas yaitu: 1) Wilayah di 

sekitar Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara; 2) Wilayah di sekitar Borobudur-Yogyakarta-

Prambanan di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 3) Pulau 

Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat; 4) Wilayah sekitar Taman Nasional Komodo dan 

Labuan Bajo di Provinsi Nusa Tenggara Timur; 5) Kepulauan Wakatobi di Provinsi Sulawesi 

Tenggara; dan 6) Wilayah di sekitar Bromo-Tengger-Semeru di Provinsi Jawa Timur. Adapun 

komponen kegiatan ITDP antara lain: 1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk 

memfasilitasi pembangunan pariwisata terintegrasi dan berkelanjutan; 2) Meningkatkan 

kualitas jalan dan akses pelayanan dasar yang terkait dengan pariwisata; 3) Meningkatkan 

partisipasi lokal dalam perekonomian pariwisata; dan 4) Meningkatkan lingkungan yang 

kondusif untuk masuknya investasi swasta dan usaha ke sektor pariwisata. 

Pada tahun 2022, BPIW memberikan fokus pada penyelesaian ITDP melalui penyusunan 

Rencana Induk Pariwisata Terpadu Bromo – Tengger – Semeru, KNP – Labuan Bajo, 

Wakatobi, dan Borobudur – Yogyakarta – Prambanan. Hal ini merupakan upaya percepatan 

penyelesaian program ITDM yang akan berakhir pada tahun 2024. 

6. Peran BPIW dalam penanggulangan stunting dan kemiskinan ekstrem serta kegiatan 

keterpaduan dan sinkronisasi program pembangunan infrastruktur PUPR lainnya 

Kementerian PUPR bersama 7 (tujuh) kementerian lainnya diamanatkan untuk dapat 

mendukung Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) dan Stunting. Kementerian PUPR 

bertugas dalam menurunkan jumlah kantong kemiskinan melalui peningkatkan akses 

terhadap layanan dasar dan konektivitas antar wilayah. Sebagai upaya percepatan dan 

penanganan yang tepat sasaran, Kementerian PUPR melakukan pengolahan data lokus PKE 

dan survei kolaborasi untuk kemudian melakukan intervensi sesuai hasil identifikasi 

penanganan.  

Dalam menjalankan peran Kementerian PUPR dalam penanganan PKE dan Stunting, BPIW 

melakukan indentifikasi lokus-lokus prioritas serta melaksanakan survei kolaborasi untuk 

memverifikasi kondisi lingkungan untuk dapat dijadikan dasar penyusunan program 

penanganan. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat peran BPIW sebagai kolaborator 

dan integrator di lingkungan Kementerian PUPR. 

7. Legalisasi Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan 

Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR  

Pada periode tahun 2020-2021 telah disusun Rancangan Peraturan Menteri PUPR 

(Rapermen PUPR) yang mengatur tentang Perencanaan dan Pemrograman di Lingkungan 

Kementerian PUPR. Secara lebih spesifik Rapermen PUPR disusun untuk menyempurnakan 

bisnis proses perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR (tahapan, 

proses, dan muatan) serta menjadi panduan pembagian peran dalam pelaksanaan 

perencanaan dan pemrograman di lingkungan Kementerian PUPR. Rapermen ini juga akan 

berimplikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPIW khususnya terkait dengan 

penyusunan rencana dan koordinasi keterpaduan pengembangan infrastruktur wilayah. 

8. Pengarusutamaan Isu Tematik Dalam Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur 

Wilayah 

Perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR berbasis wilayah dihadapkan pada 

berbagai dinamika seperti pandemi Covid-19, perubahan kebijakan nasional, serta direktif 
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baru yang belum terakomodasi dalam RPJMN 2020-2024. Selain itu, terdapat juga isu-isu 

pengembangan infrastruktur wilayah dengan spektrum yang luas dan memiliki keterkaitan 

dengan berbagai isu lintas sektor antara lain seperti perubahan iklim, kebencanaan, 

manajemen rantai pasok, kemiskinan, energi terbarukan, dan berbagai isu lainnya.  

Dalam rangka merespon berbagai dinamika dan isu strategis tersebut, maka pada tahun 

2022, BPIW perlu melakukan evaluasi terhadap proses perencanaan dan pemrograman yang 

telah dilakukan dalam kaitannya dengan bagaimana perencanaan suatu wilayah/kawasan 

dan pembangunan infrastruktur dapat mengakomodasi isu tersebut. Hasil evaluasi tersebut 

akan digunakan sebagai input bagi BPIW untuk meningkatkan kinerja pada periode 

berikutnya.  

9. Optimalisasi pemanfaatan Studio Geo-Infrastruktur dalam mendukung penyusunan 

rencana dan program pengembangan infrastruktur wilayah 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPIW, diperlukan dukungan data dan informasi yang 

akurat untuk membantu pengambilan keputusan/kebijakan. Data dan informasi perlu 

dikelola dengan tepat agar dapat dengan mudah dimengerti, diakses, dan dipahami. Pada 

tahun 2022, BPIW mengembangkan Studio Geo-Infrastruktur yang berperan sebagai media 

dalam pengelolaan data dan informasi geospasial yang mendukung kebutuhan Unit Kerja di 

BPIW dalam menyusun perencanaan dan pemrograman. 

Pengembangan Studio Geo-Infrastruktur kedepan direncanakan tidak hanya berfungsi 

untuk menyediakan layanan pemetaan, namun mencakup layanan analisis 

kuantitatif/statistik, analisis kualitatif, analisis data spasial/pemetaan, pemodelan, dan 

telaah isu-isu tematik. Untuk dapat mengembangkan Studio Geo-Infrastruktur secara 

optimal diperlukan sumber daya yang potensial yang dapat terlibat aktif. 

10. Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan BPIW 2020-2024 

Dalam upaya pengembangan kelembagaan BPIW sebagai langkah perbaikan organisasi 

untuk periode 2025-2029 diperlukan evaluasi terkait tugas, fungsi, dan tata laksana. Evaluasi 

tersebut dilakukan untuk menentukan struktur dan proses yang paling sesuai dengan 

kondisi eksternal dan internal yang sedang berkembang. Dalam pelaksanaan evaluasi 

kelembagaan, BPIW berpedoman pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Evaluasi dilaksanakan melalui 

survei dan kajian sehingga diharapkan dapat terwujud organisasi yang tepat fungsi, tepat 

proses, dan tepat ukuran serta mendukung program reformasi birokrasi. 
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PERENCANAAN KINERJA 
 

 

2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis 

Pembangunan kewilayahan merupakan salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024 

yang diarahkan untuk menyelesaikan isu strategis utama berupa ketimpangan antar wilayah. Isu 

tersebut kemudian diturunkan sebagai sasaran pembangunan yang perlu dicapai yaitu 

“Menurunkan kesenjangan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi 

pembangunan wilayah Kawasan Timur In GHCdonesia (KTI) yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, 

Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa, Bali, 

dan Sumatera”. Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan dan strategi pembangunan wilayah 

2020-2024 antar lain: 

1. Meningkatkan pemerataan antarwilayah KBI dan KTI, melalui strategis pembangunan; 

2. Meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah dengan (i) 

optimalisasi kawasan strategis seperti KEK,KI, KSPN/DPP, dan kawasan lainnya; (ii) 

optimalisasi Wilayah Metropolitan (WM) dan kota besar di luar Jawa dan meningkatkan 

daya dukung lingkungan untuk WM dan kota besar di Jawa; (iii) pembangunan kota baru 

dan pembangunan Ibu Kota Negara di pulau Jawa;  

3. Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah; 

4. Meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah. 

BPIW sebagai Unit Organisasi yang bertugas menyusun penyusunan kebijakan teknis dan rencana 

terpadu program pembangunan infrastruktur PUPR, turut mengambil peran penting dalam 

mendukung pembangunan wilayah melalui pembangunan infrastruktur. Pembangunan 

infrastruktur bidang PUPR dilaksanakan berbasiskan pendekatan pengembangan wilayah agar 

keterpaduan perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur yang sinergis 

antarsektor, antardaerah, dan antarpemerintahan dapat terwujud.  

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya tersebut, BPIW menyusun Rencana Strategis 

(Renstra) BPIW 2020-2024 yang mengacu pada arah kebijakan nasional dan Kementerian PUPR. 

Renstra menjadi dasar bagi BPIW dalam menyusun dokumen perencanaan, pemrograman dan 

penganggaran, serta evaluasi Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

dan Lembaga (RKA-KL), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

2.1.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis 

Visi Kementerian PUPR sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri PUPR No. 23 Tahun 2020 

tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020-2024 adalah “Kementerian PUPR yang Andal, 

Responsif, Inovatif, dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk 

Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, 

dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”  
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Dengan Misi yang dituju:  

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan 
responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan 
kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur PUPR; 

2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam 
menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, permukiman 
dan perumahan dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.  

3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, 
pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan. 

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan 
pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur PUPR.  

Tujuan pembangunan infrastruktur PUPR meliputi:  

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisien pemanfaatan air untuk 

memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan 

energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan 

risiko/kerentanan bencana alam. 

2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan 

pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing. 

3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak 

dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang 

partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat 

4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang 

konstruksi yang kompeten dan profesional. 

5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan 

terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi. 

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan Kementerian PUPR, BPIW menjalankan perannya dalam 

merumuskan pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah.  BPIW “didudukkan” 

sebagai perencana pembangunan infrastruktur, yang memberikan dukungan substantif kepada 

seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PUPR untuk mencapai tujuan dan sasaran 

strategis kementerian.  

BPIW bekerja dengan merujuk pada amanat kebijakan pembangunan, baik kebijakan nasional 

(RTRWN, RPJPN, RPJMN dan dokumen lainnya yang bersifat sektoral) maupun kebijakan daerah 

yang memiliki nilai kestrategisan secara nasional. BPIW bertugas menerjemahkan konsep 

pembangunan berbasis pengembangan wilayah menjadi dasar dalam perencanaan infrastruktur, 

dengan output kegiatan utama berupa rencana pengembangan infrastruktur wilayah. 

Berdasarkan tujuan tersebut, Sasaran Strategis yang hendak dicapai secara nyata dalam 5 (lima) 

tahun oleh BPIW yaitu Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR. Keberhasilan 

tersebut direncanakan serta dirumuskan secara terukur dan spesifik untuk memberikan fokus 

pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki. 

Sasaran Program yang akan dicapai oleh BPIW yaitu Meningkatnya Kualitas Dukungan 

Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya. Agar Sasaran Strategis dan Sasaran Program terpenuhi, 

diperlukan upaya dalam proses internal untuk mencapai Sasaran Kegiatan, yaitu Meningkatnya 

Pelaksanaan Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR dengan 

beberapa indikator kinerja sebagai berikut: 
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1. Tingkat kesesuaian kebijakan dan strategi perencanaan dan pemrograman infrastruktur 

PUPR; dan 

2. Tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas melalui perencanaan dan pemrograman 

infrastruktur PUPR di wilayah. 

Hubungan antara Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan BPIW selanjutnya 

digambarkan dalam sebuah peta strategi sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Peta Strategi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 

 

2.1.2 Kebijakan, Program, dan Kegiatan  

BPIW memiliki tanggung jawab untuk menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR 

secara merata dan inklusif melalui pelaksanaan program yang terkait, antara lain: 

1. Percepatan pengentasan kemiskinan 

Pengembangan infrastruktur di wilayah tertinggal dalam upaya membuat kelompok miskin 

dan rentan lebih produktif dan berdaya secara ekonomi. 

2. Pemerataan pembangunan wilayah 

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan 

memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan 

ruang untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan melalui: 

a. Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah; 
b. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang; 

c. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif; 

d. Memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK berbasis kewilayahan dalam mendukung 

ekonomi unggulan daerah; serta 

e. Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata. 

3. Pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi 

Pembangunan infrastruktur dapat memberi dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi 

wilayah dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Oleh karena itu, pembangunan 

infrastruktur perlu berlandaskan pada pendekatan pengembangan wilayah secara terpadu 

melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan melibatkan pihak swasta 
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serta masyarakat, serta mengacu kepada aktivitas ekonomi, sosial, keberlanjutan 

lingkungan hidup, potensi wilayah dan kearifan lokal, dan rencana tata ruang. 

Strategi pembangunan infrastruktur berbasis kewilayahan adalah: 

1. Strategi pertumbuhan ekonomi melalui: 

a. Operasionalisasi dan peningkatan investasi pada pusat-pusat pertumbuhan 

wilayah/kawasan strategis yang telah ditetapkan diantaranya: KEK, KI, KSPN/DPP dan 

sebagainya; dan 

b. Pengembangan sektor unggulan: pertanian, industri pengolahan, pariwisata dan jasa 

lainnya. 

2. Strategi pemerataan melalui: 

a. Pengembangan ekonomi wilayah/lokal melalui penyediaan sarana prasarana 

perekonomian, termasuk pemanfaatan teknologi komunikasi digital, dan peningkatan 

kapasitas sumber daya manusia, baik di daerah tertinggal, desa dan kawasan 

perdesaan sebagai kawasan strategis, kawasan transmigrasi, maupun kawasan 

perbatasan secara terintegrasi dengan pusat pertumbuhan di sekitarnya; dan 

b. Pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah, terutama di daerah tertinggal, desa 

dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, maupun kawasan perbatasan. 

Dalam konteks pengembangan wilayah, untuk memudahkan pengelolaan di wilayah Indonesia 

yang sangat luas, pengembangan wilayah dibagi menurut wilayah pulau/kepulauan. Setiap 

pulau/kepulauan memiliki prioritas pengembangan wilayah per pulau/kepulauan tersendiri yaitu 

sebagai berikut: 

Wilayah Sumatra Wilayah Jawa-Bali 

1. Penguatan ketahanan bencana pantai 

barat Sumatra 

2. Pengembangan industri pengolahan 

(hilirisasi) komoditas unggulan 

(agroindustri) 

3. Pengembangan kawasan pariwisata Danau 

Toba dan Tanjung Kalayang 

1. Penguatan ketahanan bencana di pantai 

selatan dan pantai barat Jawa 

2. Pembangunan sarana transportasi massal 

metropolitan 

3. Pengembangan Bali bagian utara 

 

Wilayah Nusa Tenggara Wilayah Kalimantan 

1. Pengembangan kawasan pariwisata 

terpadu Mandalika, Labuan Bajo dan 

Tambora 

2. Peningkatan konektivitas vokasional 

pariwisata, perikanan, dan peternakan 

3. Penguatan konektivitas antarpulau untuk 

mendukung industri perikanan, 

peternakan, dan pariwisata, serta 

mempercepat 

4. pembangunan daerah tertinggal, kawasan 

perbatasan dan perdesaan 

 

1. Penguatan konektivitas wilayah 

2. Pengembangan industri pengolahan 

sumber daya alam (hilirisasi) perkebunan 

dan hasil tambang 

3. Percepatan pembangunan kawasan 

perdesaan, tertinggal, dan perbatasan 
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Wilayah Sulawesi Wilayah Maluku 

1. Penguatan ketahanan bencana alam dan 

pemulihan pascabencana Sulawesi Tengah 

2. Pengembangan industri pengolahan 

(hilirisasi) hasil perikanan, pertanian dan 

logam dasar 

3. Pengembangan kawasan pariwisata 

1. Pengembangan kawasan perikanan 

terpadu dan industri pengolahan hasil 

perikanan 

2. Penguatan konektivitas antarpulau untuk 

mendukung industri perikanan dan 

pariwisata 

3. Percepatan pembangunan kawasan 

4. perdesaan, tertinggal dan perbatasan 

Wilayah Papua 

1. Bandar udara untuk memperkuat konektivitas wilayah 

2. Peningkatan kualitas SDM khususnya pendidikan vokasional pertanian , perkebunan, dan 

perikanan, serta pemerataan layanan kesehatan 

3. Optimalisasi pelaksanaan otonomi khusus: pemberdayaan masyarakat; percepatan 

4. Pembangunan kawasan kampung; penguatan peran Distrik atau Kecamatan; penguatan 

kerja sama antar Kabupaten dan pengembangan kawasan perbatasan secara terpadu 

BPIW sebagai Unit Organisasi perencana pembangunan infrastruktur bidang PUPR diharapkan 
bisa memberikan arahan yang tepat terkait penempatan pembangunan infrastruktur PUPR agar 
efektivitas fungsi infrastruktur dapat memberikan outcome yang maksimal untuk menjawab 
kondisi kewilayahan atau fungsi kawasan. Oleh karena itu, fokus utama BPIW periode 2020-2024 
adalah:  
1. Penyiapan kebijakan teknis dan rencana terpadu pembangunan infrastruktur wilayah; dan 
2. Penguatan kapasitas fungsi koordinasi pengembangan infrastruktur wilayah baik pada 

lingkup internal Kementerian PUPR maupun lingkup eksternal dengan 
Kementerian/Lembaga teknis lainnya. 

Fokus utama BPIW tersebut diwujudkan menjadi kegiatan sebagai berikut:  

BPIW 

1. Peningkatan kualitas penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu 
pengembangan infrastruktur wilayah yang didukung oleh perangkat yang memadai 
(panduan dan legalitas produk) 

2. Peningkatan kualitas pemrograman pembangunan  infrastruktur wilayah 
3. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas  teknis lainnya 

Pusat Pengembangan 
Infrastruktur Wilayah Nasional 

Pusat Pengembangan 
Infrastruktur PUPR Wilayah I, 

II, dan III 
Sekretariat BPIW 

1. Penyusunan Jakstra PIW 
(Perencanaan 
Pemrograman dan 
Pembiayaan) 

2. Penyusunan Database dan 
Pengembangan Sistem 
Informasi 

1. Perencanaan dan 
Pemrograman 
Infrastruktur PUPR 
berbasis Pengembangan 
Wilayah 

2. Pengendalian 
Pembangunan 
Infrastruktur 

1. Peningkatan Layanan 
Hukum, Kerjasama, 
Layanan dan Data 
Informasi 

2. Peningkatan Layanan 
Pengembangan SDM 
dan Ortala 
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3. Sinkronisasi Program 
Pengembangan 
Infrastruktur 

4. Kerjasama Lintas Sektor 
5. Monitoring Evaluasi dan 

Analisa Manfaat 
Pengembangan 
Infrastruktur PUPR 

6. Penyusunan Rencana 
Strategis Pengembangan 
Infrastruktur PUPR 

7. Layanan Internal 
8. Kepatuhan Intern 

 

3. Pelaksanaan Kerjasama 
(termasuk inkubasi 
kawasan) 

4. Analisis Manfaat dan 
Evaluasi Pengembangan 
Infrastruktur 

5. Pengembangan Database 
6. Layanan Internal 

 

3. Peningkatan Layanan 
Perencanaan, 
Pemrograman, 
Monev dan 
Keuangan BPIW 

4. Peningkatan Layanan 
Umum dan BMN 

 

2.2 Perjanjian Kinerja 

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen berupa pernyataan komitmen dalam mencapai target 

kinerja tertentu. Dokumen ini merupakan suatu kesepakatan kinerja antara pemberi amanah 

sebagai atasan langsung (dalam hal ini Menteri PUPR) dengan penerima amanah yang akan 

mewujudkannya sekaligus sebagai pimpinan (dalam hal ini Kepala BPIW). Perjanjian Kinerja juga 

menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan dalam suatu tahun tertentu dengan 

mempertimbangkan sumber daya yang dikelola baik sumber daya manusia, sumber pendanaan, 

maupun sarana dan prasarana pendukung. Dokumen ini menjadi kontrak kinerja yang harus 

dipenuhi oleh Kepala BPIW selama satu tahun kepada Menteri PUPR. Perjanjian Kinerja harus 

disusun dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran dan mencantumkan indikator 

serta target kinerja. Indikator kinerja yang disusun antara lain harus memenuhi kriteria spresifik, 

terukur, dapat dicapai, berjangka waktu tertentu, serta dapat dipantau dan dikumpulkan. 

Perjanjian Kinerja yang disusun harus dapat diturunkan sampai unit terkecil bahkan individu 

sehingga jenjang kinerja dapat diukur dengan jelas. Perjanjian Kinerja Unit Organisasi (Tingkat 

Eselon I) dan Unit Kerja (tingkat Eselon II) disusun dengan orientasi outcome agar tercipta 

cascading dalam pengukuran kinerjanya.  

Gambar 2.2 Tingkatan Indikator Kinerja Utama 

 

  

 

Tingkat K/L Menggambarkan dampak dan outcome 
yang dihasilkan 

 

Tingkat Eselon I Menggambarkan dampak pada 
bidangnya dan outcome yang dihasilkan 

Tingkat Eselon II Menggambarkan outcome dan 
output pada bidangnya 
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2.2.1 Perjanjian Kinerja Unit Eselon I  

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, BPIW mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 23 

Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020-2024. Tugas utama BPIW adalah 

menyusun kebijakan teknis dan rencana terpadu dan program pembangunan infrastruktur PUPR 

berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah. Berdasarkan tugas BPIW tersebut, Sasaran 

Strategis yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun oleh BPIW yaitu Meningkatnya Kualitas Tata 

Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dan Sasaran Program berupa Meningkatnya 

Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya. Tabel berikut menunjukkan indikator kinerja 

BPIW Tahun 2022. 

Tabel 2.1 Indikator Kinerja BPIW Tahun 2022 

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program Baseline 
2021 

Target 2022 

(1) (2) (3) 

SS 
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan 
Tugas Teknis Lainnya 

  

IKSS 

Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur di Kawasan 
Strategis 

80,32 % 70,00 % 

Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR 77,99 % 77,97 % 

SP 
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis 
Lainnya 

  

IKSP 

Tingkat Pemanfaatan Kebijakan, Strategi Perencanaan dan 
Pemrograman 

83,53 % 70,00 % 

Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR 
dan Tugas Teknis Lainnya 

76,47 % 71,54 % 

 

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan SAKIP, 
Perjanjian Kinerja dapat direvisi apabila terjadi kondisi seperti pergantian pejabat dan perubahan 

dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, 

kegiatan, dan alokasi. Anggaran) serta perubahan prioritas yang berakibat secara signifikan dalam 

proses pencapaian tujuan dan sasaran. Pada Tahun 2022, BPIW melakukan 6 (enam) kali Revisi 

anggaran yang mengakibatkan 2 (dua) kali perubahan pada lembar Perjanjian Kinerja. Perubahan 

tersebut tidak mengubah target capaian dalam Perjanjian Kinerja BPIW. 

Pada Perjanjian Kinerja Awal, pagu alokasi anggaran BPIW TA 2022 adalah sebesar 

Rp212.833.488.000. Kemudian terdapat Revisi I berupa proses automatic adjustment untuk 

mencadangkan anggaran sebesar Rp6.500.000.000 (5% dari Pagu Rupiah Murni) sebagai implikasi 

Pandemi Covid-19 yang berkelanjutan. Revisi tersebut tidak mengubah lembar Perjanjian Kinerja 

BPIW. BPIW melakukan Revisi II pada Bulan Maret berupa luncuran untuk kegiatan ITDP sebesar 

Rp2.893.124.000 dan percepatan kegiatan ITDP sebesar Rp4.396.742.000. Sehingga pagu alokasi 

anggaran BPIW TA 2022 menjadi sebesar Rp220.123.354.000.  

Pada Bulan April dilakukan Revisi III berupa pergeseran pagu untuk pemenuhan penanganan 

Covid-19 sebesar Rp600.000.0000 dari masing-masing Satuan Kerja ke akun Layanan Perkantoran 

Sekretariat BPIW. Revisi IV pada Bulan Agustus berupa pergeseran pagu internal BPIW dengan 

total sebesar Rp4.754.197.000 untuk pemenuhan belanja pegawai, belanja barang operasional, 

belanja barang non operasional, dan belanja modal. Pergeseran pagu tersebut tidak mengubah 
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total pagu BPIW. Perubahan lembar Perjanjian Kinerja baru dilakukan secara kolektif di 

lingkungan Kementerian PUPR pada Bulan September 2022 dengan pagu alokasi anggaran 

sebesar Rp220.123.354.000. 

Revisi V dilaksanakan pada Oktober 2022, revisi tersebut mengubah alokasi anggaran BPIW yang 

sebelumnya sebesar Rp220.123.354.000 menjadi Rp233.123.354.000 dikarenakan adanya 

percepatan dan luncuran ITDP. Revisi terakhir yaitu revisi VI dilakukan pada Desember 2022 

dengan realokasi anggaran Automatic Adjustment yang sebelumnya diblokir sebesar 

Rp6.500.000.000 ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Revisi ini mengubah lembaran 

Perjanjian Kinerja dan menjadikan alokasi anggaran BPIW sebesar Rp226.623.354.000. 

Gambar 2.3 Perjanjian Kinerja BPIW Tahun 2022 

 

2.2.2 Perjanjian Kinerja Unit Eselon II  

Dalam mencapai Sasaran Strategis dan Sasaran Program, BPIW menyusun Sasaran Kegiatan 

dengan indikator dan target capaian kinerja bagi masing-masing Unit Kerja. Sasaran dan target 

kinerja tersebut tercantum dalam Perjanjian Kinerja antara Pimpinan Tinggi Pratama dengan 

Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan BPIW.  

Pada Tahun 2022, sebagaimana dijelaskan pada subbab 2.2.1, BPIW mengalami 6 (enam) kali 

perubahan anggaran dan 2 (dua) kali perubahan Perjanjian Kinerja Unit Eselon I. Perubahan 

Perjanjian Kinerja Unit Eselon I tersebut perlu diikuti dengan perubahan Perjanjian Kinerja Eselon 

II agar terjadi keselarasan kinerja. Perubahan tersebut tidak mengubah target dalam Perjanjian 

Kinerja Unit Eselon II.  

Sekretariat BPIW 

Sekretariat BPIW melakukan 2 (dua) kali revisi Perjanjian Kinerja pada tahun 2022. Revisi pertama 

dilaksanakan pada bulan September dikarenakan adanya revisi DIPA berupa pergeseran pagu 

internal BPIW untuk pemenuhan belanja pegawai, belanja barang operasional, belanja barang 

non operasional, dan belanja modal sehingga alokasi anggaran Sekretariat BPIW berubah menjadi 

Rp63.084.378.000. Adapun revisi ke-2 dilaksanakan pada bulan Desember yang disebabkan oleh 

adanya realokasi anggaran terblokir ke BA BUN dengan nilai revisi anggaran pada dokumen 
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Perjanjian Kinerja menjadi Rp60.191.468.000. Revisi 2 Perjanjian Kinerja Sekretariat BPIW pada 

Tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

Gambar 2.4 Perjanjian Kinerja Sekretariat BPIW Tahun 2022 

 

Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional 

Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional selama tahun 2022 melakukan 3 (tiga) kali 

revisi Perjanjian Kinerja. Revisi pertama dilakukan pada bulan Januari dikarenakan adanya 

penambahan kegiatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE), sehingga mengakibatkan 

pengurangan anggaran menjadi Rp44.106.862.000. Revisi ke-2 dilaksanakan pada bulan 

September 2022 dengan nilai pagu DIPA sebesar Rp43.679.495.000. Revisi ke-3 Perjanjian Kinerja 

Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional pada bulan Desember yang disebabkan oleh 

adanya realokasi anggaran terblokir ke BA BUN dengan nilai revisi anggaran pada dokumen 

Perjanjian Kinerja menjadi Rp42.941.743.000. 

Gambar 2.5 Perjanjian Kinerja Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Tahun 
2022 
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Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I 

Selama tahun 2022, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I melakukan revisi 

Perjanjian Kinerja sebanyak 3 (tiga) kali. Revisi pertama dilakukan pada bulan Januari dikarenakan 

adanya penambahan kegiatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE), sehingga mengakibatkan 

penambahan anggaran menjadi Rp20.326.335.000. Revisi kedua dilaksanakan pada September 

dikarenakan adanya pemotongan sisa lelang dan realokasi anggaran untuk kebutuhan Sekretariat 

BPIW yang menjadikan anggaran Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I menjadi 

sebesar Rp19.307.660.000. Revisi ketiga pada bulan Desember dilakukan akibat adanya realokasi 

anggaran terblokir ke BA BUN dengan nilai revisi anggaran pada dokumen Perjanjian Kinerja 

menjadi Rp18.323.604.000. 

Gambar 2.6 Perjanjian Kinerja Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I Tahun 2022 

 

Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II 

Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II melakukan revisi Perjanjian Kinerja sebanyak 

3 (tiga) kali pada tahun 2022. Revisi pertama dilakukan pada bulan Januari dikarenakan adanya 

penambahan kegiatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE), sehingga mengakibatkan 

pengurangan anggaran menjadi Rp70.685.794.000. Revisi kedua dilaksanakan pada September 

dikarenakan penambahan luncuran ITDP dan realokasi anggaran ke Sekretariat BPIW sehingga 

anggaran menjadi Rp76.445.461.000. Revisi ketiga pada  bulan Desember yang disebabkan oleh 

adanya percepatan luncuran kegiatan ITDP dan realokasi anggaran terblokir ke BA BUN dengan 

nilai revisi anggaran pada dokumen Perjanjian Kinerja menjadi Rp88.533.408.000. 
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Gambar 2.7 Perjanjian Kinerja Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II Tahun 
2022 

 

Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III 

Pada tahun 2022, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III melakukan revisi 

Perjanjian Kinerja sebanyak 3 (tiga) kali. Revisi pertama dilakukan pada bulan Januari dikarenakan 

adanya penambahan kegiatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE), sehingga mengakibatkan 

pengurangan anggaran menjadi Rp18.741.907.000. Revisi 2 dilaksanakan pada bulan September, 

perubahan Perjanjian Kinerja dikarenakan pemotongan pagu untuk dialihkan dalam rangka 

prioritisasi program dan kegiatan di lingkungan BPIW, total pagu Pusat Pengembangan 

Infrastruktur Wilayah PUPR Wilayah III adalah sebesar Rp17.606.360.000. Pada bulan Desember 

dilaksanakan revisi 3 Perjanjian Kinerja Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah PUPR Wilayah 

III dikarenakan realokasi anggaran terblokir ke BA BUN dengan nilai revisi anggaran pada 

dokumen Perjanjian Kinerja menjadi mengubah pagu anggaran menjadi Rp16.633.131.000. 

Gambar 2.8 Perjanjian Kinerja Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III Tahun 
2022 
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2.3 Metode Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja 

Pengukuran Kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, serta 

sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Pengukuran Kinerja 

tersebut dilakukan dengan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, 

rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini 

dilakukan dengan menilai pencapaian target setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran 

tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Pengukuran kinerja 

dilakukan dengan mengacu pada Dokumen Perjanjian Kinerja Unit Organisasi dan Unit Kerja. 

2.3.1  Metode Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) 

Sasaran Strategis (SS) BPIW yaitu Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR yang 

kemudian dijabarkan menjadi IKSS berupa Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur di 

Kawasan Strategis. Capaian diperoleh dari jumlah kawasan yang disepakati untuk didukung 

bersama oleh K/L terkait dibandingkan dengan jumlah kawasan sebagai berikut: 

𝐼𝐾𝑆𝑆 =
𝑎

𝑏
 𝑥 100% 

Keterangan: 

IKSS = Indikator Kinerja Sasaran Strategis 

a = Jumlah kawasan yang disepakati untuk didukung bersama oleh K/L terkait 

b       = Jumlah prioritas kawasan yang ditargetkan dalam dokumen perencanaan 

Tipe perhitungan yang dilakukan dalam SS yaitu melalui perhitungan nilai rata-rata pencapaian 

(persen) setiap tahun, dengan asumsi jumlah kawasan yang menjadi target adalah target kawasan 

dalam RPJMN 2020-2024 sebesar 249 kawasan dan terdapat kesepakatan melalui penyusunan 

Kesepakatan Dukungan Infrastruktur terhadap Pengembangan Kawasan Prioritas antar K/L dalam 

forum Rakorbangwil. 

2.3.2 Metode Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) 

Sasaran Program (SP) BPIW adalah Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas 

Teknis Lainnya yang kemudian dijabarkan menjadi IKSP yaitu Tingkat Pemanfaatan Kebijakan, 

Strategi Perencanaan dan Pemrograman. Capaian dihitung sebagai berikut: 

𝐼𝐾𝑆𝑃 =
𝑎

𝑏
 𝑥 100% 

Ket: 

IKSP  = Indikator Kinerja Sasaran Program 

a   = Jumlah kawasan yang ditangani dengan perencanaan dan pemrograman infrastruktur 

b       = Jumlah prioritas kawasan yang ditargetkan dalam dokumen perencanaan 

Tipe perhitungan yang digunakan dalam IKSP ini adalah perhitungan rata-rata pencapaian 

(persen) setiap tahunnya, dengan jumlah target sebanyak 249 kawasan dan capaian berupa 

penanganan kawasan prioritas melalui perencanaan dan pemrograman BPIW.  
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2.3.3 Metode Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) 

Metode penghitungan masing-masing IKSK untuk setiap sub indikator kinerja dijelaskan 

dengan lebih rinci pada Tabel 2.2 sampai dengan 2.7: 

Tabel 2.2 Metode Perhitungan IKSK 1-1 

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Metode Perhitungan Tipe Penghitungan 

Program Dukungan Manajemen 

Kegiatan 1: Pengembangan Infrastruktur Wilayah 

Unit Kerja: Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional 

Meningkatnya 

Pelaksanaan 

Perencanaan 

dan 

Pemrograman 

Pembangunan 

Infrastruktur 

PUPR 

Tingkat 

kesesuaian 

kebijakan dan 

strategi 

perencanaan dan 

pemrograman 

infrastruktur PUPR 

Tingkat Pemanfaatan Kebijakan, Strategi 

Perencanaan dan Pemrograman 

dikatakan tercapai apabila: 

Sub Indikator 1 Kinerja capaian 

perencanaan strategis yang disusun 

oleh BPIW (30%): 

𝐼𝐾𝑆𝐾1 − 1 =
𝑎

𝑏
 𝑥 100% 

Ket: 

IKSK1-1 = Indikator Kinerja Sasaran 

Kegiatan (Sub Indikator 1) 

a = capaian Renstra Unit Organisasi PUPR 

b = target Renstra Unit Organisasi PUPR 

 

Sub Indikator 2 Kinerja penyusunan 

program arahan yang menjadi baseline 

pada Konsultasi Regional (70%): 

𝐼𝐾𝑆𝐾1 − 2 =
𝑐

𝑑
 𝑥 100% 

Ket: 

IKSK1-2 = Indikator Kinerja Sasaran 

Kegiatan (Sub Indikator 2) 

 c = jumlah program arahan yang 

menjadi program baseline 

d = jumlah program arahan 

Rata-Rata 

pencapaian 

persen setiap 

tahun 
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Tabel 2.3 Metode Perhitungan IKSK 1-2 

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Metode Perhitungan Tipe Penghitungan 

Program Dukungan Manajemen 

Kegiatan 1: Pengembangan Infrastruktur Wilayah 

Unit Kerja: Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I  

Meningkatnya 

Pelaksanaan 

Perencanaan dan 

Pemrograman 

Pembangunan 

Infrastruktur PUPR 

Tingkat 

kesesuaian 

penanganan 

kawasan 

prioritas 

melalui 

perencanaan 

dan 

pemrograman 

infrastruktur 

PUPR di Pulau 

Sumatera dan 

Kalimantan 

Indikator Kinerja Sasaran 

Kegiatan 2 dihitung dari 

jumlah kawasan yang 

ditangani perencanaan 

dan pemrograman 

infrastrukturnya 

dibandingkan dengan 

jumlah kawasan, dikali 

100%. 

  

𝐼𝐾𝑆𝐾2 =
𝑒

𝑓
 𝑥 100% 

  

Ket: 

IKSK2= Indikator Kinerja  

Sasaran Kegiatan 

(Wilayah) 

e       =   Jumlah kawasan 

yang ditangani dengan 

perencanaan dan 

pemrograman 

infrastruktur PUPR di 

Pulau Sumatera dan 

Kalimantan 

f = Jumlah Kawasan 

Prioritas di Pulau 

Sumatera dan 

Kalimantan 

Rata-Rata pencapaian persen 

setiap tahun 

Keterangan 

• Jumlah kawasan yang 

menjadi target di Pulau 

Sumatera dan Kalimantan 

82 dari 249  kawasan target 

RPJMN 2020-2024. 

• PJM harus teruji dengan 

melalui serangkaian 

pembahasan bersama para 

stakeholder terkait dan 

hasilnya diserahkan kepada 

Pusat Pengembangan 

Infrastruktur Wilayah 

Nasional (standar minimum 

disiapkan oleh Bidang 

Kepatuhan Intern) 

• PJM mencakup program-

program yang terpetakan 

prioritisasinya serta 

strategi pembiayaannya 

(standar minimum 

disiapkan oleh Bidang 

Kepatuhan Intern) 
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Tabel 2.4 Metode Perhitungan IKSK 1-3 

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Metode Perhitungan Tipe Penghitungan 

Program Dukungan Manajemen 

Kegiatan 1: Pengembangan Infrastruktur Wilayah 

Unit Kerja: Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II  

Meningkatnya 

Pelaksanaan 

Perencanaan 

dan 

Pemrograman 

Pembangunan 

Infrastruktur 

PUPR 

Tingkat 

kesesuaian 

penanganan 

kawasan 

prioritas 

melalui 

perencanaan 

dan 

pemrograman 

infrastruktur 

PUPR di Pulau 

Jawa, Bali, dan 

Kep. Nusa 

Tenggara 

Indikator Kinerja Sasaran 

Kegiatan 3 dihitung dari 

jumlah kawasan yang 

ditangani perencanaan 

dan pemrograman 

infrastrukturnya 

dibandingkan dengan 

jumlah kawasan, dikali 

100%. 

  

𝐼𝐾𝑆𝐾3 =
𝑒

𝑓
 𝑥 100% 

  

Ket: 

IKSK3= Indikator Kinerja  

Sasaran Kegiatan 

(Wilayah) 

e       =   Jumlah kawasan 

yang ditangani dengan 

perencanaan dan 

pemrograman 

infrastruktur PUPR di 

Pulau Jawa, Bali, dan 

Kep. Nusa Tenggara 

f = Jumlah Kawasan 

Prioritas di Pulau Jawa, 

Bali, dan Kep. Nusa 

Tenggara 

Rata-Rata pencapaian 

persen setiap tahun 

Keterangan 

• Jumlah kawasan yang 

menjadi target di Pulau 

Jawa, Bali, dan Kep. Nusa 

Tenggara 70 dari 249 

kawasan target RPJMN 

2020-2024. 

• PJM harus teruji dengan 

melalui serangkaian 

pembahasan bersama 

para stakeholder terkait 

dan hasilnya diserahkan 

kepada Pusat 

Pengembangan 

Infrastruktur Wilayah 

Nasional (standar 

minimum disiapkan oleh 

Bidang Kepatuhan Intern) 

• PJM mencakup program-

program yang terpetakan 

prioritisasinya serta 

strategi pembiayaannya 

(standar minimum 

disiapkan oleh Bidang 

Kepatuhan Intern) 
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Tabel 2.5 Metode Perhitungan IKSK 1-4 

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Metode Perhitungan Tipe Penghitungan 

Program Dukungan Manajemen 

Kegiatan 1: Pengembangan Infrastruktur Wilayah 

Unit Kerja Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III 

Meningkatnya 

Pelaksanaan 

Perencanaan dan 

Pemrograman 

Pembangunan 

Infrastruktur 

PUPR 

Tingkat 

kesesuaian 

penanganan 

kawasan 

prioritas 

melalui 

perencanaan 

dan 

pemrograman 

infrastruktur 

PUPR di Pulau 

Sulawesi, 

Papua, dan 

Kep. Maluku 

Indikator Kinerja Sasaran 

Kegiatan 4 dihitung dari 

jumlah kawasan yang 

ditangani perencanaan 

dan pemrograman 

infrastrukturnya 

dibandingkan dengan 

jumlah kawasan, dikali 

100%. 

  

𝐼𝐾𝑆𝐾4 =
𝑒

𝑓
 𝑥 100% 

  

Ket: 

IKSK4= Indikator Kinerja 

Sasaran Kegiatan 

(Wilayah) 

e       =   Jumlah kawasan 

yang ditangani dengan 

perencanaan dan 

pemrograman 

infrastruktur PUPR di 

Pulau Sulawesi, Papua, 

dan Kep. Maluku 

f = Jumlah Kawasan 

Prioritas di Pulau 

Sulawesi, Papua, dan Kep. 

Maluku 

Rata-Rata pencapaian 

persen setiap tahun 

Keterangan 

• Jumlah kawasan yang 

menjadi target  di Pulau 

Sulawesi, Papua, dan 

Kep. Maluku 97 dari 

249 kawasan target 

RPJMN 2020-2024. 

• PJM harus teruji 

dengan melalui 

serangkaian 

pembahasan bersama 

para stakeholders 

terkait dan hasilnya 

diserahkan kepada 

Pusat Pengembangan 

Infrastruktur Wilayah 

Nasional (standar 

minimum disiapkan 

oleh Bidang Kepatuhan 

Intern) 

• PJM mencakup 

program-program yang 

terpetakan 

prioritisasinya serta 

strategi 

pembiayaannya 

(standar minimum 

disiapkan oleh Bidang 

Kepatuhan Intern) 
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Tabel 2.6 Metode Perhitungan IKSK 2 1-6 

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Metode Perhitungan 

Program Dukungan Manajemen 

Kegiatan 2: Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah 

Unit Kerja Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah  

Meningkatnya 
efektivitas dan 
efisiensi tata 
kelola 
penyelenggaraan 
pengembangan 
infrastruktur 
Wilayah 
 

Tingkat Kualitas 
Pembinaan dan 
Pengelolaan Tata 
Naskah Dinas, 
Kearsipan, 
Penatausahaan 
Barang Milik Negara, 
dan Pengelolaan 
Ketatausahaan 

Indikator 1 dihitung dari penjumlahan: 
a. Persentase Pembinaan Tata Naskah Dinas = 

Jumlah Unit Kerja yang Terbina Tata Naskah 
Dinas/Jumlah Seluruh Unit Kerja 

b. Persentase Pembinaan Kearsipan = Jumlah 
Unit Kerja yang Terbina Kearsipan/Jumlah 
Seluruh Unit Kerja 

c. Persentase Penyelesaian Penghapusan 
Barang Milik Negara (BMN) = Jumlah Usulan 
Penghapusan BMN yang telah diselesaikan/ 
Total Usulan Penghapusan BMN.  

d. Persentase terselenggaranya Administrasi 
Korespondensi = Jumlah Koresponden yang 
Diselesaikan/Jumlah Seluruh Koresponden 

Tingkat Layanan 
Pembentukan Produk 
Hukum 

Indikator 2: Jumlah produk hukum yang 
diterbitkan dibagi dengan jumlah produk hukum 
yang seharusnya diterbitkan (dalam proleg 
Kementerian PUPR) 

Tingkat Layanan 
Pengelolaan 
Kelembagaan dan 
Jabatan Fungsional 
serta 
Pengadministrasian 
Pegawai 

Indikator 3: Survei kepada pegawai terkait 
ketepatan perencanaan pegawai, transparansi 
rekrutmen, ketepatan layanan administrasi 
Kepegawaian 

Tingkat Kinerja 
Pelaksanaan 
Anggaran 

Indikator 4: Dihitung berdasarkan nilai 8 
(delapan) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 
(IKPA) dari Kementerian Keuangan 

Tingkat Kualitas 
Perencanaan 
Anggaran 

Indikator 5: Mengacu PMK No. 22 Tahun 2021 
tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja 
Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan 
Anggaran Kementerian negara/Lembaga 

Nilai SAKIP Unit 
Organisasi 

Indikator 6: Penilaian SAKIP Unit Organisasi oleh 
Tim Evaluator Itjen 

2.4 Metode Pengukuran Pencapaian Anggaran 

Tingkat pencapaian keberhasilan atau kegagalan target capaian anggaran dinyatakan dalam 

bentuk persentase. Setelah mengetahui besaran persentase capaian anggaran, selanjutnya 
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dituangkan dalam bentuk tabel pencapaian pelaksanaan anggaran dengan format sebagai 

berikut: 

Tabel 2.7 Pencapaian Pelaksanaan Anggaran 

Program/Kegiatan/ 
Output 

Vol Satuan 
Pagu 
(Rp 

Ribu) 

Realisasi 
(Rp Ribu) 

Keuangan Fisik 
Kinerja 

RN RL RN RL 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

          

Penjelasan untuk masing-masing kolom yaitu: 

a. Kolom (1) diisi dengan program/kegiatan/output Unit Kerja; 

b. Kolom (2) diisi dengan volume kegiatan; 

c. Kolom (3) diisi dengan satuan kegiatan; 

d. Kolom (4) diisi dengan nilai pagu kegiatan; 

e. Kolom (5) diisi dengan nilai realisasi kegiatan; 

f. Kolom (6) diisi dengan persentase rencana keuangan; 

g. Kolom (7) diisi dengan realisasi kinerja keuangan yang telah dilaksanakan; 

h. Kolom (8) diisi dengan persentase rencana fisik kegiatan; 

i. Kolom (9) diisi dengan realisasi kinerja fisik yang telah dilaksanakan; dan 

j. Kolom (10) diisi dengan persentase kinerja pencapaian target dari masing-masing 

program/kegiatan/output: (realisasi/target x 100% yang dirata-ratakan). 

BPIW melaksanakan pemantauan kinerja sasaran setiap bulannya secara berkala yang mengacu 

kepada Dokumen Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini 

dilakukan untuk memonitor, mengukur, serta mengevaluasi pelaksanaan sasaran di Tahun 2022 

dalam rangka memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran di akhir 

tahun anggaran. Dalam pelaksanaan pengukuran kinerja, dilakukan kategorisasi kinerja sesuai 

dengan tingkat capaian kinerja yang telah disepakati yaitu sebagai berikut: 

Tabel 2.8 Pencapaian Pelaksanaan Anggaran 

No Kategori Nilai Angka Interpretasi 

1. AA >90 – 100 Sangat memuaskan 

2. A >80 – 90 Memuaskan 

3. BB >70 – 80 Sangat Baik 

4 B >60 – 70 Baik, perlu sedikit perbaikan 

5. CC >50 – 60 Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar 

6. C >30 – 50 
Kurang, perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang 
mendasar 

7 D 0 – 30 Sangat kurang, perlu perbaikan yang sangat mendasar 

Sumber: Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 

2.5 Target Tahun ini Menurut Renstra 

Target kinerja program pengembangan infrastruktur wilayah TA 2022 menurut Rencana Strategis 

BPIW 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.10. 
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Tabel 2.9 Target Sasaran Program Tahun 2022 Menurut Renstra 

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program 
Baseline 

2021 
Target 
2022 

(1) (2) (3) 

SP Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya   

IKSP 

Tingkat Pemanfaatan Kebijakan, Strategi Perencanaan dan Pemrograman 83,53 % 70,00 % 

Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas 
Teknis Lainnya 

76,47 % 71,54 % 

 

Pada Tabel di atas, target BPIW untuk Sasaran Program Tahun 2022 yaitu Meningkatnya 

Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya diukur melalui indikator keberhasilan yaitu 

Tingkat Pemanfaatan Kebijakan, Strategi Perencanaan dan Pemrograman dengan target sebesar 

70% dan baseline tahun 2021 sebesar 83,53%. Sementara, target kinerja Kegiatan Pengembangan 

Infrastruktur Wilayah TA 2022 menurut Rencana Strategis BPIW 2020-2024 dapat dilihat pada 

Tabel berikut: 

Tabel 2.10 Target Sasaran Kegiatan 2022 Menurut Renstra 

No Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan 
Baseline 

2021 
Target 
2022 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Meningkatnya 
pelaksanaan 
perencanaan dan 
pemrograman 
pembangunan 
infrastruktur PUPR 

Tingkat kesesuaian kebijakan dan strategi perencanaan 
dan pemrograman infrastruktur PUPR 71,39 % 70,00 % 

Tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas 
melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur 
PUPR di Pulau Sumatera dan Kalimantan 85,37 % 70,00 % 

Tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas 
melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur 
PUPR di Pulau Jawa, Bali, dan Kep. Nusa Tenggara 72,86 % 70,00 % 

Tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas 
melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur 
PUPR di Pulau Sulawesi, Papua, dan Kep. Maluku 89,69 % 70,00 % 

2 Meningkatnya 
efektifitas dan 
efisiensi tata kelola 
penyelenggaraan 
pengembangan 
infrastruktur 
Wilayah 

Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata 
Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik 
Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan 

85,19 % 81% 

Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum 100 % 100% 

Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan 
Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai 80,03 % 81% 

Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran 92,76 % 92% 

Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran 97,08 % 91% 

Nilai SAKIP Unit Organisasi 76,4 % 76,8% 
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KAPASITAS ORGAN ISASI 

 

3.1 Sumber Daya Manusia 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, seluruh Unit Kerja di BPIW didukung oleh Sumber Daya 

Manusia (SDM) sebagai pengelola program/kegiatan dalam berbagai jenjang dan klasifikasi. SDM 

ini merupakan salah satu variabel penting dalam konteks keberhasilan atau kegagalan suatu 

organisasi. Oleh karena itu, produktivitas suatu organisasi tidak akan terlepas dari produktivitas 

SDM yang menjadi penggerak dari organisasi tersebut. 

Pada tahun 2022, BPIW didukung oleh SDM sebanyak 371 orang. Komposisi SDM BPIW (Gambar 

3.1) terdiri atas 199 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 88 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai 

Negeri (PPNPN), dan 84 orang Tenaga Ahli/Tenaga Pendukung Terkontrak. Jumlah ini mengalami 

penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 dimana terdapat SDM sebanyak 379 orang.  

Penurunan tersebut berasal dari 3 (tiga) orang PNS, 1 (satu) orang PPNPN, dan 2 (dua) orang 

Tenaga Ahli/Tenaga Pendukung Terkontrak. 

Gambar 3.1 Komposisi Pegawai BPIW Tahun 2022 

 

BPIW masih memiliki pegawai dengan status kepegawaian PPNPN dan Tenaga Ahli/Tenaga 

Pendukung Kontrak karena berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK), BPIW memiliki kebutuhan 

sebanyak 348 orang PNS. Namun, dikarenakan saat ini BPIW hanya memiliki 199 PNS maka 

kekurangannya adalah sebanyak 149 PNS. Keberadaan 348 pegawai tersebut diperlukan agar 

BPIW agar dapat menjalankan tugas dan fungsi secara optimal. Oleh karena itu, BPIW terus 
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melakukan optimalisasi dan peningkatan kualitas terhadap PNS yang tersedia dan juga 

mengoptimalkan fungsi PPNPN untuk memberikan dukungan subtansif ataupun administratif. 

Selain itu, BPIW juga mengontrak Tenaga Ahli untuk memberikan dukungan substansi dalam 

mencapai target kinerja organisasi. 

Sekretariat BPIW merupakan Unit Kerja dengan jumlah pegawai terbanyak sejumlah 95 pegawai. 

Dari jumlah tersebut, sejumlah 72 pegawai yang secara efektif melaksanakan tugas dan fungsi 

kesekretariatan dikarenakan sejumlah 23 pegawai melakukan penugasan lainnya seperti Karya 

Siswa, Petugas Keamanan dan Pramubakti. Unit Kerja yang memiliki jumlah pegawai paling sedikit 

yaitu Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III (Puswil 3) dengan jumlah pegawai 

sebanyak 59 orang. Adapun jumlah pegawai pada Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah 

Nasional (Pusnas), Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I (Puswil 1), dan Pusat 

Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II (Puswil 2) memiliki proporsi pegawai yang 

berimbang antara satu dengan lainnya. 

Gambar 3.2 Komposisi Pegawai BPIW per Unit Kerja  

 

3.1.1 SDM BPIW Menurut Golongan Ruang (PNS) 

Berdasarkan golongan ruang, mayoritas pegawai PNS pada Unit Kerja di lingkungan BPIW terdiri 

dari golongan III dengan jumlah total sebanyak 149 orang. Golongan IV merupakan kedua yang 

terbesar dengan jumlah total sebanyak 37 orang. Golongan II berjumlah sebanyak 11 orang dan 

golongan I berjumlah sebanyak 2 (dua) orang. Perbandingan untuk masing-masing PNS di Unit 

Kerja BPIW berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada Gambar 3.3. 
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Gambar 3.3 SDM PNS BPIW Menurut Golongan Ruang 

 

3.1.2 SDM BPIW Menurut Jabatan (PNS) 

Komposisi pegawai PNS di lingkungan BPIW berdasarkan jabatannya terdiri atas 1 (satu) orang 

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, 5 (lima) orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 14 orang 

Pejabat Administrator, 4 (empat) orang Pejabat Pengawas (Kepala Subbagian Tata Usaha), 121 

orang menempati Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), dan 56 orang menempati Jabatan 

Fungsional Umum (JFU). Dari 121 Jabatan Fungsional Tertentu, terdapat 6 (enam) orang yang 

memiliki tingkat keahlian madya, 37 orang pada tingkat keahlian muda, dan 78 orang pada tingkat 

keahlian pertama. Grafik perbandingan SDM PNS BPIW berdasarkan jabatan secara rinci dapat 

dilihat pada Gambar 3.4. 

Gambar 3.4 SDM PNS Menurut Jabatan 

 

Pada tahun 2022, terjadi peningkatan jumlah JFT dari yang sebelumnya sejumlah 94 orang 

menjadi 121 orang dan penurunan jumlah JFU dari yang sebelumnya 86 orang menjadi 56 orang. 

Perubahan ini dikarenakan adanya perpindahan jabatan pegawai dari JFU menjadi JFT dan 

pegawai CPNS yang sudah berstatus sebagai JFT. 
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Gambar 3.5 Distribusi PNS BPIW Menurut Jabatan per Unit Kerja Eselon 2 

 

 

Berdasarkan data distribusi PNS BPIW menurut jabatan, pegawai JFU terbanyak terdapat di 

Sekretariat BPIW sementara yang terendah berada di Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR 

Wilayah II. Untuk pegawai JFT, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I memiliki 

jumlah yang terbanyak dan yang paling sedikit berada di Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR 

Wilayah III. Secara detail distribusi PNS BPIW menurut jabatan per Unit Kerja dapat dilihat pada 

Gambar 3.5.  

3.1.3 SDM BPIW Menurut Jenis Kelamin 

Komposisi pegawai di lingkungan BPIW berdasarkan jenis kelamin terdiri atas 206 orang berjenis 

kelamin laki-laki dan 165 orang berjenis kelamin perempuan. Komposisi pegawai perempuan dan 

laki-laki hampir berimbang sehingga tidak ada kesenjangan gender termasuk pada tingkat Pejabat 

Administrator. Gambar 3.6 memperlihatkan perbandingan jumlah pegawai berdasarkan jenis 

kelamin di BPIW. 

Gambar 3.6 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 
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Proporsi pegawai laki-laki dan perempuan di masing-masing Unit Kerja di lingkungan BPIW dalam 

kondisi berimbang seperti dapat dilihat pada Gambar 3.7. Secara khusus proporsi pegawai laki-

laki lebih besar daripada pegawai perempuan pada Sekretariat BPIW dikarenakan terdapat 

beberapa posisi pekerjaan non-substantif seperti petugas keamanan dan pengemudi yang 

ditempati oleh laki-laki.  

Gambar 3.7 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin per Unit Kerja 

 

Penjelasan lebih detail mengenai komposisi pegawai BPIW per Unit Kerja Eselon 2 berdasarkan 

status kepegawaiannya (PNS, PPNPN, dan Tenaga Ahli/Kontrak) dapat dilihat pada Gambar 3.8. 

Berdasarkan data tersebut ditemukan informasi bahwa jumlah pegawai laki-laki melebihi 

pegawai perempuan pada pegawai berstatus PPNPN. Hal tersebut dikarenakan komposisi PPNPN 

non-substantif (Pengemudi dan Petugas Keamanan) lebih besar daripada PPNPN non-substantif. 

Untuk pekerjaan substantif tertentu yang didukung oleh Tenaga Ahli, memiliki proporsi yang 

relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan.  

Gambar 3.8 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin per Unit Kerja Eselon 2 Berdasarkan 
Status Kepegawaian 

 

3.1.4 SDM BPIW Menurut Usia 

Pada bagian ini dijelaskan mengenai klasifikasi pegawai BPIW berdasarkan usia. Pengklasifikasian 

dilakukan dengan membagi usia menjadi beberapa kategori, yaitu: (1) di bawah atau sama 
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dengan usia 30 tahun, (2) rentang usia 31 sampai dengan 40 tahun, (3) rentang usia 41-50 tahun, 

dan (4) di atas 50 tahun.  

Gambar 3.9 Komposisi PNS BPIW Menurut Usia 

 

Pada Gambar 3.9 dan 3.10 terdapat informasi terkait usia PNS BPIW dengan uraian sebagai 

berikut: 

1. Dibawah usia 30 tahun sebanyak 59 orang (29,5%). 

2. Rentang 31 sampai dengan 40 tahun yaitu sebanyak 70 orang (39,5%). 

3. Rentang 41-50 tahun sebanyak 47 orang (23,5%). 

4. Diatas 50 tahun yaitu sebanyak 14 orang (7,04%).  

Gambar 3.10 Usia PNS BPIW per Unit Kerja 

 

Informasi terkait komposisi PPBN BPIW dapat dilihat pada Gambar 3.11. Berdasarkan informasi 

tersebut, terlihat bahwa komposisi terbesar terdapat pada rentang usia 31 sampai dengan 40 

tahun dengan jumlah 41 orang (46,59%). Pada usia  dibawah 30 tahun terdapat 29 orang (32,95%) 

pegawai. Adapun sejumlah 17 orang pegawai (19,32%)  berada pada rentang usia 41-50 tahun 

dan sebanyak 1 (satu) orang adalah Pegawai dengan usia diatas 50 tahun. 
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Gambar 3.11 Komposisi PPNPN BPIW Menurut Usia 

 

Gambar 3.12 menampilkan secara detail jumlah pegawai berdasarkan usia di setiap Unit Kerja. 

Mayoritas Unit Kerja memiliki pegawai yang berada pada rentang usia 31 – 40 tahun, kecuali 

Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II yang didominasi oleh pegawai berusia di 

bawah atau sama dengan 30 tahun. 

Gambar 3.12 Usia PPNPN BPIW per Unit Kerja 

 

3.1.5 SDM BPIW Berdasarkan Tingkat Pendidikan  

Komposisi SDM BPIW berdasarkan tingkat Pendidikan dapat dilihat pada Gambar 3.13. Dari 

informasi tersebut, dapat diketahui bahwa sejumlah 202 pegawai (54,45%) pegawai memiliki 

pendidikan pada jenjang S1/D4, 95 pegawai (25,61%) pada jenjang pendidikan S2, dan 7 orang 

(1,89%) pada jenjang Pendidikan S3. Adapun sejumlah 68 pegawai memiliki tingkat pendidikan di 

bawah jenjang pendidikan S1/D4. 
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Gambar 3.13 Komposisi Pegawai BPIW Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

Secara khusus, informasi terkait komposisi jenjang Pendidikan untuk PNS dapat dilihat pada 

Gambar 3.14. Dari informasi tersebut dapat dilihat bahwa sejumlah 99 pegawai (49,75%) memiliki 

jenjang pendidikan S1/D4,  81 pegawai (40,7%) sebanyak  pada jenjang pendidikan S2, 7 pegawai 

(3,53%) memiliki pendidikan pada jenjang S3. Selain itu, terdapat 12 pegawai memiliki Pendidikan 

di bawah S1/D4. 

Gambar 3.14 Komposisi PNS BPIW Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

Mayoritas Unit Kerja didominasi oleh PNS dengan jenjang pendidikan S1/D4, kecuali Pusat 

Pembangunan Infrastruktur Wilayah Nasional yang memiliki komposisi PNS dengan pendidikan 

dengan S2 terbanyak yaitu sejumlah 18 Pegawai. 
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Gambar 3.15 PNS BPIW Berdasarkan Tingkat Pendidikan per Unit Kerja 

 

Komposisi tingkat pendidikan pada PPNPN berbeda dengan komposisi tingkat pendidikan pada 

PNS. Gambar 3.16 memberikan informasi bahwa 35 orang (39,77%) pada jenjang pendidikan 

SLTA, 33 orang (37,5%) memiliki pendidikan S1/D4, 11 (12,5%) orang memiliki pendidikan D3, dan 

1 (satu) orang memiliki jenjang pendidikan S2. Terdapat juga PPNPN dengan pendidikan SD dan 

SLTP sebanyak 4 orang  pada masing-masing jenjang. 

Gambar 3.16 Komposisi PPNPN BPIW Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

Gambar 3.17 memberikan informasi detail terkait distribusi penempatan PPNPN pada Unit Kerja 

berdasarkan tingkat pendidikannya. 

Gambar 3.17 PPNPN BPIW Berdasarkan Tingkat Pendidikan per Unit Kerja 
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Berdasarkan informasi pada Gambar 3.18, mayoritas Tenaga Ahli sejumlah 70 pegawai (83,3%) 

memiliki kualifikasi S1/D4. 13 pegawai (15,49%) memiliki kualifikasi S2 dan 1 pegawai dengan 

kualifikasi D3. 

Gambar 3.18 Komposisi Tenaga Ahli BPIW Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

Grafik batang pada Gambar 3.19 memberikan informasi detail terkait distribusi penempatan 

Tenaga Ahli pada Unit Kerja berdasarkan tingkat pendidikannya. 

Gambar 3.19 Tenaga Ahli BPIW Berdasarkan Tingkat Pendidikan per Unit Kerja 

 

3.1.6 SDM PNS BPIW Berdasarkan Bidang Pendidikan  

Pada Gambar 3.20 dapat kita lihat informasi terkait dengan rasio bidang pendidikan PNS BPIW. 

Data tersebut diolah dari pegawai PNS di lingkungan BPIW yang memiliki tingkat pendidikan di 

atas SLTA. 141 pegawai (73,44%) merupakan PNS di bidang pendidikan teknik sedangkan sisanya 

sebanyak 51 Pegawai (24,56) memiliki bidang pendidikan non Teknik. 
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Gambar 3.20 Perbandingan PNS BPIW Bidang Teknik dan Non Teknik 

 

Gambar 3.21 memuat informasi latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh PNS bidang Teknik. 

Dari informasi tersebut diketahui bahwa 65 orang memiliki latar belakang jurusan Perencanaan 

Wilayah dan Kota/Planologi, 15 orang jurusan Teknik Sipil, 14 orang jurusan Teknik Geodesi, 14 

orang berlatar belakang Teknik Informatika, 14 orang jurusan Teknik Arsitektur dan 8 orang 

Teknik Lingkungan. Selain itu terdapat 12 orang berlatar belakang teknik lainnya (seperti Teknik 

Kimia, Teknik Industri, dan Teknik Studi Pembangunan). 

Gambar 3.21 Pegawai PNS BPIW Menurut Bidang Pendidikan Teknik 

 

Gambar 3.22 memuat informasi latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh PNS bidang non 

Teknik. Pada bidang non teknik, 14 orang memiliki latar belakang pendidikan di bidang Ekonomi, 

10 orang jurusan Manajemen, 7 orang jurusan Akuntansi, 5 orang jurusan Ilmu Komunikasi, 4 

orang jurusan Ilmu Sosial Politik dan 4 orang dari jurusan Geografi. Selain itu, terdapat pula 7 

orang berlatar belakang teknik lainnya (seperti Hubungan Internasional, Administrasi Publik, dan 

Administrasi Negara). 
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Gambar 3.22 Pegawai PNS BPIW Menurut Bidang Pendidikan Non Teknik 

 

3.2 Sarana dan Prasarana 

Dalam menunjang kinerja organisasi untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, 

penyediaan prasarana ruangan menjadi hal yang sangat diperlukan. Ruangan yang digunakan 

BPIW meliputi ruang kerja, ruang rapat, fasilitas ibadah, dan ruangan penyimpanan. Daftar 

ruangan kerja yang digunakan oleh BPIW dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Daftar Ruangan BPIW 

No Nama Ruangan 

 Sekretariat BPIW 

1 Kepala BPIW 

2 Sekretaris BPIW 

3 Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan 

4 Bagian Kepegawaian dan Umum 

5 Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik 

6 Ruang Rapat Besar Lantai 2 

7 Ruang Rapat Lantai 3 

8 Ruang Rapat Lantai 4 

9 Gudang Basement 

Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional 

10 Ruang Kepala Pusat 

11 Ruang TU 

12 Ruang Bid. Kepatuhan Internal 

13 Ruang Bid. Keterpaduan Program 

Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I 

14 Ruang Kepala Pusat 

15 Ruang TU 

16 Ruang PIW 1.A 

17 Ruang PIW 1.C 

18 Ruang PIW 1.B 

19 Ruang Satuan Kerja 

Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II 

20 Ruang Kepala Pusat 

21 Ruang TU 

22 Ruang Wil. Pulau Jawa 2.A 
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No Nama Ruangan 

23 Ruang Wil. Pulau Bali 2.B 

24 Ruang Wil. Pulau Nusa Tenggara 2.C 

25 Ruang Satuan Kerja 

 Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III 

26 Ruang Kepala Pusat 

27 Ruang TU 

28 Ruang Bid. PIW 3.A 

29 Ruang Bid. PIW 3.B 

30 Ruang Bid. PIW 3.C 

31 Ruang Satuan Kerja 
 

Selain sarana dan prasarana ruangan, terdapat Barang Milik Negara (BMN) untuk membantu 

pelaksanaan tugas di BPIW. Rincian daftar BMN dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Daftar Barang/Peralatan BMN 

No Nama Barang Jumlah 

Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional 

1 P.C Unit 68 

2 Note Book 30 

3 Printer (Peralatan Personal Komputer) 29 

4 External/ Portable Hardisk 14 

5 LCD Projector/Infocus 11 

6 Kabel 9 

7 Televisi 8 

8 Lap Top 8 

9 Celling Mount Bracket 6 

10 Voice Recorder 6 

11 Camera Digital 6 

12 Voice Recorder 6 

13 Jam Mekanis 5 

14 Scanner (Peralatan Personal Komputer) 4 

15 Air Cleaner 3 

16 Monitor 3 

17 Monitor 3 

18 Laci Box 2 

19 Mesin Ketik Listrik Potable (11- 13 Inci) 2 

20 Uninterruptible Power Supply (UPS) 2 

21 Tas Kamera 2 

22 White Board Electronic 1 

23 Focusing Screen/Layar LCD Projector 1 

24 Facsimile 1 

25 Brandkas 1 

26 Filing Cabinet Besi 1 

27 Tablet PC 1 

28 Wireless Access Point 1 

29 White Board 1 

30 Monopod 1 

31 GPS Receiver 1 

32 Kamera Udara 1 

33 Router 1 



51 

 
Laporan Kinerja Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Tahun 2022 

 

No Nama Barang Jumlah 

Pusat Pengembangan Infrastruktur  PUPR Wilayah I 

1 P.C Unit 64 

2 Printer (Peralatan Personal Komputer) 40 

3 Note Book 29 

4 External/ Portable Hardisk 22 

5 Lap Top 14 

6 Scanner (Peralatan Personal Komputer) 10 

7 LCD Projector/Infocus 10 

8 Kabel 9 

9 Televisi 8 

10 Camera Digital 7 

11 Celling Mount Bracket 6 

12 Kursi Besi/Metal 6 

13 Celling Mount Bracket 6 

14 Voice Recorder 6 

15 Tablet PC 5 

16 Jam Mekanis 4 

17 Alat Penghancur Kertas 3 

18 Laser Pointer 3 

19 Monitor 3 

20 Facsimile 2 

21 Mesin Ketik Elektronik/Selektrik 2 

22 Dispenser 2 

23 Bracket Standing Peralatan 2 

24 White Board Electronic 1 

25 Focusing Screen/Layar LCD Projector 1 

26 Kursi Kayu 1 

27 Meja Rapat 1 

28 Meja Komputer 1 

29 Tempat Tidur Kayu 1 

30 Kasur/Spring Bed 1 

31 Meja Makan Kayu 1 

32 Air Cleaner 1 

33 Lemari Es 1 

34 Heater (Alat Rumah Tangga pemanas air Lainnya ( Home Use ) 1 

35 Mesin Pengering Tangan 1 

36 GPS Receiver 1 

37 Kamera Udara 1 

38 Meubelair Lainnya 1 

39 Mesin Ketik Manual Standard Mer Brother (14-16 Inci) 1 

40 Brandkas 1 

Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II 

1 P.C Unit 42 

2 Note Book 23 

3 Printer (Peralatan Personal Komputer) 18 

4 External/ Portable Hardisk 16 

5 LCD Projector/Infocus 9 

6 Kabel 9 

7 Lap Top 9 

8 Televisi 6 

9 Celling Mount Bracket 6 
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No Nama Barang Jumlah 

10 Jam Mekanis 5 

11 Camera Digital 5 

12 Scanner (Peralatan Personal Komputer) 5 

13 Voice Recorder 4 

14 Monitor 3 

15 Kursi Besi/Metal 2 

16 Aset Tak Berwujud Lainnya 2 

17 Focusing Screen/Layar LCD Projector 1 

18 Kursi Kayu 1 

19 Tempat Tidur Kayu 1 

20 Meja Makan Kayu 1 

21 Air Cleaner 1 

22 Heater (Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use ) 1 

23 Facsimile 1 

24 Peta (Map) 1 

25 Kamera Udara 1 

26 Peralatan Komputer Lainnya 1 

27 Brandkas 1 

28 Kasur/Spring Bed 1 

Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III 

1 P.C Unit 61 

2 Printer (Peralatan Personal Komputer) 40 

3 Lap Top 25 

4 Note Book 22 

5 External/ Portable Hardisk 19 

6 LCD Projector/Infocus 9 

7 Kabel 9 

8 Camera Digital 7 

9 Celling Mount Bracket 6 

10 Keyboard (Peralatan Personal Komputer) 5 

11 Jam Mekanis 4 

12 Televisi 4 

13 Voice Recorder 4 

14 Monitor 4 

15 Scanner (Peralatan Personal Komputer) 2 

16 Scanner (Peralatan Personal Komputer) 2 

17 White Board Electronic 1 

18 Focusing Screen/Layar LCD Projector 1 

19 Air Cleaner 1 

20 Facsimile 1 

21 Brandkas 1 

Sekretariat BPIW 

1 Kursi Besi/Metal 690 

2 Meja Kerja Kayu 394 

3 Partisi 178 

4 Lemari Kayu 118 

5 Meja Kerja Besi/Metal 97 

6 P.C Unit 80 

7 Lap Top 62 

8 Meja Rapat 49 

9 Meubelair Lainnya 45 
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No Nama Barang Jumlah 

10 Sice 43 

11 Telephone (PABX) 39 

12 Printer (Peralatan Personal Komputer) 38 

13 Rak Besi 28 

14 Kabel Roll 27 

15 Note Book 24 

16 Sound System 24 

17 Nakas 23 

18 Televisi 20 

19 Camera Digital 19 

20 Celling Mount Bracket 16 

21 White Board 15 

22 LCD Projector/Infocus 14 

23 Alat Pembersih Lainnya 13 

24 CCTV - Camera Control Television 13 

25 Kursi Kayu 13 

26 Lensa Filter 13 

27 Pot Bunga 13 

28 Tablet PC 13 

29 Lampu 12 

30 Lemari Besi/Metal 12 

31 Display 11 

32 Jam Mekanis 11 

33 Dispenser 10 

34 Lemari Es 10 

35 Scanner (Peralatan Personal Komputer) 9 

36 Alat Dapur Lainnya 8 

37 Video Conference 8 

38 Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Lainnya 7 

39 Backdrop TV/Wardrobe 7 

40 Lensa Kamera 7 

41 Alat Penghancur Kertas 6 

42 Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use) 6 

43 CPU (Peralatan Personal Komputer) 6 

44 Handy Talky (HT) 6 

45 Kabel 6 

46 Keyboard (Peralatan Personal Komputer) 6 

47 LCD Monitor 6 

48 Rak Kayu 6 

49 Air Cleaner 5 

50 Filing Cabinet Besi 5 

51 Meja Makan Kayu 5 

52 Publik Astari (Pembatas Antrian) 5 

53 Tas Kamera 5 

54 Workstation 5 

55 Alat Perekam Suara (Voice Pen) 4 

56 Coffee Maker 4 

57 Microphone 4 

58 Peralatan Komputer Lainnya 4 

59 Sepeda Motor 4 

60 Server 4 
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No Nama Barang Jumlah 

61 Tempat Tidur Kayu 4 

62 Wireless 4 

63 Wireless Access Point 4 

64 A.C. Split 3 

65 Alat Pemanas Prosesing ( Water Heater) 3 

66 Brandkas 3 

67 Mesin Absensi 3 

68 Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner 3 

69 Portable Air Conditioner (Alat Pendingin) 3 

70 Tangga Aluminium 3 

71 Teko Listrik 3 

72 Tripod Camera 3 

73 White Board Electronic 3 

74 Alat Rumah Tangga Lainnya 2 

75 Camera Conference 2 

76 External/ Portable Hardisk 2 

77 Facsimile 2 

78 Hard Disk 2 

79 Kasur/Spring Bed 2 

80 Kompor Gas (Alat Dapur) 2 

81 Koper/Tas 2 

82 Loudspeaker 2 

83 Mesin Jilid 2 

84 Mesin Pel/Poles 2 

85 Mesin Penghitung Uang 2 

86 Monitor 2 

87 Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya 2 

88 Perkakas Bengkel Listrik Lainnya (Alat Bengkel Bermesin) 2 

89 Tangga 2 

90 Unit Power Supply 2 

91 Voice Recorder 2 

92 Water Filter 2 

93 Alat Studio Lainnya 1 

94 Alat Ukur Lainnya 1 

95 Alat Ukur Universal Lainnya 1 

96 Baggage Trolly 1 

97 Bor Mesin Putar Lainnya 1 

98 Box Camera 1 

99 Bracket Standing Peralatan 1 

100 Buffet 1 

101 Flip Chart 1 

102 Focusing Screen/Layar LCD Projector 1 

103 Heater (Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use ) 1 

104 Kamera Udara 1 

105 Kitchen Set 1 

106 KVM Keyboard Video Monitor 1 

107 Lampu Blitz Kamera 1 

108 Local Area Network (LAN) 1 

109 Meja Resepsionis 1 

110 Mesin Cuci 1 

111 Mesin Fogging 1 
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No Nama Barang Jumlah 

112 Microphone/Wireless MIC 1 

113 Monopod 1 

114 Perkakas Kantor Lainnya 1 

115 Rotary Table (Bor Mesin Putar) 1 

116 Sketsel 1 

117 Storage Modul Disk (Peralatan Mainframe) 1 

118 Switch 1 

119 Switcher Combination 1 

120 Tester Listrik/Telepon/Internet 1 

121 Tool Electrical Set 1 

122 Tool Kit Set 1 
 

Untuk menunjang kinerja pegawai, BPIW pada tahun 2022 telah melakukan pembaruan 

perangkat laptop. Selain itu, BPIW juga telah melakukan renovasi ruangan di Pusat 

Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah Nasional, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah 

I, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah II, dan Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah 

III dengan konsep open office sehingga diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi pegawai.  

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan, BPIW menggunakan beberapa sistem atau aplikasi 

dalam menunjang pelaksanaan kegiatan antara lain: 

a. Website dan Bank Data BPIW 

Website BPIW yang telah resmi diluncurkan sejak akhir tahun 2015, dikelola oleh Sekretariat 

BPIW untuk dilakukan pemutakhiran baik segi konten maupun tampilan. Website BPIW 

berisikan Informasi terkait profil, produk, pimpinan, mitra, galeri, berita, kontak dan tautan 

ke Bank Data BPIW. Bank data BPIW akan menjadi media satu pintu di lingkungan BPIW untuk 

memperoleh segala bentuk data dan informasi yang dibutuhkan dalam melaksanakan 

kegiatan. 

Bank data BPIW akan menjadi media satu pintu di lingkungan BPIW untuk memperoleh segala 

bentuk data dan informasi yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan. Pada tahun 2022 

dilaksanakan pembaruan tampilan antar muka Bank Data BPIW sehingga diharapkan 

perubahan tersebut dapat mempermudah pengunjung dalam mengakses data serta 

meningkatkan jumlah kunjungan kepada Bank Data BPIW. 

b. SIPro-PUPR 

Sistem Informasi Pemrograman (SIPro) merupakan aplikasi yang digunakan untuk mendukung 

pelaksanaan Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Wilayah (Rakorbangwil). SIPro 

diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk pengelolaan data kawasan prioritas, arahan 

program dan rekomendasi pekerjaan yang digunakan dalam proses sinkronisasi dengan Unor 

Teknis dan Kementerian/Lembaga terkait.  

Dalam pelaksanaan Rakorbangwil 2022, SIPro digunakan untuk pengumpulan data kawasan 

prioritas serta standardisasi program yang dapat diakses semua stakeholder sesuai dengan 

perannya. SIPro juga difungsikan untuk melakukan input kawasan prioritas serta kebutuhan 

program oleh BPIW untuk selanjutnya diverifikasi oleh Kementerian/Lembaga terkait dan 

Unor Teknis Kementerian PUPR dengan melakukan reviu dan memberikan catatan pada 

aplikasi SIPro sebagai dasar pembahasan kawasan pada Desk Rakorbangwil. Penggunaan 

aplikasi SIPro juga melibatkan pemerintah daerah untuk memberikan tanggapan pada 
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kawasan prioritas (quick wins) serta memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk 

mengusulkan program infrastruktur PUPR yang mendukung kawasan prioritas dan di luar 

kawasan prioritas dengan dukungan program OPOR (Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, 

Rehabilitasi). 

Pembahasan desk Rakorbangwil yang dilakukan pada aplikasi SIPro menghasilkan output 

berupa BAK digital yang telah tersedia didalam aplikasi. SIPro juga akan diintegrasikan dengan 

SIKONREG, agar kawasan, program, dan pekerjaan yang dibahas di Rakorbangwil dapat 

selanjutnya didetailkan pada aplikasi SIKONREG. 

c. Studio Geo-Infrastruktur 

Studio Geo-Infrastruktur BPIW merupakan sarana simulasi pengolahan data dan informasi 

geospasial BPIW menunjang pengembangan infrastruktur wilayah serta wadah diskusi 

bersama internal BPIW dengan Unor/K/L/mitra terkait. Geoportal Pengembangan 

Infrastruktur Wilayah merupakan media publikasi data dan informasi yang diolah dalam 

bentuk infografis statistik maupun geospasial mendukung fungsi pengembangan infrastruktur 

wilayah. Pada tahun 2022, pengembangan Studio Geo-Infrastruktur fokus untuk 

menghasilkan 4 (empat) produk sebagai berikut: 

a. Layanan penyediaan data lintas K/L dalam mendukung penyusunan RPIW; 

b. Layanan pengelolaan data PKE; 

c. Pengembangan sistem pelaporan dan monitoring PKE; dan 

d. Penyusunan analisasi geospasial bidang pengembangan wilayah. 

3.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 

Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), 

Pengguna Anggaran menyusun DIPA sesuai dengan bagian anggaran yang dikuasainya. DIPA 

disusun berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN (untuk DIPA Kementerian 

Negara/Lembaga) dan/atau Daftar Hasil Penelaahan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara 

Umum Negara (untuk DIPA BUN). DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran Lembaga 

setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan. Alokasi Anggaran awal untuk BPIW pada 

Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp212.833.488.000. Namun, besaran tersebut mengalami 

beberapa kali perubahan sepanjang Tahun 2022. Adapun kronologis DIPA BPIW pada Tahun 2022 

dapat dilihat pada Gambar 3.24. 

Gambar 3.23 Kronologis Revisi DIPA BPIW Tahun 2022 
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Pagu Awal dan Automatic Adjustment 

Alokasi Anggaran awal untuk BPIW pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar 

Rp212.833.488.000. Namun, berkenaan dengan Sidang Kabinet Paripurna tanggal 17 November 

2021, Presiden memberikan arahan untuk dilakukan suatu langkah strategis pada tahun 2022 

dalam rangka mitigasi dampak dari berlanjutnya dan memburuknya kondisi pandemi Covid-19, 

yaitu dengan melakukan pencadangan anggaran (Automatic Adjustment) sebesar 5% pada tiap 

Kementerian/Lembaga (K/L). Automatic Adjustment dilakukan dengan mencantumkan beberapa 

KRO/RO/kegiatan K/L dalam catatan halaman IV DIPA (blokir). 

Berdasarkan Surat Pengesahan Revisi Anggaran Nomor S-926/AG/AG.3/2021 tanggal 14 

Desember 2022, BPIW mencadangkan anggaran sebesar Rp6.500.000.000. Besaran ini diambil 

dari alokasi tunjangan kinerja ke-13 dan 14 serta belanja barang non-operasional yang bersumber 

dari Rupiah Murni. Berikut merupakan rincian DIPA awal BPIW dan perubahannya setelah proses 

Automatic Adjustment: 

Tabel 3.3 Pagu Awal dan Besaran Automatic Adjustment BPIW TA 2022 

No Unit Kerja 

Semula Menjadi 

Pagu Tidak 
Blokir 

(Rp Ribu) 

Blokir 
(Rp Ribu) 

Pagu Tidak 
Blokir 

(Rp Ribu) 

Blokir 
(Rp Ribu) 

1 Sekretariat BPIW 58.972.590                 -  56.079.680 2.892.910 

2 Pusat Pengembangan 
Infrastruktur Wilayah 
Nasional 

44.506.862                 -  43.769.110 737.752 

3 Pusat Pengembangan 
Infrastruktur PUPR Wilayah I 

19.338.163                -  18.354.107 984.056  

4 Pusat Pengembangan 
Infrastruktur PUPR Wilayah II 

70.873.966 - 69.961.913 912.053  

5 Pusat Pengembangan 
Infrastruktur PUPR Wilayah III 

19.141.907 - 18.168.678 973.229  

Jumlah 212.833.488 - 206.333.488 6.500.000 

 
Unit Organisasi dapat  mengajukan usul penghapusan catatan halaman IV DIPA atas anggaran AA 

untuk mendanai kegiatan K/L melalui mekanisme revisi sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran  apabila sampai dengan akhir  semester I 2022 

tidak terdapat peningkatan yang signifikan atas kebutuhan anggaran untuk penanganan Covid-19. 

Pergeseran Anggaran untuk Pemenuhan Kebutuhan Anggaran untuk Pelaksanaan Kegiatan 

Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting 

Sesuai dengan Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 

Menteri PUPR ditunjuk sebagai anggota Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 

Diperlukan intervensi yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui 

koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antar Unit Organisasi di Kementerian PUPR. BPIW ditugaskan 

menjadi integrator program penanggulangan kemiskinan ekstrem dan stunting di lingkungan 

Kementerian PUPR. Menindaklanjuti penugasa tersebut, Kepala BPIW melalui Keputusan Kepala 

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nomor: 18/KPTS/KW/2021 tentang Tim Integrasi 

Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting di Lingkungan Badan Pengembangan 

Infrastruktur Wilayah menunjuk Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I 

sebagai Koordinator. Untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan pergeseran 
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anggaran kepada Satuan Kerja Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I. Rincian Output 

(RO) baru terkait Program penanggulangan kemiskinan ekstrem dan stunting dimunculkan 

berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 

1451/KPTS/M/2021 tentang Tim Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dan 

Stunting di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Optimalisasi tersebut diambil 

dari belanja barang non operasional dengan tetap memperhatikan pagu yang diblokir (automatic 

adjustment). Pergeseran anggaran antar Satuan Kerja tersebut dapat ditunjukkan pada Tabel 3.4: 

Tabel 3.4 Pergeseran Pagu untuk Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting 

No Satuan Kerja 
Anggaran (Rp Ribu) 

Semula Menjadi Selisih 

1 
Sekretariat Badan Pengembangan 
Infrastruktur Wilayah 

58.972.590 58.972.590 0 

2 
Pusat Pengembangan Infrastruktur 
Wilayah Nasional 

44.506.862 44.106.862 -400.000 

3 
Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR 
Wilayah I 

19.338.163 20.326.335 988.172 

4 
Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR 
Wilayah II 

70.873.966 70.685.794 -188.172 

5 
Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR 
Wilayah III 

19.141.907 18.741.907 -400.000 

Jumlah 212.833.488 212.833.488 0 

Percepatan dan Luncuran Kegiatan Indonesia Tourism Development Project (ITDP) 

BPIW memiliki program terkait dengan dukungan pembangunan pariwisata secara terintegrasi 

dan berkelanjutan yang didanai oleh PHLN, melalui Indonesia Tourism Development Project 

(ITDP) pada Satuan Kerja Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II dengan total pagu 

Rp29.697.950.000. Progres penyerapan ITDP pada TA 2021 adalah sebesar Rp24.937.348.000 

(83,97% dari total pagu). Berdasarkan progres tersebut, terdapat beberapa paket pekerjaan yang 

tidak dapat terserap secara penuh dan dilanjutkan pada TA 2022, yaitu paket Market Analysis and 

Demand Assesments (MADA) Borobudur-Prambanan-Yogya (BYP) dan Market Analysis and 

Demand Assesments (MADA) KNP-Labuan Bajo BPIW dikarenakan adanya amandemen kontrak, 

dimana belum terpenuhinya proses mekanisme pembayaran direct payment Bank Dunia pada 

pembayaran Termin 1 belum terpenuhinya kriteria pembayaran untuk output Termin 2 yang 

menyebabkan tidak dapat dilakukan pembayaran pada TA 2021.  

Pada penganggaran TA 2022 terdapat 4 RO pada Klasifikasi Rincian Output (KRO) Kebijakan 

Bidang Pengembangan Wilayah. Masing-masing RO telah disesuaikan berdasarkan lokus 

penanganan kawasannya. Kegiatan MADA BYP tidak memiliki RO pada kerangka anggaran tahun 

2022 dikarenakan penyusunan ITMP sudah selesai pada tahun 2020. BPIW telah melakukan revisi 

informasi kinerja untuk mengakomodasi paket MADA BYP.  

Berkenaan dengan hal tersebut, Satker Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II (DIPA 

No. DIPA-033.14.1.400825/2022) mengajukan revisi anggaran TA 2022 berupa luncuran sebesar 

Rp2.893.124.000 dan percepatan penarikan PLN sebesar Rp4.396.742.000 untuk memenuhi 

alokasi kegiatan MADA KNP-Labuan Bajo yang semula belum dialokasikan mengalami luncuran 

sebesar Rp2.347.020.000 dan percepatan sebesar Rp1.564.680.000 sehingga menjadi 

Rp3.911.700.000, MADA BYP yang semula juga belum dialokasikan mengalami luncuran sebesar 

Rp546.104.000 dan percepatan sebesar Rp2.832.062.000 sehingga menjadi Rp3.378.166.000 



59 

 
Laporan Kinerja Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Tahun 2022 

 

yang seluruhnya dibiayai oleh pinjaman ITDP loan 8861-ID. Untuk kegiatan MADA BYP berada 

pada RO, komponen, dan subkomponen baru yang telah dilakukan revisi informasi kinerja 

sebelumnya.  Oleh karena itu, berdasarkan Surat Pengesahan Revisi Anggaran Nomor S-

129/AG/AG.3/2022 tanggal 22 Maret 2022, Pagu DIPA total BPIW sebesar Rp220.123.354.000, 

dengan rincian perubahan sebagai berikut: 

Tabel 3.5 5 Percepatan dan Luncuran ITDP 

No Satuan Kerja 
Anggaran (Rp Ribu) 

Semula Menjadi 

1 Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 58.972.590 58.572.590 

2 Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional 44.106.862 44.106.862 

3 Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I 20.326.335 20.938.163 

4 Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II 70.685.794 77.763.832 

5 Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III 18.741.907 18.741.907 

Jumlah 212.833.488 220.123.354 

Pergeseran Anggaran untuk Pemenuhan Kebutuhan Penanganan Pandemi COVID-19 di 

Lingkungan BPIW 

Sehubungan dengan pemenuhan anggaran belanja penanganan pandemi COVID-19 TA 2022 di 

Lingkungan BPIW, maka BPIW melakukan revisi pergeseran anggaran. Revisi dimaksud adalah 

pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap dan revisi administrasi. Mekanisme revisi yang 

dilakukan adalah pergeseran anggaran belanja operasional dalam RO yang sama antar-Satker 

dalam 1 wilayah Kanwil Perbendaharaan, perubahan rencana penarikan dana pada halaman III 

DIPA, dan revisi administrasi untuk BPIW di TA 2022 pada Satuan Kerja Sekretariat BPIW, Satuan 

Kerja Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Satuan Kerja Pusat Pengembangan 

Infrastruktur PUPR Wilayah I, Satuan Kerja Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II, 

dan Satuan Kerja Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III. Berdasarkan Surat 

Pengesahan Revisi Anggaran Nomor S-1506/WPB.12/2022 tanggal 6 April 2022 rincian pagu BPIW 

sebagai berikut:  

Tabel 3.6 Pemenuhan Kebutuhan Penanganan Covid-19 

No Satuan Kerja 
Anggaran (Rp Ribu) 

Semula Menjadi Selisih 

1 
Sekretariat Badan Pengembangan 
Infrastruktur Wilayah 

58.572.590 59.172.590 600.000 

2 
Pusat Pengembangan Infrastruktur 
Wilayah Nasional 

44.106.862 43.956.862 -150.000 

3 
Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR 
Wilayah I 

20.938.163 20.788.163 -150.000 

4 
Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR 
Wilayah II 

77.763.832 77.613.832 -150.000 

5 
Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR 
Wilayah III 

18.741.907 18.591.907 -150.000 

Jumlah 220.123.354 220.123.354 0 

Optimalisasi Anggaran BPIW TA 2022 

Berdasarkan analisis kebutuhan pagu belanja hingga akhir TA 2022, Sekretariat BPIW masih 

memerlukan anggaran sebesar Rp6.636.729.000 yang antara lain akan digunakan untuk 

pemenuhan kekurangan belanja pegawai, belanja operasional, belanja modal untuk peralatan 
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kantor, dan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM. Untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut, telah dilakukan exercise berdasarkan ketersediaan anggaran di internal Sekretariat 

BPIW sebesar Rp2.217.566.000 yang antara lain didapatkan dari sisa lelang kontraktual 

Sekretariat BPIW, pergeseran akun belanja keperluan perkantoran, belanja perjalanan dinas, 

serta pemanfaatan sisa pagu di akun belanja modal dikarenakan adanya penundaan pembelian 

KDJ. Selanjutnya untuk memenuhi sisa kebutuhan sebesar Rp4.419.163.000, telah dilakukan 

revisi pergeseran anggaran antar satuan kerja termasuk di dalamnya adalah pemanfaatan sisa 

lelang seluruh Pusat sebesar Rp1.372.408.000. 

Berkenaan dengan hal tersebut. BPIW melakukan pergeseran anggaran antar-satker  berdasarkan 

kebutuhan dengan mengacu pada potensi pergeseran pagu di masing-masing Unit Kerja 

(termasuk sisa lelang). Pergeseran anggaran ditetapkan berdasarkan Surat Pengesahan Revisi 

Anggaran Nomor S-4850/WPB.12/2022 tanggal 19 Agustus 2022,  sehingga rincian pagu BPIW 

sebagai berikut:  

Tabel 3.7 Optimalisasi Anggaran BPIW 

No Satuan Kerja 
Anggaran (Rp Ribu) 

Semula Menjadi Selisih 

1 
Sekretariat Badan Pengembangan 
Infrastruktur Wilayah 

59.172.590 63.591.753 4.419.163 

2 
Pusat Pengembangan Infrastruktur 
Wilayah Nasional 

43.956.862        43.172.120  -784.742 

3 
Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR 
Wilayah I 

20.788.163        19.307.660  -1.480.503 

4 
Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR 
Wilayah II 

77.613.832        76.445.461  -1.168.371 

5 
Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR 
Wilayah III 

18.591.907        17.606.360  -985.547 

Jumlah 220.123.354 220.123.354 - 
 

Revisi diperlukan untuk mengakomodasi pemenuhan kebutuhan BPIW TA 2022 terkait 

kekurangan belanja pegawai, belanja barang operasional yang antara lain dipergunakan untuk 

belanja tes COVID-19, pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM, dan belanja modal terkait 

penataan ruang kerja. Berdasarkan analisis kebutuhan pagu belanja pegawai hingga akhir TA 

2022, Sekretariat BPIW memiliki kekurangan anggaran sebesar Rp1.941.270.000 yang akan 

dipenuhi dari sisa lelang kontraktual sebesar Rp1.455.122.000 dan rencana pagu tidak terserap 

dari kegiatan swakelola sebesar Rp486.148.000 dari seluruh satker di lingkungan BPIW. 

Selain untuk belanja pegawai, terdapat kebutuhan pemenuhan belanja barang operasional 

sebesar Rp2.422.677.000 yang akan dipenuhi melalui optimalisasi layanan perkantoran internal 

Sekretariat BPIW sebesar Rp1.246.756.000 sementara untuk sisanya sebesar Rp1.175.921.000 

akan dipenuhi dari anggaran Unit Kerja pusat. Kemudian, terdapat kebutuhan untuk pelaksanaan 

peningkatan kapasitas SDM BPIW sebesar Rp759.427.000 yang antara lain terdiri dari paket 

meeting, biaya transportasi, jasa lainnya, dan honorarium narasumber. Kebutuhan ini didorong 

untuk dipenuhi dari anggaran Unit Kerja Pusat. Kebutuhan pengadaan meubelair pasca penataan 

ruang kerja (belanja modal) sebesar Rp877.579.000 akan dipenuhi melalui realokasi belanja 

barang dari Unit Kerja Pusat. 
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Pergeseran untuk Pemenuhan Kebutuhan Pelaksanaan EAROPH 

Sehubungan dengan adanya kebutuhan pemenuhan anggaran belanja barang non operasional 

untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan EAROPH, maka BPIW melakukan revisi anggaran kepada 

Satuan Kerja Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional. Revisi dimaksud adalah 

pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap dan revisi administrasi. Mekanisme revisi yang 

dilakukan adalah pergeseran anggaran belanja antar-KRO, antar-Satker, dan antar-Kegiatan 

dalam 1 wilayah Kanwil Perbendaharaan, perubahan rencana penarikan dana pada halaman III 

DIPA, serta revisi administrasi untuk BPIW di TA 2022 pada Satuan Kerja Sekretariat BPIW dan 

Satuan Kerja Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional.  

Berdasarkan Surat Pengesahan Revisi Anggaran Nomor S-5296/WPB.12/2022 tanggal 27 

September, pergeseran anggaran pada Satuan Kerja Sekretariat BPIW ke Satuan Kerja Pusat 

Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional sebesar Rp507.375.000 untuk memenuhi 

kebutuhan belanja barang non operasional yaitu dukungan pelaksanaan kegiatan EAROPH.  

Tabel 3.8 Pemenuhan Kebutuhan EAROPH 

No Satuan Kerja 
Anggaran (Rp Ribu) 

Semula Menjadi Selisih 

1 
Sekretariat Badan Pengembangan 
Infrastruktur Wilayah 

63.591.753 63.084.378 -507.375 

2 
Pusat Pengembangan Infrastruktur 
Wilayah Nasional 

 43.172.120     43.679.495  507.375 

3 
Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR 
Wilayah I 

 19.307.660  19.307.660  0 

4 
Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR 
Wilayah II 

76.445.461         76.445.461  0 

5 
Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR 
Wilayah III 

17.606.360         17.606.360  0 

Jumlah 220.123.354 220.123.354 0 

Percepatan Kegiatan Integrated Tourism Development Project (ITDP) untuk Pemenuhan 

Kegiatan Tourism Development Program Management Support 

Pada penganggaran TA 2022 terdapat 4 Rincian Output pada KRO-Kebijakan Bidang 

Pengembangan Wilayah yang mengakomodasi kegiatan Integrated Tourism Development Project 

(ITDP). Masing-masing RO sudah disesuaikan berdasarkan lokus penanganan kawasannya. Akan 

tetapi, pada pelaksanaannya, terdapat kebutuhan dana untuk melaksanakan kegiatan Tourism 

Development Program Management Support 

Berkenaan dengan hal tersebut, Satuan Kerja Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah 

II (400825) (DIPA No. DIPA-033.14.1.400825/2022) mengajukan revisi anggaran TA 2022 berupa 

percepatan penarikan PLN sebesar Rp13.000.000.000 untuk memenuhi alokasi kegiatan Tourism 

Development Program Management Support yang semula sebesar Rp20.950.000.000 mengalami 

percepatan sebesar Rp13.000.000.000 (terdiri dari 300.000 USD dengan kurs perhitungan 

Rp14.200 dan Rp8.740.000.000) sehingga menjadi Rp33.950.000.000 yang seluruhnya dibiayai 

oleh pinjaman ITDP loan 8861-ID. Berdasarkan Surat Pengesahan Revisi Anggaran Nomor S-

734/AG/AG.3/2022 tanggal 31 Oktober maka pagu BPIW adalah sebesar Rp233.123.354.000 

dengan rincian berikut: 
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Tabel 3.9 Peluncuran ITDP Kedua 

No Satuan Kerja 
Anggaran (Rp Ribu) 

Semula Menjadi Selisih 

1 
Sekretariat Badan Pengembangan 
Infrastruktur Wilayah 

63.084.378 63.084.378 0 

2 
Pusat Pengembangan Infrastruktur 
Wilayah Nasional 

43.679.495  43.679.495  0 

3 
Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR 
Wilayah I 

19.307.660  19.307.660  0 

4 
Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR 
Wilayah II 

76.445.461  89.445.461  13.000.000 

5 
Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR 
Wilayah III 

17.606.360  17.606.360  0 

Jumlah 220.123.354 233.123.354 13.000.000 

Realokasi Anggaran yang Terblokir ke BA BUN 

Revisi diperlukan untuk melakukan realokasi anggaran yang terblokir ke BA BUN sesuai dengan 

Surat Menteri Keuangan Nomor: S-958/MK.02/2022 Tanggal 21 November 2022 Hal Realokasi 

Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2022 yang Terblokir ke Bagian Anggaran Bendahara Umum 

Negara. BPIW memiliki pagu blokir automatic adjustment tahap I dengan total sebesar 

Rp6.500.000.000 yang terdiri dari Rp2.122.102.000 pada belanja pegawai dan Rp4.377.898.000 

pada belanja barang non operasional. 

Masing-masing satuan kerja di BPIW melakukan perubahan halaman III DIPA melalui revisi ini 

untuk menyesuaikan dengan pergeseran tersebut. Dengan usulan revisi tersebut, alokasi pada 

DIPA Induk Unit Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (033.14) berubah berdasarkan Surat 

Pengesahan Revisi Anggaran Nomor S-881/AG/AG.3/2022 tanggal 2 Desember 2022. Perubahan 

pagu ditunjukkan  sebagaimana matriks berikut: 

Tabel 3.10 Realokasi Anggaran Terblokir ke BA BUN 

No Satuan Kerja 
Anggaran (Rp Ribu) 

Semula Menjadi Selisih 

1 
Sekretariat Badan Pengembangan 
Infrastruktur Wilayah 

63.084.378 60.191.468 -2.892.910 

2 
Pusat Pengembangan Infrastruktur 
Wilayah Nasional 

43.679.495  42.941.743 -737.752 

3 
Pusat Pengembangan Infrastruktur 
PUPR Wilayah I 

   19.307.660  18.323.604 -984.056 

4 
Pusat Pengembangan Infrastruktur 
PUPR Wilayah II 

   76.445.461  88.533.408 -912.053 

5 
Pusat Pengembangan Infrastruktur 
PUPR Wilayah III 

   17.606.360  16.633.131 -973.229 

Jumlah 220.123.354 226.623.354 -6.500.000 
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AKUNTABILITAS KINERJA 
 

 

4.1 Capaian Kinerja Organisasi 

Bagian ini menjelaskan pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja pelaksanaan kegiatan BPIW 

selama tahun 2022, baik keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi untuk 

mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BPIW 2020-2024 

dan Perjanjian Kinerja BPIW tahun 2022. 

4.1.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 

Pada Tahun 2022, BPIW mendukung Sasaran Strategis 5 dengan capaian sebagai berikut: 

Sasaran Strategis Metode Pengeluaran 
Target 
2022 

Capaian 
2022  

Kinerja 

Meningkatnya Kualitas Tata 
Kelola Kementerian PUPR dan 
Tugas Teknis Lainnya 

    

Tingkat Keselarasan 
Dukungan Infrastruktur di 
Kawasan Strategis 

Jumlah kawasan yang 
disepakati untuk didukung 
bersama oleh K/L terkait 
dibandingkan dengan jumlah 
kawasan yang ditargetkan 
dalam RPJMN 2020-2024 

70,00% 81,12% 115,89% 

Tingkat Kualitas Tata Kelola 
Kementerian PUPR 

Nilai gabungan dari seluruh 
Unor di lingkungan 
Kementerian PUPR dengan 
Penanggungjawab Setjen 

77,97% 80,66% 103,45% 

 

Sasaran Strategis 5 (SS-5), yaitu Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas 

Teknis Lainnya merupakan sasaran yang didukung oleh beberapa indikator dari beberapa Unit 

Organisasi yang ada di lingkungan Kementerian PUPR. Terdapat 6 (enam) Indikator Kinerja yaitu: 

1. Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR; 

2. Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 

yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif; 

3. Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur; 

4. Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR; 

5. Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan Strategis; dan 

6. Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi. 

Dari ke-6 Indikator Kinerja tersebut, BPIW mendukung 100% terhadap Indikator Kinerja-5 yaitu 

Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur di Kawasan Strategis. Sedangkan dalam tugas dan 

fungsi yang terkait dengan Dukungan Manajemen, BPIW berbagi peran dengan seluruh Unit 

Organisasi di lingkungan Kementerian PUPR dalam mendukung Indikator Kinerja-1 yaitu Tingkat 

Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR. 
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Pada Tahun 2022, akumulasi kawasan yang disepakati pada Rakorbangwil hingga tahun 2022 

sejumlah 202 kawasan sehingga capaian Sasaran Strategis BPIW melalui Indikator Kinerja Tingkat 

Keselarasan Dukungan Infrastruktur di Kawasan Strategis adalah 81,12%. Nilai capaian tersebut 

merupakan akumulasi kawasan yang didukung bersama oleh K/L dalam rangkaian proses 

penyepakatan kawasan dan sinkronisasi program hingga tahun 2022 dibandingkan dengan target 

kawasan dalam Renstra PUPR 2020-2024. Capaian tersebut apabila dibandingkan dengan target 

tahun 2022 sebesar 70%, maka kinerja IKSS-5 adalah sebesar 115,89%. 

Pembahasan kawasan prioritas Tahun 2024 diselenggarakan dalam rangkaian proses sinkronisasi 

melalui Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) 

Tahun 2022. Rapat ini merupakan forum koordinasi perencanaan dan pemrograman 

pembangunan Infrastruktur PUPR dengan Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah 

Daerah/Provinsi yang membahas program tahunan yang berasa dari memorandum program 

RPIW, dan dapat pula membahas penambahan kegiatan dari kebijakan nasional baru dan/atau 

mendesak dan/atau direktif Menteri PUPR. Rakorbangwil menghasilkan kesepakatan program 

keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR tahunan, yang ditandatangani oleh pimpinan 

tinggi madya dari BPIW, Unor Teknis, K/L lain, dan Bappeda. Program keterpaduan ini menjadi 

acuan bagi Unit Organisasi Teknis dalam melakukan penyusunan bahan pembahasan rapat 

konsultasi regional. 

Gambar 4.1 Timeline Rakorbangwil 

 

Pembahasan program pada Rakorbangwil 2022 untuk penyusunan program tahun 2024 

dilakukan dengan 2 (dua) intervensi, yaitu program pembangunan baru pada kawasan prioritas 

dan program Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR) yang diutamakan 

pada kawasan strategis. Dari iterasi yang telah dilakukan, maka disepakati sejumlah 21 kawasan 

prioritas sebagai input pembahasan Rakorbangwil. Berdasarkan hasil pembahasan, seluruh 21 

kawasan tersebut disepakati untuk didukung bersama K/L, dimana 19 kawasan merupakan 

kawasan yang telah disepakati untuk dilanjutkan intervensinya dan 2 kawasan merupakan 

kawasan baru yang akan diintervensi pada tahun 2024. 
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Keberhasilan pencapaian kesepakatan dalam Rakorbangwil didorong oleh upaya BPIW melalui 

Unit Kerja yang secara simultan melakukan pembahasan rencana aksi perencanaan dan 

pemrograman infrastruktur PUPR dengan seluruh stakeholders terkait selama tahun 2022. 

Seluruh program hasil kajian BPIW dibahas kembali dengan K/L lain dan pemerintah daerah agar 

program-program yang direncanakan dalam kaitannya dengan pengembangan kawasan prioritas 

dapat disepakati untuk didukung bersama. Rangkaian proses pembahasan yang dilakukan oleh 

BPIW tersebut antara lain berupa Rapat Koordinasi Lintas Sektor, Rapat Kesepakatan Kawasan 

Prioritas dan Kebutuhan Program Serta Validasi Lapangan dan Rapat Penajaman Internal. Melalui 

berbagai upaya tersebut, BPIW berhasil memenuhi target capaian IKSS Tingkat Keselarasan 

Dukungan Infrastruktur di Kawasan Strategis. 

Di samping itu, sepanjang Tahun 2022 ini, BPIW melalui Unit Kerja secara simultan melakukan 

pembahasan rencana aksi perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dengan seluruh 

stakeholders terkait. Seluruh program hasil kajian BPIW dibahas kembali dengan K/L lain dan 

pemerintah daerah agar program-program yang direncanakan dalam kaitannya dengan 

pengembangan kawasan prioritas dapat disepakati untuk didukung bersama. 

Tabel 4.1 Daftar Kawasan untuk Didukung Bersama oleh K/L hingga Tahun 2022 

No Fungsi Kluster Kawasan Pulau Tahun 

Wilayah I (Pulau Sumatera dan Kalimantan) 

1 KSPN DPP/KEK Tanjung Kelayang/Bangka Belitung Sumatera 2020 

2 Metropolitan Patungraya Agung Sumatera 2020 

3 KEK KEK Tanjung Api-api Sumatera 2020 

4 Kota Kecil Sabang Sumatera 2020 

5 PKW Langsa Sumatera 2020 

6 PKW Lhokseumawe Sumatera 2020 

7 PKW Pematang Siantar Sumatera 2020 

8 PKW Sibolga Sumatera 2020 

9 PKN Dumai Sumatera 2020 

10 PKN Pekanbaru Sumatera 2020 

11 PKW Bukittinggi Sumatera 2020 

12 PKN Padang Sumatera 2020 

13 PKW Tanjung Pinang Sumatera 2020 

14 PKN Pangkal Pinang Sumatera 2020 

15 PKN Bengkulu Sumatera 2020 

16 Pulau 3T Pulau Enggano Sumatera 2020 

17 KI KI Tanggamus Sumatera 2020 

18 PKN Bandar Lampung Sumatera 2020 

19 PKW Lubuk Linggau Sumatera 2020 

20 PKW Prabumulih Sumatera 2020 

21 KEK KEK Arun Lhokseumawe Sumatera 2020 

22 Metropolitan Mebidangro Sumatera 2020 

23 KI KI Kuala Tanjung Sumatera 2020 

24 KI KEK/KI Sei Mangkei Sumatera 2020 

25 KSPN DPP Danau Toba dan sekitarnya Sumatera 2020 

26 KSPN DPP Baru Batam-Bintan Sumatera 2020 

27 PKN Batam Sumatera 2020 

28 KEK KEK Galang Batang Sumatera 2020 

29 KI KI Bintan Aerospace Sumatera 2020 

30 KI KI Galang Batang Sumatera 2020 
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No Fungsi Kluster Kawasan Pulau Tahun 

31 PKSN PKSN Ranai Sumatera 2020 

32 Pulau 3T Pulau Natuna Sumatera 2020 

33 PKN Jambi Sumatera 2020 

34 KI Kemingking Sumatera 2020 

35 PKN Banda Aceh Sumatera 2021 

36 PKSN Sabang Sumatera 2021 

37 Pulau 3T Pulau Nias Sumatera 2021 

38 KI Sadai Sumatera 2021 

39 KI Tenayan Sumatera 2021 

40 PKSN Bengkalis Sumatera 2021 

41 KSPN DPP Baru Padang-Bukittinggi Sumatera 2021 

42 Daerah Tertinggal Kep. Mentawai Sumatera 2022 

43 PKSN PKSN Jagoi Babang Kalimantan 2020 

44 PKN Pontianak Kalimantan 2020 

45 Metropolitan Banjarbakula Kalimantan 2020 

46 PKN Palangkaraya Kalimantan 2020 

47 PKN Samarinda Kalimantan 2020 

48 PKN Balikpapan Kalimantan 2020 

49 KEK KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan Kalimantan 2020 

50 PKW Singkawang Kalimantan 2020 

51 KI KI Jorong Kalimantan 2020 

52 KI KI Batu Licin Kalimantan 2020 

53 PKN Tarakan Kalimantan 2020 

54 Kota Baru Kota Baru Tanjung Selor Kalimantan 2020 

55 KI KI Tanah Kuning Kalimantan 2020 

56 PKSN PKSN Nunukan Kalimantan 2020 

57 PKSN PKSN Tou Lumbis Kalimantan 2020 

58 PKSN PKSN Long Midang Kalimantan 2020 

59 PKSN PKSN Long Nawang Kalimantan 2020 

60 KI KI Ketapang Kalimantan 2020 

61 PKSN  Paloh Aruk Kalimantan 2021 

62 IKN Ibu Kota Negara Kalimantan 2021 

63 KI Surya Borneo Kalimantan 2021 

64 KSPN Sambas-Singkawang Kalimantan 2021 

Wilayah II (Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara) 

1 Kota Baru Kota Baru Maja Jawa 2020 

2 KEK KEK Tanjung Lesung Jawa 2020 

3 Metropolitan Jabodetabekpunjur Jawa 2020 

4 KSPN DPP Bandung-Halimun-Ciletuh Jawa 2020 

5 Metropolitan Cekungan Bandung Jawa 2020 

6 Metropolitan Kedungsepur Jawa 2020 

7 KEK KEK Kendal Jawa 2020 

8 KSPN DPP Borobudur dan sekitarnya  Jawa 2020 

9 PKN Yogyakarta Jawa 2020 

10 PKW Magelang Jawa 2020 

11 Metropolitan Gerbangkertosusila Jawa 2020 

12 KI KI Madura Jawa 2020 

13 KSPN DPP Bromo-Tengger-Semeru Jawa 2020 

14 KSPN DPP Baru Banyuwangi Jawa 2020 

15 PKN Cilegon Jawa 2020 

16 PKN Cirebon Jawa 2020 
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No Fungsi Kluster Kawasan Pulau Tahun 

17 PKW Pekalongan Jawa 2020 

18 Kabupaten Cilacap Jawa 2020 

19 PKW Probolinggo Jawa 2020 

20 Kawasan Bencana Kab. Pandeglang Jawa 2020 

21 Kawasan Bencana Kab. Serang Jawa 2020 

22 PKN Serang Jawa 2021 

23 PKW Kediri (Lingkarwilis) Jawa 2022 

24 Metropolitan Sarbagita Bali-Nustra 2020 

25 KSPN  DPP Revitalisasi Bali (KSPN Ubud dsk/Ulapan 
& KSPN Nusa Penida dsk) 

Bali-Nustra 2021 

26 KSPN DPP Lombok - Mandalika Bali-Nustra 2020 

27 KEK KEK Mandalika Bali-Nustra 2020 

28 Metropolitan Mataram Raya Bali-Nustra 2020 

29 Daerah Tertinggal Lombok Utara Bali-Nustra 2020 

30 PKN Kupang Bali-Nustra 2020 

31 PKSN PKSN Atambua Bali-Nustra 2020 

32 PKSN PKSN Kefamenanu Bali-Nustra 2020 

33 Daerah Tertinggal Kupang Bali-Nustra 2020 

34 KSPN DPP Labuan Bajo Bali-Nustra 2020 

35 Kawasan Bencana Kota Bima Bali-Nustra 2020 

36 Daerah Tertinggal Rote Ndao Bali-Nustra 2020 

37 Kawasan Bencana Pulau Lombok Bali-Nustra 2020 

38 Daerah Tertinggal Belu Bali-Nustra 2021 

39 Daerah Tertinggal Malaka Bali-Nustra 2021 

40 Daerah Tertinggal Manggarai Timur Bali-Nustra 2021 

41 Daerah Tertinggal Sumba Barat Bali-Nustra 2021 

42 Daerah Tertinggal Sumba Barat Daya Bali-Nustra 2021 

43 Daerah Tertinggal Sumba Timur Bali-Nustra 2021 

44 Daerah Tertinggal Kalabahi Alor Bali-Nustra 2021 

45 Daerah Tertinggal Lembata Bali-Nustra 2021 

46 Daerah Tertinggal Sabu Raijua Bali-Nustra 2021 

Wilayah III (Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua) 

1 Metropolitan Mamminasata Sulawesi 2020 

2 KSPN DPP Baru Toraja-Selayar-Makassar dan 
sekitarnya 

Sulawesi 2020 

3 PKN Palu Sulawesi 2020 

4 KEK KEK Palu Sulawesi 2020 

5 KI KI Palu Sulawesi 2020 

6 Kawasan Bencana Kota Palu Sulawesi 2020 

7 Kawasan Bencana Kab. Sigi Sulawesi 2020 

8 Kawasan Bencana Kab. Donggala Sulawesi 2020 

9 KSPN DPP Wakatobi Sulawesi 2020 

10 PKN Kendari Sulawesi 2020 

11 KSPN KEK/DPP Baru Manado-Likupang Sulawesi 2020 

12 Metropolitan Bimindo Sulawesi 2020 

13 KI KI Bitung Sulawesi 2020 

14 PKN Gorontalo Sulawesi 2020 

15 PKN Mamuju Sulawesi 2020 

16 KI KI Takalar Sulawesi 2020 

17 PKW Palopo Sulawesi 2020 

18 PKW Parepare Sulawesi 2020 
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No Fungsi Kluster Kawasan Pulau Tahun 

19 Daerah Tertinggal Tojo Una - Una Sulawesi 2020 

20 Pulau 3T Pulau Muna Sulawesi 2020 

21 PKSN PKSN Melonguane Sulawesi 2020 

22 PKSN Tahuna Sulawesi 2020 

23 Pulau 3T Pulau Buton Sulawesi 2020 

24 Kota Baru Kota Baru Sofifi Maluku 2020 

25 Daerah Tertinggal Seram Bagian Barat Maluku 2020 

26 Daerah Tertinggal Seram Bagian Timur Maluku 2020 

27 KSPN DPP Morotai Maluku 2020 

28 KEK KEK Morotai Maluku 2020 

29 PKSN PKSN Daruba Maluku 2020 

30 Pulau 3T Pulau Morotai Maluku 2020 

31 PKN Ambon Maluku 2020 

32 PKW Tual Maluku 2020 

33 Daerah Tertinggal Buru Selatan Maluku 2020 

34 Pulau 3T Pulau Wetar Maluku 2020 

35 Pulau 3T Pulau Aru Maluku 2020 

36 Pulau 3T Pulau Buru Maluku 2020 

37 Pulau 3T Pulau Seram Maluku 2020 

38 Pulau 3T Pulau Kei Besar Maluku 2020 

39 Pulau 3T Pulau Moa Maluku 2020 

40 Daerah Tertinggal Kepulauan Sula Maluku 2020 

41 PKN Ternate Maluku 2020 

42 KI KI Teluk Weda Maluku 2020 

43 Daerah Tertinggal Kepulauan Aru Maluku 2020 

44 Pulau 3T Pulau Babar Maluku 2020 

45 Daerah Tertinggal Maluku Barat Daya Maluku 2020 

46 PKSN PKSN Merauke Papua 2020 

47 Wilayah Adat Laa Pago Papua 2020 

48 Wilayah Adat Mee Pago Papua 2020 

49 Wilayah Adat Saireri Papua 2020 

50 Wilayah Adat Tabi Papua 2020 

51 Wilayah Adat Anim Ha Papua 2020 

52 Daerah Tertinggal Asmat Papua 2020 

53 Daerah Tertinggal Boven Digoel Papua 2020 

54 Daerah Tertinggal Deiyai Papua 2020 

55 Daerah Tertinggal Dogiyai Papua 2020 

56 Daerah Tertinggal Intan Jaya Papua 2020 

57 Daerah Tertinggal Jayawijaya Papua 2020 

58 Daerah Tertinggal Keerom Papua 2020 

59 Daerah Tertinggal Lanny Jaya Papua 2020 

60 Daerah Tertinggal Mamberamo Raya Papua 2020 

61 Daerah Tertinggal Mamberamo Tengah Papua 2020 

62 Daerah Tertinggal Mappi Papua 2020 

63 Daerah Tertinggal Nabire Papua 2020 

64 Daerah Tertinggal Nduga Papua 2020 

65 Daerah Tertinggal Paniai Papua 2020 

66 Daerah Tertinggal Pegunungan Bintang Papua 2020 

67 Daerah Tertinggal Puncak Papua 2020 

68 Daerah Tertinggal Puncak Jaya Papua 2020 

69 Daerah Tertinggal Tolikara Papua 2020 
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No Fungsi Kluster Kawasan Pulau Tahun 

70 Daerah Tertinggal Waropen Papua 2020 

71 Daerah Tertinggal Yahukimo Papua 2020 

72 Daerah Tertinggal Yalimo Papua 2020 

73 Daerah Tertinggal Supiori Papua 2020 

74 Pulau 3T Pulau Biak Papua 2020 

75 Kota Baru Kota Baru Sorong Papua 2020 

76 KEK KEK Sorong Papua 2020 

77 KSPN DPP Raja Ampat Papua 2020 

78 KSPN DPP Baru Biak-Teluk Cenderawasih Papua 2020 

79 KI KI Teluk Bintuni Papua 2020 

80 Wilayah Adat Domberay Papua 2020 

81 Wilayah Adat Bomberay Papua 2020 

82 Daerah Tertinggal Maybrat Papua 2020 

83 Daerah Tertinggal Sorong Papua 2020 

84 Daerah Tertinggal Sorong Selatan Papua 2020 

85 Daerah Tertinggal Tambrauw Papua 2020 

86 Daerah Tertinggal Teluk Bintuni Papua 2020 

87 Daerah Tertinggal Teluk Wondama Papua 2020 

88 Daerah Tertinggal Pegunungan Arfak Papua 2020 

89 Daerah Tertinggal Manokwari Selatan Papua 2020 

90 PKN Jayapura Papua 2020 

91 PKSN PKSN Jayapura Papua 2020 

92 PKSN PKSN Tanah Merah Papua 2020 

Selain itu, BPIW juga menyumbang penilaian untuk IKSS Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian 

PUPR dengan capaian 80,66% dari yang ditargetkan sebesar 77,97%, sehingga kinerja IKSS ini 

adalah 114,58%. Nilai ini merupakan komposit dari seluruh Unit Organisasi di lingkungan 

Kementerian PUPR dimana Sekretariat Jenderal menjadi penanggungjawabnya.                                                                                                                                                                                                             

4.1.2 Capaian Kinerja Sasaran Program 

Capaian Kinerja Sasaran Program (SP) BPIW Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 Capaian Kinerja Sasaran Program 

Sasaran Program Metode Pengukuran 
Target 
2022 

Capaian 
2022 

Kinerja 

Meningkatnya Kualitas 
Dukungan Manajemen dan 
Tugas Teknis Lainnya 

    

Tingkat Pemanfaatan 
Kebijakan, Strategi 
Perencanaan dan 
Pemrograman 

Perbandingan jumlah kawasan 
yang ditangani dengan 
perencanaan dan pemrograman 
infrastruktur PUPR hingga tahun 
2022 dengan jumlah kawasan yang 
ditargetkan dalam 
RPJMN 

70,00% 98,80% 141,14% 

Kualitas Dukungan Manajemen 
Kementerian PUPR dan Tugas 
Teknis Lainnya 

Nilai gabungan dari seluruh Unor di 
lingkungan Kementerian PUPR 
dengan Penanggungjawab Setjen 

71,54% 86,89% 121,47% 

 

SP BPIW yang merupakan target outcome dari Kepala BPIW yang terdiri atas 2 (dua) Indikator 

Kinerja Sasaran Program yaitu 1) Tingkat Pemanfaatan Kebijakan, Strategi Perencanaan dan 
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Pemrograman dan 2) Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis 

Lainnya. Pencapaian IKSP Tingkat Pemanfaatan Kebijakan, Strategi Perencanaan dan 

Pemrograman merupakan agregasi dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan di Pusat 

Pengembangan Infrastruktur Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III. Pencapaian IKSP tersebut 

dihitung dengan membandingkan jumlah kawasan yang ditangani dengan perencanaan dan 

pemrograman infrastruktur PUPR hingga tahun 2022 dengan jumlah kawasan yang ditargetkan 

dalam RPJMN 2020-2024. Penanganan kawasan strategis oleh BPIW dilakukan melalui 

penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW). 

Penanganan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR pada kawasan strategis yang 

telah dilaksanakan pada periode 2015-2021 dijadikan baseline (208 kawasan). Apabila 

dijumlahkan dengan kawasan yang ditangani perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR 

pada Tahun 2022 yang berjumlah 38 kawasan, maka BPIW mencapai realisasi sebesar 98,80% dan 

capaian kinerjanya mencapai 141,14%. Hal ini menunjukan bahwa capaian terhadap target 

sebesar 70% (174 kawasan) telah tercapai dimana ada penambahan 28,80% atau 72 kawasan 

yang tertangani di atas target sampai dengan tahun 2022. Dalam hal ini, BPIW melakukan 

percepatan penanganan kawasan untuk mencapai target RPJMN 2020-2024 agar pembangunan 

infrastruktur PUPR yang dilaksanakan pada tahun 2022-2024 sudah memiliki basis dokumen 

perencanaan dan pemrograman yang berbasis pengembangan wilayah. 

Pada tahun 2022, BPIW mengalami perubahan anggaran melalui Automatic Adjustment. Namun, 

perubahan anggaran ini tidak mempengaruhi target dari penyelesaian dokumen perencanaan 

dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR. Dengan adanya Automatic Adjustment 

tersebut, BPIW telah melakukan efisiensi dalam penyusunan dokumen perencanaan dengan 

melakukan proses koordinasi intensif yang melibatkan K/L yang dilakukan secara daring. Selain 

itu keberhasilan pencapaian penanganan kawasan melalui RPIW juga didukung strategi sebagai 

berikut: 

1. Melakukan standardisasi muatan RPIW melalui Surat Edaran Kepala BPIW Nomor 

20/KPTS/KW/2021 tentang Pedoman Muatan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah, 

dan Petunjuk Teknis Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah; 

2. Melakukan proses penjaminan kualitas muatan RPIW dengan rangkaian kegiatan 

pembahasan internal BPIW serta Unit Organisasi Teknis di lingkungan Kementerian PUPR, 

Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR; 

3. Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pemrograman (SIPro) yang digunakan untuk 

pengelolaan data kawasan prioritas, arahan program dan rekomendasi pekerjaan serta 

digunakan dalam proses sinkronisasi dengan unit organisasi teknis dan kementerian/lembaga 

terkait. 

Tabel berikut memperlihat kawasan-kawasan yang sudah tertangani sampai dengan tahun 2022. 

Tabel 4.3 Daftar Kawasan Tertangani Hingga Tahun 2022 

No Fungsi Kawasan Pulau 
Periode 

Penanganan 

Wilayah I (Pulau Sumatera dan Kalimantan) 

1  Metropolitan Patungraya Agung Sumatera 2015-2019 

2 KEK KEK Tanjung Api-api Sumatera 2015-2019 

3 Kota Kecil Sabang Sumatera 2015-2019 

4 PKW Langsa Sumatera 2015-2019 
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No Fungsi Kawasan Pulau 
Periode 

Penanganan 

5 PKW Lhokseumawe Sumatera 2015-2019 

6 PKW Pematang Siantar Sumatera 2015-2019 

7 PKW Sibolga Sumatera 2015-2019 

8 PKN Dumai Sumatera 2015-2019 

9 PKN Pekanbaru Sumatera 2015-2019 

10 PKW Bukittinggi Sumatera 2015-2019 

11 PKN Padang Sumatera 2015-2019 

12 PKW Tanjung Pinang Sumatera 2015-2019 

13 PKN Pangkal Pinang Sumatera 2015-2019 

14 Pulau 3T Pulau Enggano Sumatera 2015-2019 

15 PKN Pontianak Kalimantan 2015-2019 

16 PKN Palangkaraya Kalimantan 2015-2019 

17 PKN Samarinda Kalimantan 2015-2019 

18 PKN Balikpapan Kalimantan 2015-2019 

19 KEK 
KEK Maloy Batuta Trans 

Kalimantan 
Kalimantan 2015-2019 

20 PKW Singkawang Kalimantan 2015-2019 

21 KI KI Jorong Kalimantan 2015-2019 

22 KI KI Batu Licin Kalimantan 2015-2019 

23 PKN Tarakan Kalimantan 2015-2019 

24 KEK KEK Arun Lhokseumawe Sumatera 2020 

25 Metropolitan Mebidangro Sumatera 2020 

26 KI KI Kuala Tanjung Sumatera 2020 

27 KI KEK/KI Sei Mangkei Sumatera 2020 

28 KSPN 
DPP Danau Toba dan 

sekitarnya 
Sumatera 2020 

29 KSPN DPP Baru Batam-Bintan Sumatera 2020 

30 PKN Batam Sumatera 2020 

31 KEK KEK Galang Batang Sumatera 2020 

32 KI KI Bintan Aerospace Sumatera 2020 

33 KI KI Galang Batang Sumatera 2020 

34 PKN Jambi Sumatera 2020 

35 Kota Baru Kota Baru Tanjung Selor Kalimantan 2020 

36 KI KI Tanah Kuning Kalimantan 2020 

37 PKSN PKSN Tou Lumbis Kalimantan 2020 

38 PKSN PKSN Long Midang Kalimantan 2020 

39 PKSN PKSN Long Nawang Kalimantan 2020 

40 KI KI Ketapang Kalimantan 2020 

41 KI Ladong Sumatera 2021 

42 PKN Banda Aceh Sumatera 2021 

43 PKSN Sabang Sumatera 2021 

44 Pulau 3T Pulau Simeuleu Sumatera 2021 

45 PKW Gunung Sitoli Sumatera 2021 

46 Daerah Tertinggal Nias Sumatera 2021 

47 Daerah Tertinggal Nias Barat Sumatera 2021 

48 Daerah Tertinggal Nias Selatan Sumatera 2021 

49 Daerah Tertinggal Nias Utara Sumatera 2021 

50 Pulau 3T Pulau Nias Sumatera 2021 

51 Daerah Tertinggal Kep. Mentawai Sumatera 2021 

52 Pulau 3T Pulau Mentawai Sumatera 2021 
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No Fungsi Kawasan Pulau 
Periode 

Penanganan 

53 KI Sadai Sumatera 2021 

54 KI Pesawaran Sumatera 2021 

55 KI Katibung Sumatera 2021 

56 KI Kemingking  Sumatera 2021 

57 KI Tanjung Enim Sumatera 2021 

58 KI Way Pisang Sumatera 2021 

59 PKN Bengkulu Sumatera 2021 

60 PKN Bandar Lampung Sumatera 2021 

61 PKW Lubuk Linggau Sumatera 2021 

62 PKW Prabumulih Sumatera 2021 

63 KI KI Tanggamus Sumatera 2021 

66 PKSN PKSN Ranai Sumatera 2021 

67 Pulau 3T Pulau Natuna Sumatera 2021 

68 KSPN 
DPP/KEK Tanjung 
Kelayang/Bangka 

Belitung 
Sumatera 2021 

64 PKSN PKSN Nunukan Kalimantan 2021 

65 Metropolitan Banjarbakula Kalimantan 2021 

69 PKSN  Paloh Aruk Kalimantan 2021 

70 PKSN Jagoibabang Kalimantan 2021 

71 KI Tenayan Sumatera 2022 

72 PKSN Bengkalis Sumatera 2022 

73 KI Tanjung Buton Sumatera 2022 

74 KSPN 
DPP Baru Padang 

Bukittinggi 
Sumatera 2022 

75 PKW Solok Sumatera 2022 

76 Daerah Tertinggal Musi Rawas Utara Sumatera 2022 

77 Daerah Tertinggal Pesisir Barat Sumatera 2022 

78 KSPN DPP Baru Derawan-Berau Kalimantan 2022 

79 IKN lbu Kota Negara Kalimantan 2022 

80 KI Surya Borneo Kalimantan 2022 

81 KSPN Sambas Singkawang Kalimantan 2022 

Wilayah II (Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara) 

1 Kota Baru Kota Baru Maja Jawa 2015-2019 

2 KEK KEK Tanjung Lesung Jawa 2015-2019 

3 Metropolitan Cekungan Bandung Jawa 2015-2019 

4 KEK KEK Kendal Jawa 2015-2019 

5 PKW Magelang Jawa 2015-2019 

6 KI KI Madura Jawa 2015-2019 

7 KSPN DPP Baru Banyuwangi Jawa 2015-2019 

8 PKN Cilegon Jawa 2015-2019 

9 PKN Cirebon Jawa 2015-2019 

10 PKW Pekalongan Jawa 2015-2019 

11 PKW Probolinggo Jawa 2015-2019 

12 Metropolitan Sarbagita Bali-Nustra 2015-2019 

13 KSPN DPP Lombok - Mandalika Bali-Nustra 2015-2019 

14 KEK KEK Mandalika Bali-Nustra 2015-2019 

15 Metropolitan Mataram Raya Bali-Nustra 2015-2019 

16 Daerah Tertinggal Lombok Utara Bali-Nustra 2015-2019 

17 PKN Kupang Bali-Nustra 2015-2019 
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No Fungsi Kawasan Pulau 
Periode 

Penanganan 

18 Daerah Tertinggal Kupang Bali-Nustra 2015-2019 

19 KSPN DPP Labuan Bajo Bali-Nustra 2015-2019 

20 Kawasan Bencana Kota Bima Bali-Nustra 2015-2019 

21 Daerah Tertinggal Rote Ndao Bali-Nustra 2015-2019 

22 Kawasan Bencana Kab. Pandeglang Jawa 2020 

23 Kawasan Bencana Kab. Serang Jawa 2020 

24 Kawasan Bencana Pulau Lombok Bali-Nustra 2020 

25 KEK KEK Bekraf Karawang Jawa 2021 

26 Daerah Tertinggal Timor Tengah Selatan Bali-Nustra 2021 

27 Daerah Tertinggal Belu Bali-Nustra 2021 

28 Daerah Tertinggal Malaka Bali-Nustra 2021 

29 KEK KEK Bekraf Maja-Rangkas Jawa 2021 

30 PKN Serang Jawa 2021 

31 Metropolitan Jabodetabekpunjur Jawa 2021 

32 PKW Sukabumi Jawa 2021 

33 PKW KPPN Kediri (Lingkarwilis) Jawa 2021 

34 PKN Malang Jawa 2021 

35 KSPN 
DPP Bromo-Tengger-

Semeru 
Jawa 2021 

36 Kabupaten Cilacap Jawa 2021 

37 Metropolitan KedungSepur Jawa 2021 

38 KSPN 
DPP Borobudur dan 

sekitarnya 
Jawa 2021 

39 Metropolitan Gerbangkertosusilo Jawa 2021 

40 KSPN 
DPP Bandung-Halimun-

Ciletuh 
Jawa 2021 

41 PKN Yogyakarta Jawa 2021 

42 Daerah Tertinggal Manggarai Timur Bali-Nustra 2021 

43 Daerah Tertinggal Sumba Barat Bali-Nustra 2021 

44 Daerah Tertinggal Sumba Barat Daya Bali-Nustra 2021 

45 Daerah Tertinggal Sumba Tengah Bali-Nustra 2021 

46 Daerah Tertinggal Sumba Timur Bali-Nustra 2021 

47 Pulau 3T Pulau Sumba Bali-Nustra 2021 

48 KSPN  DPP Revitalisasi Bali Bali-Nustra 2021 

49 PKSN Atambua Bali-Nustra 2021 

50 PKSN Kefamenanu Bali-Nustra 2021 

51 KI Sumbawa Barat Bali-Nustra 2021 

52. PKW Tuban Jawa 2022 

53. PKW Bojonegoro Jawa 2022 

54. PSN Kulon Progo Jawa 2022 

55. Daerah Tertinggal Kalabahi Alor Bali-Nustra 2022 

56. Daerah Tertinggal Lembata  Bali-Nustra 2022 

57. Kabupaten Banjarnegara Jawa 2022 

58. PKN Surakarta Jawa 2022 

59. PKW Pasuruan Jawa 2022 

60. PKW Wonosobo Jawa 2022 

61. KSPN Prambanan Jawa 2022 

62. KPSN 
Gunung Sewu 

(Kabupaten Gunung 
Kidul) 

Jawa 2022 
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No Fungsi Kawasan Pulau 
Periode 

Penanganan 

63. PKW Trenggalek Jawa 2022 

64. PKL Nganjuk Jawa 2022 

65. PKL Ponorogo Jawa 2022 

66. PKW Madiun Jawa 2022 

67. KSPN Bantul Jawa 2022 

68. Kawasan Bencana Pulau Sumbawa Bali -Nustra 2022 

69. Daerah Tertinggal Sabu Raijua Bali -Nustra 2022 

Wilayah III (Pulau Sulawsi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua) 

1 Daerah Tertinggal Seram Bagian Barat Maluku 2015-2019 

2 Daerah Tertinggal Seram Bagian Timur Maluku 2015-2019 

3 PKN Palu Sulawesi 2020 

4 KEK KEK Palu Sulawesi 2020 

5 KI KI Palu Sulawesi 2020 

6 Kawasan Bencana Kota Palu Sulawesi 2020 

7 Kawasan Bencana Kab. Sigi Sulawesi 2020 

8 Kawasan Bencana Kab. Donggala Sulawesi 2020 

9 PKN Kendari Sulawesi 2020 

10 KSPN 
KEK/DPP Baru Manado-

Likupang 
Sulawesi 2020 

11 KI KI Bitung Sulawesi 2020 

12 PKN Gorontalo Sulawesi 2020 

13 PKN Mamuju Sulawesi 2020 

14 KI KI Takalar Sulawesi 2020 

15 PKW Palopo Sulawesi 2020 

16 PKW Parepare Sulawesi 2020 

17 Daerah Tertinggal Tojo Una - Una Sulawesi 2020 

18 Pulau 3T Pulau Muna Sulawesi 2020 

19 PKSN PKSN Melonguane Sulawesi 2020 

20 KEK KEK Morotai Maluku 2020 

21 PKSN PKSN Daruba Maluku 2020 

22 Pulau 3T Pulau Morotai Maluku 2020 

23 PKW Tual Maluku 2020 

24 Daerah Tertinggal Buru Selatan Maluku 2020 

25 Pulau 3T Pulau Wetar Maluku 2020 

26 Pulau 3T Pulau Aru Maluku 2020 

27 Pulau 3T Pulau Buru Maluku 2020 

28 Pulau 3T Pulau Seram Maluku 2020 

29 Pulau 3T Pulau Kei Besar Maluku 2020 

30 Pulau 3T Pulau Moa Maluku 2020 

31 Daerah Tertinggal Kepulauan Sula Maluku 2020 

32 PKSN PKSN Merauke Papua 2020 

33 Wilayah Adat Mee Pago Papua 2020 

34 Wilayah Adat Saereri Papua 2020 

35 Wilayah Adat Tabi Papua 2020 

36 Wilayah Adat Anim Ha Papua 2020 

37 Daerah Tertinggal Asmat Papua 2020 

38 Daerah Tertinggal Boven Digoel Papua 2020 

39 Daerah Tertinggal Deiyai Papua 2020 

40 Daerah Tertinggal Dogiyai Papua 2020 

41 Daerah Tertinggal Intan Jaya Papua 2020 
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No Fungsi Kawasan Pulau 
Periode 

Penanganan 

42 Daerah Tertinggal Jayawijaya Papua 2020 

43 Daerah Tertinggal Keerom Papua 2020 

44 Daerah Tertinggal Lanny Jaya Papua 2020 

45 Daerah Tertinggal Mamberamo Raya Papua 2020 

46 Daerah Tertinggal Mamberamo Tengah Papua 2020 

47 Daerah Tertinggal Mappi Papua 2020 

48 Daerah Tertinggal Nabire Papua 2020 

49 Daerah Tertinggal Nduga Papua 2020 

50 Daerah Tertinggal Paniai Papua 2020 

51 Daerah Tertinggal Pegunungan Bintang Papua 2020 

52 Daerah Tertinggal Puncak Papua 2020 

53 Daerah Tertinggal Puncak Jaya Papua 2020 

54 Daerah Tertinggal Tolikara Papua 2020 

55 Daerah Tertinggal Waropen Papua 2020 

56 Daerah Tertinggal Yahukimo Papua 2020 

57 Daerah Tertinggal Yalimo Papua 2020 

58 Daerah Tertinggal Supiori Papua 2020 

59 Pulau 3T Pulau Biak Papua 2020 

60 Kota Baru Kota Baru Sorong Papua 2020 

61 KEK KEK Sorong Papua 2020 

62 KSPN DPP Raja Ampat Papua 2020 

63 KI KI Teluk Bintuni Papua 2020 

64 Wilayah Adat Domberay Papua 2020 

65 Daerah Tertinggal Maybrat Papua 2020 

66 Daerah Tertinggal Sorong Papua 2020 

67 Daerah Tertinggal Sorong Selatan Papua 2020 

68 Daerah Tertinggal Tambrauw Papua 2020 

69 Daerah Tertinggal Teluk Bintuni Papua 2020 

70 Daerah Tertinggal Teluk Wondama Papua 2020 

71 Daerah Tertinggal Pegunungan Arfak Papua 2020 

72 Daerah Tertinggal Manokwari Selatan Papua 2020 

73 PKSN PKSN Tanah Merah Papua 2020 

74 KSPN DPP Wakatobi Sulawesi 2021 

75 KSPN 
DPP Baru Toraja-Selayar-
Makassar dan sekitarnya 

Sulawesi 2021 

76 Metropolitan Bimindo Sulawesi 2021 

77 Metropolitan Mamminasata Sulawesi 2021 

78 PKN Ternate Maluku 2021 

79 Kota Baru Kota Baru Sofifi Maluku 2021 

80 KI Teluk Weda Maluku 2021 

81 PKN Ambon Maluku 2021 

82 KSPN DPP Morotai Maluku 2021 

83 PKN Jayapura Papua 2021 

84 PKSN Jayapura Papua 2021 

85 Wilayah Adat Laa Pago Papua 2021 

86 Wilayah Adat Bomberay Papua 2021 

87 KSPN 
DPP Baru Biak-Teluk 

Cenderawasih 
Papua 2021 

88 KI KI Mongondow Sulawesi 2022 

89 KI KI Morowali Sulawesi 2022 
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No Fungsi Kawasan Pulau 
Periode 

Penanganan 

90 Kawasan Pangan Donggala Sulawesi 2022 

91 Kawasan Pangan Sigi Sulawesi 2022 

92 Pulau 3T Pulau Babar Maluku 2022 

93 Daerah Tertinggal Kepulauan Aru Maluku 2022 

94 Daerah Tertinggal Maluku Barat Daya Maluku 2022 

95 Daerah Tertinggal Kab. Kepulauan Tanimbar  Maluku 2022 

96 Pulau 3T Pulau Buton Sulawesi 2022 

BPIW juga berkontribusi terhadap penilaian IKSP Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian 

PUPR dan Tugas Teknis Lainnya yang merupakan gabungan dari Indikator Kinerja Dukungan 

Manajemen pada level Kementerian PUPR. Sama halnya dengan IKSS Tingkat Kualitas Tata Kelola 

Kementerian PUPR, IKSP ini merupakan gabungan dari seluruh Unit Organisasi di lingkungan 

Kementerian PUPR dimana Sekretariat Jenderal menjadi penanggungjawabnya. Pada Tahun 

2022, nilai IKSP Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya 

adalah 86,89% dari target 71,54% sehingga kinerja dari indikator ini adalah 121,47%. 

4.1.3 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 

A. Sasaran Kegiatan 1 

Sasaran Kegiatan (SK) 1 Meningkatnya Pelaksanaan Perencanaan dan Pemrograman 

Pembangunan Infrastruktur PUPR memiliki 4 (empat) indikator kinerja. Tiap indikator 

menggambarkan kinerja dari Unit Kerja Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, 

Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR 

Wilayah II dan Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III. Berdasarkan konsepsi 

pengembangan wilayah, penanganan kawasan oleh BPIW dilaksanakan melalui sistem klaster 

dengan penyusunan dokumen RPIW. Capaian Kinerja SK 1 BPIW Tahun 2022 sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Capaian Sasaran Kegiatan 1 BPIW 

Sasaran Kegiatan 

Indikator 

Capaian 

2021 

Target 

2022 

Capaian 

2022 
Kinerja 

SK1.  Meningkatnya pelaksanaan perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR 

1-1 Tingkat kesesuaian kebijakan dan 

strategi perencanaan dan pemrograman 

infrastruktur PUPR 

71,39% 70,00% 79,22% 113,17% 

1-2 Tingkat kesesuaian penanganan 

kawasan prioritas melalui perencanaan 

dan pemrograman infrastruktur PUPR di 

Pulau Sumatera dan Kalimantan 

85,37% 70,00% 98,78% 141,11% 

1-3 Tingkat kesesuaian penanganan 

kawasan prioritas melalui perencanaan 

dan pemrograman infrastruktur PUPR di 

Pulau Jawa, Bali, dan Kep. Nusa 

Tenggara 

72,86% 70,00% 98,57% 140,81% 

1-4 Tingkat kesesuaian penanganan 

kawasan prioritas melalui perencanaan 
89,69% 70,00% 98,97% 141,39% 
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Sasaran Kegiatan 

Indikator 

Capaian 

2021 

Target 

2022 

Capaian 

2022 
Kinerja 

dan pemrograman infrastruktur PUPR di 

Pulau Sulawesi, Papua, dan Kep. Maluku 
 

 

B. Sasaran Kegiatan 2 

Sasaran Kegiatan (SK) 2 Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan 

Pengembangan Infrastruktur Wilayah memiliki 6 (enam) indikator kinerja. Tiap indikator 

menggambarkan kinerja setiap kelompok kegiatan dalam tata kelola dukungan manajemen, yaitu 

tata naskah dinas, kearsipan, penatausahaan Barang Milik Negara, serta pengelolaan 

ketatausahaan; produk hukum; kelembagaan, jabatan fungsional serta administrasi pegawai; 

kinerja pelaksanaan anggaran; kualitas perencanaan anggaran; dan penilaian SAKIP organisasi. 

Capaian indikator kinerja SK 2 didukung oleh Unit Kerja Sekretariat BPIW dan Subbagian Tata 

Usaha di masing-masing Unit Kerja. Berikut adalah capaian kinerja SK 2 BPIW Tahun 2022: 

Tabel 4.5 Capaian Sasaran Kegiatan 2 BPIW 

Sasaran Kegiatan dan 

Indikator 

Capaian 

2021 (%) 

Target 

2022 (%) 

Capaian 

2022 (%) 

Kinerja 

(%) 

SK2. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan pengembangan infrastruktur 

wilayah 

2-1 Tingkat Kualitas Pembinaan dan 

Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, 

Penatausahaan Barang Milik Negara, dan 

Pengelolaan Ketatausahaan 

85,19 81 91,60 113,09 

2-2 Tingkat Layanan Pembentukan Produk 

Hukum 
100 100 100 100 

2-3 Tingkat Layanan Pengelolaan 

Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta 

Pengadministrasian Pegawai 

80,03 81 81,39 100,48 

2-4 Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran 92,76 92 88,43 96,12 

2-5 Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran 97,08 91 90,91 99,90 

2-6 Nilai SAKIP Unit Organisasi 76,4 76,8 80,34 104,61 
 

Berikut penjelasan capaian terhadap indikator kinerja SK 1 dan SK 2 pada masing-masing Unit 

Kerja di lingkungan BPIW. 

4.1.3.1 Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 

Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah mendukung capaian SK 2 Meningkatnya 

Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 

melalui 6 (enam) indikator kinerja. Berikut penjelasan masing-masing capaian indikator kinerja 

pada SK 2. 

A. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2-1 

IKSK 2-1 Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, 

Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan merupakan indikator yang 
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menggabungkan kinerja kegiatan pengelolaan tata naskah dinas, kearsipan, barang milik negara, 

dan ketatausahaan. Indikator Kinerja SK 2-1 ini didukung oleh sebagian kinerja 2 (dua) Unit Eselon 

III yang ada di lingkungan Sekretariat BPIW dan Subbagian Tata Usaha di masing-masing Unit Kerja 

di BPIW. Capaian nilai indikator ini diperoleh rata-rata nilai 4 (empat) sub indikator yang diukur 

berdasarkan: 

1. Persentase Pembinaan Tata Naskah Dinas diperoleh dari target Unit Kerja di BPIW yang 

terbina terkait tata naskah dinas dibagi jumlah seluruh Unit Kerja. Terdapat 5 Unit Kerja di 

BPIW yaitu, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Pusat Pengembangan 

Infrastruktur PUPR Wilayah I, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II, Pusat 

Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III, dan Sekretariat BPIW; 

2. Persentase Pembinaan Kearsipan diperoleh dari target Unit Kerja di BPIW yang terbina 

terkait tata naskah dinasnya dibagi jumlah seluruh Unit Kerja. Terdapat 5 Unit Kerja di BPIW 

yaitu, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Pusat Pengembangan 

Infrastruktur PUPR Wilayah I, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II, Pusat 

Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III, dan Sekretariat BPIW; 

3. Persentase Penyelesaian Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) diperoleh dari Jumlah 

Usulan Penghapusan BMN yang telah diselesaikan/Total Usulan Penghapusan BMN. Sub 

indikator ini dinilai dari penyelesaian penghapusan BMN yang dilaksanakan oleh Sekretariat 

BPIW. Capaian sub indikator ini mengacu pada informasi dalam Laporan BMN Sekretariat 

BPIW TA 2022 setiap semester; dan 

4. Persentase Terselenggaranya Administrasi Korespondensi diperoleh dari jumlah capaian 

penyelesaian korespondensi yang diselesaikan dibagi dengan jumlah seluruh koresponden. 

Berdasarkan rincian pengukuran di atas, nilai indikator kinerja Tingkat Kualitas Pembinaan dan 

Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan 

Ketatausahaan pada Tahun 2022 adalah sebesar 91,60% dengan target sebesar 81%, sehingga 

realisasi kinerjanya adalah 113,09%. Nilai tersebut didapatkan dari agregasi 4 (empat) sub 

indikator dengan bobot masing-masing sebesar 25% sebagaimana tercantum pada Tabel 4.3 

sebagai berikut. 

Tabel 4.6 Realisasi Capaian IKSK 2-1 

Sub Indikator Rencana (%) Realisasi (%) Kinerja (%) 

Pembinaan Tata Naskah Dinas 81 100 123,46 

Pembinaan Kearsipan 81 100 123,46 

Penyelesaian Penghapusan Barang Milik Negara 81 66,67 82,30 

Ketatausahaan 81 99,72 123,11 

Total 81 91,60 113,09 
 

Capaian sub IKSK 2-1 terkait Penyelesaian Penghapusan Barang Milik Negara tidak memenuhi 

target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini terkait dengan belum terlaksananya penghapusan 

BMN untuk 3 (tiga) paket BMN dari 9 (sembilan) paket yang diusulkan. Penjelasan terkait 3 (tiga) 

paket BMN yang belum dihapus sebagai berikut: 

1. BMN rusak berat berupa Kendaraan Dinas Operasional (KDO) 

Paket telah dilelang pada tahun 2022 namun proses penghapusan direncanakan akan selesai 

pada bulan Januari 2023. 
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2. Peralatan Kantor pada Satuan Kerja Sekretariat BPIW 

Paket telah diajukan lelang ke Kantor Pelayananan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 

Jakarta III pada bulan Desember 2022. 

3. Peralatan Kantor pada Satuan Kerja Eks Direktorat Jenderal Penataan Ruang 

Paket telah dilelang pada tanggal 16 November 2022 namun pemenang melakukan 

wanprestasi sehingga akan diusulkan lelang kembali pada tahun 2023. 

B. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2-2 

IKSK 2-2 Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum merupakan indikator yang 

menggambarkan sebagian kinerja Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik yang salah 

satu tugasnya adalah melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan. 

Pencapaian indikator kinerja ini didapatkan melalui perbandingan antara jumlah produk hukum 

yang diterbitkan dengan jumlah produk hukum yang seharusnya diterbitkan pada tahun berjalan. 

Target capaian diambil dari data Kerangka Regulasi yang tertera dalam dokumen Rencana 

Strategis BPIW 2020-2024 dan dijabarkan berdasarkan tahapan penyelesaian produk hukum. 

Berdasarkan Kerangka Regulasi yang tertera dalam dokumen Rencana Strategis BPIW 2020-2024, 

tidak ada penyelesaian produk hukum di Tahun 2022, sehingga capaian kinerja IKSK 2-2 adalah 

sebesar 100%. 

Tabel 4.7 Realisasi Capaian IKSK 2-1 

Indikator Rencana (%) Realisasi (%) Kinerja (%) 

Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum 100 100 100 

C. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2-3 

IKSK 2-3 Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta 

Pengadministrasian Pegawai merupakan indikator yang menggambarkan kinerja Bagian 

Kepegawaian dan Umum yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan urusan administrasi 

kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional. Rencana pencapaian target dijabarkan dari 

tahapan penyelesaian Survei Kepuasan Pelayanan Bagian Kepegawaian dan Umum yang 

dilaksanakan di Sekretariat BPIW, yang terdiri atas: 1) arahan pelaksanaan survei; 2) studi literatur 

terkait penyusunan indikator survei; 3) pengumpulan data survei; serta 4) olah data dan 

penyampaian data survei. Pencapaian sasaran kinerja didapatkan melalui survei kepada pegawai 

terkait ketepatan perencanaan pegawai, transparansi rekrutmen, ketepatan layanan administrasi 

kepegawaian. 

Sekretariat BPIW telah melakukan survei yang dilaksanakan pada bulan Desember 2022 dengan 

total responden sebanyak 165 responden. Hasil penilaian pada survei pelayanan Bagian 

Kepegawaian dan Umum adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Hasil Penilaian Survei Pelayanan Kepegawaian dan Umum 

No 
Nilai Unsur Pelayanan Tahun 2022 

Resp 

 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)  

1 83,64 79,65 80,55 92,34 78,40 79,28 80,12 79,72 82,29 80,53 78,788 895,23 
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Hasil Konversi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Kepegawaian dan Umum 81,39 

 

No Unsur Pelayanan Nilai Rata-Rata 

N1 Tata Usaha Kepegawaian 83,636 

N2 Disiplin Pegawai 79,646 

N3 Pengembangan Pegawai 80,549 

N4 Diklat dan Tugas Belajar 92,338 

N5 Jabatan Fungsional 78,396 

N6 Organisasi dan Tata Laksana 79,280 

N7 Ketatalaksanaan 80,115 

N8 Kelembagaan 79,722 

N9 Umum dan Kerumahtanggaan 82,288 

N10 Tata Naskah Dinas dan Kearsipan 80,530 

N11 Barang Milik Negara 78,788   

Berdasarkan survei yang dilakukan pada SDM di lingkungan BPIW tersebut, diperoleh capaian 

nilai IKSK 2-3 pada Tahun 2022 adalah sebesar 81,39% dengan target tahun 2022 sebesar 81,00%, 

sehingga capaian kinerja IKSK 2-3 sebesar 100,48%. IKM Unit Pelayanan berdasarkan hasil 

konversi 81,39% adalah berkategori Baik. Survei tersebut menjelaskan bahwa sub indikator 

dengan nilai terendah adalah pada unsur pelayanan Jabatan Fungsional dan nilai tertinggi pada 

sub indikator Diklat dan Tugas Belajar. Responden menilai bahwa perlu peningkatan terkait 

layanan pengembangan kapasitas Jabatan Fungsional agar pegawai dengan Jabatan Fungsional 

tersebut dapat mempunyai jenjang karir yang baik serta dapat mendukung kinerja organisasi 

lebih optimal. Sedangkan layanan Diklat dan Tugas Belajar dinilai sudah lebih baik karena 

responden sudah terinformasi terkait penawaran Diklat maupun Beasiswa yang dapat menunjang 

dan sesuai dengan kapasitas dan kompetensi pegawai. 

Selain itu, perlu dilakukan peningkatan pelayanan untuk sub indikator yang mendapatkan nilai 

rata-rata di bawah 80, yaitu pada unsur pelayanan Disiplin Pegawai, Jabatan Fungsional, 

Organisasi dan Tata Laksana, Kelembagaan, dan Barang Milik Negara. Dalam hal pelayanan 

Disiplin Pegawai, diharapkan pada tahun mendatang untuk dapat melakukan tindakan tegas 

terhadap pegawai di lingkungan BPIW yang dinilai tidak disiplin sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil maupun peraturan 

turunannya. 

Pada unsur Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Kelembagaan, responden menilai agar dapat 

melakukan internalisasi sehingga lebih familier dengan konsep kelembagaan, output berdasarkan 

uraian tugas, dan dokumen ketatalaksanaan. Diharapkan layanan tersebut dapat dilakukan lebih 

baik pada Tahun 2023, sebagai persiapan evaluasi organisasi. Selain itu, penilaian layanan Barang 

Milik Negara menurut responden masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal sarana dan 

prasarana kantor yang kondisinya sudah kurang layak dan perlu diganti. Peningkatan layanan ini 

diharapkan agar pegawai dapat lebih nyaman dan efektif dalam mengerjakan tugas dan fungsinya 

sehari-hari 

Unsur pelayanan Tata Usaha Kepegawaian, Pengembangan Pegawai, Ketatalaksanaan, Umum 

dan Kerumahtanggaan, serta Tata Naskah Dinas dan Kearsipan mendapatkan nilai rata-rata di 

atas 80. Responden menilai bahwa pelayanan pada unsur tersebut sudah melakukan sosialisasi 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, pegawai pelaksana juga melayani secara sopan, 
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ramah, dan kompeten di bidangnya. Pegawai pelaksana juga tidak memungut biaya apapun untuk 

memproses dan melaksanakan tugas dan fungsinya. Dapat disimpulkan bahwa pegawai 

pelaksana memberikan pelayanan prima. Secara keseluruhan, pelayanan Kepegawaian dan 

Umum dinilai sudah Baik. Beberapa responden memberikan saran perbaikan agar pelayanan 

Kepegawaian dan Umum bisa tetap melayani lebih prima dan baik lagi pada tahun mendatang. 

Tabel 4.9 Realisasi Capaian IKSK 2-3 

Indikator Rencana (%) Realisasi (%) Kinerja (%) 

Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan 
Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian 
Pegawai 

81,00 81,39 100,48 

D. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2-4 

IKSK 2-4 Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan indikator yang menggambarkan 

kinerja BPIW terkait pelaksanaan anggaran. Penilaian capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan 

Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2022 dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang 

tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: 

PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 

Belanja K/L. Berdasarkan peraturan tersebut, nilai IKPA diukur dari agregasi capaian 8 (delapan) 

indikator yang dihitung sesuai `dengan bobot masing-masing indikator. 

Capaian IKPA Sekretariat BPIW Tahun Anggaran 2022 berdasarkan data pada aplikasi OMSPAN-

Monev PA status tanggal 10 Januari 2023 sebesar 88,43%. Dengan target pada Tahun 2022 

sebesar 92%, maka capaian kinerja IKSK 2-4 sebesar 96,12%. 

Tabel 4.10 Realisasi Capaian IKSK 2-4 

Indikator Rencana (%) Realisasi (%) Kinerja (%) 

Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran 92,00 88,43 96,12 

 

Penjelasan capaian masing-masing indikator sebagai berikut: 

1. Revisi DIPA (bobot 10%) 

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang 

digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan 

sebagai pelaksanaan APBN. Indikator Revisi DIPA merupakan indikator kinerja yang 

digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran K/L/unit Eselon I/Satker 

berdasarkan rata-rata rasio revisi DIPA triwulanan. Revisi DIPA yang termasuk dalam objek 

perhitungan adalah revisi yang tidak mengakibatkan perubahan pagu di tingkat Satker. 

Capaian nilai BPIW Tahun 2022 adalah 100 yang menunjukkan bahwa upaya BPIW telah 

optimal dalam meningkatkan kualitas perencanaan anggaran. 

2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 10%) 

Indikator Deviasi Halaman III DIPA merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk 

mengukur kualitas perencanaan anggaran K/L/unit Eselon I/Satker berdasarkan rata-rata 

kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap RPD bulanan. Nilai RPD yang diperhitungkan 

adalah nilai yang dikunci setiap awal triwulan. Batas akhir pemutakhiran RPD pada Halaman 

III DIPA adalah sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja pertama tiap triwulan, kecuali triwulan 
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I pada bulan Februari. Tujuan indikator ini adalah meningkatkan akurasi kebutuhan dana 

dan menjaga likuiditas Capaian nilai BPIW Tahun 2022 kurang optimal, yaitu sebesar 72,95 

dikarenakan beberapa RDP yang di-input oleh Satuan Kerja berbeda dengan realisasi 

pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggarannya, sehingga menyebabkan gap yang cukup 

tinggi. 

3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%) 

Indikator kinerja Penyerapan Anggaran digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan 

anggaran Satuan Kerja. Capaian nilai indikator tersebut diperoleh dari rata-rata nilai kinerja 

penyerapan anggaran pada setiap triwulan yang dihitung berdasarkan kesesuaian antara 

tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan keseluruhan anggaran pada DIPA 

setiap triwulan. Target penyerapan tersebut dihitung berdasarkan target penyerapan 

anggaran per jenis belanja, yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. 

Capaian nilai BPIW Tahun 2022 sebesar 72,24% yang menunjukkan bahwa realisasi anggaran 

BPIW belum memenuhi target yang direncanakan akibat adanya kegiatan yang tidak 

terlaksana. Kegiatan yang tidak terlaksana tersebut terdapat pada National Urban 

Development Project (NUDP) dikarenakan adanya restrukturisasi dan penajaman substansi. 

4. Belanja Kontraktual (bobot 10%) 

Indikator kinerja Belanja Kontraktual dihitung berdasarkan nilai komposit dari 3 (tiga) 

komponen, yaitu: 1) ketepatan waktu penyampaian data perjanjian/kontrak ke KPPN; 2) 

akselerasi kontrak dini sampai dengan triwulan I tahun berjalan; dan 3) akselerasi 

penyelesaian Belanja Modal. Capaian nilai BPIW Tahun 2022 sebesar 92,46 yang 

mengindikasikan bahwa Satuan Kerja di BPIW telah tertib dalam hal optimalisasi 

pelaksanaan belanja kontraktual. 

5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%) 

Indikator kinerja Penyelesaian Tagihan dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu 

penyelesaian tagihan dengan mekanisme Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) 

terhadap seluruh Surat Perintah Membayar Langsung yang diajukan ke KPPN. Ketepatan 

waktu yang dimaksud adalah waktu penyelesaian tagihan dalam rentang waktu 17 hari kerja 

sebagaimana telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang tertuang dalam PMK 

Nomor 190/PMK-5/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. BPIW telah optimal dalam hal ketepatan waktu 

penyelesaian tagihan selama Tahun 2022 dengan capaian nilai sebesar 98,06. 

6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%) 

Indikator kinerja Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan dihitung 

berdasarkan nilai komposit dari 3 (tiga) komponen, yaitu ketepatan waktu 

pertanggungjawaban (50%), persentase GUP (25%) dan besaran setoran TUP (25%). Capaian 

nilai BPIW Tahun 2022 sebesar 79,93 yang mengindikasikan bahwa Satuan Kerja di 

lingkungan BPIW telah cukup baik dalam mengelola UP dan TUP. Namun, capaian tersebut 

belum optimal dikarenakan beberapa hal, yaitu: 1) masih terdapat Satuan Kerja yang 

melewati batas waktu dalam penyampaian pertanggungjawaban UP/TUP melalui 

mekanisme SPM GUP/GTUP; dan 2) persentase GUP disebulankan setiap bulannya pada 

beberapa Satuan Kerja masih rendah sehingga nilai komponen persentase GUP belum 

maksimal. 
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7. Dispensasi SPM (bobot 5%) 

Indikator kinerja Dispensasi Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) dihitung 

berdasarkan rasio jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan penyampaian 

SPM melebihi batas waktu yang ditentukan pada akhir tahun anggaran terhadap jumlah 

SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dananya 

pada triwulan IV. BPIW mendapat nilai maksimal 100 pada indikator ini yang 

menggambarkan bahwa Satker di lingkungan BPIW telah patuh dalam memenuhi aturan 

pelaksanaan anggaran khususnya terkait batas-batas pengajuan tagihan ke KPPN.  

8. Capaian Output (bobot 25%) 

Indikator kinerja Capaian Output merupakan indikator dengan bobot terbesar yang dihitung 

berdasarkan nilai komposit dari komponen nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian 

data capaian output (bobot 30%) dan nilai kinerja atas capaian RO yang diperoleh dari rasio 

antara capaian RO terhadap target capaian RO (bobot 70%). Nilai kinerja indikator Capaian 

Output BPIW mencapai 98,58 pada Tahun 2022. 

Adapun capaian nilai IKPA BPIW TA 2022 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.11 Nilai IKPA BPIW TA 2022 

 

E. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2-5 

IKSK 2-5 Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran merupakan indikator yang menggambarkan 

kinerja BPIW terkait perencanaan anggaran. Pencapaian indikator kinerja ini berpedoman pada 

PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas 

Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. PMK tersebut 

mengamanatkan agar setiap Kementerian/Lembaga melakukan melakukan evaluasi kinerja 

anggaran untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Evaluasi kinerja 

anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja 

anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun 

rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran. Kinerja anggaran yang dimaksud 

adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam 

dokumen anggaran. 

Capaian indikator ini mengacu pada informasi pada nilai kinerja anggaran dalam sistem informasi 

SMART Kementerian Keuangan setiap triwulan. Perhitungan capaian kinerja anggaran diukur dari 

3 (tiga) aspek penilaian berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021, yaitu aspek implementasi, 

aspek manfaat dan aspek konteks. Pengukuran pada tingkat Satuan Kerja didasarkan atas 

Kualitas Hasil 

Pelaksanaaan 

Anggaran

Revisi DIPA
Deviasi Hal. 

III DIPA

Penyerapan 

Anggaran

Belanja 

Kontraktual

Penyelesaian 

Tagihan

Pengelolaan 

UP dan TUP

Dispensasi 

SPM

Capaian 

Output

(10%) (10%) (20%) (10%) (10%) (10%) (5%) (25%)

1 Puswil I 100 71,35 75 100 100 82,68 100 100 90,4

2 Puswil II 100 59,08 66,77 100 100 46,29 100 97,08 83,16

3 Puswil III 100 72,97 100 100 100 93,31 100 100 96,63

4 Pusnas 100 54,79 27,5 100 89,29 95,05 100 95,63 78,32

5 Set. BPIW 100 76,21 96,42 92,07 100 77,24 100 100 93,84

100 72,95 72,24 92,46 98,06 79,93 100 98,58 88,43

No Satuan Kerja

Kualitas Perencanaan 

Anggaran
Kualitas Pelaksanaaan Anggaran

Nilai Total

BPIW
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pengukuran aspek implementasi, sedangkan pada tingkat Unit Eselon I diukur dari gabungan dari 

rata-rata perhitungan aspek implementasi Unit Kerja dan aspek manfaat Eselon I. Realisasi BPIW 

Tahun 2022 pada IKSK 2-5 adalah 90,91%. Dengan target sebesar 91% maka capaian kinerja BPIW 

sebesar 99,90%. 

Capaian indikator ini mengacu pada informasi pada nilai kinerja anggaran dalam Sistem 

Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan. Perhitungan capaian 

kinerja anggaran diukur dari 3 (tiga) aspek penilaian berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021, 

yaitu aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks. Pengukuran pada tingkat Satuan 

Kerja didasarkan atas pengukuran aspek implementasi, sedangkan pada tingkat Unit Eselon I 

diukur dari gabungan dari rata-rata nilai aspek implementasi dan aspek manfaat Unit Eselon I, 

serta nilai kinerja rata-rata Satuan Kerja. 

Realisasi BPIW Tahun 2022 pada IKSK 2-5 adalah 90,91%. Dengan target sebesar 91% maka 

capaian kinerja BPIW sebesar 99,90%. Capaian nilai kinerja anggaran yang kurang optimal 

dikarenakan terdapat beberapa target capaian output yang tidak terpenuhi pada Rincian Output 

(RO) Kebijakan Teknis dan Strategi Perkotaan Nasional, RO Rencana Induk Pariwisata Terpadu 

Bromo-Tengger-Semeru dan RO Rencana Induk Pariwisata Terpadu KNP-Labuan Bajo. 

Tabel 4.12 Realisasi Capaian IKSK 2-5 

Indikator Rencana (%) Realisasi (%) Kinerja (%) 

Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran 91,00 90,91 99,90 

F. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2-6 

IKSK 2-6 Nilai SAKIP Unit Organisasi merupakan indikator yang menggambarkan kinerja seluruh 

Satuan Kerja di lingkungan BPIW terkait pelaksanaan SAKIP Unit Organisasi BPIW. Indikator ini 

dinilai berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Unit Organisasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal 

Kementerian PUPR. Evaluasi SAKIP dilaksanakan pada tahun n+1 sehingga pada Perjanjian Kinerja 

Tahun 2022 disepakati untuk menggunakan nilai Evaluasi SAKIP BPIW TA 2021 sebesar 80,34%. 

Dengan target Tahun 2022 sebesar 76,80%, maka capaian kinerja BPIW pada IKSK 2-6 sebesar 

104,61%. 

Tabel 4.13 Realisasi Capaian IKSK 2-6 

Indikator Rencana (%) Realisasi (%) Kinerja (%) 

Nilai SAKIP Unit Organisasi 76,80 80,34 104,61 

 

4.1.3.2 Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional 

Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional mendukung capaian SK 1 Meningkatnya 

pelaksanaan perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR pada Indikator 

Kinerja Sasaran Kegiatan 1-1, yaitu 1-1 Tingkat kesesuaian kebijakan dan strategi perencanaan 

dan pemrograman infrastruktur PUPR. Capaian indikator tersebut dihitung dari kinerja 2 (dua) 

sub indikator. 
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Sub indikator-1 memiliki bobot 30% yang menggambarkan tingkat kesesuaian dokumen 

perencanaan strategis Kementerian PUPR dengan capaian riil di lapangan. Sub indikator-1 

dihitung dari capaian Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal 

Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan Direktorat Jenderal Perumahan dibandingkan 

dengan target Rencana Strategis Kementerian PUPR untuk masing-masing Unit Organisasi teknis 

tersebut. Pada tahun 2022, capaian sub indikator-1 tersebut sebesar 28,88% yang merupakan 

30% dari agregasi capaian Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebesar 99,72%, Direktorat 

Jenderal Bina Marga sebesar 99,30%, Direktorat Jenderal Cipta Karya sebesar 92,48% dan 

Direktorat Jenderal Perumahan sebesar 99,50%. 

Sub indikator-2 memiliki bobot 70% yang merupakan kinerja penyusunan program arahan yang 

menjadi baseline program dalam rangkaian pembahasan pada Konsultasi Regional. Nilai capaian 

sub indikator-2 pada tahun 2022 adalah sebesar 50,34% (70% dari 71,91%), berasal dari jumlah 

program arahan BPIW yang menjadi program baseline FKW dan FKB (169) dibagi dengan total 

program arahan (235). FKW (Format Kegiatan Wajib) merupakan kegiatan yang diambil dari 

kegiatan yang sudah rutin dilakukan seperti pemeliharaan dan perawatan atau kegiatan lanjutan 

Multi Years Contract (MYC), ditambah dengan FKB (Format Kegiatan Baru) yang merupakan 

Kegiatan Pembangunan Baru (New Development) dibagi dengan total program arahan. 

Program arahan yang telah disusun oleh BPIW pada saat pembahasan Konsultasi Regional dengan 

Unit Organisasi teknis kurang dapat memenuhi keselarasan dalam readiness criteria yang 

digunakan oleh Unit Organisasi sebagai syarat utama dalam memasukkan program ke dalam 

target kerja mereka. Ketidakselarasan tersebut terjadi antara lain dikarenakan belum adanya 

regulasi yang mengatur mekanisme Rakorbangwil secara detail, belum tersedianya juknis 

Rakorbangwil sebagai pedoman pelaksanaan dan belum adanya standar dalam penyusunan 

program arahan. 

Berdasarkan hasil capaian kedua sub indikator tersebut, maka diperolah nilai capaian Indikator 

Kinerja Sasaran Kegiatan 1-1 adalah sebesar 79,22%. Dengan target sebesar 70%, maka capaian 

kinerja Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Tahun 2022 sebesar 113,17%. 

4.1.3.3 Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I 

Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I mendukung capaian SK 1  Meningkatnya 

pelaksanaan perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR pada Indikator 

Kinerja Sasaran Kegiatan 1-2, yaitu tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas melalui 

perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Indikator 

kinerja ini dihitung berdasarkan jumlah kawasan yang ditangani perencanaan dan pemrograman 

infrastrukturnya dibandingkan dengan jumlah kawasan yang menjadi target selama periode 

RPJMN tahun 2020-2024 di Pulau Sumatera dan Kalimantan. 

Pada periode 2020-2024, target kawasan prioritas di Wilayah I (Pulau Sumatera dan Kalimantan) 

yang akan ditangani melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR adalah sebanyak 

82 kawasan. Pada Tahun 2022, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I telah 

menangani sebanyak 11 kawasan melalui dokumen Rencana Pengembangan Infrastruktur 

Wilayah (RPIW). Dengan demikian, total kawasan yang telah tertangani hingga akhir Tahun 2022 

adalah sebanyak 81 kawasan dari target 82 kawasan, sehingga realisasi capaian IKSK 1-2 adalah 

sebesar 98,78%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR 
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Wilayah I berkinerja sangat memuaskan dengan capaian kinerja sebesar 141,11% apabila 

dibandingkan terhadap target. 

Tabel 4.14 Jumlah Kawasan yang Ditangani Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan 
Infrastruktur di Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I Pada TA 2022 

No Fungsi Kluster Kawasan Pulau Keterangan 

1 KI Tenayan Sumatera RPIW Prov. Riau 

2 PKSN Bengkalis Sumatera RPIW Prov. Riau 

3 KI Tanjung Buton Sumatera RPIW Prov. Rau 

4 KSPN DPP Baru Padang Bukittinggi Sumatera RPIW Prov. Sumatera Barat 

5 PKW Solok Sumatera RPIW Prov. Sumatera Barat 

6 Daerah Tertinggal Musi Rawas Utara Sumatera RPIW Prov. Sumatera Selatan 

7 Daerah Tertinggal Pesisir Barat Sumatera RPIW Prov. Lampung 

8 KSPN DPP Baru Derawan-Berau Kalimantan RPIW Prov. Kalimantan Barat 

9 IKN lbu Kota Negara Kalimantan RPIW Prov. Kalimantan Timur 

10 KI Surya Borneo Kalimantan RPIW Prov. Kalimantan Tengah 

11 KSPN Sambas Singkawang Kalimantan RPIW Prov. Kalimantan Barat 

 
Beberapa kawasan yang ditangani melalui perencanaan dan pemrograman pembangunan 

infrastruktur PUPR pada Wilayah I Tahun 2022 adalah sebagai berikut: 

PULAU SUMATERA 

A. DPP Padang – Bukittinggi, PKW Solok dan Sekitarnya 

Profil Wilayah 

Sumatera Bagian Utara dengan negara tetangga melalui Kerjasama ekonomi sub-regional 

membentuk Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT). Keberadaan Sumatera Barat 

dalam konstelasi regional memiliki posisi yang strategis karena berada dalam simpul Transportasi 

Nasional, didukung Pelabuhan Teluk Bayur dan Bandara International Minangkabau. Dalam skala 

mikro, Provinsi Sumatera Barat sebagai pusat distribusi koleksi bagi wilayah sekitarnya 

(hinterland) atau Kepulauan Mentawai. 

Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat sebesar 5.580.232 jiwa dengan kepadatan penduduk 

per km² sebesar 133 jiwa per km². Jumlah penduduk tertinggi berada di Kota Padang dengan 

913.448 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada di Kota Padang Panjang dengan 56.971 jiwa. 

Laju pertumbuhan penduduk yang fluktuatif di Provinsi Sumatera Barat disebabkan oleh adanya 

faktor migrasi dari luar daerah berpindah ke kawasan atau wilayah yang lebih berkembang. 

Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat hingga tahun 2030 diperkirakan akan mencapai jumlah 

sebesar 6.164.275 jiwa, wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak berada di Kota Padang 

sebesar 968.295 jiwa, Kabupaten Agam 598.989 jiwa dan Kabupaten Pesisir Selatan 576.521 jiwa. 

Berdasarkan data PDRB ADHK tahun 2021, Kota Padang merupakan kota yang memberikan 

kontribusi terbesar pada PDRB di Provinsi Sumatera Barat, sedangkan laju pertumbuhan PDRB 

tertinggi berada di Kabupaten Pasaman Barat. Rata-rata laju pertumbuhan PDRB tahun 2017-

2021 menunjukkan bahwa Kota Payakumbuh (3,99%) menempati urutan tertinggi di Provinsi 

Sumatera Barat, dilanjutkan oleh Kota Bukittinggi (3,96%) dan Kota Padang (3,95%) dan 

seluruhnya berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi (3,42%). Kota Bukittinggi 
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memiliki laju pertumbuhan serta nilai PDRB per kapita yang tinggi dibandingkan dengan provinsi 

lainnya (cepat maju dan cepat tumbuh). 

Gambar 4.2 Kawasan DPP Padang – Bukittinggi dan PKW Solok 

 

DPP Padang – Bukittinggi dan PKW Solok merupakan wilayah prioritas RPJMN 2020 – 2024 yang 

perlu ditangani dan juga termasuk dalam prioritas penanganan pada Dokumen RPIW Provinsi 

Sumatera Barat Tahun 2023 - 2032. Adapun justifikasi pemilihan lokasi prioritas DPP Padang – 

Bukittinggi dan PKW Solok sebagai kawasan prioritas dalam dokumen RPIW dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Destinasi Pariwisata yang terintegrasi antar obyek wisata dalam satu koridor paket wisata 

tematik, yaitu destinasi pantai & pulau, geopark, Geowisata Ngarai Sianok, budaya 

Minangkabau tempo dulu, warisan tambang batubara (Ombilin), geowisata dan budaya 

Saribu Rumah Gadang - Goa Batu Kapal - TNKS, destinasi selancar dan ombak, dan lain-lain; 

2. Penetapan Kawasan Pariwisata Strategis Nasional, yang terdiri dari DPN, KSPN, dan KPPN; 

3. Aktivitas pariwisata berkontribusi sebesar 6,87% terhadap PDRB dan 7,09% terhadap nilai 

output yang ada di Sumatera Barat, lebih tinggi dibandingkan kondisi nasional, dimana 

kontribusi pariwisata nasional terhadap nilai tambah bruto sebesar 4,1% dan kontribusi 

terhadap nilai output sebesar 4,29%. 

Permasalahan dan Isu Strategis 

Adapun isu strategis wilayah dalam pengembangan Kawasan DPP Padang – Bukittinggi dan PKW 

Solok adalah: 

1. Wilayah DPP Padang-Bukittinggi merupakan wilayah yang memiliki potensi pariwisata yang 

beragam namun mempunyai limitasi pengembangan serta ancaman/potensi bencana alam, 

tingkat urbanisasi cukup tinggi, serta tingginya kepadatan penduduk yang memicu tumbuhnya 

kawasan kumuh, kemacetan, banjir, tingkat layanan infrastruktur yang belum maksimal, serta 

adanya degradasi lingkungan; 

2. Beragamnya jenis atraksi/tema wisata pada koridor DPP Padang – Bukittinggi namun belum 

optimal dalam pengembangan daya tarik wisata tematik berbasis alam, budaya dan buatan 

khususnya dalam penciptaan paket-paket wisata yang memungkinkan dalam peningkatan 
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length of stay dari wisatawan, dan konektivitas antar obyek wisata yang juga perlu 

ditingkatkan; 

3. Potensi industri kreatif sebagai nilai tambah pengembangan pariwisata belum optimal; dan 

4. Peningkatan konektivitas koridor utara dan selatan Provinsi Sumatera Barat terutama untuk 

daerah-daerah tertinggal di selatan Provinsi Sumatera Barat perlu menjadi perhatian utama. 

Skenario Pengembangan Wilayah 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, skenario pengembangan wilayah terkait dengan 

Kawasan DPP Padang – Bukittinggi dan PKW Solok meliputi: 

1. Pemenuhan kebutuhan air baku yang disertai dengan perlindungan terhadap sumber air baku 

di Kawasan Prioritas Bukittinggi-Solok Selatan; 

2. Peningkatan aksesibilitas dan penguatan konektivitas antar obyek Wisata di wilayah 

Bukittinggi-Kab. Pesisir Selatan (Mandeh)-Solok Selatan dan sekitarnya untuk mendukung 

perwujudan paket wisata tematik terintegrasi di Sumatera Barat; 

3. Mewujudkan akses infrastruktur permukiman yang terpadu antara wilayah dan merata di 

Kawasan Prioritas Bukittinggi-Solok Selatan dan sekitarnya; dan 

4. Penyediaan lingkungan hunian bagi masyarakat yang terdampak bencana alam. 

Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur 

Kebutuhan program pembangunan infrastruktur PUPR di Kawasan DPP Padang – Bukittinggi dan 

PKW berdasarkan skenario pengembangan wilayah yang sudah disusun adalah sebagai berikut: 

1. Kebutuhan Infrastruktur sektor Sumber Daya Air: 

a. Penyediaan Air Baku Batu Busuak, Kota Padang (2025 – 2029); 

b. Pengendalian banjir Batang Maransi, Kota Padang (2025 – 2029); 

c. Pembangunan Bendungan Gunung Malintang (2023 – 2024). 

2. Kebutuhan Infrastruktur sektor Bina Marga: 

a. Pembangunan Fly Over Simpang Duku, Kota Padang (2025 – 2029); 

b. Pembangunan Fly Over Tabing, Kota Padang (2025 – 2029); 

c. Pembangunan Fly Over Lubuk Buaya, Kota Padang (2025 - 2029); 

d. Pembangunan Jalan Tol Padang – Pekanbaru (173 Km; 2025 – 2029). 

3. Kebutuhan Infrastruktur sektor Cipta Karya: 

a. Pembangunan SPAM Regional Kab. Agam dan Kota Bukittinggi; 

b. Pembangunan SPAM Panorama Baru Kapasitas 95 lpd (WTP dan JDU); 

c. Peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh (Sumani); 

d. Pembangunan IPLT Kap 10,84 m3/hari Kota Bukittinggi; 

e. Pembangunan TPA Regional Payakumbuh; 

f. Pembangunan TPA Kota Solok. 

4. Kebutuhan Infrastruktur sektor Perumahan: 

a. Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN di Kota Padang 

(2025-2029); 

b. Pembangunan Rumah Susun ASN di Komplek Pemerintahan Air Pacah, Kota Padang (2025-

2029); 

c. Peningkatan kualitas rumah swadaya, Padang-Bukittinggi-Solok dan sekitarnya. 
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B. Kawasan Industri Tanjung Buton 

Profil Wilayah 

Merupakan Kawasan industri yang terletak di Kampung Mengkapan dan Kampung Sungai Rawa, 

Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak. Ketersediaan lahan Kawasan Industri Tanjung Buton 

seluas 600 Ha yang telah bersertifikat dari total Kawasan Peruntukan Industri seluas 5.145 Ha. 

Adapun jenis industri yang dikembangkan yaitu industri penunjang migas, industri baja, industri 

agro wisata, industri pengolahan kertas, industri pengolahan kayu, multi industri, industri 

perikanan, industri perikanan, industri makanan, industri berbasis agro, industri hulu sawit, dan 

industri teknologi informasi.  

Gambar 4.3 Kawasan Industri Tanjung Buton 

 
 

Permasalahan dan Isu Strategis 

Adapun isu strategis wilayah dalam pengembangan Kawasan Industri Tanjung Buton adalah: 

1. Peningkatan jaringan jalan (konektivitas) menuju kawasan industri; 

2. Penyediaan air baku untuk kebutuhan domestik dan kawasan industri; dan 

3. Penyediaan/peningkatan kualitas permukiman mendukung kawasan industri dan sekitarnya. 

Skenario Pengembangan Wilayah 

Kawasan Industri Tanjung Buton akan berkembang sebagai Industri Penunjang Migas, Industri 

Baja, Industri Agro Wisata, Industri Pengolahan Kertas, Industri Pengolahan Kayu, Multi Industri, 

Industri Perikanan, Industri Makanan, Industri Keringan, Industri Berbasis Agro (Agro Industri), 

Industri Hulu Sawit, Industri Teknologi Informasi yang akan didukung kebutuhan infrastrukturnya 

terutama infrastruktur air baku dan kebutuhan hunian pekerja industri. 
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Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur 

Kebutuhan program pembangunan infrastruktur PUPR di Kawasan Industri Tanjung Buton 

berdasarkan skenario pengembangan wilayah yang sudah disusun menitikberatkan pada Sektor 

Cipta Karya (Penyediaan SPAM KI Tanjung Buton) dan Sektor Sumber Daya Air (Penyediaan air 

baku Kawasan Industri Tanjung Buton). 

C. Daerah Tertinggal Pesisir Barat 

Profil Wilayah 

Berdasarkan RPJMN 2020 – 2024, Kabupaten Pesisir Barat termasuk dalam koridor  pemerataan 

dimana Kabupaten ini merupakan Daerah Tertinggal proyek prioritas pada tahun 2020-2024 

adalah percepatan pembangunan daerah tertinggal dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan 

kapasitas sumber daya manusia, dan pemenuhan pelayanan dasar yang memperhatikan aspek 

mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana. Berdasarkan RTRW Provinsi Lampung 

Kawasan ini ditetapkan sebagai (1) Kawasan Strategis Provinsi Pariwisata Pantai Barat;                               

(2) Kawasan peruntukan wisata bahari; (3) Kawasan Perkotaan Krui yang diamanatkan sebagai 

pusat perikanan laut, pariwisata, dan pertanian. Berdasarkan arah kebijakan tersebut, sebagai 

Daerah Tertinggal, Kabupaten Pesisir Barat yang perlu didukung dan perlu penanganan. 

Dukungan dan penanganan terhadap Hal tersebut juga terlihat dari PDRB ADHK Kabupaten Pesisir 

Barat yang merupakan Kabupaten dengan PDRB ADHK terendah di Provinsi Lampung yaitu 

sebesar Rp 3.133,19 M pada tahun 2021 (kontribusi terhadap PDRB Provinsi Lampung sebesar 

1,27%) dengan kontribusi terbesar pada sektor Pertanian (49,15%) dan Perdagangan Besar dan 

Reparasi Kendaraan (12,41%).  

Permasalahan dan Isu Strategis 

Isu strategis yang terdapat di Kabupaten Pesisir Barat antara lain: (1) potensi Pengembangan 

Pariwisata Alam, Buatan, dan Ekonomi Kreatif; (2) memiliki potensi kawasan yang dapat 

dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan baru; (3) risiko bencana alam seperti abrasi;                             

(4) ketimpangan (ekonomi, sosial budaya dan infrastruktur) dengan kab/kota di Provinsi 

Lampung; dan (5) tersebarnya kawasan kumuh dan kurangnya penyediaan infrastruktur dasar.  

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan infrastruktur sebagai berikut: 

1. Sektor Sumber Daya Air 

a. Berdasarkan hasil analisis, pada tahun 2029 proyeksi kebutuhan air baku mencapai 0,254 

m3/dt. Sehingga terjadi Gap sebesar -0,205 m3/dt. Jadi kebutuhan air baku (RKI) di 

kawasan ini belum terpenuhi. 

b. Berdasarkan hasil analisis, pada tahun 2029 proyeksi Panjang Daerah Rawan Abrasi pada 

Kawasan Prioritas Pesisir Barat mencapai 70,56 km, sehingga perlu dilakukan 

pembangunan bangunan pengendali daya rusak air/abrasi yang berupa pembangunan 

pengaman pantai guna melindungi garis pantai dan permukiman serta fasilitas umum di 

sekitar kawasan pesisir pantai. 

2. Sektor Bina Marga 

Jalan Nasional di Daerah Tertinggal Pesisir Barat antara lain Ruas Jalan Bts. Prov. Bengkulu - 

Pugung Tampak, Pugung Tampak - Sp. Gunung Kemala, Sp. Gunung Kemala – Krui, Krui – Biha, 

Biha – Bengkunat, Bengkunat – Sanggi Dan Kota Liwa - Sp. Gunung Kemala dengan kondisi 

Level of Service (LoS) pada level A dan pada tahun 2029 berada pada rentan A-C sehingga 

tidak diperlukan penanganan. 
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3. Sektor Cipta Karya 

a. Air minum: Kawasan Pesisir Barat mengalami kekurangan suplai air minum disetiap 

tahunnya, dimulai dari tahun 2022 terdapat gap sebesar 79 liter/ detik hingga tahun 2029 

(gap sebesar -103 liter/detik), sehingga diperlukannya pembangunan unit IPA minimum 

100 liter/detik agar dapat memenuhi kebutuhan total air minum hingga tahun 2029. 

b. Air limbah: Pada tahun 2022 proyeksi timbulan air limbah mencapai 47 liter/detik dan 

terus meningkat hingga tahun 2029 yang mencapai 62 liter/detik.  

c. Lumpur tinja: Berdasarkan gap supply-demand lumpur tinja, pada tahun 2022 terdapat 

gap sebesar 149 liter/detik dan akan terus meningkat hingga 157 liter/detik pada tahun 

2029. 

d. Kawasan Kumuh: Kawasan Pesisir Barat tidak memiliki kawasan kumuh yang merupakan 

kewenangan pusat (luas kumuh > 15 Hektar). Kawasan kumuh yang berada di Kawasan 

Pesisir Barat seluruhnya berada pada kewenangan Kabupaten Pesisir Barat karena luasan 

kawasan kumuh < 10 Hektar yang berada di Kecamatan Pesisir Tengah. 

4. Sektor Perumahan 

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang berada di Kabupaten Pesisir Barat berjumlah 7.020 unit. 

Di samping itu, terdapat Backlog Kepenghunian Rumah sejumlah 12.110 KK dan Backlog 

Kepemilikan Rumah sebanyak 11.317 KK di Kabupaten Pesisir Barat. 

Skenario Pengembangan Wilayah 

Dengan adanya isu strategis dan analisis kebutuhan infrastruktur tersebut di atas dan dalam 

rangka mengembangkan Kabupaten Pesisit Barat, maka dirumuskan pengembangan Kawasan 

Pariwisata Pesisir Barat dengan dengan tema “Pengembangan Kawasan Pariwisata Berbasis Laut” 

yang berfokus pada 1) Peningkatan kuantitas kunjungan wisatawan melalui pengembangan 

atraksi dan penataan kawasan pariwisata, 2) Pemerataan wisatawan ke daerah Pesisir Barat 

sebagai wisata bahari, 3) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pesisir Barat dan 4) 

Pengembangan infrastruktur dalam mendukung aksesibilitas menuju kawasan wisata. 

Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur 

Kebutuhan program pembangunan infrastruktur PUPR di Kawasan Daerah Tertinggal Pesisi Barat 

berdasarkan skenario pengembangan wilayah yang sudah disusun adalah sebagai berikut: 

1. Kebutuhan Infrastruktur Sektor Sumber Daya Air 

a. Bangunan Pengaman Pantai yang dibangun; 

b. Prasarana Air Baku yang dibangun. 

2. Kebutuhan Infrastruktur Sektor Cipta Karya 

a. Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota; 

b. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Kota; 

c. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T). 

3. Kebutuhan Infrastruktur  Sektor Perumahan 

Pembangunan Baru / Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya melalui Bantuan Stimulan 

Perumahan Swadaya (BSPS). 
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PULAU KALIMANTAN 

A. DPP Derawan-Berau 

Profil Wilayah 

DPP Baru Derawan Berau memiliki luas wilayah seluas 36.962,37 km2. DPP Baru Derawan Berau 

terletak di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. DPP Baru Derawan Berau terdiri dari 13 

kecamatan, 100 kampung serta 10 kelurahan. Jumlah penduduk di DPP Baru Derawan Berau 

berjumlah 248.035 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 6.71 jiwa/km2. 

Jumlah pengunjung di DPP Baru Derawan mengalami fluktuasi pada 10 (sepuluh) tahun terakhir. 

Jumlah pengunjung tertinggi di DPP Baru Derawan terjadi pada tahun 2019, yang mencapai 280 

jiwa pengunjung. Pengunjung DPP Baru Derawan ini didominasi oleh pengunjung dalam negeri 

sebesar 97,70%. 

Pulau Baru Derawan Berau memiliki 3 (tiga) destinasi wisata, diantaranya adalah :  

1. Tj. Batu – Derawan – Maratua dengan fungsi tema wisata bahari, mangrove; desa wisata 

bahari; dan pusat studi, penelitian (konservasi), zona inti. 

2. Talisayan – Biatan – Batu Putih bertema wisata bahari, mangrove; wisata alam dan budaya; 

dan pusat studi, penelitian. 

3. Bidukbiduk – Tl. Sumbang dengan tema wisata bahari, mangrove; wisata alam dan budaya; 

dan pusat studi, penelitian. Berikut merupakan ketiga destinasi wisata Pulau Baru Derawan 

Berau. 

Gambar 4.4 Lokasi Destinasi Pulau Baru Derawan Berau 

 

Permasalahan dan Isu Strategis 

Isu strategis di kawasan DPP Derawan-Berau sebagai berikut: 

1. Kemantapan jalan akses Tanjung Batu sebagai pintu masuk sisi darat DPP Derawan-Berau 

masih di bawah target kemantapan 99%; 

2. Abrasi mengancam destinasi wisata dan permukiman di Pulau Derawan dan Pulau Maratua. 

3. Keterbatasan layanan air minum layak permukiman dan destinasi wisata; 

4. Pelayanan pengolahan air limbah masih terbatas; 

5. Pengolahan sampah kawasan wisata masih sederhana dengan kapasitas terbatas; 

6. Keterbatasan ruang publik kawasan wisata. 
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Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur 

Rencana dukungan program PUPR di kawasan DPP Derawan-Berau dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.15 Rencana Dukungan Program PUPR di Kawasan DPP Derawan - Berau 

No Unit Organisasi Program 

1. Sumber Daya Air Penanganan abrasi pada garis pantai di wilayah DPP Baru Derawan Berau 

2. Bina Marga Preservasi Jalan Simpang Tiga Maluan – Usiran 

3. Bina Marga Preservasi Jalan Usiran - Tanjung Batu (Dermaga Dermawan) 

4. Cipta Karya Optimalisasi IPA di DPP Baru Derawan Berau (pemanfaatan idle capacity di IPA 
Kasay) 

5. Cipta Karya Peningkatan pemanfaatan penyediaan air minum oleh Pemerintah Daerah 

6. Cipta Karya Pembangunan instalasi pengolahan limbah  di kawasan DPP Baru Derawan 
Berau 

7. Cipta Karya Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Persampahan skala Kawasan 

8. Cipta Karya Penataan kawasan untuk mendukung pariwisata 

9. Cipta Karya Penataan bangunan dan lingkungan untuk ruang publik 
 

B. Pangkalan Bun dan Sekitarnya (KI Surya Borneo) 

Profil Wilayah 

Pangkalan Bun merupakan ibukota Kabupaten Kotawaringin Barat. Dalam sistem perkotaan 

nasional Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Pangkalan Bun merupakan pusat kegiatan wilayah. 

Berada di Kecamatan Arut Selatan, Pangkalan Bun terdiri atas Kelurahan Mendawai, Raja, 

Mendawai Seberang, Baru, dan Raja Seberang. 

Dalam konsep pengembangan infrastruktur wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, pengembangan 

Kota Pangkalan Bun dan sekitarnya menjadi satu klaster pengembangan dengan Kawasan Industri 

Surya Borneo di koridor barat bertema hilirisasi industri. Kawasan Industri Surya Borneo berperan 

sebagai kawasan pusat pengembangan hilirisasi/pengolahan produk turunan komoditas sawit 

yang menjadi basis produksi pertanian terbesar di wilayah barat Provinsi Kalimantan Tengah. 

Sementara peran Pangkalan Bun adalah sebagai pusat pelayanan perkotaan. 

Gambar 4.5 Rencana Kawasan Industri Surya Borneo 
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Permasalahan dan Isu Strategis 

Isu strategis di kawasan Pangkalan Bun dan sekitarnya sebagai berikut: 
1. Banjir akibat luapan Sungai Arut dengan lama genangan 2-5 hari dan ketinggian 40-45 cm di 

jalan serta mencapai 1 meter di permukiman; 

2. Jalan eksisting belum optimal mendukung pergerakan KI Surya Borneo dari hinterland dan 

menuju outlet pelabuhan; 

3. Keterbatasan kapasitas sistem pengolahan limbah Kota Pangkalan Bun. Masih terdapat 

3.139 keluarga BABS di Kotawaringin Barat; 

4. Luasan permukiman kumuh sebesar 109,56 Ha tersebar di 2 (dua) klaster Pangkalan Bun, 

yaitu Klaster Seberang Barat Sungai Arut di Kelurahan Mendawai Seberang, Kelurahan Raja 

Seberang; dan Klaster Perkotaan di Kelurahan Mendawai dan Kelurahan Baru; 

5. Rumah tidak layak huni mencapai 3.816 unit. 

Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur 

Rencana dukungan program PUPR di kawasan Pangkalan Bun dan sekitarnya sebagai berikut: 

Tabel 4.16 Rencana Dukungan Program PUPR di Kawasan Pangkalan Bun dan sekitarnya 

No Unit Organisasi Program 

1. Sumber Daya Air Pengendalian banjir Pangkalan Bun 

2. Bina Marga Peningkatan akses jalan dari Bundaran Kecubung menuju Kawasan Industri 
Surya Borneo 

3. Cipta Karya Peningkatan pelayanan instalasi pengolahan limbah di kawasan prioritas 
Pangkalan Bun 

4. Cipta Karya Penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Mendawai dan Kelurahan Baru 

5. Cipta Karya Penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Mendawai Seberang  , 
Kelurahan Raja Seberang 

6. Perumahan  Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Bantuan PSU Kelurahan Raja 
Seberang, Kelurahan Baru, Kelurahan Mendawai Seberang, Kelurahan 
Mendawai 

7. Perumahan Penyediaan perumahan layak huni untuk sekitar Industri KI Surya Borneo 
 

4.1.3.4 Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II 

Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II mendukung capaian SK 1  Meningkatnya 

pelaksanaan perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR pada Indikator 

Kinerja Sasaran Kegiatan 1-2, yaitu tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas melalui 

perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Jawa, Bali, dan Kepulauan Nusa 

Tenggara. Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan jumlah kawasan yang ditangani perencanaan 

dan pemrograman infrastrukturnya dibandingkan dengan jumlah kawasan yang menjadi target 

selama periode RPJMN tahun 2020-2024 di Pulau Jawa, Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara. 

Pada periode 2020-2024, target kawasan prioritas di Wilayah II (Pulau Jawa, Bali, dan Kepulauan 

Nusa Tenggara)  yang akan ditangani melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR 

adalah sebanyak 70 kawasan. Pada Tahun 2022, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR 

Wilayah II telah menangani sebanyak 18 kawasan melalui dokumen Rencana Pengembangan 

Infrastruktur Wilayah (RPIW). Dengan demikian, total kawasan yang telah tertangani hingga akhir 

Tahun 2022 adalah sebanyak 69 kawasan dari target 70 kawasan, sehingga realisasi capaian IKSK 

1-3 adalah sebesar 98,57%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pusat Pengembangan Infrastruktur 
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PUPR Wilayah II berkinerja sangat memuaskan dengan capaian kinerja sebesar 140,81% apabila 

dibandingkan terhadap target 70%. 

Tabel 4.17 Jumlah Kawasan yang Ditangani Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan 
Infrastruktur di Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II pada TA 2022 

No Fungsi Kluster Kawasan Pulau Keterangan 

1 PKW Tuban Jawa RPIW Prov. Jawa Timur 

2 PKW Bojonegoro Jawa RPIW Prov. Jawa Timur 

3 PSN Kulon Progo Jawa RPIW Prov. DIY 

4 Kabupaten Banjadrnegara Jawa RPIW Prov. Jawa Tengah 

5 PKN Surakarta Jawa RPIW Prov. Jawa Tengah 

6 PKW Pasuruan Jawa RPIW Prov. Jawa Timur 

7 PKW Wonosobo Jawa RPIW Prov. Jawa Tengah 

8 KSPN Prambanan Jawa RPIW Prov. DIY 

9 KPSN 
Gunung Sewu (Kabupaten 

Gunung Kidul) 
Jawa RPIW Prov. DIY 

10 PKW Trenggalek Jawa RPIW Prov. Jawa Timur 

11 PKL Nganjuk Jawa RPIW Prov. Jawa Timur 

12 PKL Ponorogo Jawa RPIW Prov. Jawa Timur 

13 PKW Madiun Jawa RPIW Prov. Jawa Timur 

14 KSPN Bantul Jawa RPIW Prov. DIY 

15 Daerah Tertinggal Kalabahi Alor Bali-Nustra RPIW Prov. NTT 

16 Daerah Tertinggal Lembata Bali-Nustra RPIW Prov. NTT 

17 Kawasan Bencana Pulau Sumbawa Bali -Nustra RPIW Prov. NTB 

18 Daerah Tertinggal Sabu Raijua Bali -Nustra RPIW Prov. NTT 

Adapun Kawasan Utama yang ditangani melalui perencanaan dan pemrograman pada Wilayah II 

tahun 2022 adalah sebagai berikut: 

PULAU JAWA 

A. KSPN Prambanan 

Profil Wilayah 

KSPN Prambanan bersama KSPN Borobudur dan KSPN Yogyakarta termasuk ke dalam DPSP 

Borobudur-Yogyakarta-Prambanan. Candi Prambanan merupakan World Heritage Site UNESCO 

C-642 dengan OUV sebagai mahakarya Hindu Siwa abad 10 yang megah dan kawasan sekitarnya, 

yang perlu dijaga bentang pandang perdesaannya. Berdasarkan lokasinya KSPN Prambanan 

berada di 2 kabupaten yaitu Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman dan Kecamatan 

Prambanan, Kabupaten Klaten. KSPN Prambanan merupakan destinasi wisata alternatif dari KSPN 

Borobudur, dengan jumlah wisatawan pada tahun 2019 mencapai 8,8 juta.  

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB ADHK Kabupaten Sleman pada tahun 2020 

dihasilkan oleh lapangan informasi dan komunikasi (13,6 %), industri pengolahan (12,6%), dan 

jasa pendidikan (11,1%), sedangkan untuk Kabupaten Klaten mempunyai kontribusi sektor 

industri pengolahan (37,39%), perdagangan dan eceran: reparasi mobil dan sepeda motor 

(15,38%), dan pertanian kehutanan perikanan (10,94%). Hal tersebut menunjukkan bahwa 

dengan  banyaknya wisatawan ke KSPN Prambanan namun kontribusi dari sektor pariwisatanya 

tidak terlalu signifikan dalam PDRB. Hal tersebut salah satunya dikarenakan rendahnya Length of 

Stay (LOS) wisatawan dan kurangnya dukungan konektivitas & aksesibilitas pengembangan 

wisata candi & perdesaan di 2 Kabupaten tersebut. Pusat layanan wisatawan dari KSPN 
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Prambanan masih terpusat di PKN Yogyakarta, karena kurangnya amenitas di 2 Kabupaten 

tersebut. 

Terkait air baku untuk KSPN Prambanan bersumber dari air permukaan yang berasal dari Sungai 

Bengawan Solo di Kabupaten Klaten dan Sungai Opak di PKW Sleman. Potensi air baku permukaan 

sebesar 12.350,02 liter/detik. Air baku tersebut dimanfaatkan untuk pelayanan air bersih 

perkotaan dan air baku irigasi. Pada tahun 2019 capaian akses layak di KSPN Prambanan 

mencapai 92,17% (Sleman 95,2% dan Klaten 89,15%) akses layanan perpipaan di KSPN 

Prambanan sudah mencapai 29,74% (Sleman 29% dan Klaten 18%). Selama 2011-2019 terjadi 

penambahan kawasan permukiman pada KSPN Prambanan 35,96 Ha dan luasan sawah berkurang 

sebanyak 37,76 Ha. Tingginya alih fungsi lahan menjadi permukiman juga mengakibatkan 

terjadinya gap kebutuhan infrastruktur permukiman. PDAM Sleman tidak mempunyai idle 

capacity. Rencana untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kawasan Prambanan adalah dari 

SPAM Berbah (50 lps) dan SPAM Banyusoco (20 lps). Dengan kapasitas produksi tersebut, masih 

terdapat gap yang harus dipenuhi pada tahun 2029 sebesar 18,67 lps untuk mendukung kawasan 

Prambanan di Kab. Sleman. 

Pengelolaan sampah di KSPN Prambanan telah mencapai 30,76%. Timbulan sampah Kab. Sleman 

yang harus ditangani pada tahun 2029 sebesar 562.359,55 m3/tahun. Kab. Sleman belum 

mempunyai TPST sendiri, saat ini sampah seluruhnya masuk ke TPA Regional Piyungan yang 

sudah overload. Terdapat rencana TPST Sendangsari yang direncanakan melayani 75.000 KK di 

Sleman utara dan barat. Total timbulan yang harus ditangani di Kab Sleman adalah 138.426 

ton/tahun.  

Pelayanan Sanitasi KSPN Prambanan dilayani oleh IPLT Madurejo yang berkapasitas 23 m3/hari. 

Tinja harian yang masuk sebesar 35 m3/hari, maka status IPLT Madurejo sudah overload. Proyeksi 

kebutuhan pada tahun 2029 mencapai 753 m3/hari dimana kapasitas pengolahan sekarang tidak 

dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Terdapat rencana peningkatan kapasitas menjadi                       

100 m3/hari menggunakan loan ITDP pada 2023.  

Terkait rawan bencana KSPN Prambanan berada di aliran lahar dingin Gunung Merapi yang 

memiliki periode letusan lima tahunan. Kawasan yang masuk dalam rawan banjir lahar dingin 

meliputi Desa Madurejo, Desa Tlogo, Desa Bugisan, dan Desa Pereng di Kawasan Prambanan. 

Sedangkan untuk rawan bencana kekeringan terjadi di wilayah perbukitan sisi selatan Tebing 

Breksi, di Desa Gayamharjo, Wukirharjo, dan Sumberharjo, Kec. Prambanan Sleman. 

Permasalahan dan Isu Strategis 

Permasalahan dan isu strategis di KSPN Prambanan adalah sebagai berikut: 

1. Candi Prambanan merupakan World Heritage Site UNESCO C-642 dengan OUV sebagai 

mahakarya Hindu Siwa abad 10 yang megah dan kawasan sekitarnya, yang perlu dijaga 

bentang pandang perdesaannya. 

2. Pada 2030 diperkirakan wisatawan di Prambanan mencapai 6,52 juta jiwa. 

3. Kawasan Prambanan berada di WS Progo-Opak-Serang (Sleman) dan WS Bengawan Solo 

(Klaten) dengan potensi air baku sebesar 12.350,02 lt/dt yang berasal dari Sungai Opak dan 

Bengawan Solo. 

4. Pembangunan tol Solo-Yogya yang ditargetkan beroperasi di 2024 berpotensi untuk 

memecah konsentrasi arus lalu lintas dan mempercepat waktu tempuh Candi Prambanan-

YIA. 
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5. Keberadaan YIA menjadi hub menuju Kawasan Candi Prambanan. 

6. Rencana dibangun rest area di exit tol Sleman di interchange Prambanan-Manisrenggo. 

7. Terdapat rencana pembangunan SPAM Berbah. 

8. Keberadaan Kraton Ratu Boko, kerajaan Roro Jonggrang yang lokasinya berdekatan dengan 

Candi Prambanan sehingga dapat menjadi alternatif distribusi wisata untuk menambah LoS. 

9. Potensi candi kembar Plaosan dengan bentang pedesaan yang masih terjaga, yang memiliki 

jalur perdesaan sebagai salah satu daya tarik. 

Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur 

Kebutuhan program pembangunan infrastruktur PUPR di KSPN Prambanan difokuskan pada: 

1. Pembangunan Infrastruktur Sektor Sumber Daya Air membutuhkan pembangunan 

Sabodam Kali Opak untuk memitigasi banjir lahar dingin dari Gunung Merapi.  

2. Pembangunan Infrastruktur Sektor Cipta Karya adalah pembangunan TPA dengan sistem 3R 

dan Pembangunan SPAM Banyusoco. 

B. Kabupaten Wonosobo 

Profil Wilayah 

Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi di Jawa Tengah terletak pada 

jalur pegunungan dengan ketinggian wilayah paling tinggi diatas 2.250 mdpl. Memiliki luas 

wilayah sebesar 984,68 km2 yang terdiri dari 15 Kecamatan dengan luas kecamatan terbesar yaitu 

Kecamatan Wadas Lintang sebesar 127,16 km2.  

Jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 886.613 jiwa dengan kecamatan paling banyak 

penduduk yaitu Kecamatan Wonosobo sebanyak 92.293 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk 

sebesar 0,64% dan kepadatan penduduk tahun 2021 sebesar 900 jiwa/km2 dengan Kecamatan 

Banjarnegara sebagai wilayah paling padat sebesar 2.659 km2.  

PDRB ADHK Kabupaten Wonosobo pada tahun 2021 sebesar 14 Triliun Rupiah dengan Lapangan 

usaha yang mendominasi di Kabupaten Wonosobo adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan 

dengan proporsi sebesar 30% dari total PDRB.  

Permasalahan dan Isu Strategis 

Berdasarkan RIPPARNAS PP 50/2011 terdapat salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional 

(KSPN) Dieng dimana Kabupaten Wonosobo termasuk dalam delineasi KSPN Dieng bersama 

dengan Kabupaten Banjarnegara. KSPN Dieng sendiri memiliki obyek wisata populer yaitu 

Dataran Tinggi Dieng, Telaga Warna, Telaga Merdada, Kompleks Candi Arjuna, Kawah Sikidang, 

Bukit Sikunir, Basecamp Pendakian Gunung Prau dll. Obyek wisata yang termasuk dalam KSPN 

Dieng bagian wilayah Kabupaten Wonosobo adalah  Telaga Warna, Bukit Cikunir, base camp 

Pendakian Gunung Perahu dan objek wisata lainnya.  

Kabupaten Wonosobo merupakan pusat layanan utama dari KSPN Dieng, menjadi rute yang 

paling sering dilewati oleh agen pariwisata di Jawa Tengah, sebagai pintu masuk utama menuju 

Dieng melalui Yogyakarta dengan waktu tempuh 3 jam 41 menit, sedangkan dari Semarang dapat 

ditempuh dengan waktu 2 jam 33 menit. Kawasan Dieng sebagian besar telah didukung oleh 

fasilitas yang memadai, dan infrastruktur yang akan mendukung pergerakan wisatawan, seperti 

hotel bintang 4 dan 3, restoran, toko cenderamata. Akomodasi hotel didominasi oleh hotel non-

bintang yaitu sebanyak 1.130 kamar, dan hotel bintang 4 sebanyak 281 kamar. Hotel berbintang 

5 lebih banyak terletak di Kabupaten Wonosobo 
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Terkait infrastruktur PUPR yaitu persampahan di Kabupaten Wonosobo terdapat TPA Wonorejo 

yang hanya melayani kecamatan perkotaan Wonosobo saja dan saat ini telah overload. Timbulan 

sampah di Kabupaten Wonosobo mencapai 363 ton/hari dan 132.496 ton/tahun, dengan sampah 

masuk TPA sebesar 37.230 ton/tahun dan sampah masuk landfill 36,682 ton/tahun.  

Layanan air minum perpipaan PDAM Tirta Aji Wonosobo sebesar 32,46%. Kapasitas terpasang 

sebesar 421 L/detik dengan volume produksi riil saat ini sebesar 1.064 L/detik, sehingga terdapat 

idle capacity sebesar 643 L/detik. Akses sanitasi aman Kab. Wonosobo sebesar 0,74% terendah 

di Jawa Tengah.  

Isu wilayah lainnya di Kabupaten Wonosobo termasuk Kawasan Dieng merupakan kawasan 

rawan bencana gunung berapi, gas metana, erosi, dan tanah longsor. Terdapat juga isu alih fungsi 

lahan pertanian ke tanaman semusim. Guna lahan hutan beralih fungsi ke perkebunan kentang 

di perbukitan sehingga memperparah adanya bencana longsor dan sedimentasi di beberapa 

danau wisata, seperti Telaga Merdada, Telaga Cebong dan Telaga Pengilon, sehingga diperlukan 

peraturan pembatasan yang tegas. 

C. PKN Surakarta 

Profil Wilayah 

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB ADHK Kota Surakarta pada tahun 2020 dihasilkan 

oleh lapangan usaha Konstruksi (27,04%), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor (21,63%), dan Informasi dan Komunikasi (14,54%).  Hal tersebut menunjukkan 

besarnya pembangunan yang terus dilakukan di Surakarta serta bagaimana peran Surakarta 

dalam posisi regional sebagai pusat jual-beli. Surakarta sendiri memiliki 44 Pasar Tradisional 

dimana yang paling besar diantaranya: Pasar Gede, Pasar Klewer, dan Pasar Kliwon.  

Menurut Ripparnas PP50/2011 di Kota Surakarta terdapat Kawasan Pengembangan Pariwisata 

Nasional yaitu Solo Kota. Potensi Pariwisata di Kota Surakarta diantaranya: Keraton Kasunanan, 

Kampung Batik Laweyan, dan Pura Mangkunegaran. Pengembangan wisata cagar budaya, nilai-

nilai tradisional, dan pariwisata sejarah berada di seluruh kecamatan. Pengembangan wisata 

belanja meliputi wisata belanja batik di Kecamatan Pasar Kliwon dan Kecamatan Laweyan, wisata 

barang antik di Kecamatan Banjarsari dan Kecamatan Pasar Kliwon. Pengembangan wisata 

belanja lainnya dan wisata kuliner dilaksanakan di seluruh kecamatan. Jumlah wisatawan 

Surakarta mencapai 379.097 orang pada 2021 tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan Kota 

Semarang yang menjapai 2,6 jt wisatawan pada tahun yang sama. Untuk menunjang pariwisata, 

perlu dikembangkan prasarana dan sarana pendukung, seperti transportasi publik, penginapan, 

dan rumah makan. 

Terkait air baku di Kota Surakarta bersumber dari air permukaan dan air tanah. Air permukaan 

sendiri berasal dari Sungai Bengawan Solo yang membelah Surakarta di bagian Utara dan menjadi 

batas wilayah di sebelah Timur. Potensi air baku permukaan sebesar 51 juta m3/tahun dan air 

tanah sebesar 23 juta m3/tahun. Air baku tersebut dimanfaatkan untuk pelayanan air bersih 

perkotaan dan air baku irigasi, dimana air bersih perkotaan terlayani oleh perpipaan PDAM 

sebesar 34,41%. Pada tahun 2021 Surakarta masih memiliki sawah seluas 102 Ha yang tersebar 

di bagian utara. Sawah tersebut tidak masuk dalam wilayah daerah irigasi. Sehingga kebutuhan 

air baku utama Kota Surakarta difokuskan untuk RKI (Rumah Tangga, Kota, dan Industri). Tidak 

semua sumber air baku PDAM Surakarta berasal dari air permukaan, beberapa intake masih 

memanfaatkan air tanah. 
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Pengelolaan sampah Kota Surakarta telah mencapai 94,54%. Tingginya pelayanan persampahan 

karena wilayah Surakarta yang tidak terlalu luas sehingga hampir seluruh sampah masyarakat 

dapat diangkut menuju TPA. Akan tetapi saat ini sampah belum diolah hanya dibuang di landfill 

secara open dumping dimana saat ini status TPA telah over capacity dan ketinggian sampah 

hampir mencapai 20 meter. Pemerintah Kota Surakarta sendiri tengah membangun pengolahan 

sampah dengan sistem gasifier yang diharapkan selesai akhir 2022. Dengan adanya pengolahan 

tersebuh pada 10 tahun ke depan tumpukan sampah di TPA akan habis.  

Sementara untuk pengolahan limbah domestik, di Surakarta dikelola oleh PDAM sehingga setiap 

bulannya warga tidak hanya membayar untuk air bersih tetapi juga untuk pengolahan limbah 

melalui PDAM. Pengelolaan tersebut bernilai ekonomis karena PDAM terus berencana untuk 

mengembangkan jangkauan pelayanannya. 

Luasan Kumuh Kawasan Semanggi sebesar 35,45 Ha, (SK Walikota Surakarta Nomor: 640/69.9 

Tahun 2020). Hingga tahun 2021 telah dilaksanakan program penanganan kumuh sebesar 45,01 

Miliar Rupiah di Kawasan Kumuh Semanggi. Masih diperlukan program penanganan kumuh 

sebesar 73,08 Miliar Rupiah. Penanganan kumuh yang telah dilakukan berada di Semanggi Rw 07 

(Mojo Rw 03), HP 00001 Mojo (HP 16 Semanggi), Semanggi Rw 23 (Mojo Rw 01), dan Semanggi 

Rw 02, 03,04,05. 

Persentase backlog kepemilikan rumah di Surakarta termasuk yang tertinggi di Jawa Tengah 

mencapai 38,11% atau sejumlah 52.702. Hal ini disebabkan karena 90% kawasan Surakarta 

adalah kawasan terbangun dan sudah hampir tidak ada lagi lahan yang bisa dibangun. Sehingga 

harga tanah sangat tinggi dan warga tidak mampu lagi membangun/membeli rumah. Salah satu 

solusi dari permasalahan tersebut adalah pembangunan yang dilakukan secara vertikal agar 

mampu menampung lebih banyak orang lagi. Sejak tahun 2003 telah dilakukan pembangunan 

rumah susun di Kota Surakarta. Hingga saat ini sudah terbangun 21 tower bangunan dengan total 

1.387-unit hunian. Meskipun jumlahnya sudah cukup banyak, akan tetapi tingkat penghunian 

rumah susun di Surakarta sangat tinggi mencapai 100%. 

Terkait rawan bencana banjir berdasarkan kajian BBWS Bengawan Solo, di WS Bengawan Solo 

terdapat daerah rawan banjir yang cukup luas, yaitu 1.122 km2 atau 5,6% dari luas wilayah sungai. 

Surakarta sendiri meskipun termasuk daerah rawan banjir akan tetapi saat ini hampir tidak ada 

lagi kejadian banjir. Hal ini disebabkan Surakarta yang memang berada di posisi hulu dan telah 

dilakukan berbagai upaya penanganan terkait banjir. Saat ini jika curah hujan tinggi maka hanya 

terjadi genangan disebabkan sistem drainase kota yang belum tersambung dengan baik, 

genangan surut dalam 1-2 jam. 

Pencemaran di Bengawan Solo dan anak sungainya banyak disebabkan oleh industri kecil. Hal ini 

karena industri kecil (batik dan makanan) belum mampu membangun pengolahan limbah 

mandiri. Pemerintah telah mengupayakan bantuan hibah pengolahan limbah industri dari luar 

negeri, akan tetapi masih belum mencukupi. Pencemaran bahkan pernah membuat PDAM tidak 

bisa mengambil air bersih dari sungai untuk diolah. 
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Permasalahan dan Isu Strategis 

Permasalahan dan isu strategis di KSPN Prambanan adalah sebagai berikut: 

1. Surakarta meskipun hanya seluas 4,6 km2 (terkecil kedua di Jawa Tengah) akan tetapi memiliki 

PDRB terbesar peringkat ke-4 di Jawa Tengah yakni sebesar 36 Triliun Rupiah pada 2021 yaitu 

4% terhadap Jawa Tengah. 

2. Sektor penggerak utama ekonomi di Surakarta adalah Konstruksi, Perdagangan, serta 

Telekomunikasi. 

3. Jumlah penduduk kota Surakarta mencapai 522.728 jiwa dimana sebesar 55,27% adalah 

Angkatan kerja. 

4. Surakarta sebagai pusat aktivitas regional terlihat dari data pengunjung hotel pada tahun 

2021 mencapai 1.409.610 orang. Sementara jumlah kunjungan wisatawan mencapai 379.097 

orang. 

5. Posisi strategis Surakarta sebagai Hub Transportasi yang memiliki Bandar Udara Adi 

Soemarmo, stasiun, dan dilalui oleh Jalan Nasional dan Tol yang menghubungkan antara 

SemarangSurabaya-Yogyakarta 

6. Sektor perdagangan, penyumbang 22% ekonomi Surakarta, berpusat di 44 Pasar Tradisional 

seperti Pasar Gede, Pasar Klewer, dan Pasar Kliwon. 

7. Penanganan sampah di Surakarta telah mencapai 94,54%.  

8. Pelayanan air minum perpipaan PDAM di Surakarta 34,41%.  

9. Surakarta sedang mengembangkan sistem pengolahan sampah dengan sistem gasifier yang 

berpotensi menghilangkan timbunan sampah di TPA Putri Cempo dalam 10 tahun ke depan.  

10. Rencana pembangunan Jalan Tol Surakarta-Yogyakarta yang akan memperlancar arus 

transportasi manusia dan logistik.  

11. Surakarta saat ini telah begitu padat (114 orang/ha) sehingga pengembangan yang dilakukan 

perlu dengan strategi kompak, dan terpadu. 

12. Telah lebih dari 90% Surakarta adalah kawasan terbangun. Ruang terbuka hijau kurang dari 

10%. 

13. Lahan sudah tidak tersedia lagi di Surakarta sehingga pembangunan baru sudah tidak 

memungkinkan. Hanya bisa merivitalisasi, konsolidasi atau mengalihfungsikan bangunan yang 

ada.  

14. VCR rata-rata Jalan Nasional di Surakarta adalah 0,6. VCR di atas 0,8 berada di Jl Adi Sumarmo, 

Jl Brigjen Katamso, dan Jl Sumpah Pemuda.  

15. Jalan Nasional Surakarta kecepatan kendaraan berada di angka 22 km/jam di bawah target 

renstra PUPR.  

16. Pengelolaan sampah di Surakarta baru dibuang dan ditumpuk saja di TPA dengan sistem open 

dumping. Desember 2022 direncanakan pengolahan sampah melalui gasifier direncanakan 

akan selesai.  

17. Backlog kepemilikan di Kota Surakarta mencapai 38,11%. Sementara untuk antrian 

penghunian rusun MBR telah mencapai 700 orang.  

18. Limbah industri kecil (batik, tahu, minuman keras) menjadi sumber pencemaran utama di 

Bengawan Solo. Sedangkan limbah rumah tangga telah terkelola dengan aman mencapai 61%.  

19. Pencemaran limbah oleh industri kecil yang terus meningkat sementara pengelolaan limbah 

untuk industri kecil belum dapat dibangun.  

20. Pencemaran sungai beberapa kali mengakibatkan intake air bersih PDAM terganggu sehingga 

penyaluran ke masyarakat pun mati.  
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21. Jumlah penduduk semakin meningkat sementara lahan semakin terbatas, diperlukan solusi 

tempat tinggal bagi masyarakat. 

Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur 

Kebutuhan program pembangunan infrastruktur PUPR di PKN Surakarta difokuskan pada: 

1. Kebutuhan Infrastruktur sektor Bina Marga adalah pembagunan Jalan Tol Surakarta – 

Yogyakarta – YIA. 

2. Kebutuhan Infrastruktur sektor Cipta Karya antara lain: 

a. optimalisasi jaringan PDAM Kota Surakarta; 

b. pembangunan SPAM Wosusokas Tahap I dan II. 

3. Kebutuhan Infrastruktur sektor Perumahan adalah rumah susun untuk Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah (MBR). 

KEPULAUAN NUSA TENGGARA 

A. Kawasan Bencana Pulau Sumbawa 

Profil Wilayah 

Wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim yaitu panas dan hujan 

dengan ciri-ciri adanya perubahan cuaca, suhu dan arah angin yang cukup ekstrem. Kondisi iklim 

seperti ini digabungkan dengan kondisi topografi permukaan dan batuan yang relatif beragam, 

baik secara fisik maupun kimiawi, menghasilkan kondisi tanah yang subur. Sebaliknya, kondisi itu 

dapat menimbulkan beberapa akibat buruk bagi manusia seperti terjadinya bencana 

hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan kekeringan. Seiring dengan 

berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup 

cenderung semakin parah dan memicu meningkatnya jumlah kejadian dan intensitas bencana 

hidrometeorologi (banjir, tanah longsor dan kekeringan) yang terjadi secara silih berganti di 

banyak daerah di Indonesia.  

Pulau Sumbawa merupakan pulau terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan luas 14.386 

km2 yang terdiri atas Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, 

Kabupaten Bima, serta Kota Bima. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Pulau Sumbawa terletak di 

PKW Sumbawa Besar dan PKW Raba, sedangkan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berada di Kecamatan 

Taliwang, Dompu, dan Woha. 

Gambar 4.6 Pulau Sumbawa 
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Permasalahan dan Isu Strategis 

Berdasarkan Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia, Indeks kebencanaan Tinggi di Pulau 

Sumbawa terdapat di Kab. Sumbawa dengan nilai indeks 150, sedangkan untuk Indeks 

kebencanaan kategori Sedang di Pulau Sumbawa terdapat di Kab. Sumbawa Barat (142,3) 

Kabupaten Bima (129,9) Kabupaten Dompu (111,4) dan Kota Bima (89,4). Tingginya angka indeks 

kerawanan itu terjadi karena Pulau Sumbawa berada di dua patahan Eurosia dan Australia. 

Beberapa bencana yang berisiko terjadi di Pulau Sumbawa antara Lain Gunung Meletus yang 

terdapat di Gunung Tambora, bencana Banjir di Kabupaten Bima akibat dari gundulnya daerah 

resapan air dan Kebakaran Hutan yang terdapat di Kabupaten Sumbawa. Selain faktor alam, 

kebencanaan di Pulau Sumbawa juga dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk yang 

semakin meningkat, sehingga mempengaruhi pemanfaatan Sumber Daya Alam dan pemanfaatan 

ruang dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Bencana alam yang dihadapi oleh Pulau 

Sumbawa antara lain: 

1. Longsor 

Bencana longsor menjadi bencana yang sering terjadi di Pulau Sumbawa. Hal ini diakibatkan 

tingginya angka perubahan lahan perbukitan dan daerah hulu yang merupakan Daerah 

Resapan Air yang mengakibatkan tidak terserapnya air dan mengakibatkan erosi. Longsor di 

Pulau Sumbawa mengakibatkan terputusnya koneksi jalan nasional akibat tertutup oleh tanah 

yang tidak terserap. Kurangnya daerah resapan air di kawasan hulu juga mengakibatkan banjir 

yang besar di kawasan hilir. 

2. Banjir Badang 

Bencana terparah pernah terjadi di Pulau Sumbawa adalah Banjir Bandang yang melanda 

Sebagian Kabupaten Bima dan Kota Bima pada tahun 2016. Sungai Melayu dan Padolo sebagai 

salah satu sungai utama di Kota Bima adalah sungai yang perlu dinormalisasi karena Banjir 

Bima 2016 berasal dari meluapnya daerah sungai akibat curah hujan yang tinggi dan tidak 

adanya Daerah Resapan Air. Banjir Kota Bima menyebabkan 105.753 jiwa warga terdampak 

langsung banjir yang merendam 33 desa di lima kecamatan. Lima kecamatan itu meliputi 

Kecamatan Rasanae Timur, Mpunda, Raba, Rasanae Barat, dan Asakota. Kerugian dan 

kerusakan akibat banjir sekitar Rp1 Triliun (BPBD Kota Bima, 2017). 

3. Gunung Berapi 

Pulau Sumbawa memiliki dua gunung api yang masih aktif, yaitu Gunung Tambora di 

Kabupaten Dompu dan Bima dan Gunung Sangiang Api di Kabupaten Bima. Gunung Tambora 

merupakan gunung stratovolcano aktif yang terletak di Pulau Sumbawa dan terletak di 

Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gunung Tambora 

terbentuk oleh zona subduksi, dan sebelum meletus pada tahun 1815 mencapai ketinggian 

4.300 mdpl. Gunung Sangeang Api atau Sangiang merupakan gunung berapi aktif di kompleks 

pulau Sangeang di Indonesia. Ini terdiri dari dua kerucut vulkanik, Doro Api 1.949 m dan Doro 

Mantoi 1.795 m. Sangeang Api merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di Kepulauan 

Sunda Kecil. Meletus pada tahun 1988 dan penduduk pulau dievakuasi. Tercatat letusan 

pertama pada tahun 1512 dan 1989 itu meletus 17 kali. Meletus lagi selama bulan Desember 

2012 dan Mei 2014. 

Oleh karena itu upaya mitigasi perlu dilaksanakan mengingat banyaknya histori kebencanaan di 

Pulau Sumbawa. Penanganan kawasan hulu perlu diperhatikan karena Indonesia yang berada di 

kawasan tropis akan berdampak pada tingginya curah hujan pada suatu waktu dan juga terjadi 

kemarau yang sangat Panjang. Teresapnya air dengan baik akan mencegah terjadinya bencana 
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longsor maupun banjir yang membawa sedimen dari hulu. Pengecekan Daerah Aliran Sungai 

(DAS) juga diperlukan dalam rangka mencegah terhambatnya aliran sungai di kawasan hilir.  

Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup mengamanatkan, Pemda wajib melaksanakan pengendalian kerusakan 

Lingkungan Hidup melalui upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup. 

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun Daya Dukung dan Daya Tampung 

Lingkungan Hidup (DDDTLH) sebagai dasar dalam penyusunan kajian Lingkungan Hidup Strategis 

(KLHS). 

Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur 

Kebutuhan program pembangunan infrastruktur PUPR di Pulau Sumbawa meliputi: 

1. Kebutuhan infrastruktur sektor Sumber Daya Air termasuk penyediaan air baku ternak di KP 

Tambora dan revitalisasi embung Labangka. 

2. Kebutuhan infrastruktur sektor Bina Marga meliputi penuntasan jalan lingkar SAMOTA, 

peningkatan kapasitas dan preservasi jalan. 

3. Kebutuhan infrastruktur sektor Cipta Karya diantaranya pengembangan TPA Lune dan 

penanganan kumuh di Kec. Sape. 

4. Kebutuhan infrastruktur sektor Perumahan adalah penanganan Rumah Tidak Layak Huni 

melalui BSPS.  

B. Daerah Tertinggal Lembata 

Profil Wilayah 

Gugusan Kepulauan Flores terletak di atas pertemuan Lempeng Sunda dan Lempeng Australia 

yang membuat topografi di wilayah ini menjadi ekstrim. Topografi Kepulauan Flores – Lembata – 

Alor didominasi topografi pegunungan dan bukit dengan kemiringan lereng >25%. kemiringan 

lereng >40% terdapat di daerah pegunungan seperti gunung Ile Boleng dan Lewotobi di 

Kabupaten Flores Timur, serta Gunung Lewotolok di Kabupaten Lembata. Adapun kemiringan 

lereng <8% yang berupa dataran landai terdapat di beberapa wilayah permukiman bagian utara, 

seperti Mbay, Kab. Nagekeo; Maumere, Kab. Sikka; Lewoleba, Kab. Lembata. 

Pada dokumen RPJMN 2020 -2024, Kepulauan Flores -Lembata -Alor memiiki beberapa fokus 

pengembangan, yaitu pengembangan pariwisata dan pembangunan daerah tertinggal dan 3T. 

Koridor pertumbuhan mencakup Manggarai Barat hingga Sikka. Dalam sektor pariwisata, Labuan 

Bajo ditetapkan sebagai salah satu destinasi pariwisata prioritas Major Project, yang kemudian 

memunculkan program Jalan Akses KSPN Labuan Bajo dalam Proyek Strategis Nasional. 

Selanjutnya yaitu penanganan air baku di daerah 3T yang memunculkan program Bendungan 

Mbay, Bendungan Napun Gete, dan Jalan Trans Kepulauan NTT. Dalam RPJMN, ditetapkan juga 

dua Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yaitu KPPN Manggarai Barat dengan fokus 

produksi pertanian lahan basah, dan KPPN Ngada dengan produksi Kopi Arabika Bajawa .  

Kemudian, Kepulauan Flores -Lembata -Alor terbagi dalam tiga Destinasi Pariwisata Nasional 

(DPN) dan terdapat tiga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dalam Rencana Induk 

Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS). Tiga DPN tersebut adalah DPN Komodo -Ruteng, 

DPN Kelimutu -Maumere, dan DPN Alor -Lembata. Sementara tiga KSPN di DPN ini adalah KSPN 

Komodo, KSPN Ende -Kelimutu, dan KSPN Alor - Kalabahi. Pengembangan pariwisata dalam 
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RIPPARNAS dalam konteks infrastruktur diarahkan untuk mendukung pembangunan amenitas 

dan infrastruktur dasar. 

Permasalahan dan Isu Strategis 

Permasalahan dan isu strategis di Daerah Tertinggal Lembata diantaranya: 

1. Potensi Sektor Unggulan: Pertanian dan Pariwisata; 

2. Kebencanaan: Kekeringan, Tanah Longsor, Gunung Api, Abrasi, dan Banjir; 

3. Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Lembata, dan Kabupaten Alor dari 10 kabupaten di 

Flores masih merupakan Daerah Tertinggal; 

4. Konservasi daya dukung lingkungan: TN Komodo, TN Ende-Kelimutu, TWAL Riung, TWAL Teluk 

Maumere, TWA Ruteng, TWA Egon, Taman Buru Bena; 

5. Dari potensi sumber air baku 183,7 m3/detik, baru 55,63 m3/detik dapat dikelola atau 30,3%. 

Sementara kebutuhan air cukup besar, yaitu 61,37 m3/detik tahun 2021; 

6. Masih dibutuhkan pengembangan relevant road dalam mendukung sentra pertanian dan 

pariwisata; 

7. Penyediaan infrastruktur dasar permukiman termasuk kampung adat masih rendah; 

8. Optimalisasi pelayanan jaringan irigasi dan bendung dalam mendukung Sentra Produksi 

Pertanian. 

Skenario Pengembangan Wilayah 

1. Mengembangkan destinasi pariwisata tematik 

Kepulauan Flores-Lembata-Alor memiliki beragam potensi wisata baik wisata alam berupa 

wisata bahari dan pegunungan, wisata budaya berupa wisata kampung adat, produk tenun 

dan kuliner. Infrastruktur PUPR dibangun dengan mengikuti arah kebijakan DPSP Labuan Bajo 

dan perkembangan pasar pariwisata. Beberapa simpul pariwisata yang akan dikembangkan 

yaitu: Labuan Bajo-Todo – Wae Rebo, Bena- Riung 17 Pulau, TWAL Maumere, Ende-Kelimutu 

dan Alor-Selat Pantar. 

Gambar 4.7 Skenario Pengembangan Daerah Tertinggal Lembata  

 

2. Membuka konektivitas pantai utara 

Jaringan jalan nasional di Kepulauan Flores yang mayoritas berada di bagian tengah dan 

selatan menjadi tulang punggung aktivitas perekonomian, namun dengan adanya potensi 

pariwisata di bagian utara pulau, serta adanya simpul transportasi dan logistik yaitu 
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Pelabuhan Terang – Bari dan Reo, maka dibutuhkan konektivitas di bagian utara untuk dapat 

mendukung pengembangan potensi tersebut. 

3. Melindungi Kawasan Lindung Pulau Flores – Alor – Lembata 

Perlindungan terhadap Kawasan lindung juga merupakan salah satu aspek penting dalam 

pengembangan wilayah. Kepulauan Flores – Lembata – Alor memiliki 2 Taman Nasional , 1 

Taman Nasional Laut dan 2 Taman Wisata Alam Laut. Pengembangan infrastruktur pada 

kawasan tersebut dilakukan secara terbatas dengan memperhatikan arahan tata ruang untuk 

menjamin kesesuaian dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. 

4. Mengembangkan pusat pertumbuhan di Labuan Bajo dsk, Ende-Maumere dsk dan Alor dan 

sekitarnya 

Pusat pertumbuhan di Labuan Bajo, Ende-Maumere dan Alor menjadi Kawasan yang 

diprioritaskan untuk mendapat peningkatan pelayanan infrastruktur dalam rangka 

mendukung aktivitas perekonomian. 

5. Meningkatkan ketersediaan air baku 

Potensi air baku di WS Flores sebesar 199 m3 /detik dinilai melebihi kebutuhan air baku di WS 

Flores, namun potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk pemenuhan 

kebutuhan air minum di permukiman, air minum di daerah rawan kekeringan air dan air baku 

untuk irigasi. Pembangunan infrastruktur diperlukan untuk dapat mengembangkan potensi 

air tersebut. 

6. Mengembangkan jaringan irigasi sentra produksi 

Produksi pertanian di pulau Flores menghasilkan lebih dari 350 ribu ton pada tahun 2021 

menjadi penyumbang padi terbesar di Provinsi NTT (54%). Produksi padi ini berkontribusi 

pada PDRB Flores-Lembata-Alor pada Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 

34%. Untuk memaksimalkan potensi pertanian tersebut, perlu dikembangkan jaringan irigasi 

di sentra produksi. 

7. Meningkatkan kualitas permukiman masyarakat Flores 

Kualitas permukiman di Flores – Lembata – Alor masih di bawah standar. Sumber air minum 

utama rumah tangga adalah Mata Air/Air Permukaan. Hanya 17% rumah tangga yang 

tersambung dengan air minum perpipaan. Selain itu di sektor sanitasi, delapan dari sepuluh 

kabupaten di Flores-LembataAlor belum memenuhi target nasional 90% akses sanitasi layak, 

dan satu dari sepuluh rumah tangga masih melakukan praktik BABS. Kondisi permukiman yang 

kurang layak ini juga dipengaruhi dengan masih banyaknya kawasan kumuh. Sementara pada 

sektor perumahan, masih terdapat backlog perumahan dan rumah tidak layak huni. 

Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur 

Kebutuhan program pembangunan infrastruktur PUPR di Daerah Tertinggal Lembata meliputi: 

1. Kebutuhan infrastruktur sektor Sumber Daya Air termasuk perluasan jaringan irigasi dan 

pengaman pantai di Ende. 

2. Kebutuhan infrastruktur sektor Bina Marga meliputi revitalisasi dan preservasi jalan. 

3. Kebutuhan infrastruktur sektor Cipta Karya diantaranya pengembangan TPA Manggarai dan 

optimalisasi SPAM di Ende. 

4. Kebutuhan infrastruktur sektor Perumahan adalah penanganan Rumah Tidak Layak Huni 

melalui BSPS.  
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4.1.3.5 Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III 

Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III mendukung capaian SK 1  Meningkatnya 

pelaksanaan perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR pada Indikator 

Kinerja Sasaran Kegiatan 1-3, yaitu Tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas melalui 

perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Sulawesi, Papua, dan Kepulauan 

Maluku. indikator kinerja tersebut dihitung berdasarkan jumlah kawasan yang ditangani 

perencanaan dan pemrograman infrastrukturnya dibandingkan dengan jumlah kawasan yang 

menjadi target selama periode tahun 2020-2024. Perencanaan dan pemrograman infrastruktur 

PUPR pada kawasan prioritas ini dilaksanakan melalui penyusunan perencanaan, program jangka 

menengah serta prioritas program untuk meningkatkan daya saing kawasan.  

Perencanaan dan program ini harus teruji melalui serangkaian pembahasan bersama para 

stakeholders dan hasilnya diserahkan kepada Pusat Pengembangan infrastruktur Wilayah 

Nasional untuk kemudian diolah dalam hal keterpaduan programnya. Selain itu seperti telah 

disebutkan sebelumnya bahwa perencanaan dan program ini pun mencakup pemrograman yang 

terpetakan prioritisasinya termasuk strategi pembiayaannya.  

Sepanjang periode 2020-2024 target kawasan prioritas di wilayah III (Pulau Sulawesi, Papua, dan 

Kepulauan Maluku) yang ditangani melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR 

adalah sebanyak 97 kawasan dari total 249 Kawasan untuk lingkup BPIW. Beberapa telah 

ditangani pada rentang 2015-2019 yang dijadikan sebagai baseline perhitungan yaitu sebanyak 

37 kawasan. 

Secara keseluruhan pada tahun 2022 Pusat Pengembangan infrastruktur PUPR Wilayah III tetap 

melakukan updating program pengembangan infrastruktur di seluruh kabupaten/kota di Wilayah 

Pulau Sulawesi, Maluku dan Papua, termasuk didalamnya adalah 97 kawasan yang menjadi target 

dalam Renstra. Kegiatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab pelaksanaan tugas Pusat 

Pengembangan infrastruktur PUPR Wilayah III dalam hal perencanaan dan pemrograman 

infrastruktur PUPR.  

Pada tahun 2022 Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III menambah 9 (sembilan) 

kawasan baru yang ditangani sehingga total kawasan yang telah ditangani hingga tahun 2022 

sebesar 96 kawasan dari 97 kawasan yang ditargetkan dalam Renstra BPIW 2020-2024. Berikut 

daftar 96 kawasan tersebut. 

Tabel 4.18 Jumlah Kawasan yang Ditangani Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan 
Infrastruktur di Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III Pada TA 2022 

No Fungsi Kluster Kawasan Pulau Keterangan 

1 KI KI Mongondow Sulawesi RPIW Prov. Sulawesi Utara 

2 Pulau 3T Pulau Buton Sulawesi RPIW Prov. Sulawesi Tenggara 

3 KI KI Morowali Sulawesi RPIW Prov. Sulawesi Tengah 

4 Kawasan Pangan Donggala Sulawesi RPIW Prov. Sulawesi Tengah 

5 Kawasan Pangan Sigi Sulawesi RPIW Prov. Sulawesi Tengah 

6 Pulau 3T Pulau Babar Maluku RPIW Prov. Maluku 

7 Daerah Tertinggal Kepulauan Aru Maluku RPIW Prov. Maluku 

8 Daerah Tertinggal Maluku Barat Daya Maluku RPIW Prov. Maluku 

9 Daerah Tertinggal 
Kab. Kepulauan 

Tanimbar 
Maluku RPIW Prov. Maluku 
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Apabila dibandingkan terhadap target yang ditetapkan adalah 70%, maka realisasi Pusat 

Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III adalah 98,97% dengan capaian kinerja sebesar 

141,39% atau mendapatkan predikat "sangat memuaskan". Berikut adalah beberapa contoh 

deskripsi kawasan yang ditangani pada tahun 2022 melalui perencanaan dan pemrograman pada 

Wilayah III tahun 2022 adalah sebagai berikut: 

PULAU SULAWESI 

KEPULAUAN MALUKU 

A. Kabupaten Maluku Barat Daya 

Profil Kawasan 

Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) memiliki luasan 72.472,2 km2, dimana 88% merupakan area 

perairan (lautan). Kabupaten ini terdiri dari 17 kecamatan dan 118 Desa. Kabupaten ini terdiri 

dari 48 pulau, dimana 7 pulau termasuk dalam terluar di kawasan strategis perbatasan negara. 

Ibukota kabupaten MBD adalah Tiakur yang merupakan bagian dari Kecamatan Moa Lakor. Untuk 

mendukung wilayah perbatasan negara. Sistem Perkotaan yang dikembangkan adalah PKSN, 

yaitu PKSN Ilwaki. 

Potensi wilayah yaitu di sektor pertanian, dengan luas perairan mencapai 88% dari total luas 

wilayahnya, Kab. MBD merupakan wilayah dengan potensi utama di sektor perikanan yang besar. 

Kab. MBD masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) 714. 

Permasalahan dan Isu Strategis 

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan kawasan adalah sebagai berikut: 

1. Pemanfaatan potensi perikanan tangkap yang belum optimal 

Meskipun memiliki nilai yang besar, produksi perikanan tangkap Kabupaten MBD sendiri 

termasuk rendah jika dibandingkan dengan produksi perikanan tangkap wilayah lainnya di 

Provinsi Maluku, yaitu pada urutan 3 terbawah. Capaian produksi di tahun 2020 masih sangat 

jauh dari dari total potensi tangkapan yang diperbolehkan, yaitu sebesar 344.855 ton 

2. Kondisi eksisting penyediaan air bersih di Pulau Moa yang dinilai belum siap untuk memenuhi 

kebutuhan operasional SKPT Moa. 

Ketersediaan air bersih merupakan salah satu komponen terpenting untuk operasional 

kegiatan perikanan tangkap di SKPT meliputi pemenuhan kebutuhan nelayan dalam proses 

pembersihan ikan, logistik melaut serta bahan baku dalam pembuatan es. Selain itu distribusi 

air bersih belum terlaksana secara efisien karena belum terjangkaunya seluruh kawasan 

dengan jaringan perpipaan. Saat ini distribusi dilakukan dengan menggunakan kendaraan 

tangki air. 

Konsep pengembangan kawasan Pulau Moa sebagai titik lokasi pengembangan SKPT Moa. 

SKPT Moa sebagai pusat kegiatan pengolahan produk perikanan tangkap dan rumput laut, 

serta melakukan ekspor ke wilayah lain. Dengan pusat produksi yang tersebar di pulau-pulau 

kecil, peningkatan konektivitas laut penting untuk mengupayakan optimalisasi hilirisasi 

produk. 
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Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur 

Strategi Dukungan infrastruktur untuk kawasan adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan ketersediaan jaringan air baku dengan membangun infrastruktur SDA seperti 

Pembangunan Reservoir Air dan Jaringan Perpipaan, Pembangunan Sumur Bor Air Bersih, 

Pembangunan Sistem Rainwater Harvesting, terutama di Pulau Moa sebagai pusat 

pengembangan SKPT. 

2. Membangun jalan lingkar di pulau-pulau kecil untuk kemudahan akses nelayan di pesisir 

menuju pelabuhan terdekat untuk distribusi produk. 

3. Membangun dan/atau meningkatkan pelabuhan/dermaga di masing-masing pulau sesuai 

dengan fungsi yang dibutuhkan (distribusi antar pulau/ekspor) 

4. Memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar meliputi air bersih, drainase, sanitasi, dan 

perumahan di pulau-pulau kecil untuk meningkatkan produktivitas nelayan dan pembudidaya 

rumput laut. 

B. Kabupaten Kepulauan Tanimbar 

Profil Kawasan 

Pemerintahan Kab. Kepulauan Tanimbar terbagi atas 10 kecamatan dengan 2 kelurahan dan 80 

desa. Kabupaten Tanimbar memiliki kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati 

laut yang sangat tinggi. Hal ini sangat berpotensi dan prospektif sebagai penggerak ekonomi 

maritim wilayah timur Indonesia. Keberadaan Kawasan Strategis di Saumlaki atau Kabupaten 

Kepulauan Tanimbar yaitu PKSN Saumlaki, SKPT Saumlaki dan block Masela.  

Kota Saumlaki  adalah Ibukota Kab. Kepulauan Tanimbar. Berdasarkan fungsi struktur ruang 

RTRW Provinsi Maluku 2013-2033 merupakan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Saumlaki. 

Fungsi PKSN Kota Saumlaki didasarkan pada kedudukan dan lokasinya dimana berada pada 

kawasan strategis, seperti kawasan perbatasan, dan kawasan pertumbuhan ekonomi, sehingga 

kota tersebut perlu berfungsi sebagai pusat kegiatan produksi  (kegiatan industri, agroindustri, 

pertambangan dll), pusat pertahanan dan pusat perhubungan guna mendukung usaha 

pemasaran. Secara singkatnya Kota Saumlaki diarahkan pada pengembangan kota skala 

pelayanan nasional mendukung fungsi strategis sebagai daerah perbatasan. 

Permasalahan dan Isu Strategis 

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan kawasan yaitu Terhambatnya pertumbuhan 

ekonomi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar akibat: 

1. Belum optimalnya konektivitas antar wilayah dan aksesibilitas wilayah yang buruk 

Pengembangan Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai PKSN Saumlaki memiliki keunggulan 

secara geostrategis kota skala pelayanan nasional mendukung fungsi strategis sebagai daerah 

perbatasan. Namun beberapa permasalahan terkait ketidaklancaran distribusi barang dan 

orang sering menjadi isu strategis. Hal ini karena kondisi eksisting sentra produksi dan pusat 

permukiman di kabupaten ini tersebar di kepulauan. Oleh karena itu peningkatan konektivitas 

di wilayah Kepulauan Maluku khususnya di Kepulauan Tanimbar sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat. 

Dampak yang ditimbulkan dari belum optimalnya konektivitas wilayah di Kabupaten 

Kepulauan Tanimbar diantaranya yaitu: 

a. Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan angkutan keperintisan yang 

berdampak pada masih tingginya biaya logistik; 
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b. Belum optimalnya pelayanan transportasi multimoda dan antarmoda yang terintegrasi; 

c. Sering terjadi keterlambatan kapal akibat terbatasnya kapal. 

Selain konektivitas antar wilayah, terdapat juga permasalahan aksesibilitas di dalam 

Kabupaten Kepulauan Tanimbar terutama pada aksesibilitas antar lokasi-lokasi sentra 

produksi yang belum didukung jalan nasional dengan kondisi rusak tanpa dilengkapi 

penerangan jalan. 

2. Belum adanya support system industri pengolahan perikanan skala lokal 

Penyerapan pasar hasil penangkapan selama ini terserap ke pasar di Jawa (Surabaya dan 

Jakarta). Hal ini karena ditingkat daerah masih kurangnya industri atau sarana-prasarana 

sistem rantai dingin dan hilirisasi produk. Sedangkan SKPT Saumlaki yang direncanakan saat 

ini masih dalam tahap proses Amdal terkait pemanfaatan ruang laut dan wilayah kerja 

operasional Pelabuhan Perikanan Ukurlaran. 

Isu strategis dalam pengembangan kawasan terdapat 2 pembangunan nasional yaitu Sentra 

Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Saumlaki (RPJMN 2020-2024 Perpres 18/2020 dan 

KEPMEN-KP 13/2019 tentang 13 SKPT prioritas). Pembangunan Lapangan Abadi Blok Masela 

(Percepatan Proyek Strategis Nasional Perpres 109/2020). Kab. Kepulauan Tanimbar memiliki 

potensi cadangan minyak dan gas bumi berlimpah yang pemanfaatannya telah diatur dengan 

penetapan Lapangan Abadi Blok Masela dan rencana pembangunan kawasan onshore di Pulau 

Yamdena. SKPT Saumlaki berperan dalam pembangunan dan pengembangan kegiatan bisnis 

perikanan dan kelautan di Kabupaten Tanimbar guna mendukung tingginya potensi perikanan 

tangkap. Sedangkan Blok Masela dengan potensi 10,7 Trillion Cubic Feet (TCF) atau memiliki 

produksi selama 70 tahun sebagai pusat pertambangan minyak dan gas lepas pantai yang 

direncanakan offshore di Pulau Nustual. Isu strategis keduanya yakni belum terimplementasi ke 

dalam pembangunan karena: Mengalami perlambatan dukungan investasi, Tantangan 

pembebasan lahan pengembangan, Belum selesainya tahap Amdal.  

Kabupaten Kepulauan Tanimbar memiliki potensi sumber daya ikan yang cukup besar karena 

berada pada WPP 714 & WPP 718 (Laut Banda dan Arafuru) yang merupakan 2 dari 9 fishing 

ground utama Indonesia. Sedangkan potensi kedua WPP ini sebesar 26,3% dari potensi nasional 

(1.30 – 1.63 juta ton/tahun). Berdasarkan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (KKP) pada potensi perikanan tangkap Saumlaki sebanyak 36.500 

ton/tahun dengan pemanfaatan baru mencapai 24% (8.760 ton/tahun). Artinya masih tinggi 

potensi 76% yang belum termanfaatkan. Produksi perikanan terbanyak di Kec. Tanimbar Selatan 

mencapai 2.250,51 ton (BPS, 2020). Potensi maritim lainnya seperti hasil produksi budidaya 

rumput laut yang luasnya mencapai 21.980 ha dengan pemanfaatan 14% (3000 ha). Produksi 

tahun 2021 sebesar 11.090,90 ton kering/tahun dengan didukung 8.000 SDM pembudidaya. 

4.1.4 Capaian Kinerja Output 

Dalam Perjanjian Kinerja BPIW TA 2022, alokasi anggaran yang ditetapkan telah disusun 

berdasarkan target Rincian output (RO) yang tercantum dalam RKA-K/L dan DIPA TA 2022. 

Subbab capaian kinerja output ini menyajikan target Renstra, target RO, dan realisasinya, dimana 

untuk pelaksanaan anggaran Tahun 2022, capaian kinerja output diperoleh melalui perbandingan 

target RO dengan realisasi. 
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4.1.4.1 Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 

Sekretariat BPIW mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Efektifitas dan 

Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah” melalui 6 (enam) 

Indikator Kinerja, yaitu Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, 

Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan; Tingkat 

Layanan Pembentukan Produk Hukum; Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan 

Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai; Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran; Tingkat 

Kualitas Perencanaan Anggaran; dan Nilai SAKIP Unit Organisasi. Sekretariat BPIW memiliki 3 

(tiga) output utama dengan target sebagaimana yang tercantum dalam DIPA. Ketiga output 

tersebut berkinerja sangat memuaskan karena dapat memenuhi targetnya 100%. Rincian capaian 

setiap output dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.19 Rincian Capaian Output Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 

No 
Output 

(Renstra) 
Rincian Output Kegiatan 

Target 

Renstra 

Target 

Output DIPA 

(RO)  

Realisasi 

2022 

Kinerja 

(%) 

1. 

Layanan 

Dukungan 

Manajemen 

Eselon I 

Kesepakatan 

Kerja Sama 

Bidang 

Pengembangan 

Infrastruktur 

Wilayah 

Fasilitasi dan 

Administrasi Kerja 

Sama Bidang 

Pengembangan 

Infrastruktur 

Wilayah 

1 Layanan 

1 

Kesepakatan 

1 

Kesepakatan 
100 

Layanan BMN 

Pengelolaan BMN 

Badan 

Pengembangan 

Infrastruktur 

Wilayah 

1 Layanan 1 Layanan 100 

Layanan Hukum 

Fasilitasi 

Peraturan 

Perundang-

undangan serta 

Pendampingan 

dan Advokasi 

Hukum terkait 

BPIW 

1 Layanan 1 Layanan 100 

Layanan 

Hubungan 

Masyarakat 

Pelaksanaan 

Komunikasi Publik 

Badan 

Pengembangan 

Infrastruktur 

Wilayah 

1 Layanan 1 Layanan 100 

Layanan 

Organisasi dan 

Tata Kelola 

Internal 

Pelaksanaan 

Organisasi dan 

tata laksana, 

agenda Reformasi 

Birokrasi, dan 

evaluasi 

organisasi 2020-

2024 dalam 

mendukung 

Pengembangan 

1 Layanan 1 Layanan 100 
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No 
Output 

(Renstra) 
Rincian Output Kegiatan 

Target 

Renstra 

Target 

Output DIPA 

(RO)  

Realisasi 

2022 

Kinerja 

(%) 

Infrastruktur 

Wilayah 

Layanan Umum 

Manajemen 

Perkantoran dan 

Rumah Tangga 

Badan 

Pengembangan 

Infrastruktur 

Wilayah 
2 Layanan 2 Layanan 100 

Manajemen 

Rumah Tangga 

Anjungan Cerdas 

Badan 

Pengembangan 

Infrastruktur 

Wilayah 

Layanan Data 

dan Informasi 

Pengelolaan Data 

dan Informasi 

Badan 

Pengembangan 

Infrastruktur 

Wilayah 

1 Layanan 1 Layanan 100 

Layanan 

Manajemen 

SDM 

Pengelolaan Data 

Pegawai dan 

Pelaksanaan 

Smart ASN 

293 Orang 293 Orang 100 

Pengembangan 

Kapasitas Pegawai 

dan Pembinaan 

Jabatan 

Fungsional Badan 

Pengembangan 

Infrastruktur 

Wilayah 

Layanan 

Perencanaan 

dan 

Penganggaran  

Penyusunan 

Rencana Kerja, 

Program, dan 

Anggaran Badan 

Pengembangan 

Infrastruktur 

Wilayah 

1 Dokumen 1 Dokumen 100 

Layanan 

Pemantauan 

dan Evaluasi 

Monitoring dan 

Evaluasi 

Pelaksanaan 

Kegiatan Badan 

Pengembangan 

Infrastruktur 

Wilayah 

2 Dokumen 2 Dokumen 100 

Evaluasi 

Perencanaan dan 

Pemrograman 

BPIW dalam 
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No 
Output 

(Renstra) 
Rincian Output Kegiatan 

Target 

Renstra 

Target 

Output DIPA 

(RO)  

Realisasi 

2022 

Kinerja 

(%) 

rangka 

Implementasi 

Kebijakan 

Strategis 

Layanan 

Manajemen 

Keuangan 

Pengelolaan 

Keuangan Badan 

Pengembangan 

Infrastruktur 

Wilayah 

1 Dokumen 1 Dokumen 100 

Layanan 

Reformasi 

Kinerja 

Penyelenggaraan 

SPIP BPIW 
1 Dokumen 1 Dokumen 100 

2. 
Layanan 

Perkantoran 

Layanan 

Perkantoran 

Pembayaran Gaji 

dan Tunjangan 

Kinerja Badan 

Pengembangan 

Infrastruktur 

Wilayah 
1 Layanan 2 Layanan 2 Layanan 100 

Operasional dan 

Pemeliharaan 

Badan 

Pengembangan 

Infrastruktur 

Wilayah  

3. 

Layanan 

Sarana dan 

Prasarana 

Internal 

Layanan Sarana 

Internal 

Dukungan 

Pelaksanaan 

Pekerjaan BPIW 

1 Layanan 81 Unit 81 Unit 100 

 

Sebagian besar output Sekretariat BPIW Tahun 2022 merupakan bentuk layanan rutin dalam rangka 

mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola 

Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Selain itu, terdapat beberapa output Sekretariat 

BPIW yang menjadi output strategis dan menunjang keberhasilan kinerja BPIW. 

A. Evaluasi Kelembagaan BPIW 2020-2024 

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi nomor 20 tahun 2018, setiap lembaga instansi pemerintah pusat wajib melaksanakan 

evaluasi kelembagaan. Evaluasi kelembagaan dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) tahun sekali 

dengan ruang lingkup evaluasi yang mencakup dua dimensi, yaitu struktur dan proses organisasi. 

Suatu organisasi dievaluasi dalam rangka penguatan implementasi tugas, fungsi, program, dan 

kegiatan yang saat ini sedang berjalan. Selain itu, sebagai upaya pengembangan kelembagaan 

BPIW 5 (lima) tahun berikutnya, dibutuhkan kajian dan evaluasi terkait tata laksana sebagai 

langkah perbaikan dan masukan terhadap penyusunan output BPIW 2025-2029. Evaluasi ini juga 

dilakukan dalam rangka mewujudkan organisasi BPIW yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat 

ukuran. 

Sebagai salah satu Unit Organisasi di Kementerian PUPR, pada Tahun 2022 BPIW telah melakukan 

evaluasi kelembagaan dengan metode dan indikator sebagai berikut: 
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1. Evaluasi berbasis survei menggunakan indikator indikator Kompleksitas, Formalisasi, dan 

Sentralisasi; 

2. Evaluasi berbasis kajian menggunakan indikator Fragmentasi, Diferensiasi, dan Tumpang 

Tindih. 

Hasil evaluasi per jenis evaluasi tercantum dalam tabel berikut. 

Tabel 4.20 Hasil Evaluasi Kelembagaan BPIW 2020-2024 

No Jenis Evaluasi Hasil Evaluasi 

1 Evaluasi yang Bertujuan 
Untuk Menilai Ketepatan 
Fungsi dan Ketepatan 
Ukuran Organisasi 

Secara umum, organisasi di Kementerian PUPR sudah tepat ukuran, 
hanya saja masih perlu dilakukan penajaman tugas fungsi dan 
penataan tata kerja terutama di unit organisasi yang termasuk di 
dalam zona kuning. 

2 Evaluasi yang Mengukur 
Jenjang Organisasi 

Di sisi kompleksitas organisasi, Kementerian PUPR termasuk dalam 
zona hijau. Sehingga secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa 
jenjang organisasi di Kementerian PUPR sudah sesuai dengan kaidah 
fungsi-fungsi organisasi. 

3 Evaluasi yang 
Menganalisis 
Kemungkinan Duplikasi 
Fungsi 

Dari hasil evaluasi yang dilakukan, tidak ada fragmentasi dan 
tumpang tindih tugas secara tegas antar Unit Organisasi dan Satuan 
Kerja, atas fungsi Sektor/Sub-Sektor/Manajerial/Operasional, 
dikarenakan telah ada pembagian peran antar Unit Organisasi dan 
Satuan Kerja yang menjadi kewenangan masing-masing. 

4 Evaluasi yang 
Menganalisis Satuan 
Organisasi yang Berbeda 
Tujuan Namun 
Ditempatkan dalam Satu 
Kelompok 

Dari hasil evaluasi ditemukan ada beberapa unit kerja yang termasuk 
dalam kategori satuan organisasi yang berbeda tujuan namun 
ditempatkan dalam satu kelompok, yaitu Pusat Pengendalian 
Lumpur Sidoarjo, Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan, 
Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga, dan 
Pasar. 

5 Evaluasi yang 
Menganalisis 
Kemungkinan Adanya 
Pejabat yang Melapor 
Kepada Lebih Dari 
Seorang Atasan 

Dari hasil evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat 
yang melapor kepada lebih dari seorang atasan, dapat disimpulkan 
bahwa Kementerian PUPR masuk ke dalam zona hijau yang artinya 
hal dimaksud tidak terjadi. 
Tetapi memang terdapat 6 (enam) unit organisasi yang masih di zona 
kuning. Artinya masih perlu dilakukan penataan tata kerja yang lebih 
baik lagi. 

6 Evaluasi atas Kesesuaian 
Struktur Organisasi 
dengan Mandat 

Dari hasil evaluasi didapatkan kesimpulan bahwa struktur organisasi 
unit organisasi teknis yang ada di Kementerian PUPR telah sesuai 
dengan mandat. 

7 Evaluasi yang 
Menganalisis 
Kemungkinan Tumpang 
Tindih Fungsi dengan 
Instansi Lain 

Dari hasil evaluasi didapatkan bahwa tidak ada tumpang tindih tugas 
secara tegas antar Unit Organisasi dan Satuan Kerja, atas fungsi 
Sektor/Sub-Sektor/ Manajerial/ Operasional, yang ada adalah 
pembagian peran atar Unit Organisasi dan Satuan Kerja yang 
menjadi kewenangan masing-masing. 

8 Evaluasi yang 
Menganalisis 
Kemampuan Struktur 
Organisasi untuk Adaptif 
terhadap Perubahan 
Lingkungan Strategis 

Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi 
Kementerian PUPR adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. 
Hal ini dapat dilihat dari perkembangan reorganisasi yang dilakukan 
sebanyak 3 (tiga) kali dalam rangka mengakomodir perubahan 
lingkungan strategis, yaitu transisi BPLS menjadi PPLS, reorganisasi 
Ditjen Pembiayaan Perumahan menjadi Ditjen Pembiayaan 
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dan pembentukan 
Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga, dan 
Pasar. 
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Melihat hasil evaluasi yang dilakukan, maka pada beberapa unit organisasi disimpulkan masih 

diperlukan penajaman tugas dan fungsi serta penataan tata kerja, sehingga tindak lanjut hasil 

evaluasi yang perlu diagendakan adalah menata kembali/ menajamkan tugas dan fungsi 

organisasi, penjabaran dalam uraian tugas, maupun SOP. 

B. Pengarusutamaan Isu Tematik dalam Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur Wilayah 

Dinamika lingkungan strategis dapat berimplikasi positif maupun negatif terhadap pembangunan 

infrastruktur wilayah. Beberapa isu tematik terkait perubahan lingkungan strategis yang muncul 

dalam implementasi kebijakan strategis pembangunan infrastruktur wilayah diantaranya adalah 

climate change, disaster risk reduction, smart city, clean energy, supply chain, gender, serta 

stunting dan kemiskinan ekstrem. Dalam rangka merespon berbagai dinamika dan isu-isu tematik 

tersebut, BPIW perlu melakukan evaluasi terhadap proses perencanaan dan pemrograman yang 

dilakukan periode 2020-2021. Evaluasi dilakukan dalam kaitannya dengan bagaimana 

perencanaan suatu wilayah/kawasan dan pembangunan infrastruktur dapat mengakomodasi isu-

isu tematik tersebut. 

Berdasarkan hasil justifikasi dan analisis, ketujuh isu tematik tersebut dapat diklasterisasi menjadi 

dua klaster isu, yaitu Isu Utama dan Isu Pendukung (opsional). Klasterisasi tersebut dilakukan 

berdasarkan pertimbangan bahwa Isu Utama merupakan isu yang dapat diakomodir tanpa 

mempertimbangkan lokasi, memiliki pengaruh/dampak yang tinggi terhadap pengembangan 

wilayah apabila tidak ditangani dan menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan dan 

pemrograman. Sedangkan klaster Isu Pendukung didasarkan pada pertimbangan lokus yang 

spesifik dan memiliki prasyarat tertentu, penanganan isu merupakan strategi optimalisasi 

pengembangan lanjutan, serta diterapkan dengan skema apabila standar minimum infrastruktur 

kawasan sudah layak. 

Gambar 4.8 Klasterisasi Isu Utama dan Pendukung 

 

Selain itu, perumusan rekomendasi dan strategi perencanaan dan pemrograman infrastruktur 

PUPR juga dilakukan untuk merespon dan mengadaptasi ketujuh isu tematik dalam penyusunan 

CLEAN 

ENERGY 
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Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) dan Rencana Pembangunan Infrastruktur 

Jangka Panjang (RPIJP). Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh BPIW, maka dapat 

dirumuskan strategi dan rekomendasi perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR yang 

dibagi menjadi 2 kelompok yaitu sebagai berikut: 

1. Strategi dan Rekomendasi dalam Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah 

Muatan dalam RPIW harus mempertimbangkan 7 isu tematik dalam perencanaan dan 

pemrograman pengembangan infrastruktur wilayah. Pendekatan klasterisasi isu seperti yang 

telah di uraikan diatas dapat menjadi strategi penempatan isu yang menjadi pertimbangan 

utama dan optional dalam penyusunannya. Pendekatan RPIW menggunakan pendekatan 

wilayah provinsi, kondisi ini dirasa sangat baik dalam praktik penerapan 7 isu tematik, 

sehingga secara proporsional penggunaan isu utama sebagai pertimbangan pada seluruh 

RPIW menjadi keharusan, dan penggunaan isu optional dapat diterapkan pada provinsi 

dengan lokasi kabupaten/kota yang secara prasyarat isu-isu optional dapat diterapkan. 

Adapun strategi dan rekomendasi dalam penyusunan RPIW berdasarkan muatan substansi 

antara lain sebagai berikut: 

a. Isu utama harus menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan perencanaan dan 

pemrograman infrastruktur PUPR (RPIW). 

b. Penjabaran dan pendetailan isu tematik dalam konteks isu utama menyesuaikan 

karakteristik wilayah perencanaan dalam hal ini provinsi lokasi penyusunan RPIW. 

Sedangkan untuk isu opsional hanya berlaku pada lokasi provinsi tertentu. 

c. Permasalahan dan isu strategis dalam RPIW yang sudah memuat isu utama diterjemahkan 

secara berlanjut/kontinyu mulai dari profil wilayah, analisis kebutuhan infrastruktur yang 

sudah dapat menyelesaikan permasalahan dan isu strategis, skenario pengembangan 

wilayah, hingga rencana aksi pembangunan infrastruktur PUPR yang sudah responsif 

terhadap penyelesaian permasalahan dan penanganan isu tersebut. 

d. Terhadap dokumen RPIW yang sudah disusun, akan menjadi pertimbangan 

penyempurnaan dalam upgrading 7 isu tematik berdasarkan klasterisasi isu yang 

ditentukan. 

e. Selain memperkuat dokumen perencanaan yang dihasilkan, 7 isu tematik juga didorong 

untuk menjadi salah satu indikator dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan RPIW. 

2. Strategi dan Rekomendasi dalam kebijakan Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka 

Panjang 

RPIJP merupakan dokumen kerangka umum yang menjadi arah dan dasar dalam perencanaan 

dan pemrograman melalui RPIW. Berdasarkan temuan yang sudah dihasilkan dari hasil 

analisis 7 isu tematik dalam muatan kebijakan dan strategi jangka panjang BPIW menunjukkan 

pertimbangan terhadap 7 isu ini sudah sangat optimal. Sehingga kerangka pertimbangan 

perencanaan dan pemrograman wilayah nasional sudah menjadikan 7 isu sebagai pijakan 

dalam perumusannya.  

Adapun rekomendasi dan strategi perencanaan dan pemrograman dalam kerangka kebijakan 

dan strategi jangka panjang, antara lain sebagai berikut: 

a. Konsistensi 7 isu tematik sebagai pertimbangan kebijakan dan strategi pembangunan 

infrastruktur PUPR jangka panjang nasional. 
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b. Arahan kawasan prioritas nasional yang tersedia, seyogyanya mempertimbangkan 7 isu 

tematik berdasarkan klasterisasi isu. Sehingga dapat menghasilkan lokus prioritas (skala 

provinsi atau kabupaten) yang dapat ditangani secara jangka panjang (20 tahunan) dan 

menjadi dasar dalam perencanaan dan pemrograman yang responsif terhadap 7 isu 

tematik tersebut. 

c. Arahan pengembangan kawasan prioritas nasional terkait 7 isu tematik yang 

berkelanjutan perlu diturunkan dalam arahan program pengembangan infrastruktur PUPR 

untuk mendukung perencanaan dan pemrograman isu utama dan isu opsional. 

C. Pengembangan Studio Geo-Infrastruktur Dalam Rangka Mengoptimalkan Peran BPIW 

BPIW merupakan Unit Organisasi yang berperan sebagai think tank Kementerian PUPR dimana 

produk kebijakannya menjadi pedoman bagi penyusunan rencana dan program pembangunan 

infrastruktur sektor PUPR dan lintas sektor. Oleh karena itu, penggunaan data dalam skala masif 

mutlak diperlukan sebagai bagian tak terpisahkan dalam mendukung proses bisnis BPIW. 

Pemanfaatan data dan informasi dapat menghasilkan inovasi dan meningkatkan kualitas kajian 

BPIW serta mendorong BPIW menjadi Unit Organisasi yang efektif dalam melaksanakan 

transformasi digital. Pengembangan Studio Geo-Infrastruktur bertujuan untuk mengakomodir 

kebutuhan layanan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPIW. 

Gambar 4.9 Dashboard Pemantauan Survei Penanganan Kemiskinan Ekstrem 

 

Selama Tahun 2022, layanan penyediaan data yang telah dilakukan antara lain penyediaan data 

Informasi Geospasial Tematik (IGT) PUPR Tahun 2022 dan data spasial dari Kebijakan Satu Peta 

(KSP) Tahun 2022. Data IGT PUPR Tahun 2022 memuat data spasial aset Kementerian PUPR per 

tahun 2021 akhir, sebagaimana yang tersedia pada SIGI PUPR, yaitu aset infrastruktur sumber 

daya air, bina marga, cipta karya, dan perumahan. Sedangkan untuk data KSP Tahun 2022 yang 

disediakan berdasarkan referensi pada lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Informasi 

Geospasial Nomor 38 Tahun 2021 tentang Wali Data Informasi Geospasial Tematik. Data spasial 

yang disediakan bersumber dari 18 Kementerian/Lembaga. Dari 87 layer data yang dibutuhkan 

hingga akhir tahun 2022 telah tersedia 11 layer data, sedangkan sisanya secara bertahap akan 
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dipenuhi pada tahun berikutnya mengikuti skema kerja sama Pusat Data dan Teknologi Informasi 

(Pusdatin), Kementerian PUPR dengan K/L terkait. 

Dalam penentuan lokus Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE), Studi Geo-Infrastruktur berperan 

dalam pengolahan data P3KE dari Kementerian PMK dan data BKKBN. Pengelolaan data P3KE 

dilakukan di aplikasi Navicat yang memanfaatkan server dari Pusdatin Kementerian PUPR melalui 

Tim Data dan Informasi BPIW. Dalam pengelolaan data tersebut juga dilakukan pengolahan data 

pada masing-masing Kabupaten untuk menentukan lokus prioritas (pada skala RT). Langkah awal 

dengan melakukan pembobotan untuk menentukan 5 kecamatan dengan bobot tertinggi sebagai 

sasaran PKE. Dari 5 kecamatan tersebut, kemudian dilakukan pembobotan kembali pada level 

kelurahan untuk mendapatkan 5 kelurahan dengan bobot tertinggi pada tiap 5 kecamatan. Dari 

5 kelurahan tersebut kemudian ditentukan lokusnya dengan mencari berdasarkan jumlah RTLH 

terbanyak dilihat pada level RW kemudian RT. Hasil penentuan lokus untuk 212 Kabupaten/Kota 

yang menjadi targe Tahun 2022 terdapat 1.994 lokus (lingkup desa) yang menyasar 107.227 Unit 

RTLH. Sedangkan untuk Tahun 2023 yang menyasar 302 Kabupaten/Kota menyasar pada 3.425 

lokus (lingkup desa) pada 167.389 RTLH. 

Selain terkait penentuan lokus PKE, BPIW juga telah mengembangkan sistem pelaporan dan 

monitoring PKE yang berguna untuk memberikan informasi kepada pimpinan mengenai 

pelaksanaan survei PKE. Proses monitoring tidak hanya dilakukan untuk memantau data yang 

sedang disurvei, melainkan juga melakukan monitoring untuk data-data yang akan ditetapkan 

sebagai Calon Penerima Bantuan (CPB) Perumahan. Dari data yang telah disurvei, terdapat data 

yang eligible mendapatkan bantuan yang perlu dilakukan pengecekan data terhadap database 

BKKBN. 

Gambar 4.10 SI-PAKET PUPR 
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Lebih lanjut pada akhir Tahun 2022, telah dilakukan penyusunan sistem yang melaporkan hasil 

kegiatan PKE, yaitu Sistem Informasi Penanganan Kemiskinan Ekstrem Terintegrasi (SI-PAKET)  

Kementerian PUPR. Sistem ini melaporkan progres integrasi program intervensi Kementerian 

PUPR dan K/L lainnya di lokus yang telah ditetapkan oleh Kementerian PUPR melalui BPIW. 

Sebagai perencana pembangunan infrastruktur wilayah, BPIW perlu memiliki data spasial yang 

mendukung proses penggambaran (profiling) suatu wilayah. Selain itu, untuk memudahkan 

dalam pengambilan keputusan, perlu adanya inisiasi analisis sederhana, seperti analisis korelasi. 

Hal ini untuk memberikan gambaran dari indikator pembangunan suatu wilayah apakah berkaitan 

dengan indikator lainnya sehingga tergambar strategi pembangunan untuk wilayah tersebut. 

Untuk itu, BPIW juga telah melakukan penyusunan analisis geospasial bidang pengembangan 

wilayah. Selama Tahun 2022, telah disusun tiga album peta tematik, yaitu Map Book Demografi 

dan Ekonomi Pulau Sumatera, Map Book Demografi dan Ekonomi Pulau Kalimantan, dan Map 

Book Penanganan Rumah Tidak Layak Huni dalam rangka Penanganan Kemiskinan Ekstrem Tahun 

2022. 

Gambar 4.11 Map Book 
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D. Legalisasi Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan 

Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR 

Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Perencanaan dan Pemrograman 

Pembangunan Infrastruktur PUPR dilatarbelakangi pertimbangan untuk memperkuat bisnis 

proses perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR (tahapan, proses, serta 

muatan) serta adanya panduan untuk mengatur pembagian peran dalam pelaksanaan 

perencanaan dan pemrograman di lingkungan Kementerian PUPR. Selain itu, penyusunan 

Rapermen juga dilakukan dalam rangka pelaksanaan rencana aksi di BPIW sesuai dokumen 

kesepakatan Rencana Aksi Tindak Lanjut Kajian Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan 

Jalan antara Tim KPK RI dengan Ditjen Bina Marga, Ditjen Bina Konstruksi dan BPIW Kementerian 

PUPR. 

Gambar 4.12 Kerangka Pikir Peraturan Menteri PUPR tentang Perencanaan dan Pemrograman 
Pembangunan Infrastruktur PUPR 

 

Dalam perkembangannya, Rapermen dimaksud mengalami penyesuian substansi yang 

disebabkan adanya ketentuan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur 

PUPR berbasis kewilayahan yang sistematis dan terstandarisasi dalam bentuk Rencana 

Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW). RPIW bertujuan untuk menterpadukan dan 

sinkronisasi kebijakan spasial dan sektor di tingkat nasional dan daerah pada koridor 

pertumbuhan dengan koridor pemerataan (kawasan dan antar-kawasan) dengan rentang waktu 

perencanaan selama 10 tahun. 

Pada bulan Maret 2022 telah dilaksanakan Harmonisasi II secara luring yang dihadiri oleh 

Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PPN/Bappenas, BPIW, Biro Hukum dan unit 

organisasi teknis di lingkungan Kementerian PUPR. Setelah harmonisasi, Rapermen dimaksud 

kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang 

Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR pada tanggal 28 April 2022. 

Peraturan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman perencanaan dan pemrograman 

pembangunan infrastruktur PUPR melalui pendekatan pengembangan wilayah. 
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4.1.4.2 Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional 

Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional mendukung Sasaran Kegiatan (SK 1) 

Meningkatnya Pelaksanaan Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR” 

melalui Indikator Kinerja Tingkat Kesesuaian Kebijakan dan Strategi Perencanaan dan 

Pemrograman Infrastruktur PUPR dengan 6 (enam) output yang targetnya telah tercantum dalam 

DIPA. Secara rinci, capaian tiap output dapat dilihat pada tabel berikut. 

 Tabel 4.21 Rincian Capaian Output Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional 

No 
Output 

(Renstra) 
Rincian Output Kegiatan 

Target 
Renstra 

Target 
Output DIPA 

(RO) 

Realisasi 
2022 

Kinerja 
(%) 

1 

Kebijakan 
Teknis dan 
Rencana 
Terpadu 
Pembangunan 
Infrastruktur 
PUPR 

Isu Strategis 
Pengembangan 
Infrastruktur 
Wilayah TA 
2022 

Telaahan Isu 
Strategis 
Pengembangan 
Infrastruktur 
Wilayah TA 2022 

8 

1 
Rekomendasi 

Kebijakan 

3 
Rekomendasi 

Kebijakan 
300 

Midterm 
Review Renstra 
PUPR 2020 - 
2024 

Midterm Review 
Renstra PUPR 
2020 - 2024 

1 
Rekomendasi 

Kebijakan 

2 
Rekomendasi 

Kebijakan 
200 

Kebijakan 
Teknis dan 
Strategi 
Perkotaan 
Nasional 

National Urban 
Infrastructure 
Strategy 

4 
Rekomendasi 

Kebijakan 

1 
Rekomendasi 

Kebijakan 
25 

Integrated City 
Planning 

Project 
Management 
Support (PMS) 

Pendampingan 
Pelaksanaan 
National Urban 
Development 
Project (Loan 
IBRD - 8976) 

2 

Keterpaduan 
Rencana dan 
Sinkronisasi 
Program 

Program 
Infrastruktur 
PUPR Terpadu 

Penyelenggaraan 
Keterpaduan dan 
Sinkronisasi 
Program Tahunan 
Infrastruktur 
PUPR 

6 
2 

Rekomendasi 
Kebijakan 

2 
Rekomendasi 

Kebijakan 
100 

Bantuan Teknis 
Penyusunan 
Perencanaan dan 
Pemrograman 
Tahun Anggaran 
2022 

3 
Kinerja dan 
Dampak 
Manfaat 

Layanan 
Pemantauan 
dan Evaluasi 

Pengukuran 
Capaian Kinerja 
Kementerian 
PUPR  

4 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Bantuan Teknis 
Pemantauan dan 
Evaluasi 
Pelaksanaan 
Rencana Terpadu 
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No 
Output 

(Renstra) 
Rincian Output Kegiatan 

Target 
Renstra 

Target 
Output DIPA 

(RO) 

Realisasi 
2022 

Kinerja 
(%) 

Pembangunan 
Infrastruktur 
Tahun Anggaran 
2022 

4 
Kepatuhan 
Internal 

Layanan Audit 
Internal 

Pendampingan 
Penerapan 
Manajemen Risiko 
dan Pemantauan 
Kepatuhan Intern 
Badan 
Pengembangan 
Infrastruktur 
Wilayah (BPIW) 

3 2 Dokumen 2 Dokumen 100 

Pembinaan dan 
Pengembangan 
Kapasitas 
Pelaksanaan 
Kepatuhan Intern 
dan Manajemen 
Risiko 

5 

Layanan 
Dukungan 
Manajemen 
Satuan Kerja 

Layanan Umum 

Pelayanan Umum, 
Rumah Tangga, 
dan Perlengkapan 
Pusat 
Pengembangan 
Infrastruktur 
Wilayah Nasional 

1 

1 Layanan 1 Layanan 100 

Layanan 
Manajemen 
SDM 

Pengelolaan 
Kepegawaian dan 
Peningkatan 
Kinerja SDM Pusat 

20 Orang 20 Orang 100 

Layanan 
Perencanaan 
dan 
Penganggaran 

Penyusunan 
Rencana Kerja, 
Program, dan 
Anggaran Pusat 
Pengembangan 
Infrastruktur 
Wilayah Nasional  

1 Dokumen 1 Dokumen 100 

Layanan 
Pemantauan 
dan Evaluasi 

Pemantauan dan 
Evaluasi Kinerja 
serta Penyusunan 
Laporan 
Manajemen Risiko 
Pusat 
Pengembangan 
Infrastruktur 
Wilayah Nasional  

1 Dokumen 1 Dokumen 100 

Layanan 
Manajemen 
Keuangan 

Pengelolaan 
Keuangan dan 
BMN Pusat 
Pengembangan 
Infrastruktur 
Wilayah Nasional 

1 Dokumen 1 Dokumen 100 

6 
Layanan 
Perkantoran 

Layanan 
Perkantoran 

Layanan 
Operasional dan 

1 1 Layanan 1 Layanan 100 
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No 
Output 

(Renstra) 
Rincian Output Kegiatan 

Target 
Renstra 

Target 
Output DIPA 

(RO) 

Realisasi 
2022 

Kinerja 
(%) 

Administrasi 
Satker serta 
Pengawasan 
Internal Pusat 
Pengembangan 
Infrastruktur 
Wilayah Nasional 

 

Berdasarkan capaian output Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Tahun 2022 

tersebut, terdapat beberapa output utama yang menjadi output strategis BPIW. 

A. Telaahan Isu Strategis Pengembangan Infrastruktur Wilayah 2022 

Output yang diharapkan dari kegiatan telaahan isu strategis pengembangan infrastruktur wilayah 

2022 adalah menghasilkan rumusan rekomendasi kebijakan pengembangan infrastruktur PUPR 

mendukung Transformasi Ekonomi. Namun pada perjalanannya, karena adanya kebutuhan untuk 

penyusunan rencana jangka menengah infrastruktur PUPR periode 2025 – 2029, maka dilakukan 

penyesuaian isu yang akan dikaji. Adapun penyesuaian tersebut yaitu terkait dengan 1) isu 

penandaan pengarusutamaan gender (PUG) pada kegiatan Telaahan Isu Strategis; 2) isu 

infrastruktur berkelanjutan responsif keanekaragaman hayati mendukung Transformasi Ekonomi 

melalui ekonomi sirkuler; 3) isu dukungan infrastruktur PUPR terhadap perwilayahan industri; 

dan 4) rumusan rekomendasi. Ketiga isu tersebut masing-masing menghasilkan rekomendasi 

berupa: 1) Rumusan Surat Edaran Kriteria Penandaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada 

Program/Kegiatan BPIW; 2) Rumusan Rekomendasi Strategi Dukungan Infrastruktur PUPR 

Responsif Keanekaragaman Hayati; dan 3) Rumusan Rekomendasi Strategi Dukungan PUPR 

terhadap Perwilayahan Industri.  

B. Midterm Review Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020-2024 

Dalam penyusunan dan pelaksanaan sebuah Rencana Strategis, kegiatan monitoring dan evaluasi 

merupakan hal yang tak terpisahkan. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa terhadap Rencana 

Strategis K/L, perlu dievaluasi setidaknya dua kali dalam satu periode (2020-2024), yaitu pada 

pertengahan dan akhir periode, sehingga pada tahun 2022 ini perlu dilakukan evaluasi atau reviu 

Renstra Kementerian PUPR 2020-2024. Reviu ini sangat penting dilakukan dengan pertimbangan 

adanya perubahan lingkungan strategis yang sangat signifikan dan mempengaruhi pembangunan 

bidang PUPR, seperti adanya pandemi COVID-19 dan gejolak makro ekonomi global, maupun 

sejumlah kebijakan baru Pemerintah seperti adanya refocusing dan auto adjustment anggaran 

serta program direktif. 

Pelaksanaan reviu dilakukan meliputi evaluasi ex ante (untuk mengevaluasi perumusan 

permasalahan dalam menentukan sasaran, konsistensi dokumen perencanaan dan kerangka 

kerja logis yang telah disusun dalam Renstra 2020-2024), evaluasi ongoing (untuk mengevaluasi 

capaian sampai 2020, 2021, prognosis 2022 serta gap capaian sampai dengan 2024, penilaian atas 

kinerja capaian berdasarkan notifikasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku) serta evaluasi 

post ante (untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan strategis yang telah dilaksanakan, 

evaluasi penganggaran Renstra 2020-2024). 
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Tabel 4.22 Metode dan Hasil Analisis pada IKSS, IKSP, IKSK, dan Output Kinerja Renstra 
Kementerian PUPR pada periode 2020-2021 

 

Sumber: diolah dari data LAKIP Kementerian PUPR 
 

Reviu dilakukan terhadap 4 (empat) level sasaran, yaitu: Sasaran Strategis (SS), Sasaran Program 

(SP), Sasaran Kegiatan (SK), dan Output Kegiatan. Pada tiap Sasaran tersebut, capaian dapat 

terukur melalui Indikator Kinerja SS (IKSS), Indikator Kinerja SP (IKSP), dan Indikator Kinerja SK 

(IKSK). Capaian dari indikator-indikator tersebut kemudian dikelompokan menjadi 3 (tiga) 

kategori berdasarkan gap analysis, yaitu (i) “on track” (capaian >95%), (ii) “perlu kerja keras” 

(capaian 75% s/d 95%), dan (iii) “sulit tercapai” (capaian <75%). 

Sedangkan pada output kegiatan, dilakukan Important Performance Analysis (IPA) untuk 

diperoleh rekomendasi kegiatan untuk 2023-2024. Dalam metode IPA ini, setiap IKSK diukur nilai 

kinerjanya berdasarkan kinerja kumulatif hingga 2021 dan nilai kepentingannya berdasarkan 

expert judgment yang menyatakan seberapa besar kegiatan tersebut memberikan dampak 

terhadap pencapaian IKSS. 

Pengisian capaian dan prognosis capaian IKSS, IKSP, IKSK, dan Output Kegiatan serta 

penganggarannya, dikomunikasikan dan dikoordinasikan melalui beberapa kali pertemuan. Dari 

pertemuan-pertemuan tersebut, diperoleh juga isu strategis, dan permasalahan dari tiap Unit 

Organisasi. Selain itu, disampaikan juga surat formal untuk dapat menyampaikan kebutuhan data 

serta masukan untuk Midterm Review Renstra. 

Tabel 4.23 Kategori Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Sasaran Program Kementerian 
PUPR 2020-2021 

 

Sumber: diolah dari data LAKIP Kementerian PUPR 
 

Pada level strategis, hampir seluruh target IKSS pada 2020 dan 2021 terpenuhi, namun pada level 

IKSP masih terdapat beberapa capaian yang perlu kerja keras dengan tren menurun. Hal ini 

menunjukkan ketimpangan capaian antar level karena penjenjangan kinerja yang belum ideal. 

Pada IKSS, terdapat penurunan jumlah IKSS yang masuk kategori on track pada 2021 

dibandingkan dengan 2020, sehingga secara keseluruhan terdapat penurunan tren kinerja. 

 IKSS IKSP IKSK Output Kinerja 

Metode Gap analysis Important Performance Analysis (IPA) 

Hasil  

● “on track” (capaian >95%) 

● “perlu kerja keras” (capaian 75% s/d 95%) 

● “sulit tercapai” (capaian <75%) 

Rekomendasi prioritas kegiatan pada 2023-

2024 

 

KATEGORI 
JUMLAH IKSS % CAPAIAN IKSS JUMLAH IKSP % CAPAIAN IKSP 

2020 2021  2020 2021  2020 2021  2020 2021  

Mencapai Target/on track (capaian target ≥ 

95%) 
1 4 1 3 93.34 86.64 23 22 71 .87 68.74 

Perlu kerja keras untuk mencapai target 

(capaian target <95% dan ≥75%) 
1  2 6.66 1 3.33 3 3 9.38 9.38 

Target cukup sulit tercapai (capaian target < 

75%) 
0 0 0.00 0.00 6 7 1 8.75 21 .88 

  1 5 1 5   32 32   
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Sementara untuk IKSP, pada kategori target “cukup sulit tercapai” periode 2020, terdapat total 6 

(enam) IKSP, dimana 5 (lima) IKSP diantaranya adalah indikator yang menjadi kewenangan Ditjen 

SDA dan 1 (satu) IKSP milik Ditjen Pembiayaan Infrastruktur. Untuk periode 2021, terdapat total 

7 (tujuh) IKSP berkategori “cukup sulit tercapai”, dimana 5 (lima) IKSP diantaranya adalah 

kewenangan Ditjen SDA, 1 (satu) IKSP milik Ditjen Cipta Karya, dan 1 (satu) IKSP milik Ditjen 

Pembiayaan Infrastruktur. Melihat kondisi tersebut, dapat terlihat bahwa Ditjen SDA memiliki 

jumlah IKSP terbanyak pada periode 2020-2021, dengan capaian di bawah 75% sebanyak 10 

(sepuluh) IKSP. 

SS-1 Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air 

Capaian IKSS dan IKSP Ditjen Sumber Daya Air pada 2020-2021 menunjukkan tren penurunan, 

sejalan dengan semakin lebarnya gap anggaran di periode teresbut. Hingga akhir periode, 

terdapat 5 (lima) kegiatan yang perlu diprioritaskan oleh Ditjen Sumber Daya Air. Pada SS 

“Meningkatnya Ketersediaan Air melalui Infrastruktur Sumber Daya Air”, seluruh 4 (empat) IKSS 

masuk kategori memenuhi target atau “on track” pada 2020. Namun pada 2021, terdapat 1 (satu) 

IKSS yang masuk kategori “perlu kerja keras”, yaitu pada IKSS “Presentase peningkatan 

perlindungan banjir di WS kewenangan pusat”. Jika dilihat dari rerata persentase kinerja seluruh 

IKSS tersebut, terdapat penurunan sebesar -4,3%, dari 113,2% pada 2020 menjadi 108,9% pada 

2021.  

Sedangkan untuk capaian 10 (sepuluh) IKSP, baik pada tahun 2020 maupun 2021, terdapat 5 

(lima) indikator dengan kategori “on track” (capaian ≥95%) dan 5 (lima) indikator dengan kategori 

“sulit tercapai” (capaian <75%). Kelima indikator dengan kategori “sulit tercapai” tersebut adalah 

“Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun”, “Penurunan 

luas kawasan terkena dampak banjir”, “Jumlah potensi tenaga listrik dari infrastruktur sumber 

daya air”, “Jumlah penambahan luas layanan irigasi padi yang dibangun melalui APBN, APBD, dan 

DAK”, serta “Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD, dan DAK”. 

Dari penganggaran IKSS dan IKSP, terdapat gap antara rencana Renstra dengan realisasi, yaitu 

sebesar -Rp. 12,84 triliun (-29%) pada 2020 dan -Rp. 30,99 triliun (-35%) pada 2021. Kondisi ini 

menunjukkan kuatnya korelasi antara target dengan rencana penganggaran di dalam Renstra. 

Berdasarkan Important Performance Analysis (IPA) pada tingkat output kegiatan. IPA ini 

menghasilkan chart yang menunjukkan prioritas kegiatan di sisa periode (2023-2024). Prioritas 

tersebut adalah: 1) Pembangunan prasarana air baku; 2) pembangunan jaringan irigasi Air Tanah 

(JIAT); 3) pembangunan bangunan pengendali daya rusak air; 4) pembangunan tampungan air; 

dan 5) pembangunan jaringan irigasi. 

SS-2 Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan Nasional 

Seluruh IKSS dan IKSP Ditjen Bina Marga masuk kategori on track. Namun pada level output 

kegiatan, perlu upaya keras dalam pemenuhan target pembangunan jalan tol. SS “Meningkatnya 

Konektivitas Jaringan Jalan Nasional” diukur dengan 1 (satu) IKSS yaitu “Waktu Tempuh Pada 

Jalan Lintas Utama Pulau”. Capaian IKSS ini pada pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 masuk 

kategori on track (capaian ≥95%), dimana pada Tahun 2020 waktu tempuh pada jalan lintas 

utama pulau terealisasi 2.16 jam/100 km (102.31%, lebih cepat dari target 2020: 2,22 jam/100 

km) dan pada periode 2021 terealisasi sebesar 2.22 jam/100 km, lebih lambat dari target 2,19 

jam/100 km, dengan capaian kinerja sebesar 98.65%. Capaian 2020-2021 tersebut menunjukkan 

sedikit penurunan kinerja. Sedangkan pada level SP, terdapat 3 (tiga) IKSP yaitu: 1) Tingkat 
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aksesibilitas jalan nasional; 2) Rating kondisi jalan nasional; dan 3) Rating keselamatan jalan 

nasional. Seluruh capaian IKSP pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 masuk kagetori on track.   

Dalam tingkat SK, terdapat 12 (dua belas) IKSK yang terkait dengan SS untuk dilakukan IPA 

sehingga diperoleh usulan prioritas kegiatan pada 2023-2024. Dari IPA chart dapat disimpulkan 

bahwa prioritas kegiatan untuk mencapai sasaran “Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan” 

adalah: “Pembangunan Jalan Tol”. Pada SS Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan 

Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman, dan Terjangkau, tren capaian 2020-2021 

menunjukkan penurunan. SS tersebut berasal dari IKSS yang dikontribusikan oleh Ditjen Cipta 

Karya, Ditjen Perumahan, dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. 

SS-3 Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, 

Aman dan Terjangkau 

Sasaran Strategis “Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman 

Yang Layak, Aman, dan Terjangkau” diukur melalui 2 IKSS yang merupakan kontribusi dari Ditjen 

Cipta Karya, Ditjen Perumahan, dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur. Capaian seluruh IKSS pada 

Tahun 2020 adalah dengan kategori on track (capaian ≥95%) sedangkan pada Tahun 2021 satu 

IKSS masuk kategori perlu kerja keras yaitu “Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur 

permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living”.  

Namun, pada level IKSP, tidak semua sasaran terpenuhi. Dari 10 indikator, pada Tahun 2020 

sebanyak 8 IKSP masuk kategori on track (capaian ≥95%) dan 2 IKSP masuk kategori perlu kerja 

keras (capaian kinerja <95% dan ≥ 75%), sedangkan pada Tahun 2021 sebanyak 7 IKSP masuk 

kategori on track dan 3 IKSP masuk kategori perlu kerja keras. Uraian dari capaian indikator 

kinerja sasaran program yang perlu kerja keras dan sulit tercapai adalah sebagai berikut: 

1. Persampahan: Persentase rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola di perkotaan 

pada periode 2020 terealisasi 62.37% dengan capaian kinerja sebesar 81.4%. Sementara itu 

pada periode 2021 terealisasi 58.72% dengan capaian kinerja sebesar 74.13%. 

2. Sarana Prasarana Strategis: Persentase sarana prasarana strategis yang ditingkatkan 

kualitasnya pada periode 2021 terealisasi 50.27% dengan capaian kinerja sebesar 88.29%. 

3. PSU MBR: Persentase rumah MBR yang mendapat bantuan PSU pada periode 2021 terealisasi 

14.21% dengan capaian kinerja sebesar 76.85%. 

4. Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Rumah MBR: Persentase pemenuhan aksesibilitas rumah 

tangga berpenghasilan rendah yang mendapat fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan 

pada periode 2020 terealisasi 70.88% dengan capaian kinerja sebesar 70.88%. Sementara itu 

pada periode 2021 terealisasi 80.37% dengan capaian kinerja sebesar 80.37%. 

Dalam tingkat SK, 17 (tujuh belas) IKSK yang terkait dengan SS yang menjadi kewenangan Ditjen 

Cipta Karya, akan diukur nilai kinerjanya melalui IPA. Dari IPA chart, dapat disimpulkan bahwa 

prioritas kegiatan untuk mencapai sasaran Meningkatnya Infrastruktur Permukiman adalah: 1) 

pembangunan SPAM; 2) perluasan SPAM; dan 3) pembangunan dan perluasan kawasan 

permukiman; dan 4) pengelolaan drainase lingkungan. Hasil IPA ini tidak sejalan dengan capaian 

di level SP dan SS karena IPA fokus pada level Sasaran Kegiatan. Sehingga dapat ditemukan IKSK 

yang tercapai, namun hasil yang berbeda ditemukan di level SP dan SS. Sebagai contoh, 

Persampahan pada level IKSP, target tidak tercapai, sedangkan pada level IKSK, capaian melebihi 

target. 
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SS-4 Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten 

dan Profesional 

Capaian SS “Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang 

Kompeten dan Profesional” terlambat memenuhi target karena Politeknik PUPR belum aktif pada 

2020. Sasaran Strategis tersebut diukur dengan 2 (dua) IKSS. Capaian IKSS pada Tahun 2020 

sebanyak 1 sasaran masuk kategori on track (capaian kinerja ≥95%) dan 1 sasaran masuk kategori 

perlu kerja keras (capaian kinerja <95% dan ≥ 75%). Sedangkan capaian seluruh IKSS pada Tahun 

2021 adalah on track.  

Pada level SP, terdapat 2 (dua) IKSP dimana capaian pada Tahun 2020 sebanyak 1 sasaran masuk 

kategori on track (capaian kinerja ≥95%) dan 1 sasaran masuk kategori perlu kerja keras (capaian 

kinerja <95% dan ≥ 75%) sedangkan pada Tahun 2021 seluruh sasaran program kegiatan adalah 

on track. Capaian indikator sasaran program yang perlu kerja keras adalah “Tingkat 

pengembangan kompetensi SDM pendidikan vokasi bidang PUPR” pada periode 2020 terealisasi 

22.3% dengan capaian kinerja sebesar 89.20%. Kondisi tersebut disebabkan oleh belum siapnya 

Politeknik PUPR pada tahun 2020. 

Tabel 4.24 Gap Total Rencana Anggaran di dalam Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 
dengan Total DIPA PUPR 2020-2023 dan Prognosis 2024 

 

SS-5 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya 

Seluruh Capaian SS Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR Dan Tugas Teknis 

Lainnya masuk kategori on track, meskipun anggaran DIPA lebih rendah daripada Renstra SS 

tersebut diukur dengan 6 (enam) IKSS dengan capaian indikator pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 

seluruhnya dengan kategori on track (capaian kinerja ≥ 95%). IKSS tersebut merupakan kontribusi 

dari semua Unit Organisasi. Pada Unit Organisasi teknis (SDA, CK, BM, dan Perumahan), kontribusi 

berasal dari kegiatan “Dukungan Manajemen”. Sedangkan pada Setjen, Itjen, DJPI, DJBK, BPSDM, 

dan BPIW, SS ini menjadi outcome utama. 

UNIT ORGANISASI 

TOTAL RENCANA 

ANGGARAN RENSTRA 

(JUTA RUPIAH) 

TOTAL DIPA 2020-

2023 DAN 

PROGNOSIS 2024 

(JUTA RUPIAH) 

%GAP 

Ditjen SDA 397,201,523 261,315,793 -34,21 

Ditjen Bina Marga 290,514,594 276,562,743 -4,80 

Ditjen Cipta Karya 125,256,543 105,992,668 -15,38 

Ditjen Perumahan 57,157,253 47,524,669 -16,85 

Ditjen Bina Konstruksi 4,365,750 3,392,479 -22,29 

Ditjen Pembiayaan Infrastruktur 4,706,394 2,798,087 -40,55 

BPIW 1,644,896 880,734 -46,46 

BPSDM 4,179,420 2,042,907 -51,12 

Setjen 3,402,199 2,920,069 -14,17 

Itjen 621,880 497,401 -20,02 

Total 889,050,452 703,927,550 -20,82 
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IKSP meliputi 6 indikator dengan capaian pada Tahun 2020 seluruhnya adalah on track sedangkan 

capaian pada Tahun 2021 sebanyak 5 indikator dengan capaian on track dan 1 indikator dengan 

capaian sulit tercapai. Indikator yang sulit tercapai tersebut adalah “Tingkat ketersediaan KPBU 

infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem 

Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif” yang terealisasi 61.66% dari target 

100%. 

Namun perlu diperhatikan bahwa penganggaran pada Unit Organisasi utama yang berkontribusi 

ke Sasaran Strategis ini hampir semuanya memiliki gap anggaran Renstra-DIPA yang cukup 

signifikan. Pada 2020-2023, hanya dua Unit Organisasi yang memiliki DIPA lebih tinggi daripada 

Renstra, yakni BPIW pada 2020 (+6,35 miliar rupiah) dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur pada 

2022 (+418,89 miliar rupiah). Terdapat 2 (dua) kemungkinan yang menyebabkan kondisi ini, yaitu 

pertama, penyesuaian kualitas output dengan anggaran yang lebih rendah. Atau kedua, 

perhitungan yang kurang tepat pada kebutuhan anggaran Renstra untuk memenuhi output. 

Sebagian besar Capaian Output Utama Kementerian PUPR 2020-2021 tidak memenuhi target. 

Dari total 20 target, terdapat 13 target yang tidak terpenuhi pada 2020 dan 10 target pada 2021. 

Berdasarkan isu-isu dan permasalahan yang dikumpulkan dari tiap Unit Organisasi, kondisi 

tersebut sebagian besar disebabkan oleh refocusing anggaran serta kesiapan proyek seperti 

dokumen perencanaan dan lahan. Adanya delay dalam pemenuhan target ini akan 

mengakibatkan semakin besarnya biaya investasi yang diperlukan. Selain itu, keterlambatan 

pemenuhan kebutuhan dasar juga akan merugikan Pemerintah karena meningkatnya biaya 

kesehatan publik dan logistik. 

Tabel 4.25 Capaian Output Utama Terkait Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Air Melalui 
Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun 2020-2021 

No IKSS/IKSP/IKSK Satuan 

2020 2021 

Target 

Renstra 
Capaian 

Kinerja 

(%) 

Target 

Renstra 
Capaian 

Kinerja 

(%) 

1 
Bendungan 

dibangun 
Unit 45 

46 
 (46 

ongoing, 3 
diantaran
ya selesai) 

- 50 

44  
(43 

ongoing 
dan 1 

baru, 11 
diantaran
ya selesai) 

- 

2 
Ketersediaan 

Air Baku 

m3/ 

detik 
4,10 2,52 61,46 9 4,6 51,11 

3 
Pembangunan 

Daerah Irigasi 
Ha 45.000 21.851 48.56 80.000 22.958 28,70 

4 
Rehabilitasi 

Jaringan Irigasi 
Ha 80.000 208.909 261,14 402.500 364.510 90,56 

5 
Pembangunan 

Embung 
Buah 70 62 88.57 100 43 43,00 

6 

Pengendalian 

Sedimen dan 

Lahar 

Buah 26 48 184.62 32 56 175,00 
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No IKSS/IKSP/IKSK Satuan 

2020 2021 

Target 

Renstra 
Capaian 

Kinerja 

(%) 

Target 

Renstra 
Capaian 

Kinerja 

(%) 

7 

Pengendali 

Banjir dan 

Pengaman 

Pantai 

Km 176,4 114,8 65,08 370,0 390,0 105,41 

 

Tabel 4.26 Capaian Output Utama Terkait Sasaran Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan 
Nasional Tahun 2020-2021 

No IKSS/IKSP/IKSK Satuan 

2020 2021 

Target 

Renstra 
Capaian 

Kinerja 

(%) 

Target 

Renstra 
Capaian 

Kinerja 

(%) 

1. 
Pembangunan 

Jalan Baru 
Km 458,6 255,46 55,70 590,9 721,29 122,07 

2. 
Jalan Tol yang 

Beroperasi 
Km 338,4 246,0 72,70 346,2 122,9 35,50 

3. 
Pembangunan 

Jembatan 
m 18.624,3 7.788,1 41,82 3,374,9 27,708,4 821,01 

4. 

Pembangunan 

Flyover/ 

Underpass 

m 2.815 1.081 38,40 8.948,9 2.321 25,94 

 

Tabel 4.27 Tabel Capaian Output Utama Infrastruktur Permukiman dan Perumahan 2020-2021 

No IKSS/IKSP/IKSK Satuan 

2020 2021 

Target 

Renstra 
Capaian 

Kinerja 

(%) 
Target Capaian 

Kinerja 

(%) 

Ditjen Cipta Karya 

1 
Pembangunan dan 

Peningkatan SPAM 
Lt/detik 1.530 61,5 4,02 4.975 2.065 41,50 

2 
Pengelolaan Air 

Limbah 
KK 104.000 336.236 323,30 331.000 386.813 116,86 

3 
Penanganan 

Persampahan 
KK 411.000 559.220 136,06 684.000 1.195.953 174,85 

4 
Penanganan Kawasan 

Kumuh 
Ha 920 262 28,48 3.751 4.194,99 111,83 

5 

Pembangunan & 

Rehabilitasi Prasarana 

& Sarana Pendidikan, 

Olahraga (termasuk 

venue PON), dan 

Pasar 

 

unit 1.437 472 32,84 1.344 1.566 116,52 

Ditjen Perumahan 

1 
Fasilitasi Rumah 

Swadaya Bagi MBR 
Unit 230.550 233.298 101,19 81.000 127.091 156,90 
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No IKSS/IKSP/IKSK Satuan 

2020 2021 

Target 

Renstra 
Capaian 

Kinerja 

(%) 
Target Capaian 

Kinerja 

(%) 

2 
Pembangunan Rumah 

Khusus 
Unit 822 1.575 191,61 2.440 3.311 135,70 

3 Pembangunan Susun Unit 1.171 823 70,28 7.982 7.024 88,00 

4 PSU Unit 8.500 11.514 135,46 40.000 25.765 64,41 
 

Kementerian PUPR telah mengimplementasikan konsep pengarusutamaan gender, perubahan 

iklim, dan bencana alam melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Namun, perlu 

dievaluasi kontribusinya secara kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan aplikasi i-eMonitoring 

Kementerian PUPR, Pada TA 2021, terdapat anggaran senilai Rp9,9 triliun dan Rp12,1 triliun pada 

TA 2022 yang ditujukan untuk pengarusutamaan. Akan tetapi, berdasarkan FGD 

Pengarusutamaan dalam Renstra yang dilaksanakan, dampak terhadap kesetaraan gender, 

perubahan iklim, dan bencana alam masih belum terukur.  

Tabel 4.28 Pagu Tematik Pengarusutamaan TA 2020-2021 

No Program Tematik 

TA 2020 TA 2021 

Jumlah 
Paket 

Pagu (Rp) 
Jumlah 
Paket 

Pagu (Rp) 

1. RAN API  4 927.202.000 334 6.855.671.311.000 

2. RAN MAPI  37 1.573.886.723.000 13 3.947.458.661.000 

3. 
Pengarusutamaan 
Gender 

1.605 5.584.849.944.000 135 71.138.455.000 

4. Paket Kebencanaan 142 1.727.547.528.000 61 389.578.620.000 

5. 
Pemulihan Pasca 
Bencana 

168 1.017.527.547.000 53 918.511.632.000 

 Total 1956 9.904.738.944.000 463 12.185.221.595.000 

 
Secara umum, sepanjang periode 2020-2021 pembangunan infrastruktur PUPR banyak 

dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 baik dari sisi anggaran yang mengalami refocusing yang 

akhirnya berdampak terhadap capaian kinerja akibat pembatasan kegiatan. Dengan tingginya 

suku bunga dan inflasi global, kondisi serupa dapat terjadi di sisa periode Renstra. Kondisi 

tersebut perlu direspon dengan strategi optimalisasi penggunaan anggaran dan prioritisasi 

pembangunan infrastruktur PUPR. Kebijakan OPOR yang dicanangkan Bapak Menteri PUPR dapat 

meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran. Supaya kegiatan OPOR dapat lebih tepat 

sasaran, maka diusulkan kepada semua Unit Organisasi teknis untuk mendata pemanfaatan dan 

operasionalisasi dari seluruh aset Kementerian PUPR. Kemudian untuk prioritisasi pembangunan 

infrastruktur, diharapkan seluruh Unit Organisasi teknis dapat mengacu ke RPIW yang disusun 

BPIW. 

Selain itu, Kementerian PUPR juga mendapatkan amanat direktif Pimpinan Nasional yang 

beberapa diantaranya tidak berkontribusi dan tidak dapat diklaim sebagai capaian kinerja 

Kementerian PUPR di Renstra, sebagai contoh Pencetakan Sawah, Pembangunan Jembatan 

Gantung, persiapan penyelenggaraan Acara Internasional, Pembangunan Rusun bagi Perguruan 

Tinggi dan LPKB, dan sebagainya. Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan ke depannya 

adalah: 1) Menyusun standar dan pedoman perihal klasifikasi kegiatan direktif yang dapat 
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dikerjakan dan berkontribusi bagi sasaran Kementerian PUPR; 2) Menyusun sasaran kinerja 

Kementerian PUPR yang adaptif terhadap direktif pimpinan nasional. Hal ini dapat dilakukan 

melalui penambahan output khusus di Renstra PUPR periode selanjutnya yang menjadi payung 

bagi kegiatan direktif yang telah diselesaikan; dan 3) Menyediakan dukungan dan sumber daya 

yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan direktif. Sebagai contoh, Pencetakan Sawah 

memerlukan kompetensi khusus dalam bidang Pertanian. 

Kemudian, isu selanjutnya adalah kesiapan readiness criteria seperti penyediaan lahan, dokumen 

perencanaan, serta dokumen lingkungan.  Isu-isu tersebut muncul di semua sektor fisik 

Kementerian PUPR, sehingga perlu disiapkan perencanaan khusus untuk mengatasi isu ini. 

Mengembangkan rencana pembangunan infrastruktur yang realistis perlu mempertimbangkan 

ketersediaan lahan dan sumber daya pendukung, serta syarat regulasi dan jangka waktu hingga 

perizinan disetujui. Untuk itu, diperlukan koordinasi secara intens dengan pemangku kebijakan 

seperti pemerintah daerah, masyarakat, dan badan usaha. Selain itu, perlu juga dilakukan reviu 

secara menyeluruh terhadap regulasi yang berkaitan dengan penyediaan lahan dan transfer aset.  

Transfer dan Pengelolaan Aset – Isu ini muncul pada Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan. 

Capaian pada level strategis di Ditjen tersebut rendah karena indikator yang digunakan 

merupakan kewenangan daerah, seperti Sambungan Rumah (SR) pada penyediaan air bersih 

(Ditjen CK) atau keterhunian Rumah Susun (Ditjen Perumahan). Beberapa rekomendasi terkait 

isu ini antara lain: (1) Mengembangkan kebijakan transfer aset secara khusus, (2) Menegosiasikan 

dan mengikat perjanjian dengan calon pengelola aset, (3) Mengidentifikasi dan mengevaluasi 

pemanfaatan aset-aset, dan (4) Melakukan pelatihan SDM untuk mengelola aset secara baik. 

Khusus pada isu peningkatan keterhunian Rumah Susun, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur dapat 

mendorongnya dengan memberikan insentif untuk kemudahan dalam memiliki rumah susun. 

C. Kajian Awal Penjenjangan Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran Kementerian PUPR, maka diperlukan organisasi 

yang selaras dengan upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 

Kementerian PUPR 2020-2024. Organisasi yang disusun diharapkan dapat menjawab segala 

perubahan lingkungan strategis, sehingga tujuan dari Kementerian PUPR dapat berjalan secara 

efektif dan efisien. 

Peta Strategis tersebut kemudian perlu dijabarkan ke dalam Struktur Kinerja Kementerian PUPR 

yang lebih detail menjelaskan sasaran di masing-masing level entitas kinerja. Visi Kementerian 

PUPR merupakan ultimate goals dari seluruh sasaran entitas kinerja yang ada. Kemudian, 

berdasarkan Redesain Perencanaan dan Pemrograman yang dilakukan oleh Kementerian 

PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, bersama seluruh kementerian/lembaga/pemerintah 

daerah terdapat 5 Program yang dijalankan Kementerian PUPR, yang dijabarkan ke dalam 5 

Sasaran Strategis (SS), 5 Sasaran Program (SP), dan 50 Kegiatan. 
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Gambar 4.13 Peta Strategis Kementerian PUPR 

 
Sasaran Strategis yang ada belum secara jelas menggambarkan penjenjangan kinerja dari 

Kementerian PUPR. Lima Sasaran Strategis yang ada dalam dokumen Renstra Kementerian PUPR 

2020-2024 merupakan hasil penyederhanaan berdasarkan Redesain Perencanaan dan 

Pemrograman yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, 

bersama seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Penyederhanaan ini berimplikasi 

pada tidak terlihatnya kinerja yang dilakukan Kementerian PUPR pada lima Sasaran Strategis yang 

ada. Lima Sasaran Strategis tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Sasaran Program (SP), dan 

50 Kegiatan. 

Gambar 4.14 Struktur Kinerja Kementerian PUPR 
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Berdasarkan Rapat Koordinasi Penyusunan Cascading Kinerja Kementerian PUPR pada tanggal 29 

Juli 2022 bersama dengan seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR, 

penyempurnaan Cascading Kinerja Kementerian PUPR dilaksanakan dengan mengacu pada hal-

hal sebagai berikut: 

1. Sehubungan dengan adanya rekomendasi LHE RB dan SAKIP dari Kementerian PAN RB perihal 

cascading kinerja Kementerian PUPR, maka dilakukan reviu yang bertujuan menyempurnakan 

cascading kinerja tersebut. 

2. Penyempurnaan cascading Kinerja bertujuan untuk terciptanya hubungan logis dari hierarki 

sasaran kinerja yang ada Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan. 

3. Penyempurnaan tersebut dilakukan dengan menambah, mereposisi, maupun memperbarui 

nomenklatur dari sasaran kinerja eksisting dalam Renstra PUPR 2020-2024. 

4. Kajian ideal ini belum dapat ditindaklanjuti dengan Revisi Renstra Kementerian PUPR 2020-

2024 karena adanya persyaratan persyaratan untuk melakukan revisi Renstra Kementerian 

sesuai amanat Permen PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan 

Renstra K/L 2020 2024 yaitu jika terdapat peraturan perundangan yang mengamanatkan 

perubahan Renstra, adanya perubahan struktur organisasi dan mendapat pertimbangan dari 

Kementerian PPN/Bappenas. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, berikut Sasaran Strategis beserta IKSS dengan 

mempertimbangkan kaidah cascading kinerja ideal sebagaimana terangkum pada Tabel Sasaran 

Strategis dalam Cascading Kinerja Ideal di bawah. Secara garis besar, jumlah Sasaran Strategis 

bertambah, dari 5 (lima) menjadi 11 (sebelas). Selain itu, terdapat juga perubahan nomenklatur 

Sasaran Strategis. 

Gambar 4.15 Sasaran Strategis dalam Cascading Kinerja Ideal 

No Sasaran Strategis Unit Organisasi IKSS Keterangan 

1. Meningkatnya 
ketahanan sumber 
daya air untuk 
mendukung 
pengembangan 
ekonomi dan 
pelayanan dasar 

Direktorat 
Jenderal 
Sumber Daya 
Air 

1. Persentase capaian 
pemanfaatan 
kapasitas air baku 
untuk air bersih (%) 

2. Kapasitas tampung 
per kapita (juta 
m3/kapita) 

3. Persentase Layanan 
Jaringan Irigasi (%) 

4. Persentase Kawasan 
terlindungi dari daya 
rusak air (%) 

5. Terjaganya layanan 
infrastruktur sumber 
daya air (%) 

6. Persentase hasil 
rekayasa teknologi 
bidang sumber daya 
air yang 
dimanfaatkan (%) 

 

Perubahan nomenklatur 
SS bertujuan untuk 
menggambarkan secara 
lebih jelas strategic 
outcome Ditjen Sumber 
Daya Air. 
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No Sasaran Strategis Unit Organisasi IKSS Keterangan 

2 Meningkatnya luas 
kawasan yang 
terlindungi dari 
bencana lumpur 
Sidoarjo 

Direktorat 
Jenderal 
Sumber Daya 
Air 

Presentase pengendalian 
lumpur Sidoarjo (%) 

Tambahan SS untuk 
dapat menggambarkan 
secara lebih jelas outcome 
strategis dari kegiatan 
yang telah dilakukan oleh 
Kementerian PUPR dalam 
penugasan khusus 
penanganan Lumpur 
Sidoarjo. 
Selama ini, dalam Renstra 
PUPR 2020-2024 hanya 
terdapat dalam IKSP. 

3 Meningkatnya 
konektivitas 
jaringan jalan 
nasional 

Direktorat 
Jenderal Bina 
Marga 

Waktu Tempuh Jaringan 
Jalan Nasional (Waktu 
tempuh pada jalan lintas 
utama pulau - 1,9 jam per 
100 km) 

Tidak ada perubahan 

4. Meningkatnya 
Penyediaan Akses 
Perumahan dan 
Infrastruktur 
Permukiman yang 
layak, aman, dan 
terjangkau 

Direktorat 
Jenderal Cipta 
Karya 

Persentase peningkatan 
pelayanan infrastruktur 
permukiman yang layak 
dan aman melalui 
pendekatan smart living 
(%) 

Tidak ada perubahan. 
Tetap memasukkan 
‘Akses Perumahan’ untuk 
menampung kegiatan 
penanganan kumuh 

5. Meningkatnya 
pemenuhan 
bantuan PSU 
terhadap Rumah 
MBR 

Direktorat 
Jenderal 
Perumahan 

Persentase pemenuhan 
bantuan PSU terhadap 
Rumah MBR (%) 

Tambahan SS, untuk 
dapat menggambarkan 
secara lebih jelas 
outcome strategis dari 
kegiatan yang telah 
dilakukan oleh 
Kementerian PUPR dalam 
kegiatan yang spesifik 
untuk pemenuhan 
bantuan PSU terhadap 
rumah MBR  

6. Meningkatnya 
Penyediaan Akses 
Perumahan Yang 
Layak, Aman, dan 
Terjangkau 

Direktorat 
Jenderal 
Pembiayaan 
Infrastruktur 
Pekerjaan 
Umum dan 
Perumahan 

Persentase pemenuhan 
kebutuhan rumah layak 
huni (%) 

Tambahan SS, agar dapat 
menggambarkan secara 
spesifik kinerja dari Ditjen 
Perumahan dan Ditjen 
Pembiayaan Infrastruktur 
PUP untuk mendukung 
meningkatnya akses 
penyediaan perumahan. 
Khusus Ditjen 
Pembiayaan Infrastruktur 
PUP yaitu melalui fasilitasi 
dan bantuan pembiayaan 
perumahan.  
Nomenklatur SS ini secara 
spesifik memisahkan 

Direktorat 
Jenderal 
Perumahan 
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No Sasaran Strategis Unit Organisasi IKSS Keterangan 

outcome strategis dari 
Ditjen Cipta Karya. 

7. Meningkatnya 
Pemenuhan 
Pembiayaan 
Infrastruktur 
Pekerjaan Umum 
dan Perumahan 

Direktorat 
Jenderal 
Pembiayaan 
Infrastruktur 
Pekerjaan 
Umum dan 
Perumahan 

Tingkat Pemenuhan 
Investasi/Pembiayaan 
Infrastruktur Pekerjaan 
Umum dan Perumahan 
yang didukung sistem, 
kebijakan dan strategi 
pembiayaan yang efisien 
dan efektif 

Tambahan SS, agar dapat 
menggambarkan kinerja 
secara spesifik dari Ditjen 
Pembiayaan Infrastruktur 
PUP melalui skema 
pembiayaan non-APBN. 

8. Meningkatnya 
Keandalan Sumber 
Daya Konstruksi 

Direktorat 
Jenderal Bina 
Konstruksi 

Tingkat Keandalan 
Sumber Daya Konstruksi 

Tambahan SS, agar dapat 
menggambarkan secara 
spesifik kinerja dari Ditjen 
Bina Konstruksi dalam 
meningkatkan tertib 
penyelenggaraan, 
dukungan rantai pasok, 
dan kinerja kelembagaan 
jasa konstruksi. 

9. Meningkatnya 
Pemenuhan 
Kebutuhan SDM 
Vokasional Bidang 
Konstruksi yang 
Kompeten dan 
Profesional 

Direktorat 
Jenderal Bina 
Konstruksi 

Tingkat Pemenuhan 
Kebutuhan SDM 
Vokasional Bidang 
Konstruksi yang 
Kompeten dan 
Profesional 

Tidak Ada Perubahan 

Badan 
Pengembangan 
Sumber Daya 
Manusia 

Tingkat Pemenuhan 
Kebutuhan SDM 
Vokasional Bidang 
Konstruksi yang 
Kompeten dan 
Profesional 

Tidak Ada Perubahan 

10. Meningkatnya 
Keselarasan 
Dukungan 
Infrastruktur di 
Kawasan Strategis 

Badan 
Pengembangan 
Infrastruktur 
Wilayah 

Tingkat Keselarasan 
Dukungan Infrastruktur di 
Kawasan Strategis 

Tambahan SS, agar dapat 
menggambarkan secara 
spesifik kinerja dari Badan 
Pengembangan 
Infrastruktur Wilayah 
dalam menyelaraskan 
program dukungan 
infrastruktur PUPR 
dengan pengembangan 
kawasan strategis 
prioritas dan target-target 
pemerintah 

11. Meningkatnya 
Kualitas Tata Kelola 
Kementerian PUPR 
dan Tugas Teknis 
Lainnya dengan 
Indikator Kinerja 

Seluruh Unit 
Organisasi 
Kementerian 
PUPR 

Tingkat Kualitas Tata 
Kelola Kementerian PUPR 

 

Tidak ada perubahan 

Inspektorat 
Jenderal 

Persentase Kualitas 
Pengawasan Intern dalam 
Penyelenggaraan 
Infrastruktur; 

Tidak ada perubahan 
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Sebagaimana salah satu rekomendasi dari Kementerian PAN-RB di dalam LHE RB 2021, 

penjenjangan kinerja Kementerian PUPR dinilai belum memenuhi model logis yang tepat. Secara 

detail, perlu penyempurnaan proses penjenjangan (cascading) kinerja yang telah disusun dengan 

memperhatikan kesesuaian hubungan kausalitas antar level jabatan dan permasalahan (critical 

success factor) yang mempengaruhi pencapaian kinerja dan diuraikan sampai ke level kinerja 

operasional. Penyempurnaan ini telah dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Permen 

PANRB No. 89/2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Gambaran umum 

penyempurnaan tersebut telah tergambar pada tabel-tabel perubahan tersebut di atas. 

Sebelum dilakukan penyempurnaan, tidak tampak kesesuaian hubungan kausalitas antar level 

jabatan, yaitu pada level strategis, taktikal, dan operasional. Pada level strategis, terdapat 

ultimate outcome yang tertuang ke dalam Sasaran Strategis Kementerian, kemudian level taktikal 

pada Sasaran Program, serta level operasional pada Sasaran Kegiatan. Hubungan kausalitas antar 

level jabatan tersebut akan menggambarkan kontribusi dari level individual hingga ke level 

Menteri.  

Permen PANRB No. 89 Tahun 2021 mengamanatkan untuk tidak menghubungkan terlebih dahulu 

dengan komponen perencanaan (SS, SP, dan SK) serta hierarki organisasi. Maksud dari hal 

tersebut adalah untuk dapat menjenjangkan semua tugas dan fungsi sebuah kementerian hingga 

ke level individu, kemudian dapat disusun struktur organisasi yang ideal. Namun untuk lebih 

mudah memahami, ketiga level tersebut dapat diartikan sebagai kinerja dari Menteri (Strategis), 

Eselon I (Taktikal), dan Eselon II ke bawah (Operasional). Untuk menggambarkannya, disusun 

pohon kinerja setiap Unit Organisasi di Kementerian PUPR, beserta detail narasi untuk 

menjelaskan hubungan kausalitas antar sasaran dan indikator, sebagaimana yang tertuang pada 

sub-bab berikut. 

Analisis Perbaikan Cascading dan Pohon Kinerja: 

1. Menyempurnakan kerangka logis seperti yang tercantum dalam Permen PANRB No. 89 tahun 

2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, di level strategic, tactical dan 

operasional; 

2. Melengkapi dan menyempurnakan Sasaran Strategis, Sasaran Program maupun Sasaran 

Kinerja beserta indikator sasarannya; 

3. Menerjemahkan pohon kinerja organisasi ke distribusi jabatan/individu. 

D. Penyelenggaraan Keterpaduan dan Sinkronisasi Program Tahunan Infrastruktur PUPR 

Infrastruktur  memainkan  peranan  penting  dalam  pembangunan  ekonomi, terutama  di  negara  

sedang  berkembang  seperti  Indonesia,karena  ketersediaan infrastruktur yang berkualitas 

merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah.  Namun  dalam  

pelaksanaannya,  pembangunan  infrastruktur seringkali  menghadapi  berbagai  tantangan  

antara  lain  kebutuhan  pendanaan  yang besar,  pengadaan  tanah,  persiapan  proyek,  dll.  

Pembangunan  infrastruktur  yang berkualitas  tidak  lepas  dari  proses  perencanaan  dan  

penyiapan  program  yang dilakukan secara cermat dan matang.  Untuk melaksanakan tugas 

perencanaan dan pemrograman  Bidang  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  (PUPR),  

Menteri PUPR  menugaskan  Badan  Pengembangan  Infrastruktur  Wilayah  (BPIW)  sebagai 

penjuru program infrastruktur PUPR melalui pendekatan pengembangan wilayah. Dalam 

mewujudkan hal tersebut, penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PUPR dihadapkan pada 
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berbagai isu terkait dengan sinkronisasi program antar unit organisasi,  lintas  

Kementerian/Lembaga  besarnya  kebutuhan  pendanaan, pengadaan  tanah,  dan  lain  

sebagainya.  

Untuk  itu,  pembangunan  infrastruktur  perlu dilaksanakan  secara  terpadu  melalui  pendekatan  

pembangunan  kewilayahan. Diharapkan  fokus  sasaran  pembangunan  infrastruktur  dengan  

pendekatan kewilayahan akan berdampak pada peningkatan pelayanan infrastruktur sebagai 

daya ungkit dan tulang punggung pertumbuhan ekonomi. Merujuk  pada  berbagai  informasi  di  

atas,  diperlukan  suatu  perumusan  program prioritas  nasional  pembangunan  infrastruktur  

PUPR  yang  dapat  menjadi  arahan pemrograman  kedepan  untuk  mendorong  peningkatan  

keterpaduan,  sinergitas, efektivitas, dan efisiensi pemanfaatan sumber pembiayaan 

pembangunan terpadu dan mendorong pembangunan infrastruktur masing-masing direktorat 

teknis Sumber Daya Air,  Bina  Marga,  Cipta  Karya,  dan  Perumahan  yang  terintegrasi  dengan  

tujuan pengembangan wilayahnya.   

Adanya  Forum  Rakorbangwil  Bidang  PUPR  diharapkan  dapat  mengoptimalkan sinkronisasi  

pembangunan  infrastruktur  PUPR  dengan  infrastruktur  non- PUPR/pengembangan  kawasan  

dalam  rangka  pemenuhan  target-target pengembangan  wilayah.  Perlu  juga  menjadi  catatan    

bahwa  pemanfaatan  beberapa infrastruktur  eksisting  saat  ini  masih  kurang  maksimal  bahkan  

ada  yang  tidak termanfaatkan karena regulasi pemanfaatan yang belum jelas. Sehingga 

kedepannya perlu  diperhatikan  terkait  dengan  kejelasan  pemanfaatan  infrastruktur  yang    

harus ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait yang berhubungan. Rakorbangwil  

Bidang  PUPR    merupakan  forum  sinkronisasi  dan  koordinasi. rencana  pengembangan  

infrastruktur  PUPR.  Kesepakatan  rencana  program  sektor yang  terpadu  berbasis  kewilayahan  

sebagai  keluaran  forum  Rakorbangwil  Bidang PUPR  diharapkan  dapat  memberikan  daya  

ungkit  besar  dalam  pemerataan  dan pertumbuhan  ekonomi  wilayah  yang  difokuskan  pada  

kawasan  strategis  prioritas, khususnya yang memerlukan dukungan Kementerian PUPR. 

Kegiatan Rakorbangwil Bidang PUPR dimaksudkan sebagai wadah perumusan arah  kebijakan  

dan  strategi  pembangunan  infrastruktur  PUPR  jangka  panjang nasional  yang  dipertajam  

dengan  prioritisasi  jangka  menengah  2020-2024  hingga prioritas tahun 2022. Tujuan dari 

kegiatan ini yaitu: 

1. Forum koordinasi antara Kementerian PUPR dengan Kementerian/Lembaga terkait yang 

bertujuan untuk meyinkronkan pembangunan infrastruktur PUPR dengan program non PUPR 

dalam rangka percepatan pengembangan wilayah. 

2. Desk Rakorbangwil bertujuan untuk membahas dan menyepakati kawasan prioritas quick 

wins (kawasan strategis prioritas yang jika diintervensi PUPR akan memberikan nilai tambah 

pada keberfungsian dan penyelesaian masalah kawasan serta menjadi fondasi 

pengembangan kawasan ke depan) dan kebutuhan OPOR infrastruktur PUPR TA 2024. 

3. Pembahasan meliputi prioritas kawasan serta  rencana  program  yang bersifat  strategis  

untuk  disinkronkan  dalam  forum  lintas  pemangku kepentingan. 

4. Menghasilkan Berita Acara Kesepakatan Rakorbangwil Bidang PUPR yang berisi kesepakatan 

program pengembangan infrastruktur wilayah untuk tahun 2022 di kawasan yang 

diprioritaskan. 

Sasaran  utama  penyelenggaraan  Rakorbangwil  Bidang  PUPR  adalah  untuk menyelaraskan  

prioritas  pengembangan  wilayah  dan  infrastruktur  PUPR  dengan prioritas nasional strategis, 

dari perspektif perencanaan pembangunan dan tata ruang nasional serta menjalin komitmen 
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antara stakeholders pengembangan kawasan (K/L terkait)  sehingga  dukungan  infrastruktur  

yang  telah  dibangun  maupun  yang  akan diprogramkan pada kawasan strategis dapat berfungsi 

dan bermanfaat optimal. 

Rapat/sesi Desk Rakorbangwil yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Rakorbangwil  

telah  dilaksanakan  sesuai  rencana  dan  telah  dilakukan pembahasan  substansi  dalam  desk  

Rakorbangwil  yang  difokuskan  untuk menelaah  rencana  dan  kesiapan  pengembangan  

kawasan  untuk mendapatkan dukungan program PUPR, terutama kawasan industri, kawasan 

ekonomi  khusus  (KEK),  dan  kawasan  wisata.  Selain  itu dibahas pula arahan program 

Kementerian PUPR yang dapat disinergikan dengan pemerintah daerah dan 

Kementerian/Lembaga (K/L) lain. 

Dari 118 Kawasan Prioritas yang telah disepakati antara Kementerian PUPR dan Bappenas  

terdapat  6  kawasan  yang  ditangguhkan  penanganannya diantaranya 4 Daerah Tertinggal dan 

2 KPPN. Sehingga, kawasan prioritas hasil Rakorbangwil yang akan ditangani TA 2023 menjadi 112 

Kawasan. Untuk mendukung 112 Kawasan Prioritas tersebut, dari 392 kebutuhan program, 

terdapat 157 program yang ditangguhkan. Dengan demikian jumlah program baru  yang  

diperuntukkan  untuk  mendukung  kawasan  prioritas  menjadi  235 program. 

Hasil pembahasan di atas telah disepakati oleh para pejabat yang ditugaskan oleh  Kepala  

Bappeda/Bapelitbangda  dan  perwakilan  dari  K/L  terkait. Terdapat beberapa usulan program 

dari beberapa provinsi yang menjadi bagian dari  notulensi  desk,  namun  tidak  menjadi  bagian  

dari  kesepakatan.  Hal  ini mengingat usulan daerah yang akan menjadi prioritas adalah usulan 

program yang  disampaikan  melalui  Rapat  Koordinasi  Gubernur  (Rakorgub)  yang direncanakan 

akan diselenggarakan oleh Bappenas pada bulan Maret 2022. 

Gambar 4.16 Distribusi 112 Kawasan Prioritas TA 2023 

 

Dukungan  Infrastruktur  PUPR  di  kawasan  prioritas  TA.2023  ditindaklanjuti dengan 

pembahasan  perencanaan/pelaksanaan  teknis  program di  masing-masing Unit Organisasi di 
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lingkungan Kementerian PUPR dan dibahas lebih lanjut  pada  Konsultasi  Regional  PUPR  (Konreg)  

tahun  2022  untuk perencanaan program TA. 2023 untuk menjadi bahan RKP tahun 2023. 

4.1.4.3 Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I 

Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I mendukung Sasaran Kegiatan (SK 1) 

Meningkatnya Pelaksanaan Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR” 

melalui Indikator Kinerja Tingkat Kesesuaian Penanganan Kawasan Prioritas Melalui Perencanaan 

dan Pemrograman Infrastruktur PUPR di Pulau Sumatera dan Kalimantan, dengan 4 (empat) 

output utama yang targetnya sebagaimana tercantum dalam DIPA. 

Seluruh output pada Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I tersebut berkinerja 

sangat memuaskan. Rincian capaian output dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.29 Rincian Capaian Output Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I 

No 
Output 

(Renstra) 
Rincian Output Kegiatan 

Target 

Renstra 

Target 

Output DIPA 

(RO) 

Realisasi 

2022 

Kinerja 

(%) 

1 

Rencana dan 

Program 

pengembangan 

infrastruktur 

wilayah di 

Wilayah I  

Program 

Tahunan 

Wilayah Pulau 

Sumatera 

Bagian Utara 

Sinkronisasi 

dan 

Penyusunan 

Prioritasi 

Program 

Tahunan 

Wilayah Pulau 

Sumatera 

Bagian Utara 

17 

2 

Rekomendasi 

Kebijakan 

2 

Rekomendasi 

Kebijakan 

100 

Konsultan 

Manajemen 

Pengembangan 

Infrastruktur 

Wilayah 

Sumatera 

Bagian Utara 

Program 

Tahunan 

Wilayah Pulau 

Sumatera 

Bagian Selatan 

Sinkronisasi 

dan 

Penyusunan 

Prioritasi 

Program 

Tahunan 

Wilayah Pulau 

Sumatera 

Bagian Selatan 

2 

Rekomendasi 

Kebijakan 

2 

Rekomendasi 

Kebijakan 

100 

Konsultan 

Manajemen 

Pengembangan 

Infrastruktur 

Wilayah 
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No 
Output 

(Renstra) 
Rincian Output Kegiatan 

Target 

Renstra 

Target 

Output DIPA 

(RO) 

Realisasi 

2022 

Kinerja 

(%) 

Sumatera 

Bagian Selatan 

Program 

Tahunan 

Wilayah Pulau 

Kalimantan 

Sinkronisasi 

dan 

Penyusunan 

Prioritasi 

Program 

Tahunan 

Wilayah Pulau 

Kalimantan 

2 

Rekomendasi 

Kebijakan 

2,00 100 

Konsultan 

Manajemen 

Pengembangan 

Infrastruktur 

Wilayah 

Kalimantan 

Rencana 

Pengembangan 

Infrastruktur 

Koridor 

Pertumbuhan 

dan Koridor 

Pemerataan 

Sumatera 

Bagian Utara 

Penyusunan 

Rencana 

Pengembangan 

Infrastruktur 

Koridor 

Pertumbuhan 

dan Koridor 

Pemerataan 

Sumatera 

Bagian Utara 

1 

Rekomendasi 

Kebijakan 

1,00 100 

Rencana 

Pengembangan 

Infrastruktur 

Kepulauan 

Batam - Bintan - 

Karimun 

Penyusunan 

Rencana 

Pengembangan 

Infrastruktur 

Kepulauan 

Batam - Bintan 

- Karimun 

1 

Rekomendasi 

Kebijakan 

1,00 100 

Rencana 

Pengembangan 

Infrastruktur 

Koridor 

Pertumbuhan 

dan Koridor 

Pemerataan 

Sumatera 

Bagian Selatan 

Penyusunan 

Rencana 

Pengembangan 

Infrastruktur 

Koridor 

Pertumbuhan 

dan Koridor 

Pemerataan 

Sumatera 

Bagian Selatan 

1 

Rekomendasi 

Kebijakan 

1,00 100 

Rencana 

Pengembangan 

Infrastruktur 

Penyusunan 

Rencana 

Pengembangan 

1 

Rekomendasi 

Kebijakan 

1,00 100 
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No 
Output 

(Renstra) 
Rincian Output Kegiatan 

Target 

Renstra 

Target 

Output DIPA 

(RO) 

Realisasi 

2022 

Kinerja 

(%) 

Kepulauan 

Bangka Belitung 

Infrastruktur 

Kepulauan 

Bangka 

Belitung 

Rencana 

Pengembangan 

Infrastruktur 

Koridor 

Ekonomi dan 

Perkotaan 

Kalimantan 

Bagian Barat 

Penyusunan 

Rencana 

Pengembangan 

Infrastruktur 

Koridor 

Ekonomi dan 

Perkotaan 

Kalimantan 

Bagian Barat 

1 

Rekomendasi 

Kebijakan 

1,00 100 

Rencana 

Pengembangan 

Infrastruktur 

Koridor 

Ekonomi dan 

Perkotaan 

Kalimantan 

Bagian Timur 

Penyusunan 

Rencana 

Pengembangan 

Infrastruktur 

Koridor 

Ekonomi dan 

Perkotaan 

Kalimantan 

Bagian Timur 

1 

Rekomendasi 

Kebijakan 

1,00 100 

Rencana 

Pengembangan 

Infrastruktur 

PUPR Terpadu 

terkait 

Penanggulangan 

Kemiskinan 

Ekstrem dan 

Stunting 

Koordinasi dan 

Survey 

1 

Rekomendasi 

Kebijakan 

1,00 100 

Pelaporan dan 

Evaluasi 

Dukungan 

Tenaga Ahli 

2 
Kinerja 

Program di 

Wilayah I 

Layanan 

Pemantauan 

dan Evaluasi 

Pemantauan 

dan Evaluasi 

Pelaksanaan 

Pembangunan 

Infrastruktur 

PUPR Pulau 

Sumatera 

Bagian Utara 
3 3 Dokumen 3,00 100 

Pemantauan 

dan Evaluasi 

Pelaksanaan 

Pembangunan 

Infrastruktur 

PUPR Pulau 
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No 
Output 

(Renstra) 
Rincian Output Kegiatan 

Target 

Renstra 

Target 

Output DIPA 

(RO) 

Realisasi 

2022 

Kinerja 

(%) 

Sumatera 

Bagian Selatan 

Pemantauan 

dan Evaluasi 

Pelaksanaan 

Pembangunan 

Infrastruktur 

PUPR Pulau 

Kalimantan 

3 

Layanan 

Dukungan 

Manajemen 

Satker 

Layanan Umum 

Pelayanan 

Umum, Rumah 

Tangga, dan 

Perlengkapan 

Pusat 

Pengembangan 

Infrastruktur 

PUPR Wilayah I 

1 

1 Layanan 1,00 100 

Layanan 

Manajemen 

SDM 

Pengelolaan 

Kepegawaian 

dan 

Peningkatan 

Kinerja  SDM 

Pusat 

Pengembangan 

Infrastruktur 

PUPR Wilayah I 

20 Orang 20 Orang 100 

Layanan 

Perencanaan 

dan 

Penganggaran 

Penyusunan 

Rencana Kerja, 

Program, dan 

Anggaran 

Pusat 

Pengembangan 

Infrastruktur 

PUPR Wilayah I 

1 Dokumen 1 Dokumen 100 

Layanan 

Pemantauan 

dan Evaluasi 

Pemantauan 

dan Evaluasi 

Kinerja serta 

Penyusunan 

Laporan 

Manajemen 

Risiko Pusat 

Pengembangan 

Infrastruktur 

PUPR Wilayah I 

1 Dokumen 1 Dokumen 100 
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No 
Output 

(Renstra) 
Rincian Output Kegiatan 

Target 

Renstra 

Target 

Output DIPA 

(RO) 

Realisasi 

2022 

Kinerja 

(%) 

Layanan 

Manajemen 

Keuangan 

Pengelolaan 

Keuangan dan 

BMN Pusat 

Pengembangan 

Infrastruktur 

PUPR Wilayah I 

1 Dokumen 1 Dokumen 100 

4 Layanan 

Perkantoran 

Layanan 

Perkantoran 

Layanan 

Operasional 

dan 

Administrasi 

Satker serta 

Pengawasan 

Internal Pusat 

Pengembangan 

Infrastruktur 

PUPR Wilayah I 

1 1 Dokumen 1 Dokumen 100 

 

Berdasarkan capaian output Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I Tahun 2022 

tersebut, terdapat beberapa output utama yang menjadi output strategis BPIW. 

A. Penanganan Kemiskinan Ekstrem melalui Integrasi Program Permukiman dan Perumahan 

pada Lokus-Lokus Prioritas 

Pada tahun 2022, BPIW mendapatkan amanat sebagai Koordinator Tim Integrasi Program 

Kemiskinan Ekstrem dan Stunting di Kementerian PUPR untuk mengkoordinasikan kegiatan serta 

integrator program Penanganan Kemiskinan Ekstrem. Pembangunan infrastruktur PUPR selain 

membangun infrastruktur besar seperti bendungan, jalan tol, jalan nasional, stadion olahraga, 

rumah susun, tetapi juga terdapat program pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat dan 

menyasar kepada pemberdayaan masyarakat, daerah tertinggal, kawasan kumuh, dan 

masyarakat miskin. Beberapa program infrastruktur berbasis masyarakat seperti pembangunan 

jembatan gantung, penataan permukiman kumuh, bantuan perbaikan rumah swadaya, program 

perbaikan, rehabilitasi atau peningkatan jaringan irigasi dengan berbasis peran serta masyarakat 

petani dan sebagainya. Program permukiman dan perumahan inilah yang perlu diintegrasikan 

dan difokuskan pada lokus-lokus prioritas yang menjadi kantong kemiskinan ekstrem. 

Untuk mencapai target kemiskinan ekstrem 0% pada tahun 2024, Pemerintah telah menetapkan 

Kabupaten/Kota Prioritas yang akan ditangani pada tahun 2021 hingga 2024 mendatang melalui 

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 

Tahun 2022. Penetapan kabupaten/kota ini menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga, 

pemerintah daerah, dan pemerintah desa, serta pemangku kepentingan dalam melaksanakan 

percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Tahun 2022, terdapat 212 Kab/Kota di 25 Provinsi 

yang menjadi prioritas penanganan PKE. 
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Gambar 4.17 Skema Keterkaitan Dukungan Program antar Kementerian/Lembaga 

 

Dalam rangka mengintegrasikan program-program pada lokus prioritas, dilakukan analisis 

pengolahan data  untuk penajaman lokus-lokus prioritas. Data yang digunakan adalah Data 

Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang telah ditetapkan sebagai 

sumber data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Data P3KE merupakan 

pemutakhiran dari Data Pendataan Keluarga (PK-21) BKKBN. Lokus-lokus tersebut dan data BNBA 

kemudian dilakukan survei verifikasi dan validasi bersama dengan Unit Organisasi (Ditjen Cipta 

Karya dan Ditjen Perumahan). Dari hasil verifikasi dan validasi tersebut kemudian dilakukan 

verfikasi calon penerima bantuan untuk selanjutnya dilakukan penanganan berupa perbaikan 

RTLH melalui program BSPS dan program Cipta Karya. 

Gambar 4.18 Tahapan Implementasi Penanganan Kemiskinan Ekstrem 

 

Kemudian dilakukan analisis data untuk mengidentifikasi lokus-lokus prioritas yang merupakan 

kantong kemiskinan ekstrem di setiap Kab/Kota hingga level RT/RW/Dusun. Penajaman hingga 

level Desa telah selesai dilakukan untuk 210 Kab/Kota di 24 Provinsi. Dari hasil pengolahan data 

didapatkan 2.082 lokus prioritas dengan jumlah 97.921 RTLH. Selanjutnya dilakukan survey 

kolaborasi dalam rangka verifikasi dan validasi data serta identifikasi kondisi lingkungan dan 

potensi klaster permukiman dalam rangka penyusunan indikasi program penanganan dengan 

menggunakan Aplikasi Arcgis Survey123. Survei kolaborasi Tim Kementerian Pusat dilakukan 

dalam 2 tahap dan survei Tim Wilayah dilakukan dalam 5 tahap sehingga total survei telah 

dilakukan dalam 7 tahap. Survei kolaborasi Tahap 1 dilakukan di 23 Kab/Kota (111 lokus) dengan 
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hasil terdapat 61 lokus prioritas pada 12 Provinsi yakni Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, 

Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT, Sulawesi Selatan, 

Maluku, dan Papua Barat. 

Gambar 4.19 Hasil Penetapan Program BSPS Untuk Seluruh Tahapan 

 

Intervensi Kementerian PUPR dilakukan pada lokus-lokus prioritas melalui integrasi program 

permukiman – perumahan. Program permukiman merupakan program Ditjen Cipta Karya yakni 

IBM (Infrastruktur Berbasis Masyarakat) adalah program penyediaan infrastruktur dasar meliputi 

air bersih, sanitasi, limbah, dan infrastruktur permukiman lainnya dengan menekankan partisipasi 

masyarakat, baik di daerah perdesaan maupun perkotaan, antara lain Penyediaan Air Minum dan 

Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), 

Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). 

Sementara, program perumahan merupakan program Ditjen Perumahan berupa perbaikan 

rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) khusus untuk Penanganan Miskin 

Ekstrem. Integrasi program Kementerian PUPR dilakukan pada lokus yang sama dan pada waktu 

yang hampir bersamaan. 

Gambar 4.20 Progres Penanganan Kab/Kota Prioritas PKE Hingga TA 2022 
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Dari 212 Kab/Kota yang menjadi prioritas PKE, telah dilakukan pengolahan data terhadap seluruh 

Kab/Kota dan terdapat 117 Kab/Kota yang telah diintervensi program BSPS dan Cipta Karya pada 

tahun 2022. Selain itu juga terdapat 2 (dua) Kabupaten diluar 212 Kab/Kota yang telah 

diintervensi dalam rangka penguranganan kemisknan ekstrem yakni di Pulau Enggano (Kab. 

Bengkulu Utara) dan Kab. Deli Serdang. Kabupaten tersebut merupakan direktif Menteri dalam 

rangka penanganan kawasan 3T. 

B. Rencana Pengembangan Infrastruktur Koridor Pertumbuhan dan Koridor Pemerataan 

Sumatera Bagian Utara 

1. RPIW Provinsi Aceh 

Pengembangan Provinsi Aceh berdasarkan arahan strategis dan prinsip pengembangan, maka 

dipilih kawasan prioritas pengembangan di Provinsi Aceh sebagai kawasan yang diharapkan 

akan menjadi pemicu pengembangan wilayah di Provinsi Aceh. Kawasan yang merupakan 

kawasan prioritas pengembangan juga menjadi target prioritas pembangunan dalam rencana 

aksi yang menjadi usulan akhir dokumen Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah. 

Pemilihan kawasan prioritas pengembangan ini didasarkan pada 2 (dua) faktor yaitu (1) Faktor 

Pariwisata dan (2) Faktor Pusat Kegiatan Wilayah. Dari faktor pariwisata, Provinsi Aceh yang 

memiliki letak geografis di ujung barat Indonesia mampu menghadirkan kegiatan atraksi 

pariwisata bahari yang bertaraf internasional, hal ini dibuktikan dengan adanya 1 (satu) 

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yaitu KSPN Sabang di Provinsi Aceh serta 3 (tiga) 

Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yaitu KPPN Banda Aceh dan sekitarnya, 

KPPN Takengon dan sekitarnya, serta KPPN Simeulue dan sekitarnya. 

Gambar 4.21 Peta Skenario Pengembangan di Provinsi Aceh 

 
 

2. RPIW Provinsi Sumatera Utara 

Penetapan kawasan prioritas yang akan ditangani hingga 2030 berdasarkan 6 (enam) kriteria 

dengan bobot masing-masing, yaitu: 1) Kawasan Prioritas pada Perencanaan Nasional 
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(RTRWN) dan Kebijakan Nasional (25%); 2) Kawasan yang mempunyai interaksi dan dampak 

internasional/nasional (20%); 3) Kawasan dengan potensi pengembangan ekonomi baru 

(10%); 4) Kawasan dengan kontribusi besar terhadap PDRB (10%); 5) Kawasan dengan 

permasalahan penyediaan infrastruktur (10%); dan 6) Kesesuaian kawasan dengan 

permasalahan dan isu strategis. Kawasan prioritas Provinsi Sumatera Utara dan skenario 

pengembangannya hingga tahun 2030 sebagai berikut: 

a. WM Mebidangro dengan konsep pengembangan yang terdiri dari: Pengembangan 

Perkotaan Industri di Percut Sei Tuan, Tanjung Morawa; Pengembangan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kawasan Hinterland – Kab. 

Deli Serdang; Pengembangan Kawasan Berastagi sebagai Pusat Pariwisata Berbasis Alam 

yang Berkualitas; Pengembangan Pusat Pelayanan Transportasi Udara, Perdagangan dan 

Jasa, serta Industri yang Bertaraf Internasional di Aerocity Kualanamu; Pengembangan 

Perkotaan Industri di Lubuk Pakam, Sunggal, dan Binjai; Pengembangan Pusat 

Perdagangan dan Pariwisata Kota Lama – Kota Medan; Pengembangan Perkotaan Industri 

di Percut Sei Tuan, Tanjung Morawa, Lubuk Pakam, Sunggal, dan Binjai; dan 

Pengembangan Pusat Pelayanan Transportasi Laut dan Perikanan Bertaraf Internasional di 

Kawasan Belawan. 

b. KSPN Danau Toba dengan konsep pengembangan yang terdiri dari: Perlindungan terhadap 

kualitas lingkungan (air danau dan hutan), geopark, dan budaya Batak; Penataan dan 

Pelesatarian KWU Parapat – Ajibata sebagai Pusat MICE dan Rekreasi; Penataan dan 

Pelesatarian KWU Simanindo sebagai Pusat Kebudayaan; Penataan dan Pelesatarian KWU 

Pangururan sebagai Pusat Geowisata; Penataan dan Pelesatarian KWU Balige sebagai Kota 

Pusaka; Penataan dan Pelesatarian KWU Muara sebagai Pusat Budaya dan Geologi; 

Penataan dan Pelesatarian KWU Merek sebagai Pusat Ekowisata; dan Pemenuhan Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) Infrastruktur PUPR di KSPN Danau Toba. 

c. Kawasan Perkotaan Industri Sei Mangkei – Kuala Tanjung dengan konsep pengembangan 

yang terdiri dari: Mendorong Pengembangan Kawasan Perkotaan Industri Perdagangan 

dan Sei Suka; Meningkatkan Pengembangan Hub Industri Kota Tebing Tinggi; 

Meningkatkan pengembangan hub industri dan pariwisata Kota Pematangsiantar; 

Mendorong pertumbuhan koridor industri; dan Meningkatkan konektivitas dalam 

kawasan. 

d. Daerah 3T Kepulauan Nias dengan konsep pengembangan yang terdiri dari: KSPN Teluk 

Dalam dsk (Perkotaan Teluk Dalam, Pantai Sorake, Lagundri, dan Pulau Tello, serta 

Kawasan Tradisional Bawamataluo) sebagai Pusat Pariwisata Bahari dan Budaya; Kota 

Gunungsitoli sebagai Pusat Perdagangan; Perkotaan Lotu – Lahewa, Lahomi – Sirombu, 

dan Gido sebagai Pusat Hilirisasi Hasil Perkebunan dan Perikanan; dan Pulau Wunga dan 

Pulau Simuk sebagai Fungsi Pertahanan dan Keamanan. 

e. Kawasan Pertanian Terpadu dengan konsep pengembangan yang terdiri dari: 

Pengembangan Sentra Produksi Pangan Terpadu; Pengembangan Pusat Pelayanan 

Perkotaan; dan Pengembangan Pusat dan Jalur Distribusi Pangan. 

f. KSPN Tangkahan dengan konsep pengembangan yang terdiri dari: Penataan Kawasan 

Wisata Tangkahan dan Bukit Lawang; Pengembangan kawasan khusus Desa Wisata; 

Meningkatkan Akses antara Kawasan wisata Tangkahan dengan Kawasan Wisata Bukit 
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Lawang; Meningkatkan Akses menuju Kawasan Wisata Bukit Lawang dan Tangkahan; dan 

Melindungi Taman Nasional Gunung Lauser. 

Gambar 4.22 Peta Kawasan Prioritas Sumatera Utara 

 
 

3. RPIW Provinsi Kepulauan Riau 

Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi yang tinggi di sektor perdagangan. Lokasi yang 

sangat strategis karena berdekatan dengan Kawasan Asia Tenggara, khususnya Singapura, dan 

keistimewaan kawasan dengan adanya KPBPB Batam-Bintan-Karimun menjadikan Provinsi 

Kepulauan Riau ideal untuk dikembangkan perdagangannya. Penetapan kawasan 

perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) di Batam-Bintan-Karimun menjadi salah 

satu pemicu strategisitas Provinsi Kepulauan Riau di sektor perdagangan. Batam dan Bintan 

menjadi kawasan yang sangat strategis di sektor pedagangan dan merupakan pintu gerbang 

utama dalam kegiatan ekspor. Kawasan Batam-Bintan merupakan ujung tombak perdagangan 

di Provinsi Kepulauan Riau. Selain sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, 

konsentrasi penduduk Kepulauan Riau (>50%) berada di Batam-Bintan. Kedekatan geografis 

dengan Singapura dan lokasi di jalur perdagangan internasional, menjadikan Kawasan Batam-

Bintan memiliki potensi besar di sektor perdagangan. Pengembangan infrastruktur 

pendukung diperlukan untuk mengatasi isu-isu umum seperti risiko banjir, abrasi dan 

ancaman gelombang tinggi diperlukan untuk lebih meningkatkan level kompetitif Kawasan 

dengan negara lain di Kawasan ASEAN khususnya Singapura. Provinsi Kepulauan Riau memiliki 

19 pelabuhan muat ekspor. Pada tahun 2021, pelabuhan dengan persentase nilai muat ekspor 

terbesar adalah Batu Ampar di Kota Batam dengan nilai 41,35%. Kota Batam merupakan pintu 

keluar utama ekspor Provinsi Kepulauan Riau dengan persentase 75,38% dan nilai ekspor 

USD1,8 miliar. 
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Gambar 4.23 Peta Pentahapan Kawasan Prioritas 

 

4. RPIW Provinsi Riau 

Skenario pengembangan di Provinsi Riau dibagi menjadi tiga klaster prioritas, skenario 

pengembangan dibagi menjadi dua timeline, yaitu dimulai dari tahun 2023-2024, dan 

dilanjutkan dengan tahap 2025-2030. 

a. Klaster A:  Dumai - Bengkalis-Kep.Meranti, yang berfungsi sebagai kawasan perbatasan 

dan kawasan industri. Terdiri atas kawasan strategis PKN Dumai, PKSN Bengkalis, KSPN 

Rupat, dan Kepualauan Meranti. 

b. Klaster B:  Pekanbaru - Siak - Pelalawan - Kampar yang berfungsi sebagai kawasan 

perkotaan dan kawasan industri. Terdiri atas kawasan strategis Kawasan Perkotaan 

Pekansikawan, KI Tanjung Buton dan KI Tenayan. 

c. Klaster C:  Rokan Hulu, merupakan daerah tangkapan air dari DAS Rokan dan DAS Siak. 

5. RPIW Provinsi Sumatera Barat 

Skenario Pengembangan Wilayah 

a. Kawasan Prioritas Perkotaan Palapa 

Jalur Utama Distribusi Logistik Provinsi Sumatera Barat dengan Pelabuhan Teluk Bayur 

sebagai Gerbang Utama Ekspor Impor. Akses Utama Menuju Destinasi Pariwisata dengan 

Bandar Udara Internasional Minangkabau sebagai Gerbang Utama Pariwisata. Wilayah 

dengan kontribusi tertinggi terhadap PDRB provinsi, diharapkan bisa memberikan trickling 

down effect terhadap wilayah sekitar (terutama daerah tertinggal). Berperan menjadi 

super hub bagi Koridor Wisata Bukittinggi-Solok dan Klaster Kepulauan (Mentawai). 

b. Kawasan Prioritas Kepulauan Mentawai 

Kawasan Andalan Nasional dengan sektor unggulan pariwisata, perikanan, pertanian. 

Kawasan Strategis Nasional sudut kepentingan Hankam, Kawasan Perbatasan Negara di 

Laut Lepas (Batas Terluar Kep. Mentawai). Strategis Perikanan Nasional (SKPT). Destinasi 

Selancar dan Ombak dengan gulungan, ketebalan, tinggi, dan panjang gelombangnya yang 

terbaik di dunia dan diminati wisatawan mancanegara. Secara berkala menjadi lokasi 
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event pariwisata kejuaraan Dunia (World Champions Surfing Series). Ragam potensi 

unggulan Kepulauan Mentawai belum memberikan nilai tambah yang signifikan bagi 

Daerah dan Masyarakat, sehingga masih masuk dalam kategori Daerah Tertinggal. 

c. Kawasan Prioritas Bukittinggi-Solok Selatan dan sekitarnya 

Destinasi Pariwisata yang terintegrasi antar obyek wisata dalam 1 koridor paket wisata 

tematik: destinasi pantai & pulau, Geopark, Geowisata Ngarai Sianok, budaya 

Minangkabau Tempo dulu, warisan tambang batubara (ombilin), geowisata dan budaya 

Saribu Rumah Gadang- Goa Batu Kapal – TNKS, destinasi selancar & ombak, dll. Penetapan 

Kawasan Pariwisata Strategis Nasional: DPN, KSPN, KPPN. Aktivitas pariwisata 

berkontribusi 6,87% terhadap PDRB, dan berkontribusi 7,09% terhadap nilai output yang 

ada di Sumatera Barat, lebih tinggi dibandingkan kondisi nasional, dimana kontribusi 

pariwisata nasional terhadap nilai tambah bruto sebesar 4,1% dan kontribusi terhadap 

nilai output sebesar 4,29%. 

C. Rencana Pengembangan Infrastruktur Koridor Pertumbuhan dan Koridor Pemerataan 

Sumatera Bagian Selatan 

1. RPIW Provinsi Bangka Belitung 

Skenario pengembangan wilayah di Provinsi Bangka Belitung dikelompokkan menjadi 4 

(empat) jenis kawasan, yaitu: 

1) Kawasan Perkotaan sebagai Pusat Kegiatan: 

a) PKW Muntok Pusat Kegiatan Wilayah; Heritage City (Kecamatan Muntok) 

b) PKN Pangkalpinang; Green Modern City (Kota Pangkalpinang, Kec. Pangkalan Baru Kab. 

Bangka Tengah, sebagian Kec. Mendo Barat Kab. Bangka) 

c) PKW Tanjung Pandan; Gerbang Geopark Belitong (Kec. Tanjung Pandan, Kec. Badau) 

d) PKW Manggar; Kota Geo-Budaya (Kecamatan Manggar) 

2) Kawasan Wisata: 

a) KPPN Sungailiat; Wisata Bahari – Budaya (Kec. Sungailiat, Merawang, Pemali) 

b) KSPN Tanjung Kelayang: Pusat Geo-Bahari Belitong (Kecamatan Sijuk) 

3) Kawasan Perkebunan Lada Putih: KPPN Bangka Selatan, Kecamatan Gegas 

4) Kawasan Industri Sadai: Kecamatan Tukak Sadai 

Gambar 4.24 Peta Kawasan Prioritas 
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2. RPIW Provinsi Bengkulu 

Skenario pengembangan (prioritas dan tahapan) pada Rencana Pengembangan Infrastruktur 

Wilayah (RPIW) Provinsi Bengkulu dilakukan dengan melakukan klasterisasi wilayah pada 

Provinsi Bengkulu. Arah kebijakan kawasan strategis di Provinsi Bengkulu menjadi input 

analisis kernel density yang menghasilkan pemusatan kawasan strategis sehingga dapat 

menjadi pertimbangan dalam penentuan klaster dan prioritasi arah kebijakan. Pemusatan 

tinggi berada di Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kabupaten Rejang Lebong. 

Klasterisasi wilayah mempertimbangkan tema dan persebaran kawasan prioritas sesuai hasil 

kernel density di atas, selain itu juga mempertimbangkan koridor pertumbuhan yang telah 

ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, Provinsi Bengkulu terdiri dari tiga klaster yang 

antara lain klaster utara, klaster tengah dan klaster selatan. 

1) Klaster Utara: 

Kawasan Klaster Utara meliputi Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Lebong dan 

Kabupaten Mukomuko, tercakup didalamnya Kawasan Prioritas PKW Mukomuko, 

Kawasan Transmigrasi Lagita. Klaster Utara diarahkan untuk menjadi kawasan perkotaan, 

perkebunan, perikanan, pertanian, industri, dan kawasan perkotaan baru. Klaster Utara 

memiliki infrastruktur perhubungan Bandar Udara Pengumpan Mukomuko, Pelabuhan 

Mukomuko, dan Pelabuhan Ketahun. 

2) Klaster Tengah: 

Klaster Tengah diarahkan sebagai kawasan perkotaan, pertanian, perkebunan, pariwisata, 

dan perikanan yang meliputi Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten 

Kapahiang, Kabupaten Rejang Lebong, dan Kabupaten Seluma. Luas klaster Tengah adalah 

358.099,52 Ha (30,86% luas Provinsi Bengkulu) terdiri atas tiga kawasan priotitas, yaitu 

PKN Bengkulu, PKW Curup, KPPN Bengkulu Tengah. Klaster ini telah dilengkapi 

infrastruktur perhubungan Bandar Udara Fatmawati, Pelabuhan Pulau Baai, Pelabuhan 

Pulau Tikus, Pelabuhan Seluma, Terminal Simpang Nangka, dan Terminal Betungan. 

Tabel 4.30 Tahapan Pengembangan Wilayah 

 
 

3) Klaster Selatan: 

Klaster Selatan meliputi Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur dengan total 

luas kawasan sebesar 382.911,7 Ha (32% luas wilayah Provinsi Bengkulu). Klaster Selatan 

dilengkapi dengan infrastruktur perhubungan Pelabuhan Linau. Kawasan prioritas pada 
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klaster ini, yaitu PKW Manna dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Kawasan pada 

Klaster Selatan merupakan produsen padi dan beras tertinggi di Provinsi Bengkulu, akan 

tetapi angka kemiskinan pada klaster ini juga merupakan yang tertinggi. Selain itu, 

terdapat ancaman abrasi pantai di pesisir barat yang menjadi isu strategis Klaster Selatan. 

3. RPIW Provinsi Jambi 

Skenario pengembangan (prioritas dan tahapan) pada Rencana Pengembangan Infrastruktur 

Wilayah (RPIW) Provinsi Jambi dilakukan dengan melakukan klasterisasi wilayah pada Provinsi 

Jambi. Arah kebijakan kawasan strategis di Provinsi Jambi menjadi input analisis kernel density 

yang menghasilkan pemusatan kawasan strategis sehingga dapat menjadi pertimbangan 

dalam penentuan klaster dan prioritasi arah kebijakan. Pemusatan tinggi berada di Kota 

Jambi, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selain dari hasil analisis 

kernel density, dipertimbangkan pula pembagian fungsi wilayah secara makro di Provinsi 

Jambi dimana di bagian barat merupakan wilayah konservasi, bagian tengah merupakan 

wilayah produksi dan bagian timur merupakan wilayah distribusi. Dengan demikian, 

pembagian klaster wilayah di Provinsi Jambi dapat dibagi menjadi tiga yaitu Klaster Barat. 

Gambar 4.25 Pembagian Klaster Provinsi Jambi 

 

4. RPIW Provinsi Lampung 

Pengembangan koridor diturunkan menjadi pengembangan tema klaster kawasan sesuai 

dengan potensi dan karakteristik wilayah sebagai berikut: 

1) Kawasan Metropolitan Bandar Lampung (A) dengan tema: Pengembangan Kawasan 

Perkotaan, Perdagangan dan Jasa, Kawasan Industri, Kawasan Pariwisata 

2) Kawasan Terintegrasi Bakauheni (B) dengan tema: Pengembangan Kawasan Pariwisata, 

Ekonomi, Transportasi 

3) Kawasan Perkebunan dan Pariwisata Liwa (C) dengan tema: Pengembangan Perkebunan, 

Kawasan Pariwisata, Pusat Kegiatan. 

4) Kawasan Pariwisata Pesisir Barat (D) dengan tema: Pengembangan Perkebunan, 

Perikanan, Kawasan Pariwisata. 

5) Kawasan Pertanian Mesuji (E) dengan tema: Pengembangan Pertanian, Perkebunan, 

Kawasan Perdesaan. 
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6) Kawasan Pertanian Lampung Tengah (F) dengan tema: Pengembangan Pertanian Pangan 

Gambar 4.26 Tema Pengembangan Klaster Provinsi Lampung 

 

5. RPIW Provinsi Lampung 

Konsep pengembangan merupakan sebuah rancangan dimasa yang akan datang dengan 

melihat dari sustau karateristik wilayah dan potensi pada wilayah perencanaan yang nantinya 

dapat dijadikan sebuah konsep atau pengembangan kedepannya pada wilayah yang di 

rencanakan. Berikut ini merupakan konsep pengembangan wilayah pada Provinsi Sumatera 

Selatan. 

Gambar 4.27 Konsep Pengembangan Wilayah Sumatera Selatan 
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Arah pengembangan kluster 1 atau A pada wilayah kabupaten/kota Palembang, Banyuasin, 

Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir yang terdiri dari kawasan Metropolitan, perkotaan, pedesaan, 

perkebunan, pertanian, industri pengolahan dan lindung/konservasi. Sementara arah 

pengembangan kluster 2 atau B pada wilayah kabupaten/kota Lubuk Linggau, Musi Rawas, 

Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin yang merupakan kawasan perkotaan, pedesaan, 

perkebunan, pertambangan dan galian, pariwisata dan lindung/konservasi. Selain itu, 

terdapat juga kluster 3 atau C dengan arah pengembangan pada wilayah kabupaten/kota 

Muara Enim, Prabumulih, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Penukal Abab Lematang Ilir, 

Ogan Komering Ulu , Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur berupa kawasan 

perkotaan, pedesaan, industri, pertambangan dan galian, perkebunan, pertanian, pendidikan, 

wisata dan lindung/konservasi. 

D. Rencana Pengembangan Infrastruktur Koridor Ekonomi dan Perkotaan Kalimantan Bagian 

Barat 

1. RPIW Provinsi Kalimantan Barat 

Skenario pengembangan wilayah di Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut. 

Gambar 4.28 Skenario Pengembangan Wilayah Provinsi Kalimantan Barat 

 
2. RPIW Provinsi Kalimantan Tengah 

Skenario pengembangan wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut: 

a. Koridor Prioritas 1 

Koridor Barat: Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten 

Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara, dan Kabupaten Lamandau. Koridor pusat 

pertumbuhan Kalimantan Tengah dengan dukungan infrastruktur PUPR pada kawasan 
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strategis dan pusat-pusat kegiatan ekonomi meliputi Perkotaan Pangkalan Bun, Kawasan 

Industri Surya Borneo, Perkotaan Sampit, Pelabuhan Seruyan. 

b. Koridor Prioritas 2 

Koridor Tengah: Kabupaten Katingan, Kota Palangkaraya, Kabupaten Gunung Mas, 

Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Kapuas dengan pusat pengembangan wilayah di 

perkotaan Palangkaraya dan Food Estate. 

c. Koridor Prioritas 3 

Koridor Timur: Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito 

Selatan dan Kabupaten Barito Timur dengan pusat pelayanan perkotaan di Buntok dan 

Muara Teweh. 

d. Koridor Perlindungan Ekologis 

Heart of Borneo merupakan hulu sungai-sungai Kalimantan Tengah sebagai penyangga. 

Gambar 4.29 Peta Koridor Provinsi Kalimantan Tengah 

 
 

E. Rencana Pengembangan Infrastruktur Koridor Ekonomi dan Perkotaan Kalimantan Bagian 

Timur 

1. RPIW Provinsi Kalimantan Selatan 

Skenario pengembangan wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut: 

a. Koridor Perkotaan (Banjarmasin-Banjarbaru-Martapura): 

Kawasan perkotaan inti dari WM Banjarbakula sebagai gerbang utama Kalimantan Selatan 

dan pusat utama perdagangan barang dan jasa. 
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b. Koridor Hilir Industri (Tanah Bumbu-Kotabaru): 

Penggerak perekonomian melalui percepatan hilirisasi industri pertambangan dan 

perkebunan. 

c. Koridor Pertumbuhan Baru (Tabalong-Balangan-HSU-HSS-HST): 

Perkuatan perekonomian melalui pusat-pusat kegiatan baru berbasis agroindustri 

berkelanjutan dan menjadi perlintasan strategis menuju IKN 

2. RPIW Provinsi Kalimantan Timur 

Skenario pengembangan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut: 

a. Koridor Pertumbuhan Nusantara: 

Kawasan Perkotaaan Sambotenggarong, Kab. Penajam Paser, Kab. Paser, dan Ibu Kota 

Nusantara sebagai pusat pertumbuhan baru Indonesia Sentris dengan dukungan 

infrastruktur PUPR pada kawasan strategis ekonomi meliputi Kota Samarinda, Kota 

Balikpapan, Kota Bontang, Tenggarong, serta hinterland Ibu Kota Nusantara Kab. Paser 

dan Kab. Penajam Paser Utara. 

b. Koridor Pertumbuhan Timur: 

Kab. Kutai Timur dan Kab. Berau menjadi koridor prioritas pendukung Koridor 

Pertumbuhan Nusantara sebagai pusat pertambangan, pertanian, dan hilirisasi industri 

dengan dukungan dari Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan, serta 

pengembangan pariwisata pada DPP Baru Derawan Berau dan KSPN Derawan – Sangalaki 

dan sekitarnya. 

c. Koridor Zamrud Khatulistiwa: 

Kab. Kutai Barat dan Kab. Mahakam Ulu menjadi koridor penyangga dengan perkuatan 

kegiatan pertahanan dan keamanan pada PKSN di perbatasan, serta pusat pengembangan 

sektor unggulan dengan dukungan infrastruktur PUPR dan non-PUPR terbatas dengan 

adanya Heart of Borneo. 

d. Koridor Agro Industri dan Pertambangan: 

Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Timur, dan Kab. Berau dengan pengembangan agro 

industri serta pusat pertambangan di Kalimantan Timur dalam mendukung optimalisasi 

hilirisasi industri pertanian dan pertambangan pada koridor prioritas. 

3. RPIW Provinsi Kalimantan Utara 

Skenario pengembangan wilayah di Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut: 

a. KBM Tanjung Selor: pembangunan jalan di KBM, optimalisasi SPAM, pembangunan 

gedung pemerintahan, Penataan kawasan kumuh perkotaan, peningkatan kualitas 

kawasan permukiman perkotaan dan penyediaan rumah layak huni, peningkatan 

infrastruktur pendukung kegiatan perdagangan dan jasa, peningkatan infrastruktur 

pengendali banjir. 

b. PKN Tarakan: optimalisasi SPAM, IPAL, IPLT dan TPA, penyediaan infrastruktur sanitasi 

limbah domestik, penataan kawasan kumuh perkotaan, peningkatan infrastruktur 

pengendali banjir di kawasan perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, 

peningkatan kualitas kawasan permukiman perkotaan dan penyediaan Rumah Layak Huni, 

peningkatan infrastruktur pendukung kegiatan perdagangan dan jasa, peningkatan 

infrastruktur pengendali banjir. 
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c. PKSN Nunukan: optimalisasi SPAM, IPAL, IPLT dan TPA, penyediaan infrastruktur sanitasi 

limbah domestik, penataan kawasan kumuh perkotaan, peningkatan infrastruktur 

pengendali banjir di kawasan perkotaan, Penataan kawasan kumuh perkotaan, 

peningkatan kualitas kawasan permukiman perkotaan dan penyediaan rumah layak huni, 

peningkatan infrastruktur pendukung kegiatan perdagangan dan jasa, peningkatan 

infrastruktur pengendali banjir. 

d. KI Tanah Kuning: pembangunan jalan penghubung antara Tanah Kuning-Tanjung Selor, 

penyediaan air baku, pembangunan sarana prasarana dasar di sekitar kawasan industri, 

dan penyediaan hunian bagi pekerja KI. 

4.1.4.4 Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II 

Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II mendukung Sasaran Kegiatan (SK 1) 

Meningkatnya Pelaksanaan Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR” 

melalui Indikator Kinerja Tingkat Kesesuaian Kebijakan dan Strategi Perencanaan dan 

Pemrograman Infrastruktur PUPR dengan 6 (enam) output yang targetnya telah tercantum dalam 

DIPA. Secara rinci, capaian tiap output dapat dilihat pada tabel berikut. 

Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II mendukung Sasaran Kegiatan “Meningkatnya 

pelaksanaan perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR” melalui 

Indikator Kinerja “Tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas melalui perencanaan dan 

pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Jawa, Bali, dan Kep. Nusa Tenggara” memiliki 4 

(empat) output utama dengan target yang tercantum dalam DIPA. Capaian terperinci dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

No 
Output 

(Renstra) 
Rincian Output Kegiatan 

Target 
Renstra 

Target Output 
DIPA (RO) 

Realisasi 
Output DIPA 

(RO)  

Kinerja 
(%) 

 

1 

Rencana dan 
Program 

Pengembangan 
Infrastruktur 

Wilayah di 
Wilayah II 

Program 
Tahunan 

Wilayah Pulau 
Jawa 

Sinkronisasi dan 
Penyusunan 

Prioritasi 
Program 
Tahunan 

Wilayah Pulau 
Jawa 

18 

1 
Rekomendasi 

Kebijakan 

1 
Rekomendasi 

Kebijakan 
100  

Program 
Tahunan 

Wilayah Pulau 
Bali 

Sinkronisasi dan 
Penyusunan 

Prioritasi 
Program 
Tahunan 

Wilayah Pulau 
Bali 

1 
Rekomendasi 

Kebijakan 

1,00 
Rekomendasi 

Kebijakan 
100  

Program 
Tahunan 
Wilayah 

Kepulauan Nusa 
Tenggara 

Sinkronisasi dan 
Penyusunan 

Prioritasi 
Program 
Tahunan 
Wilayah 

Kepulauan Nusa 
Tenggara 

2 
Rekomendasi 

Kebijakan 

2 
Rekomendasi 

Kebijakan 
100  
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No 
Output 

(Renstra) 
Rincian Output Kegiatan 

Target 
Renstra 

Target Output 
DIPA (RO) 

Realisasi 
Output DIPA 

(RO)  

Kinerja 
(%) 

 
Konsultan 

Manajemen 
Pusat 

Pengembangan 
Infrastruktur 

PUPR Wilayah II 

 

Rencana 
Pengembangan 

Infrastruktur 
Koridor Selatan 

Jawa 

Penyusunan 
Rencana 

Pengembangan 
Infrastruktur 

Koridor Selatan 
Jawa 

1 
Rekomendasi 

Kebijakan 

1 
Rekomendasi 

Kebijakan 
100  

Rencana 
Pengembangan 

Infrastruktur 
Wilayah Koridor 
Wisata Lingkar 

Merapi 
Merbabu - 

Lingkar Wilis - 
Lingkar Ijen 

Penyusunan 
Rencana 

Pengembangan 
Infrastruktur 

Wilayah Koridor 
Wisata Lingkar 

Merapi 
Merbabu - 

Lingkar Wilis - 
Lingkar Ijen 

1 
Rekomendasi 

Kebijakan 

1 
Rekomendasi 

Kebijakan 
100  

Rencana 
Pengembangan 

Infrastruktur 
Koridor Pusat 
Pertumbuhan 

Baru Bali Barat - 
Bali Tengah - 

Bali Timur 

Penyusunan 
Rencana 

Pengembangan 
Infrastruktur 
Koridor Pusat 
Pertumbuhan 

Baru Bali Barat - 
Bali Tengah - 

Bali Timur 

1 
Rekomendasi 

Kebijakan 

1 
Rekomendasi 

Kebijakan 
100  

Manajemen 
Proyek ITDP 

Tourism 
Development 

Program 
Management 

Support 

2 
Rekomendasi 

Kebijakan 

2 
Rekomendasi 

Kebijakan 
100 

 

Pendampingan 
Pelaksanaan 

ITDP 

 

Rencana Induk 
Pariwisata 
Terpadu 
Bromo-

Tengger-
Semeru 

Integrated 
Tourism Master 
Plan for Bromo-

Tengger-
Semeru (LOAN) 2 

Rekomendasi 
Kebijakan 

1 
Rekomendasi 

Kebijakan 
50 

 

Integrated 
Tourism Master 
Plan for Bromo-

Tengger-
Semeru 
(GRANT) 
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No 
Output 

(Renstra) 
Rincian Output Kegiatan 

Target 
Renstra 

Target Output 
DIPA (RO) 

Realisasi 
Output DIPA 

(RO)  

Kinerja 
(%) 

 

Rencana Induk 
Pariwisata 

Terpadu KNP-
Labuan Bajo 

Integrated 
Tourism Master 

Plan for KNP-
Labuan Bajo 

2 
Rekomendasi 

Kebijakan 

1 
Rekomendasi 

Kebijakan 
50 

 

Market Analysis 
and Demand 
Assesment 
(MADA) for 
KNP-Labuan 

Bajo 

 

Rencana Induk 
Pariwisata 
Terpadu 

Wakatobi 

Integrated 
Tourism Master 

Plan for 
Wakatobi 

1 
Rekomendasi 

Kebijakan 

1 
Rekomendasi 

Kebijakan 
100  

Rencana Induk 
Pariwisata 
Terpadu 

Borobudur-
Yogyakarta-
Prambanan 

Market Analysis 
and Demand 
Assesment 
(MADA) for 
Borobudur-
Yogyakarta-
Prambanan 

(BYP) 

1 
Rekomendasi 

Kebijakan 

1 
Rekomendasi 

Kebijakan 
100  

2 
Kinerja Program 

di Wilayah II 

Layanan 
Pemantauan 
dan Evaluasi 

Pemantauan 
dan Evaluasi 
Pelaksanaan 

Pembangunan 
Infrastruktur 
PUPR Pulau 

Jawa 

3 
3 

Dokumen 
3 

Dokumen 
100 

 

Pemantauan 
dan Evaluasi 
Pelaksanaan 

Pembangunan 
Infrastruktur 

PUPR Pulau Bali 

 

Pemantauan 
dan Evaluasi 
Pelaksanaan 

Pembangunan 
Infrastruktur 

PUPR 
Kepulauan Nusa 

Tenggara 

 

3 

Layanan 
Dukungan 

Manajemen 
Satker 

Layanan Umum 

Pelayanan 
Umum, Rumah 

Tangga, dan 
Perlengkapan 

Pusat 
Pengembangan 

1 
1 

Layanan 
1 

Layanan 
100  
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No 
Output 

(Renstra) 
Rincian Output Kegiatan 

Target 
Renstra 

Target Output 
DIPA (RO) 

Realisasi 
Output DIPA 

(RO)  

Kinerja 
(%) 

 
Infrastruktur 

PUPR Wilayah II 

Layanan 
Manajemen 

SDM 

Pengelolaan 
Kepegawaian 

dan 
Peningkatan 
Kinerja SDM 

Pusat 
Pengembangan 

Infrastruktur 
PUPR Wilayah II 

40 
Orang 

40 
Orang 

100  

Layanan 
Perencanaan 

dan 
Penganggaran 

Penyusunan 
Rencana Kerja, 
Program, dan 

Anggaran Pusat 
Pengembangan 

Infrastruktur 
PUPR Wilayah II 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

100  

Layanan 
Pemantauan 
dan Evaluasi 

Pemantauan 
dan Evaluasi 
Kinerja serta 
Penyusunan 

Laporan 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

100  

Layanan 
Manajemen 
Keuangan 

Pengelolaan 
Keuangan dan 

BMN Pusat 
Pengembangan 

Infrastruktur 
PUPR Wilayah II 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

100  

4 
Layanan 

Perkantoran 
Layanan 

Perkantoran 

Layanan 
Operasional dan 

Administrasi 
Satker serta 
Pengawasan 

Internal Pusat 
Pengembangan 

Infrastruktur 
PUPR Wilayah II 

1 
1 

Layanan 
1 

Layanan 
100  

 

Berdasarkan tabel di atas terdapat perbedaan dengan target output dalam Renstra BPIW dan 

Rincian Output berdasarkan PK, karena target dalam Renstra merupakan target ideal sedangkan 

target dalam PK adalah berdasarkan DIPA dan penganggaran yang ada. Berdasarkan target DIPA 

makan Pusat Pengembangan infrastruktur PUPR Wilayah II sudah melaksanakan keseluruhan 

Rincian Output dengan capaian kinerja 100% kecuali pada Rincian Output Rencana Induk 

Pariwisata Terpadu Bromo-Tengger-Semeru dan Rencana Induk Pariwisata Terpadu KNP-Labuan 

Bajo. Kedua Rincian Output bagian dari 4 (empat) Rincian Output Pelaksanaan Kegiatan 
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Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Terpadu (RIPT) atau Integrated Tourism Master  Plan 

(ITMP) yang merupakan salah satu kegiatan dalam Program Indonesia Tourism Development Plan 

(ITDP) yang bersumber dari Dana PHLN. Pelaksanaan kegiatan ITMP pada tahun 2022 adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.31 Status Kegiatan ITMP 

No Rincian Output Kegiatan Keterangan 

1 Rencana Induk Pariwisata 
Terpadu Bromo – 
Tengger - Semeru 

Integrated Tourism Master 
Plan for Bromo-Tengger-
Semeru (LOAN dan GRANT) 

Ongoing (merupakan kegiatan 
MYC, kontrak berakhir April 
2023) 

2 Rencana Induk Pariwisata 
Terpadu KNP-Labuan 
Bajo 

Integrated Tourism Master 
Plan for KNP-Labuan Bajo 

Ongoing (merupakan kegiatan 
MYC, kontrak berakhir 13 
Februari 2023) 

Market Analysis and 
Demand Assesment 
(MADA) for KNP-Labuan 
Bajo 

selesai 

3 Rencana Induk 
Pariwisata Terpadu 
Wakatobi 

Integrated Tourism Master 
Plan for Wakatobi (GRANT) 

selesai 

4 Rencana Induk 
Pariwisata Terpadu 
Borobudur-Yogyakarta-
Prambanan 

Market Analysis and 
Demand Assessment 
(MADA) for Borobudur-
Yogjakarta-Prambanan 
(BYP) 

selesai 

 

ITMP terdiri dari 4 (empat) komponen yang terintegrasi, dimana masing-masing komponen 

ditargetkan dapat menyelesaikan kendala utama pertumbuhan dan daya saing pariwisata. BPIW 

melaksanakan komponen satu. Pada ITMP Fase I telah disusun ITMP untuk 3 destinasi yaitu 

Danau Toba, Lombok, dan Borobudur- Yogyakarta-Prambanan, sementara itu untuk Fase II 

disiapkan penyusunan untuk 3 destinasi yang meliputi Bromo-Tengger-Semeru, Labuan Bajo, dan 

Wakatobi. Untuk pelaksanaan tahun 2022 ITMP wakatobi telah selesai dilaksanakan, untuk 

kegiatan ITMP Bromo-Tengger-Semeru penyelesaian kegiatan baru pada tahapan baseline 

analysis report, kekurangan tahapan pelaksanaan antara lain berupa growth projection dan 

development scenarios, overall development plan, detail development plan for key priorities area. 

Serta kekurangan penyusunan tahapan selanjutnya berupa phased tourism development plan, 

phased integrated infrastructure and service development plan, destination marketing, 

institutional and capacity building program and final integrated tourism master plan. Untuk 

kegatan ITMP Labuan Bajo tahapan yang belum dilaksanakan adalah tahapan phased tourism 

development plan, phased integrated infrastructure and service development plan, destination 

marketing, institutional and capacity building program and final integrated tourism master plan. 

Status Progres Program ITDP TA. 2022 masih dalam tahap “At Risk”. Hal ini disebabkan masih 

rendahnya dana yang terserap (disbursed loan) dibandingkan dengan waktu efektif loan berjalan 

(elapsed time). Penyerapan Dana baru dilakukan pada Komponen 1 - Meningkatkan Kapasitas 

Kelembagaan untuk Memfasilitasi Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan. 

Didalam Komponen-1, kegiatan yang dilaksanakan berupa Penyusunan RIPT (Rencana Induk 

Pariwisata Terpadu), Program Management Support (PMS) serta Pemantauan pariwisata 

berkelanjutan (Sustainable Tourism Observatories – STO. Dua kegiatan pertama dilaksanakan 
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oleh BPIW, Kementerian PUPR sedangkan kegiatan terakhir merupakan tugas dari Kementerian 

Pariwisata. 

Pusat Pengembangan infrastruktur PUPR Wilayah II mendukung Sasaran Kegiatan "Meningkatnya 

pelaksanaan perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR" melalui 

indikator Kinerja "Tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas melalui perencanaan dan 

pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara" 

memiliki 4 (empat) output utama dengan target sebagaimana tercantum dalam DIPA. Pada tahun 

2022 ini Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II memiliki 3 (tiga) Rincian Output 

strategis terkait dengan penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) dan 

output strategis terkait dengan penyusunan ITMP. Berikut outlook 3 (tiga) Rincian Output 

tersebut dan ITMP Wakatobi. 

A. Rencana Pengembangan Infrastruktur Koridor Selatan Jawa 

Strategi pembangunan Wilayah Jawa-Bali akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, 

pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risik 

bencana. Dalam arahan RPJMN menyebutkan akan dilakukan konsep pengembangan 

pengurangan disparitas dengan cara peningkatan keseimbangan bagian Utara-Selatan Jawa yang 

dilakukan melalui pengembangan koridor pertumbuhan dan pemerataan. Koridor pertumbuhan 

berorientasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui percepatan pengembangan 

kawasan-kawasan pertumbuhan, meliputi PKN, PKW, KEK, KI, dan KSPN, serta kota-desa serta 

kawasan aglomerasi perkotaan pada kabupaten/kota yang terletak pada koridor pertumbuhan. 

Sedangkan koridor pemerataan berorientasi untuk pemenuhan pelayanan dasar yang lebih 

merata melalui pengembangan PKW dan PKL sehingga terbentuk pusat-pusat pelayanan dasar 

baru yang menjangkau daerah pelayanan yang lebih luas, pada kabupaten/kota pada koridor 

pemerataan. Cakupan wilayah dalam Rencana Pengembangan Infrastruktur Koridor Selatan Jawa 

ini meliputi Kabupaten Pandeglang, Lebak, Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Pangandaran, 

Cilacap, Kebumen, Purworejo, Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, Wonogiri, Pacitan, dan Jember. 

1. Permasalahan dan Isu Strategis 

Terdapat isu strategis pada Kawasan Selatan Pulau Jawa yang terdiri dari beberapa 

penanganan yang diperlukan penanganan khusus seperti: 

a. Perkembangan kawasan perkotaan di Jawa Bagian Selatan masih terbatas dimana hanya 

terdapat tiga Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Jawa Bagian Selatan (PKN Pacitan, Kota 

Malang, dan Kota Yogyakarta). 

b. Lokasi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Pulau Jawa 

masih memiliki kemampuan lahan rendah dan sangat rendah (analisis GIS, 2019).  

Sedangkan, Jawa Tengah Bagian Selatan dan Jawa Timur Bagian Timur memiliki daya 

dukung lahan untuk permukiman yang relatif tinggi disebabkan kondisi fisik kawasan yang 

berada dalam kawasan dengan tingkat kecuraman tinggi atau berada di kawasan lindung. 

c. Kawasan Selatan Pulau Jawa berkembang sebagai hinterland dari Jawa Bagian Utara 

dengan sektor yang berkembang sebatas ekonomi berbasis sumber daya alam. Sehingga 

di beberapa kabupaten memiliki keterkaitan Utara-Selatan lebih terjalin dibandingkan 

keterkaitan Selatan-Selatan 

d. Tingginya jumlah lahan pertanian di Kawasan Selatan Pulau Jawa tidak sebanding dengan 

jumlah petani sehingga alih fungsi lahan pertanian tinggi.  
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e. Konektivitas antar kawasan di Bagian Selatan Jawa masih sangat terbatas terutama di 

kawasan pesisir yang perlu didukung akes untuk membuka keterisolasian. Kualitas jalan di 

jawa bagian selatan sebagian dalam kondisi sedang dan rusak (46% nilai IRI >5) 

f. Rendahnya tingkat pemenuhan akses air bersih layak sehingga perlunya dukungan akses 

infrastruktur dasar terutama air bersih di kawasan permukiman dan pariwisata yang 

tersebar di Jawa Bagian Selatan (<30% jaringan perpipaan).  

g. Perlunya dukungan akses sanitasi layak terutama di kawasan permukiman dan pariwisata 

untuk menjaga kualitas lingkungan. 

2. Konsep Pengembangan 

Kawasan Selatan Pulau Jawa dapat dikembangkan dalam segi infrastruktur untuk 

meningkatkan keberlangsungan aktivitas masyarakat. Berikut konsep dan strategi 

pengembangan yang direncanakan. 

Tabel 4.32 Konsep dan Strategi Pengembangan Wilayah Jawa Bagian Selatan 

Tema Pengembangan Strategi Pengembangan Infrastruktur 

Tema 1: Meningkatkan Konektivitas Antara 
Kawasan Selatan Pulau Jawa dengan Pusat 
Pertumbuhan dan Antar Kabupaten/Wilayah di 
Kawasan Selatan Pualau Jawa. 

1. Peningkatan konektivitas antar kawasan 
perkotaan prioritas 

2. Peningkatan konektivitas dari perdesaan 
sebagai pusat penghasil bahan baku menuju 
pusat pertumbuhan 

Tema 2: Mempertahan Lahan Pertanian Pangan 
di Kawasan Selatan Pulau Jawa sebagai Lumbung 
Pangan Nasional  

1. Pengembangan Infrastruktur Air Baku dan 
Irigasi pada wilayah lumbung pangan 
prioritas/potensial  

2. Pengembangan dan Peningkatan 
infrastruktur transportasi sebagai akses 
distribusi produk hasil pertanian 

Tema 3:  Pengembangan Potensi Pariwisata 
Kawasan Selatan Pulau Jawa 

1. Pengembangan akses menuju dan di 
kawasan pariwisata 

2. Pengembangan fasilitas infrastruktur dasar di 
kawasan wisata 

Tema 4: Mengembangkan Kawasan Perkotaan 
sebagai Pusat Pertumbuhan di Kawasan Selatan 
Pulau Jawa untuk Mengurangi Disparitas dan 
Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Dasar.  

1. Penguatan konektivitas dan aksesibilitas 
2. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur 

pelayanan dasar 
3. Pengembangan infrastruktur tanggap 

bencana 

 

B. Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah Koridor Wisata Lingkar Merapi Merbabu - 

Lingkar Wilis - Lingkar Ijen 

Menurut arahan RPJMN Arah Pengembangan di Jawa timur yaitu pengembangan sektor 

perikanan melalui WPP 573 (Samudera Hindia), pengembangan pusat industri manufaktur, 

penghasil produk akhir dan produk antara yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan 

teknologi tinggi menuju industri 4.0 serta sektor industri kreatif dan jasa yang difokuskan di KEK 

(Kendal dan Singhasari), pengembangan kawasan strategis berbasis pariwisata alam, budaya, dan 

MICE (DPP Bromo-Tengger-Semeru, DPP Baru Banyuwangi dan sekitarnya), serta pengembangan 

dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi antara lain: 
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a. Pembangunan Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi, Jalan Lintas Pansela; Pembangunan pusat 

perdagangan untuk komoditas mentah maupun barang hasil olahan di Pelabuhan Tanjung 

Perak; Pengembangan kawasan agropolitan Kawasan Selingkar Wilis Pengembangan kawasan 

perkotaan, melalui peningkatan kualitas WM Surabaya; serta Pengembangan Kota Kediri, 

Malang. 

b. Kawasan Ijen-Baluran termasuk dalam bagian Destinasi Pengembangan Prioritas Banyuwangi 

dan Pengembangan Geopark Banyuwangi (Blue Fire Ijen, Pulau Merah, Taman Nasional Alas 

Purwo) akan diajukan sebagai UNESCO Global Geopark (RPJMN 2020 – 2024). 

Selingkar Ijen diperuntukkan dalam mendukung dan memberikan nilai tambah dalam percepatan 

pembangunan ekonomi di Kawasan Bromo - Tengger - Semeru yang difokuskan menjadi kawasan 

unggulan agrowisata (sektor pariwisata, perkebunan, dan perikanan (Perpres 80/2019 Jawa 

Timur). Kawasan Ijen-Baluran merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang 

termasuk di dalam Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Ijen-Alas Purwo dan sekitarnya. Kawasan 

Ijen-Alas Purbo dan sekitarnya memiliki citra pariwisata yang disebut Natural Volcanic Wonders 

yang tercantum dalam PP No.50 Tahun 2011 RIPPARNAS). 

1. Permasalahan dan Isu Strategis 

Permasahan dan isu strategis Kawasan Lingkar Wilis adalah sebagai berikut: 

a. Rawan kekeringan di Kabupaten Ngawi (52 ribu Ha), Kabupaten Ponorogo (46 ribu Ha), 

dan Kabupaten Nganjuk (38 ribu Ha) 

b. Kawasan risiko tinggi banjir seluas 40,27 km2 dan risiko banjir sedang seluas 1.256,67 km2. 

Kabupaten yang memiliki risiko tinggi banjir antara lain Kabupaten Ngawi, Nganjuk, 

Tulungagung, dan Ponorogo.  

c. Lahan pertanian yang belum teririgasi cukup besar, yakni sebesar 63.906,22 Ha atau 

43,87% dari luasan lahan pertanian.  

d. Beberapa ruas jalan memiliki VCR > 0,8 sepanjang 584,64 km terutama pada ruas jalan: 

Jalan Kertosono –Bts Kota Kediri; Jalan Bts Kota Madiun-Bts Kota Caruban; Bts Kota Kediri-

Bts Kab. Tulungagung; Jarakan Trenggalek-BTS. Kab. Tulungagung.  

e. Jalan ring 1 lingkar Wilis merupakan Jalan kabupaten yang mengelilingi Gunung Wilis 

dengan Lebar jalan bervariasi 4 - 5 m dan beberapa geometri jalan kondisinya tidak baik. 

Beberapa titik jalan masih berupa makadam dan terputus diakibatkan longsor. 

f. Masih terdapat kabupaten dengan akses air minum aman di bawah 10%, yaitu Kabupaten 

Kediri dan Nganjuk.  

g. Akses layanan sanitasi aman rata-rata masih di bawah 10%, kecuali Kabupaten Madiun 

dan Kota Madiun.  

h. Masih terdapat Kabupaten/Kota dengan persentase penanganan sampah di bawah 30%.  

Permasahan dan isu strategis Kawasan Lingkar Ijen adalah sebagai berikut: 

a. Rawan letusan gunung berapi (Gunung Ijen dan Gunung Raung). 

b. Rawan Kekeringan tertinggi di Banyuwangi dan Jember, luas: 69.891,75 ha. 

c. Akses sanitasi aman di 4 kabupaten Selingkar Ijen masih dibawah 3% karena masih banyak 

masyarakat yang BABS. Akses sanitasi aman terendah di Kabupaten Bondowoso (1,02%).  

d. Layanan infrastruktur permukiman masih perlu peningkatan. Dalam hal pengolahan 

sampah, TPA Bondowoso, TPA Jember, TPA Banyuwangi sudah overcapacity. Tidak 

terdapat TPST ataupun TPS3R di kawasan Ijen. Sampah wisatawan dari gerbang Paltuding 

diangkut ke kota Banyuwangi. 
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2. Skenario Pengembangan 

Kawasan Lingkar Wilis  

Strategi pengembangan wilayah Lingkar Wilis adalah sebagai berikut:  

a. Pengembangan Kawasan Pertanian:  

1) Pembangunan tampungan air irigasi. 

2) Pembangunan jaringan irigasi. 

3) Rehabilitasi DI dan jaringan irigasi eksisting. 

b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas  

1) Pengembangan ring 1: akses wisata dan pertanian  

2) Peningkatan ring 2: akses utama kabupaten/kota  Selingkar Wilis, jalur distribusi 

pertanian & logistik, penghubung tol trans jawa dan pansela. 

3) Pengembangan jalan radial: Penghubung ring 1 dan ring 2. 

4) Pengembangan akses Bandara Kediri. 

5) Peningkatan konektivitas Selingkar Wilis-KSPN Karst Pacitan. 

c. Pemenuhan pelayanan dasar di pusat pelayanan perkotaan yang mendukung pertanian 

dan agrowisata.  

1) aksesibilitas 

2) pelayanan sampah 

3) akses sanitasi 

4) akses air minum layak 

5) penyediaan hunian  

d. Penanganan Kawasan rawan bencana banjir dan longsor. 

Kawasan Lingkar Ijen  

Kawasan Selingkar Ijen berkembang menjadi kawasan pariwisata yang berdaya saing 

internasional. Pengembangan Kawasan ini diarahkan: Peningkatan aksesibilitas dan 

konektivitas menuju Ijen (Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi, Jember-Banyuwangi, Bali- 

Banyuwangi), Penataan dan peningkatan kualitas prasarana sarana di pintu masuk Ijen 

(Kawasan Paltuding), Pemenuhan pelayanan dasar di pusat layanan perkotaan di Selingkar 

Ijen sebagai pendukung Kawasan Inti KSPN Ijen, Mengintegrasikan KSPN Ijen dengan KPPN 

Baluran, G-Land Alas Purwo, dan Meru Betiri sebagai destinasi berkelas internasional, dan 

Mendorong pengembangan sektor ekonomi kedua yaitu pertanian dan perkebunan 

(Banyuwangi dan Jember). 

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kawasan Selingkar Ijen untuk menjadi Destinasi Wisata Baru 

Skala Global dilakukan strategi sebagai berikut:  

a. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas menuju Ijen (Probolinggo-Situbondo-

Banyuwangi, Jember-Banyuwangi, Bali-Banyuwangi)  

b. Penataan dan peningkatan kualitas prasarana sarana di pintu masuk Ijen (Kawasan 

Paltuding)  

c. Pemenuhan pelayanan dasar di pusat layanan perkotaan di Selingkar Ijen sebagai 

pendukung Kawasan Inti KSPN Ijen.  

d. Mengintegrasikan KSPN Ijen dengan KPPN Baluran, G-Land Alas Purwo, dan Meru Betiri 

sebagai destinasi berkelas internasional . 

e. Mendorong pengembangan sektor ekonomi kedua yaitu pertanian dan perkebunan 

(Banyuwangi dan Jember). 
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C. Rencana Pengembangan Infrastruktur Koridor Pusat Pertumbuhan Baru Bali Barat - Bali 

Tengah - Bali Timur 

Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengamanatkan 

pentingnya warisan alam sebagai modal pembangunan. Pulau Bali sebagai salah satu daerah 

tujuan wisata (Tourism Destination Area/TDA) memiliki modal pesona alam dan kegiatan 

pariwisata Bali telah menjadi sumber penerimaan penting bagi negara. Pulau Bali 

menyumbangkan 26,8 % devisa negara pada tahun 2019. Dalam rangka pemerataan sektor 

pariwisata tersebut khususnya di koridor Bali Barat – Tengah – Timur dan Sekitarnya, diperlukan 

dukungan pengembangan infrastruktur yang terpadu dengan memperhatikan daya tampung 

serta daya dukung kawasan agar dapat menjamin keberlanjutan pembangunan pariwisata. 

Indonesia, menurut laporan World Economic Forum Tahun 2019 tentang Travel and Tourism 

Competitiveness, aspek keberlanjutan (lingkungan) masih lemah dan menempati posisi 5 

terbawah (urutan 136) dari 141 negara. Sedangkan berdasarkan PP No. 50 Tahun 2011 tentang 

RIPARNAS 2010-2025 bahwa pada koridor Bali Barat – Tengah – Timur dan Sekitarnya terdapat 5 

KSPN yang dapat dioptimalkan potensinya seperti pada KSPN Bedugul dsk, KSPN Kintamani-

Danau Batur dsk, KSPN Karang Asem-Amuk dsk, KSPN Tulamben-Amed dsk, dan Besakih-Gunung 

Agung dsk. Selain itu, terdapat amanat Perpres No. 109 Tahun 2020 tentang PSN yang memiliki 

arahan untuk pembangunan Bandar Udara Bali Utara untuk menunjang pemerataan wilayah di 

koridor Bali Barat – Tengah – Timur. 

1. Permasalahan dan Isu Strategis 

a. Ketimpangan Pembangunan antara Bali Utara dan Bali Selatan, dengan pendetailan 

sebagai berikut: 

1) Ketimpangan perkembangan Bali Utara dan Bali Selatan karena dari 11 (sebelas) 

KSPN dan 223 daya tarik pariwisata (DTW) sebagian besar berada di Bali bagian 

selatan dan tengah. 

2) Kepadatan bali terkonsentrasi di Kota Denpasar dan Badung bagian selatan dengan 

penduduk bali paling banyak bekerja di sektor tersier yaitu industri jasa. 

3) Daerah wisata di utara Bali memiliki akses yang lebih sulit dicapai sehingga 

Pergerakan wisatawan berpusat di Bali selatan.  

4) Lama tinggal wisman di utara Bali lebih rendah dibandingkan dengan kawasan 

selatan dan tengah Bali. 

b. Aksesibilitas di dalam dan antar pusat-pusat kegiatan, dengan pendetailan sebagai 

berikut: 

1) Pulau Bali bagian utara, selatan, timur, dan barat dipisahkan oleh wilayah 

pegunungan yang membentang dari barat ke timur Bali sehingga terdapat limitasi 

dalam konektivitas antar wilayah.  

2) Pergerakan wisatawan berpusat di Bali Selatan kemudian bergerak ke destinasi 

wisata lain di tengah, utara, dan timur, kemudian balik lagi ke selatan, 

menyebabkan kepadatan di selatan Bali. 

3) Ekspor dan impor barang-barang industri pengolahan dibawa melalui darat menuju 

Pelabuhan Tanjung Perak menyebabkan kepadatan karena bercampurnya  

pergerakan orang dan barang di jalur lintas barat Bali. 

4) Pengembangan bandar udara I Gusti Ngurah Rai sulit diperluas karena masalah 

lahan, diperkirakan tahun 2026 mencapai kapasitas puncaknya sebelum pandemi 

Covid-19. 
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c. Ancaman alih fungsi lahan pertanian dan kerentanan bencana, dengan pendetailan 

sebagai berikut: 

1) Lahan sawah yang beralih fungsi menjadi kawasan terbangun sebesar 12.638 Ha 

(2011-2019) dengan rata-rata per tahun sebesar 1.405 Ha. Lahan baku sawah tahun 

2019 seluas 70.996 Ha, dan yang sudah teririgasi seluas 60.709 Ha (85,51%).  

2) Terdapat kawasan rawan bencana seperti banjir di barat dan selatan Bali, kawasan 

kerentanan gerakan tanah yang terbentang dari barat ke timur, gunung api aktif di 

gunung agung, dan rawan gempa bumi tinggi di barat pulau Bali. 

d. Defisit Ketersediaan Air Baku, dengan pendetailan sebagai berikut: 

1) Berdasarkan RPSDA 2019 potensi air baku  masih cukup besar (216,87 m3/detik) 

tetapi ketersediaan air baku mengalami defisit sebesar 8,28 m3/detik.  

2) Hal ini disebabkan belum meratanya pengembangan penyediaan air baku, 

peningkatan distribusi, dan jangkauan pelayanan.  

e. Pemenuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat, dengan pendetailan sebagai berikut: 

1) Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) perkotaan meliputi cakupan 

pelayanan air minum (63,77%), defisit 649,6 lt/detik). 

2) Kapasitas sampah belum terkelola kurang lebih 200 ribu ton per tahun. Sampah 

terangkut 63% (2021) dengan jumlah timbulan sampah total Provinsi Bali sebesar 

915.482 ton/tahun (2021).  

3) Beberapa TPA overload dan umur TPA di beberapa lokasi hanya beberapa tahun 

lagi. Selain itu, harga lahan tinggi sehingga biaya pembebasan lahan untuk 

pembangunan dan pengembangan infrastruktur juga cukup tinggi. 

4) Kota Denpasar memiliki backlog kepemilikan rumah tertinggi diikuti dengan 

Buleleng. 

5) Terdapat kawasan kumuh kewenangan pusat di Kabupaten Badung dan Kabupaten 

Jembrana. 

2. Skenario Pengembangan Wilayah 

a. Mengembangkan Koridor Bali Utara menjadi wilayah yang mandiri dengan 

menciptakan  pusat-pusat kegiatan. 

Mengembangkan potensi pusat kegiatan di utara karena terdapat ketimpangan bagian 

utara-selatan Pulau Bali. Percepatan pertumbuhan Koridor Bali Utara didukung dengan 

pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi (2027) & Bandara Baru (2028). 

b. Merevitalisasi Bali selatan khususnya pada kawasan pariwisata dan mengembangkan 

keterkaitan antara pusat inti dan pusat-pusat pendukung. 

Revitalisasi untuk mendukung industri pariwisata yang meningkat pesat pasca pandemi. 

Hal tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi namun di lain sisi akan memunculkan 

berbagai masalah perkotaan. Selain itu, diperlukan antisipasi percepatan pertumbuhan 

akibat pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi (2027) dan keterkaitan antara pusat 

inti dan pusat pendukung. 

c. Mengintegrasikan koridor utara dengan koridor selatan.  

Mempercepat dan mengintegrasikan pertumbuhan Bali utara dengan interkoneksi 

80,15% perekonomian Provinsi Bali (Bali Utara 15,15% dan Bali Selatan 65%). 
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d. Mengembangkan simpul dan akses transportasi darat, laut, dan udara untuk 

meningkatkan aksesibilitas (wisatawan dan barang komoditas) dan mengurai 

permasalahan kemacetan di Bali.  

Mengarahkan Bali sebagai Superhub dengan mengoneksikan konektivitas ke Jawa dan 

Nusa Tenggara. 

e. Menjamin ketersediaan air baku untuk mendukung pertanian dan pariwisata. 

Fokus penyediaan infrastruktur air baku untuk Provinsi Bali  adalah pengelolaan potensi 

sumber daya air dengan meningkatkan kapasitas tampungan air permukaan untuk 

memenuhi kebutuhan air bersih rumah tangga, kawasan wisata, perkotaan, dan 

pertanian. 

f. Mengembangkan Pertanian sebagai sektor yang dipertahankan, dicegah alih 

fungsinya, dan dijaga infrastrukturnya. 

Mempertahankan Subak World Heritage dan menghindari alih fungsi lahan pertanian 

yang tinggi. Pertanian, kehutanan, dan perikanan penyumbang PDRB nomor 2 setelah 

akomodasi dan makan minum sehingga memiliki potensi yang besar sebagai alternatif 

sektor unggulan setelah pariwisata. Selain itu, diperlukan untuk menjaga pembangunan 

infrastruktur Bali tetap mencakup 3 aspek utama (alam, krama, dan kebudayaan Bali). 

g. Meningkatkan kualitas destinasi wisata.  

Provinsi Bali memiliki 11 (sebelas) KSPN dengan 223 Daya Tarik Wisata (DTW). 

Perkembangan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) cenderung meningkat, pada 

tahun 2019 jumlahnya sebesar 6,2 juta (42% wisman nasional) yang berimbas pada 

perolehan PDRB yang cukup signifikan pada sektor Pariwisata (akomodasi dan makan-

minum) sebesar 14,92% PDRB Provinsi Bali. Kualitas atraksi wisata perlu ditingkatkan 

untuk meningkatkan length of stay dan spending wisatawan. 

D. Integrated Tourism Master Plan Wakatobi 

Penetapan Taman Nasional Wakatobi (TNW) sebagai Biosfer UNESCO pada tahun 2012 semakin 

memperkuat daya tarik KDW Wakatobi sebagai destinasi wisata bahari unggulan yang sangat 

diminati oleh para penyelam di dalam laut (diving) dan penyelam di permukaan laut (snorkeling). 

Taman Nasional Wakatobi juga terdaftar sebagai ”Warisan Dunia Sementara” pada tanggal 7 

Februari 2005, tetapi belum/tidak ada tindakan lanjut yang diambil untuk meningkatkan status 

menjadi “Warisan Dunia Penuh”. Jika TNW terdaftar secara penuh maka citra destinasi akan 

meningkat secara signifikan, namun beberapa kondisi tertentu juga harus diterapkan untuk 

membantu melindungi kelestarian lingkungan laut; hal tersebut menjadi pembatas dalam 

pengembangan jenis pengembangan pariwisata tertentu. 

1. Permasalahan dan Isu Strategis 

Berdasarkan kondisi eksisting dan analisis pada baseline analysis report, terkait dengan aspek 

legal dan kebijakan di Kabupaten Wakatobi, terdapat beberapa isu yang menjadi 

permasalahan, yaitu antara lain:  

a. Dokumen legal rencana tata ruang saat ini (Perda Kabupaten Wakatobi No. 12 Tahun 

2012) masih mengacu pada Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten tahun 2009.  

b. Pedoman teknis perencanaan tata ruang (struktur dan pola ruang) yang ada saat ini 

memerlukan penyesuaian substansi pasca UU Cipta Kerja.  
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c. Belum tersedia Perda Penetapan MHA dan Peta Wilayah Adat untuk seluruh Kelompok 

Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang dapat menjadi landasan hukum status tanah MHA. 

d. Kabupaten Wakatobi belum memiliki masterplan drainase skala kabupaten.  

e. Belum tersedia Peraturan Menteri tentang pedoman pemanfaatan ruang sempadan 

pantai yang dapat dijadikan rujukan perencanaan di Wakatobi yang memiliki sempadan 

pantai dengan potensi pengembangan pariwisata.  

f. Rencana Induk Pengelolaan Sampah yang ada saat ini hanya untuk KWU Wangi-Wangi 

dan tidak termasuk pulau-pulau lainnya.  

g. Pembangunan yang selama ini dilakukan oleh banyak pihak, terkesan tidak 

terkoordinasikan, hal ini terlihat dari banyaknya bangunan yang tidak efektif 

penggunaannya. 

Sementara itu apabila akan menerapkan skenario terpilih akan ada permasalahan terkait 

dengan pengambilalihan lahan. Berikut penjelasan detail terkait isu tersebut:  

a. Frekuensi penerbangan menuju Bandara Matahora di KWU Wangi Wangi sangat 

terbatas, satu-satunya penerbangan yang tersedia berasal dari Kota Kendari, Provinsi 

Sulawesi Tenggara. Penerbangan dari Jakarta dan daerah lain di Pulau Jawa 

membutuhkan transit di Kota Makassar dan Kota Kendari yang mengakibatkan waktu 

tempuh yang lama dan mahal untuk mencapai KDW Wakatobi melalui KWU Wangi 

Wangi. KWU Tomia dapat dicapai melalui penerbangan selama tiga jam dari Bali, tetapi 

penerbangan tersebut hanya untuk pengunjung/tamu Wakatobi Dive Resort. Akses 

penerbangan langsung dari luar negeri masih belum tersedia.  

b. Transportasi laut antar pulau tersedia, tetapi layanan terbatas dan keamanan laut masih 

sangat belum dapat dipastikan. Wisata bahari di KDW Wakatobi memiliki potensi besar, 

namun pada sisi lain daya Tarik wisata daratan di seluruh pulau masih sangat terbatas 

pemanfaatannya. Terdapat potensi 

c. Utilitas dan pelayanan serta Infrastruktur dasar untuk penduduk dan wisatawan perlu 

ditingkatkan secara signifikan untuk memenuhi kebutuhan. Hal tersebut terutama 

mencakup pemenuhan sektor kesehatan, sanitasi, pengelolaan persampahan dan air 

limbah, pasokan listrik, serta air minum. 

2. Rekomendasi 

Untuk menjawab permasalahan dan isu strategis di atas, maka berikut rekomendasi yang 

ditawarkan oleh ITMP Wakatobi: 

a. Pemerintah Kabupaten Wakatobi perlu melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) Kabupaten Wakatobi untuk menyesuaikan perubahan substansi pada Undang-

Undang Cipta Kerja dan Pedoman Penyusunan RTRW.  

b. Pemerintah Kabupaten Wakatobi perlu mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat 

yang saat ini eksis di Kabupaten Wakatobi. Perlunya Peraturan Daerah (Perda) 

Penetapan Masyarakat Hukum Adat dan Peta Wilayah Adat untuk seluruh Kelompok 

MHA yang dapat menjadi landasan hukum status tanah MHA  

c. Pemerintah Kabupaten Wakatobi perlu menyusun Masterplan Drainase Kabupaten 

Wakatobi. Saat ini Kabupaten Wakatobi belum memiliki Masterplan Drainase.  

d. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu merumuskan 

Peraturan Menteri tentang pedoman pemanfaatan ruang sempadan pantai 
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4.1.4.5 Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III 

Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III mendukung Sasaran Kegiatan (SK 1) 

Meningkatnya Pelaksanaan Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR” 

melalui Indikator Kinerja Tingkat Kesesuaian Penanganan Kawasan Prioritas Melalui Perencanaan 

dan Pemrograman Infrastruktur PUPR di Pulau Sulawesi, Papua, dan Kep. Maluku, dengan 4 

(empat) output utama yang targetnya sebagaimana tercantum dalam DIPA. 

Seluruh output pada Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III tersebut berkinerja 

sangat memuaskan. Rincian capaian output dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.33 Rincian Capaian Output Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III 

No 
Output 

(Renstra) 
Rincian Output Kegiatan 

Target 
Renstra 

Target 
Output DIPA 

(RO) 

Realisasi 
Output DIPA 

(RO)  

Kinerja 
(%) 

 

1 

Rencana dan 
Program 

pengembangan 
infrastruktur 

wilayah di 
Wilayah III 

Program 
Tahunan 

Wilayah Pulau 
Sulawesi 

Sinkronisasi 
dan 

Penyusunan 
Prioritasi 
Program 
Tahunan 

Wilayah Pulau 
Sulawesi 

18 

1 
Rekomendasi 

Kebijakan 

1 
Rekomendasi 

Kebijakan 
100,00  

Program 
Tahunan 
Wilayah 

Kepulauan 
Maluku 

Sinkronisasi 
dan 

Penyusunan 
Prioritasi 
Program 
Tahunan 
Wilayah 

Kepulauan 
Maluku 

1 
Rekomendasi 

Kebijakan 

1 
Rekomendasi 

Kebijakan 
100,00  

Program 
Tahunan 

Wilayah Pulau 
Papua 

Sinkronisasi 
dan 

Penyusunan 
Prioritasi 
Program 
Tahunan 
Wilayah 

2 
Rekomendasi 

Kebijakan 

2 
Rekomendasi 

Kebijakan 
100,00 

 

Konsultan 
Manajemen 

Pusat 
Pengembangan 

Infrastruktur 
PUPR Wilayah 

III 

 

Rencana 
Pengembangan 

Infrastruktur 
Wilayah Pulau 

Sulawesi 

Penyusunan 
Rencana 

Pengembangan 
Infrastruktur 

Wilayah Pulau 
Sulawesi 

1 
Rekomendasi 

Kebijakan 

1 
Rekomendasi 

Kebijakan 
100,00  
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No 
Output 

(Renstra) 
Rincian Output Kegiatan 

Target 
Renstra 

Target 
Output DIPA 

(RO) 

Realisasi 
Output DIPA 

(RO)  

Kinerja 
(%) 

 

Rencana 
Pengembangan 

Infrastruktur 
Wilayah 

Kepulauan 
Maluku dan 

Maluku Utara 

Penyusunan 
Rencana 

Pengembangan 
Infrastruktur 

Wilayah 
Kepulauan 

Maluku dan 
Maluku Utara 

1 
Rekomendasi 

Kebijakan 

1 
Rekomendasi 

Kebijakan 
100,00  

Rencana 
Pengembangan 

Infrastruktur 
Wilayah Papua 

dan Papua 
Barat 

Penyusunan 
Rencana 

Pengembangan 
Infrastruktur 

Wilayah Papua 
dan Papua 

Barat 

1 
Rekomendasi 

Kebijakan 

1 
Rekomendasi 

Kebijakan 
100,00  

2 
Kinerja 

program di 
Wilayah III 

Layanan 
Pemantauan 
dan Evaluasi 

Pemantauan 
dan Evaluasi 
Pelaksanaan 

Pembangunan 
Infrastruktur 
PUPR Pulau 

Sulawesi 

3 3 Dokumen 3  Dokumen 100,00 

 

Pemantauan 
dan Evaluasi 
Pelaksanaan 

Pembangunan 
Infrastruktur 

PUPR 
Kepulauan 

Maluku 

 

Pemantauan 
dan Evaluasi 
Pelaksanaan 

Pembangunan 
Infrastruktur 
PUPR Pulau 

Papua 

 

3 

Layanan 
Dukungan 

Manajemen 
Satker 

Layanan 
Umum 

Pelayanan 
Umum, Rumah 

Tangga, dan 
Perlengkapan 

Pusat 
Pengembangan 

Infrastruktur 
PUPR Wilayah 

III 

1 

1 Layanan 1 Layanan 100,00  

Layanan 
Manajemen 

SDM 

Pengelolaan 
Kepegawaian 

dan 
Peningkatan 

40 Orang 40 Orang 100,00  
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No 
Output 

(Renstra) 
Rincian Output Kegiatan 

Target 
Renstra 

Target 
Output DIPA 

(RO) 

Realisasi 
Output DIPA 

(RO)  

Kinerja 
(%) 

 
Kinerja SDM 

Pusat 
Pengembangan 

Infrastruktur 
PUPR Wilayah 

III 

Layanan 
Perencanaan 

dan 
Penganggaran 

Penyusunan 
Rencana Kerja, 
Program, dan 

Anggaran 
Pusat 

1 Dokumen 
1,00 

1 Dokumen 
100,00  

Layanan 
Pemantauan 
dan Evaluasi 

Pemantauan 
dan Evaluasi 
Kinerja serta 
Penyusunan 

Laporan 
Manajemen 
Risiko Pusat 

Pengembangan 
Infrastruktur 

PUPR Wilayah 
III 

1 Dokumen 1 Dokumen 100,00  

Layanan 
Manajemen 
Keuangan 

Pengelolaan 
Keuangan dan 

BMN Pusat 
Pengembangan 

Infrastruktur 
PUPR Wilayah 

III 

1 Dokumen 1 Dokumen 100,00  

4 
Layanan 

Perkantoran 
Layanan 

Perkantoran 

Layanan 
Operasional 

dan 
Administrasi 
Satker serta 
Pengawasan 

Internal Pusat 
Pengembangan 

Infrastruktur 
PUPR Wilayah 

III 

1 1 Layanan 1 Layanan 100,00  

 
Pusat Pengembangan infrastruktur PUPR Wilayah III mendukung Sasaran Kegiatan 

"Meningkatnya pelaksanaan perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR" 

melalui indikator Kinerja "Tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas melalui 

perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Sulawesi, Papua, dan Kep. Maluku" 

memiliki 4 (empat) output utama dengan target sebagaimana tercantum dalam DIPA. Pada tahun 

2022 ini Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III memiliki 3 output strategis terkait 

dengan penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW). 



173 

 
Laporan Kinerja Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Tahun 2022 

 

A. Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pulau Sulawesi 

1. RPIW Provinsi Sulawesi Utara 

Visi Pengembangan Provinsi Sulawesi Utara adalah terwujudnya Sulawesi Utara sebagai 

Pintu gerbang Kawasan Indonesia Timur menuju Asia Timur, dan Pasifik yang yang 

didukung sektor perikanan dan kelautan, industri, pariwisata, dan pertanian. 

Ultimate Pengembangan Kawasan: 

a. Meningkatkan produksi sumber daya perairan dan kelautan serta industri 

pengolahan yang berdaya saing dan bernilai tambah tinggi; 

b. Meningkatkan produksi pertanian yang berkelanjutan; 

c. Menjadi salah satu destinasi pariwisata unggulan di Asia. 

2. RPIW Provinsi Gorontalo 

Visi Pengembangan Provinsi Gorontalo adalah Terwujudnya Kondisi Perekonomian 

Gorontalo yang tumbuh maju melalui hilirisasi industri pertanian perkebunan serta unggul 

dalam pariwisata dan jasa. 

Ultimate Pengembangan Kawasan: 

a. Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan yang berkelanjutan; 

b. Meningkatkan produksi sumber daya pertanian dan perkebunan melalui hilirisasi 

industri pengolahan yang berdaya saing dan bernilai tambah tinggi serta outlet 

distribusi regional yang handal; 

c. Menjadi salah satu destinasi pariwisata unggulan. 

3. RPIW Provinsi Sulawesi Tengah 
Visi Pengembangan Provinsi Sulawesi Tengah adalah terwujudnya Pemerataan 

Pembangunan Sulawesi Tengah Melalui Pengembangan Sentra Industri Pengolahan 

Pertambangan. Pariwisata. dan Pangan. 

Ultimate Pengembangan Kawasan: 

a. Mendukung kebutuhan pangan regional dan IKN; 

b. Menjadi salah satu destinasi wisata dan industri pariwisata yang kuat sebagai 

destinasi utama di ASEAN; 

c. Meningkatkan hilirisasi industri bernilai tambah tinggi dan berorientasi ekspor. 

4. RPIW Provinsi Sulawesi Barat 

Visi Pengembangan Provinsi Sulawesi Barat adalah “Kondisi Perekonomian Sulawesi Barat 

yang tumbuh maju melalui Hilirisasi Industri Pertanian, Perkebunan, Perikanan serta 

Pariwisata yang unggul dan berdaya saing”. 

Ultimate Pengembangan Kawasan: 

a. Meningkatkan produksi sumber daya perairan dan kelautan yang berkelanjutan serta 

industri pengolahan yang bernilai tambah tinggi; 

b. Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan yang berkelanjutan serta 

penunjang IKN; 

c. Ibukota Provinsi menjadi Smart City. 
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5. RPIW Provinsi Sulawesi Tenggara 

Visi Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah terwujudnya Sulawesi Tenggara 

sebagai sentra hilirisasi nikel dan asbuton, pariwisata bahari bertaraf internasional, dan 

perdagangan yang unggul. 

Ultimate Pengembangan Kawasan: 

a. Menjadi wilayah dengan produksi sumber daya perikanan serta industri pengolahan 

yang berdaya saing dan bernilai tambah tinggi; 

b. Menjadi salah satu destinasi pariwisata unggulan internasional. 

6. RPIW Provinsi Sulawesi Selatan 

Visi Pengembangan Provinsi Sulawesi Selatan adalah terwujudnya Sulawesi Selatan 

sebagai penggerak ekonomi Pulau Sulawesi yang unggul dalam sektor perdagangan dan 

jasa, pertanian, pariwisata, dan hilirisasi industri. 

Ultimate Pengembangan Kawasan:  

a. Menjadi wilayah sentra produksi pertanian yang berkelanjutan; 

b. Menjadi pusat industri pengolahan yang berdaya saing dan bernilai tambah tinggi; 

c. Menjadi salah satu daerah tujuan wisata alam, budaya dan MICE unggulan di Asia.  

 
B. Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kepulauan Maluku dan Maluku Utara 

1. RPIW Provinsi Maluku 

Visi arah pengembangan Provinsi Maluku adalah sebagai Lumbung Ikan Nasional dan hub 

perdagangan jasa di Wilayah Timur Indonesia. 

Misi dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Penyiapan Infrastruktur Dasar mendukung Maluku Lumbung Ikan Nasional; 

b. Penyediaan infrastruktur pendukung perdagangan dan jasa; 

c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan Daerah Tertinggal 

Terdepan dan Terluar. 

2. RPIW Provinsi Maluku Utara 

Visi arah pengembangan Provinsi Maluku Utara adalah sebagai Sentra Industri 

Pengolahan, Berketahanan Pangan dan Wisata Sejarah & Bahari dengan Penguatan Peran 

Kota Baru Sofifi sebagai Ibukota Provinsi. 

Misi dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Penyiapan Infrastruktur mendukung Kawasan Industri; 

b. Penyiapan infrastruktur mendukung Kawasan Pertanian Tanaman Pangan; 

c. Peningkatan Konektivitas di setiap Pusat Pertumbuhan. 

C. Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah Papua dan Papua Barat 

1. RPIW Papua Barat 

Visi Pengembangan Provinsi Papua Barat adalah Provinsi Papua Barat sebagai destinasi 

pariwisata kelas dunia dan pusat hilirisasi produk sumber daya alam di Indonesia Timur. 

Strategi Pengembangan Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut: 
a. Penataan Kawasan Perkotaan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal; 

b. Memperkuat dukungan terhadap pengembangan pariwisata; 

c. Meningkatkan Aksesibilitas antar Kawasan/pusat pertumbuhan; 
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d. Mengembangkan Kawasan industri; 

e. Mengembangkan Agroindustri; 

f. Mengembangkan industri pengolahan perikanan; 

g. Dukungan air baku untuk mendukung industri dan pertanian; 

h. Dukungan Pengurangan Risiko Bencana. 

2. RPIW Papua  

Visi Pengembangan Provinsi Papua adalah Provinsi Papua sebagai Pusat Industri, 

perdagangan, pariwisata dan hub Pasifik Selatan. 

Strategis Pengembangan Provinsi Papua adalah sebagai berikut: 

a. Pengembangan Kawasan Metropolitan Senarjaya (Sentani-Arso-Jayapura); 

b. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kawasan Perkotaan; 

c. Meningkatkan Aksesibilitas antar Kawasan/pusat pertumbuhan; 

d. Mengembangkan Kawasan industri berbasis agro dan industri pertambangan skala 

internasional; 

e. Mengembangkan Industri Pengolahan Perikanan; 

f. Mengembangkan food estate; 

g. Dukungan air baku untuk mendukung industri dan pertanian; 

h. Memperkuat dukungan terhadap industri pariwisata dan pengembangan pariwisata 

regional; 

i. Dukungan Pengurangan Risiko Bencana. 

4.1.5 Capaian Kinerja Penyerapan Anggaran  

Berdasarkan DIPA TA 2022, BPIW mengelola pagu anggaran sebesar Rp226.623.354.000 untuk 

mencapai Sasaran Program Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya. Pagu 

tersebut berasal dari sumber pendanaan yaitu Rupiah Murni (RPM) dan Pinjaman dan Hibah Luar 

Negeri, dimana RPM sebesar Rp123,9 Miliar dan PHLN sebesar Rp102,8 Miliar. 

Tabel 4.34 Realisasi Anggaran BPIW TA 2022 

No Unit Kerja 
Pagu Dipa Realisasi 

(Rp Ribu) (Rp Ribu) (%) 

1 
Pusat Pengembangan Infrastruktur 
Wilayah Nasional 

42.941.743 13.239.905 30,83 

2 
Pusat Pengembangan Infrastruktur 
PUPR Wilayah I 

18.323.604 18.173.117 99,18 

3 
Pusat Pengembangan Infrastruktur 
PUPR WIlayah II 

88.533.408 79.380.567 89,66 

4 
Pusat Pengembangan Infrastruktur 
PUPR Wilayah III 

16.633.131 16.606.541 99,84 

5 
Sekretariat Badan Pengembangan 
Infrastruktur Wilayah 

60.191.468 59.730.088 99,23 

Total 226.623.354 187.130.218 83,51 
Sumber: i-eMonitoring Pelaksanaan 2022 (status per 16 Januari 2023) 

Dari anggaran RPM sebesar Rp123,9 Miliar telah terealisasi sebesar Rp122,9 Miliar (99,26). 

Namun, anggaran PHLN hanya terserap Rp64,2 Miliar (62,5%) dari Rp102,8 Miliar. Terdapat 2 
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kegiatan PHLN yaitu Indonesia Tourism Development Project (ITDP) dan National Urban 

Development Project (NUDP) yang anggarannya belum dapat diserap secara optimal. 

Gambar 4.30 Perbandingan Realisasi dengan Rencana Penyerapan  TA 2022 

 

Sumber: : i-eMonitoring Pelaksanaan 2022 (status per 16 Januari 2023) 

Tidak terserapnya anggaran PHLN secara optimal dikarenakan: 

1. Pagu kegiatan ITDP TA 2022 adalah sebesar Rp73,13 Miliar dengan rincian luncuran sebesar 

Rp2,89 Miliar dari pagu TA 2021 dan percepatan sebesar Rp17,4 Miliar. Kendala pelaksanaan 

kegiatan ITDP disebabkan keluaran dari 2 (dua) paket yaitu ITMP Labuan Bajo dan ITMP Bromo 

– Tengger – Semeru masih belum memenuhi secara kualitas dengan yang disyaratkan dalam 

Kerangka Acuan Kerja. Batas akhir untuk dapat diselesaikan pada bulan Mei 2023. Tenggat 

waktu Mei 2023 merupakan jadwal final mengingat sumber pendanaan berasal dari dana 

hibah yang berakhir Juni 2023.  

2. Pagu Kegiatan NUDP TA 2022 adalah sebesar Rp29,63 Miliar yang belum dapat dilakukan 

penyerapan dikarenakan adanya proses restrukturisasi substansi kegiatan. Proses 

restrukturisasi ini telah dibahas bersama Kementerian PPN/Bappenas sejak April 2022 yang 

ditindaklanjuti dengan penyampaian Explanatory Notes melalui surat Sekretaris Jenderal 

Kementerian PUPR ke Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas 

dan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan pada 1 

November 2022. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan antar PMU pada 4 Januari 2023. 

Direncanakan pada bulan Januari 2023, 2 (dua) paket kegiatan NUDP yaitu Project 

Management Services (PMS) dan National Urban Development Strategy (NUDS) akan 

memulai proses pelelangan. 

Tabel 4.35 Realisasi Anggaran Kegiatan BPIW dan Kinerja RO 

No KRO RO Kegiatan 
Pagu 

(Rp Ribu) 

Realisasi Anggaran Kinerja 
RO (%) (Rp Ribu) (%) 

Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional 

1 Kebijakan Teknis 
dan Rencana 
Terpadu 
Pembangunan 

Isu Strategis 
Pengembangan 
Infrastruktur 
Wilayah TA 2022 

Telaahan Isu 
Strategis 
Pengembangan 
Infrastruktur 
Wilayah TA 2022 

    1.031.527      1.029.237  99,78 100,00 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

Realisasi 10,1 11,5 14,98 23,56 27,66 36,82 47,77 52,97 60,64 66,51 79,34 82,57

Rencana 0,57 1,87 5,48 13,76 18 26,45 37,86 43,16 50,28 64,3 76,1 100

0
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No KRO RO Kegiatan 
Pagu 

(Rp Ribu) 

Realisasi Anggaran Kinerja 
RO (%) (Rp Ribu) (%) 

Infrastruktur 
PUPR 

Midterm Review 
Renstra PUPR 2020 
- 2024 

Midterm Review 
Renstra PUPR 
2020 - 2024 

    1.169.810      1.165.481  99,63 100,00 

Kebijakan Teknis 
dan Strategi 
Perkotaan Nasional 

National Urban 
Infrastructure 
Strategy 

    2.760.768                      -  0,00 

25,00 

Integrated City 
Planning 

  14.112.000                      -  0,00 

Project 
Management 
Support (PMS) 

  12.760.720                      -  0,00 

Pendampingan 
Pelaksanaan 
National Urban 
Development 
Project (Loan 
IBRD - 8976) 

       913.342         910.911  99,73 

2 Keterpaduan 
Rencana dan 
Sinkronisasi 
Program 

Program 
Infrastruktur PUPR 
Terpadu 

Penyelenggaraan 
Keterpaduan dan 
Sinkronisasi 
Program Tahunan 
Infrastruktur 
PUPR 

    1.789.062      1.760.665  98,41 100,00 

Bantuan Teknis 
Penyusunan 
Perencanaan dan 
Pemrograman 
Tahun Anggaran 
2022 

    2.395.507      2.395.507  100,00 

3 Kinerja dan 
Dampak Manfaat 

Layanan 
Pemantauan dan 
Evaluasi 

Pengukuran 
Capaian Kinerja 
Kementerian 
PUPR 

       805.721         802.015  99,54 100,00 

Bantuan Teknis 
Pemantauan dan 
Evaluasi 
Pelaksanaan 
Rencana Terpadu 
Pembangunan 
Infrastruktur 
Tahun Anggaran 
2022 

    2.392.929      2.392.929  100,00 

4 Kepatuhan 
Internal 

Layanan Audit 
Internal 

Pendampingan 
Penerapan 
Manajemen Risiko 
dan Pemantauan 
Kepatuhan Intern 
Badan 
Pengembangan 
Infrastruktur 
Wilayah (BPIW) 

       361.901         361.471  99,88 100,00 

Pembinaan dan 
Pengembangan 
Kapasitas 
Pelaksanaan 
Kepatuhan Intern 
dan Manajemen 
Risiko 

       429.710         426.511  99,26 
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No KRO RO Kegiatan 
Pagu 

(Rp Ribu) 

Realisasi Anggaran Kinerja 
RO (%) (Rp Ribu) (%) 

5 Layanan 
Dukungan 

Manajemen 
Satuan Kerja 

Layanan Umum Pelayanan Umum, 
Rumah Tangga, 
dan Perlengkapan 
Pusat 
Pengembangan 
Infrastruktur 
Wilayah Nasional 

       107.600         107.468  99,88 100,00 

Layanan 
Manajemen SDM 

Pengelolaan 
Kepegawaian dan 
Peningkatan 
Kinerja SDM Pusat 

       175.490         175.457  99,98 100,00 

Layanan 
Perencanaan dan 
Penganggaran 

Penyusunan 
Rencana Kerja, 
Program, dan 
Anggaran Pusat 
Pengembangan 
Infrastruktur 
Wilayah Nasional 

         97.400           92.811  95,29 100,00 

Layanan 
Pemantauan dan 
Evaluasi 

Pemantauan dan 
Evaluasi Kinerja 
serta Penyusunan 
Laporan 
Manajemen Risiko 
Pusat 
Pengembangan 
Infrastruktur 
Wilayah Nasional 

       236.602         234.636  99,17 100,00 

Layanan 
Manajemen 
Keuangan 

Pengelolaan 
Keuangan dan 
BMN Pusat 
Pengembangan 
Infrastruktur 
Wilayah Nasional 

       100.000           94.605  94,61 100,00 

6 Layanan 
Perkantoran 

Layanan 
Perkantoran 

Layanan 
Operasional dan 
Administrasi 
Satker serta 
Pengawasan 
Internal Pusat 
Pengembangan 
Infrastruktur 
Wilayah Nasional 

    1.301.654      1.290.199  99,12 100,00 

Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I 

1 Rencana dan 
Program 
pengembangan 
infrastruktur 
wilayah di 
Wilayah I  

Program Tahunan 
Wilayah Pulau 
Sumatera Bagian 
Utara 

Sinkronisasi dan 
Penyusunan 
Prioritasi Program 
Tahunan Wilayah 
Pulau Sumatera 
Bagian Utara 

    1.019.954      1.001.461  98,19 100,00 

Konsultan 
Manajemen 
Pengembangan 
Infrastruktur 
Wilayah Sumatera 
Bagian Utara 

    1.447.925      1.447.925  100,00 

Program Tahunan 
Wilayah Pulau 

Sinkronisasi dan 
Penyusunan 
Prioritasi Program 

       537.213         536.595  99,88 100,00 
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No KRO RO Kegiatan 
Pagu 

(Rp Ribu) 

Realisasi Anggaran Kinerja 
RO (%) (Rp Ribu) (%) 

Sumatera Bagian 
Selatan 

Tahunan Wilayah 
Pulau Sumatera 
Bagian Selatan 

Konsultan 
Manajemen 
Pengembangan 
Infrastruktur 
Wilayah Sumatera 
Bagian Selatan 

    1.175.519      1.175.518  100,00 

Program Tahunan 
Wilayah Pulau 
Kalimantan 

Sinkronisasi dan 
Penyusunan 
Prioritasi Program 
Tahunan Wilayah 
Pulau Kalimantan 

       564.372         561.348  99,46 100,00 

Konsultan 
Manajemen 
Pengembangan 
Infrastruktur 
Wilayah 
Kalimantan 

    1.342.836      1.342.836  100,00 

Rencana 
Pengembangan 
Infrastruktur 
Koridor 
Pertumbuhan dan 
Koridor 
Pemerataan 
Sumatera Bagian 
Utara 

Penyusunan 
Rencana 
Pengembangan 
Infrastruktur 
Koridor 
Pertumbuhan dan 
Koridor 
Pemerataan 
Sumatera Bagian 
Utara 

    1.595.583      1.579.635  99,00 100,00 

Rencana 
Pengembangan 
Infrastruktur 
Kepulauan Batam - 
Bintan - Karimun 

Penyusunan 
Rencana 
Pengembangan 
Infrastruktur 
Kepulauan Batam 
- Bintan - Karimun 

       680.095         676.465  99,47 100,00 

Rencana 
Pengembangan 
Infrastruktur 
Koridor 
Pertumbuhan dan 
Koridor 
Pemerataan 
Sumatera Bagian 
Selatan 

Penyusunan 
Rencana 
Pengembangan 
Infrastruktur 
Koridor 
Pertumbuhan dan 
Koridor 
Pemerataan 
Sumatera Bagian 
Selatan 

    1.353.764      1.351.528  99,83 100,00 

Rencana 
Pengembangan 
Infrastruktur 
Kepulauan Bangka 
Belitung 

Penyusunan 
Rencana 
Pengembangan 
Infrastruktur 
Kepulauan Bangka 
Belitung 

       553.328         551.856  99,73 100,00 

Rencana 
Pengembangan 
Infrastruktur 
Koridor Ekonomi 
dan Perkotaan 

Penyusunan 
Rencana 
Pengembangan 
Infrastruktur 
Koridor Ekonomi 
dan Perkotaan 

       977.935         958.642  98,03 100,00 
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No KRO RO Kegiatan 
Pagu 

(Rp Ribu) 

Realisasi Anggaran Kinerja 
RO (%) (Rp Ribu) (%) 

Kalimantan Bagian 
Barat 

Kalimantan 
Bagian Barat 

Rencana 
Pengembangan 
Infrastruktur 
Koridor Ekonomi 
dan Perkotaan 
Kalimantan Bagian 
Timur 

Penyusunan 
Rencana 
Pengembangan 
Infrastruktur 
Koridor Ekonomi 
dan Perkotaan 
Kalimantan 
Bagian Timur 

    1.134.383      1.115.904  98,37 100,00 

Rencana 
Pengembangan 
Infrastruktur PUPR 
Terpadu terkait 
Penanggulangan 
Kemiskinan 
Ekstrem dan 
Stunting 

Koordinasi dan 
Survey 

    1.494.735      1.480.916  99,08 100,00 

Pelaporan dan 
Evaluasi 

       137.635         137.352  99,79 

Dukungan Tenaga 
Ahli 

       367.630         367.630  100,00 

2 Kinerja Program 
di Wilayah I 

Layanan 
Pemantauan dan 
Evaluasi 

Pemantauan dan 
Evaluasi 
Pelaksanaan 
Pembangunan 
Infrastruktur 
PUPR Pulau 
Sumatera Bagian 
Utara 

       674.511         653.666  96,91 100,00 

Pemantauan dan 
Evaluasi 
Pelaksanaan 
Pembangunan 
Infrastruktur 
PUPR Pulau 
Sumatera Bagian 
Selatan 

       496.763         496.143  99,88 

Pemantauan dan 
Evaluasi 
Pelaksanaan 
Pembangunan 
Infrastruktur 
PUPR Pulau 
Kalimantan 

       457.016         456.178  99,82 

3 Layanan 
Dukungan 
Manajemen 
Satker 

Layanan Umum Pelayanan Umum, 
Rumah Tangga, 
dan Perlengkapan 
Pusat 
Pengembangan 
Infrastruktur 
PUPR Wilayah I 

       200.000         198.425  99,21 100,00 

Layanan 
Manajemen SDM 

Pengelolaan 
Kepegawaian dan 
Peningkatan 
Kinerja  SDM 
Pusat 
Pengembangan 
Infrastruktur 
PUPR Wilayah I 

       200.000         187.704  93,85 100,00 
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No KRO RO Kegiatan 
Pagu 

(Rp Ribu) 

Realisasi Anggaran Kinerja 
RO (%) (Rp Ribu) (%) 

Layanan 
Perencanaan dan 
Penganggaran 

Penyusunan 
Rencana Kerja, 
Program, dan 
Anggaran Pusat 
Pengembangan 
Infrastruktur 
PUPR Wilayah I 

       200.000         196.595  98,30 100,00 

Layanan 
Pemantauan dan 
Evaluasi 

Pemantauan dan 
Evaluasi Kinerja 
serta Penyusunan 
Laporan 
Manajemen Risiko 
Pusat 
Pengembangan 
Infrastruktur 
PUPR Wilayah I 

       320.000         313.447  97,95 100,00 

Layanan 
Manajemen 
Keuangan 

Pengelolaan 
Keuangan dan 
BMN Pusat 
Pengembangan 
Infrastruktur 
PUPR Wilayah I 

         80.000           78.862  98,58 100,00 

4 Layanan 
Perkantoran 

Layanan 
Perkantoran 

Layanan 
Operasional dan 
Administrasi 
Satker serta 
Pengawasan 
Internal Pusat 
Pengembangan 
Infrastruktur 
PUPR Wilayah I 

    1.312.407      1.306.486  99,55 100,00 

Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II 

1 Rencana dan 
Program 

Pengembangan 
Infrastruktur 
Wilayah di 
Wilayah II 

Program Tahunan 
Wilayah Pulau 

Jawa 

Sinkronisasi dan 
Penyusunan 

Prioritasi Program 
Tahunan Wilayah 

Pulau Jawa 

       373.750         361.637  96,76 100,00 

Program Tahunan 
Wilayah Pulau Bali 

Sinkronisasi dan 
Penyusunan 

Prioritasi Program 
Tahunan Wilayah 

Pulau Bali 

       570.239         567.952  99,60 100,00 

Program Tahunan 
Wilayah Kepulauan 

Nusa Tenggara 

Sinkronisasi dan 
Penyusunan 

Prioritasi Program 
Tahunan Wilayah 
Kepulauan Nusa 

Tenggara 

       838.160         825.997  98,55 100,00 

Konsultan 
Manajemen Pusat 

Pengembangan 
Infrastruktur 

PUPR Wilayah II 

    2.963.922      2.963.922  100,00 

Rencana 
Pengembangan 

Infrastruktur 
Koridor Selatan 

Jawa 

Penyusunan 
Rencana 

Pengembangan 
Infrastruktur 

    1.190.460      1.176.931  98,86 100,00 
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No KRO RO Kegiatan 
Pagu 

(Rp Ribu) 

Realisasi Anggaran Kinerja 
RO (%) (Rp Ribu) (%) 

Koridor Selatan 
Jawa 

Rencana 
Pengembangan 

Infrastruktur 
Wilayah Koridor 
Wisata Lingkar 

Merapi Merbabu - 
Lingkar Wilis - 

Lingkar Ijen 

Penyusunan 
Rencana 

Pengembangan 
Infrastruktur 

Wilayah Koridor 
Wisata Lingkar 

Merapi Merbabu - 
Lingkar Wilis - 

Lingkar Ijen 

    1.347.110      1.323.218  98,23 100,00 

Rencana 
Pengembangan 
Infrastruktur 
Koridor Pusat 
Pertumbuhan Baru 
Bali Barat - Bali 
Tengah - Bali Timur 

Penyusunan 
Rencana 

Pengembangan 
Infrastruktur 
Koridor Pusat 
Pertumbuhan 

Baru Bali Barat - 
Bali Tengah - Bali 

Timur 

    1.125.600      1.122.520  99,73 100,00 

Manajemen 
Proyek ITDP 

Tourism 
Development 

Program 
Management 

Support 

  33.990.000    33.476.507  98,49 100,00 

Pendampingan 
Pelaksanaan ITDP 

       766.041         725.895  94,76 

Rencana Induk 
Pariwisata Terpadu 

Bromo-Tengger-
Semeru 

Integrated 
Tourism Master 
Plan for Bromo-
Tengger-Semeru 

(LOAN) 

         10.000                      -  0,00 50,00 

Integrated 
Tourism Master 
Plan for Bromo-
Tengger-Semeru 

(GRANT) 

    9.152.285      4.764.227  52,06 

Rencana Induk 
Pariwisata Terpadu 
KNP-Labuan Bajo 

Integrated 
Tourism Master 

Plan for KNP-
Labuan Bajo 

  13.427.580      9.399.306  70,00 50,00 

Market Analysis 
and Demand 
Assesment 

(MADA) for KNP-
Labuan Bajo 

    3.911.700      3.911.700  100,00 

Rencana Induk 
Pariwisata Terpadu 

Wakatobi 

Integrated 
Tourism Master 

Plan for Wakatobi 

    9.261.144      9.261.144  100,00 100,00 

Rencana Induk 
Pariwisata Terpadu 

Borobudur-
Yogyakarta-
Prambanan 

Market Analysis 
and Demand 
Assesment 
(MADA) for 
Borobudur-
Yogyakarta-

Prambanan (BYP) 

    3.378.166      3.378.166  100,00 100,00 

2 Kinerja Program 
di Wilayah II 

Pemantauan dan 
Evaluasi 

    1.463.543      1.455.126  99,42 100,00 
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No KRO RO Kegiatan 
Pagu 

(Rp Ribu) 

Realisasi Anggaran Kinerja 
RO (%) (Rp Ribu) (%) 

Layanan 
Pemantauan dan 

Evaluasi 

Pelaksanaan 
Pembangunan 
Infrastruktur 

PUPR Pulau Jawa 

Pemantauan dan 
Evaluasi 

Pelaksanaan 
Pembangunan 
Infrastruktur 

PUPR Pulau Bali 

       732.314         731.982  99,95 

Pemantauan dan 
Evaluasi 

Pelaksanaan 
Pembangunan 
Infrastruktur 

PUPR Kepulauan 
Nusa Tenggara 

    1.377.123      1.360.172  98,77 

3 Layanan 
Dukungan 

Manajemen 
Satker 

Layanan Umum Pelayanan Umum, 
Rumah Tangga, 

dan Perlengkapan 
Pusat 

Pengembangan 
Infrastruktur 

PUPR Wilayah II 

       182.957         182.774  99,90 100,00 

Layanan 
Manajemen SDM 

Pengelolaan 
Kepegawaian dan 

Peningkatan 
Kinerja SDM Pusat 

Pengembangan 
Infrastruktur 

PUPR Wilayah II 

       170.000         155.441  91,44 100,00 

Layanan 
Perencanaan dan 

Penganggaran 

Penyusunan 
Rencana Kerja, 
Program, dan 

Anggaran Pusat 
Pengembangan 

Infrastruktur 
PUPR Wilayah II 

       382.000         381.050  99,75 100,00 

Layanan 
Pemantauan dan 

Evaluasi 

Pemantauan dan 
Evaluasi Kinerja 

serta Penyusunan 
Laporan 

       396.850         392.409  98,88 100,00 

Layanan 
Manajemen 
Keuangan 

Pengelolaan 
Keuangan dan 

BMN Pusat 
Pengembangan 

Infrastruktur 
PUPR Wilayah II 

       272.464         229.933  84,39 100,00 

4 Layanan 
Perkantoran 

Layanan 
Perkantoran 

Layanan 
Operasional dan 

Administrasi 
Satker serta 
Pengawasan 

Internal Pusat 
Pengembangan 

Infrastruktur 
PUPR Wilayah II 

    1.250.000      1.232.556  98,60 100,00 

Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III 
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No KRO RO Kegiatan 
Pagu 

(Rp Ribu) 

Realisasi Anggaran Kinerja 
RO (%) (Rp Ribu) (%) 

1 Rencana dan 
Program 

pengembangan 
infrastruktur 

wilayah di 
Wilayah III 

Program Tahunan 
Wilayah Pulau 

Sulawesi 

Sinkronisasi dan 
Penyusunan 

Prioritasi Program 
Tahunan Wilayah 

Pulau Sulawesi 

    1.649.546      1.648.456  99,93 100,00 

Program Tahunan 
Wilayah Kepulauan 

Maluku 

Sinkronisasi dan 
Penyusunan 

Prioritasi Program 
Tahunan Wilayah 

Kepulauan 
Maluku 

    1.602.796      1.601.272  99,90 100,00 

Program Tahunan 
Wilayah Pulau 

Papua 

Sinkronisasi dan 
Penyusunan 

Prioritasi Program 
Tahunan Wilayah 

    1.492.166      1.491.369  99,95 100,00 

Rencana 
Pengembangan 

Infrastruktur 
Wilayah Pulau 

Sulawesi 

Penyusunan 
Rencana 

Pengembangan 
Infrastruktur 

Wilayah Pulau 
Sulawesi 

    2.047.210      2.047.210  100,00 100,00 

Rencana 
Pengembangan 

Infrastruktur 
Wilayah Kepulauan 

Maluku dan 
Maluku Utara 

Penyusunan 
Rencana 

Pengembangan 
Infrastruktur 

Wilayah 
Kepulauan 

Maluku dan 
Maluku Utara 

    1.981.727      1.981.727  100,00 100,00 

Rencana 
Pengembangan 

Infrastruktur 
Wilayah Papua dan 

Papua Barat 

Penyusunan 
Rencana 

Pengembangan 
Infrastruktur 

Wilayah Papua 
dan Papua Barat 

    1.980.018      1.980.018  100,00 100,00 

2 Kinerja program 
di Wilayah III 

Layanan 
Pemantauan dan 

Evaluasi 

Pemantauan dan 
Evaluasi 

Pelaksanaan 
Pembangunan 
Infrastruktur 
PUPR Pulau 

Sulawesi 

    1.024.347      1.022.990  99,87 100,00 

Pemantauan dan 
Evaluasi 

Pelaksanaan 
Pembangunan 
Infrastruktur 

PUPR Kepulauan 
Maluku 

       983.347         982.287  99,89 

Pemantauan dan 
Evaluasi 

Pelaksanaan 
Pembangunan 
Infrastruktur 

PUPR Pulau Papua 

    1.597.227      1.596.907  99,98 

3 Layanan 
Dukungan 

Layanan Umum Pelayanan Umum, 
Rumah Tangga, 

dan Perlengkapan 

         93.900           93.899  100,00 100,00 
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No KRO RO Kegiatan 
Pagu 

(Rp Ribu) 

Realisasi Anggaran Kinerja 
RO (%) (Rp Ribu) (%) 

Manajemen 
Satker 

Pusat 
Pengembangan 

Infrastruktur 
PUPR Wilayah III 

Layanan 
Manajemen SDM 

Pengelolaan 
Kepegawaian dan 

Peningkatan 
Kinerja SDM Pusat 

Pengembangan 
Infrastruktur 

PUPR Wilayah III 

       180.000         178.783  99,32 100,00 

Layanan 
Perencanaan dan 

Penganggaran 

Penyusunan 
Rencana Kerja, 
Program, dan 

Anggaran Pusat 

       169.498         169.496  100,00 100,00 

Layanan 
Pemantauan dan 

Evaluasi 

Pemantauan dan 
Evaluasi Kinerja 

serta Penyusunan 
Laporan 

Manajemen Risiko 
Pusat 

Pengembangan 
Infrastruktur 

PUPR Wilayah III 

       316.907         311.747  98,37 100,00 

Layanan 
Manajemen 
Keuangan 

Pengelolaan 
Keuangan dan 

BMN Pusat 
Pengembangan 

Infrastruktur 
PUPR Wilayah III 

       164.442         164.442  100,00 100,00 

4 Layanan 
Perkantoran 

Layanan 
Perkantoran 

Layanan 
Operasional dan 

Administrasi 
Satker serta 
Pengawasan 

Internal Pusat 
Pengembangan 

Infrastruktur 
PUPR Wilayah III 

    1.350.000      1.335.939  98,96 100,00 

Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 

1. Layanan 
Dukungan 

Manajemen 
Eselon I 

Kesepakatan Kerja 
Sama Bidang 

Pengembangan 
Infrastruktur 

Wilayah 

Fasilitasi dan 
Administrasi Kerja 

Sama Bidang 
Pengembangan 

Infrastruktur 
Wilayah 

       299.472         289.885  96,80 100,00 

Layanan BMN Pengelolaan BMN 
Badan 

Pengembangan 
Infrastruktur 

Wilayah 

       852.413         846.952  99,36 100,00 

Layanan Hukum Fasilitasi 
Peraturan 

Perundang-
undangan serta 
Pendampingan 
dan Advokasi 

       498.236         493.044  98,96 100,00 
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No KRO RO Kegiatan 
Pagu 

(Rp Ribu) 

Realisasi Anggaran Kinerja 
RO (%) (Rp Ribu) (%) 

Hukum terkait 
BPIW 

Layanan Hubungan 
Masyarakat 

Pelaksanaan 
Komunikasi Publik 

Badan 
Pengembangan 

Infrastruktur 
Wilayah 

    1.979.437      1.954.254  98,73 100,00 

Layanan Organisasi 
dan Tata Kelola 

Internal 

Pelaksanaan 
Organisasi dan 
tata laksana, 

agenda Reformasi 
Birokrasi, dan 

evaluasi 
organisasi 2020-

2024 dalam 
mendukung 

Pengembangan 
Infrastruktur 

Wilayah 

       303.002         286.190  94,45 100,00 

Layanan Umum Manajemen 
Perkantoran dan 
Rumah Tangga 

Badan 
Pengembangan 

Infrastruktur 
Wilayah 

       702.979         698.163  99,31 100,00 

Manajemen 
Rumah Tangga 

Anjungan Cerdas 
Badan 

Pengembangan 
Infrastruktur 

Wilayah 

       266.621         265.458  99,56 

Layanan Data dan 
Informasi 

Pengelolaan Data 
dan Informasi 

Badan 
Pengembangan 

Infrastruktur 
Wilayah 

       604.766         599.080  99,06 100,00 

Layanan 
Manajemen SDM 

Pengelolaan Data 
Pegawai dan 
Pelaksanaan 
Smart ASN 

       476.729         452.490  94,92 100,00 

Pengembangan 
Kapasitas Pegawai 

dan Pembinaan 
Jabatan 

Fungsional Badan 
Pengembangan 

Infrastruktur 
Wilayah 

    1.138.183      1.033.141  90,77 

Layanan 
Perencanaan dan 

Penganggaran  

Penyusunan 
Rencana Kerja, 
Program, dan 

Anggaran Badan 
Pengembangan 

       493.877         493.687  99,96 100,00 
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No KRO RO Kegiatan 
Pagu 

(Rp Ribu) 

Realisasi Anggaran Kinerja 
RO (%) (Rp Ribu) (%) 

Infrastruktur 
Wilayah 

Layanan 
Pemantauan dan 

Evaluasi 

Monitoring dan 
Evaluasi 

Pelaksanaan 
Kegiatan Badan 
Pengembangan 

Infrastruktur 
Wilayah 

    1.190.437      1.185.385  99,58 100,00 

Evaluasi 
Perencanaan dan 

Pemrograman 
BPIW dalam 

rangka 
Implementasi 

Kebijakan 
Strategis 

    1.342.285      1.342.284  100,00 

Layanan 
Manajemen 
Keuangan 

Pengelolaan 
Keuangan Badan 
Pengembangan 

Infrastruktur 
Wilayah 

       639.229         638.624  99,91 100,00 

Layanan Reformasi 
Kinerja 

Penyelenggaraan 
SPIP BPIW 

       231.134         230.572  99,76 100,00 

2. Layanan 
Perkantoran 

Layanan 
Perkantoran 

Pembayaran Gaji 
dan Tunjangan 

  13.478.326    13.420.584  99,57 100,00 

Pembayaran 
Tunjangan Kinerja 

  15.590.843    15.590.837  100,00 

Layanan 
Perkantoran BPIW 

  16.979.236    16.793.065  98,90 

Administrasi 
Satker Sekretariat 

BPIW 

       546.684         546.448  99,96 

3. Layanan Sarana 
dan Prasarana 

Internal 

Layanan Sarana 
Internal 

Dukungan 
Pelaksanaan 

Pekerjaan BPIW 

    2.577.579      2.569.946  99,70 100,00 

TOTAL 226.623.354 187.130.218 83,51  
 

Realisasi anggaran BPIW pada TA 2022 adalah sebesar 83,51% dengan capaian Rincian Output 

(RO) 100% pada 71 RO, capaian 50% pada RO Rencana Induk Pariwisata Terpadu Bromo-Tengger-

Semeru dan Pembangunan Kawasan Pariwisata dan Rencana Induk Pariwisata Terpadu KNP-

Labuan Bajo, dan capaian output pada RO Kebijakan Teknis dan Strategi Perkotaan Nasional 

sebesar 25%. 

Tabel 4.36 Realisasi Anggaran BPIW dibandingkan dengan Capaian dan Kinerja IKSP 

No Sasaran Program 
Pagu 

(Rp Ribu) 

Realisasi 
Anggaran 

Target 
PK 

2022 
(%) 

Capaian 
IKSP 

2022 (%) 

Kinerja 
terhadap 

PK 
(%) 

Rp Ribu % 

1 

Meningkatnya 
Kualitas Dukungan 
Manajemen dan 
Tugas Teknis 
Lainnya 
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No Sasaran Program 
Pagu 

(Rp Ribu) 

Realisasi 
Anggaran 

Target 
PK 

2022 
(%) 

Capaian 
IKSP 

2022 (%) 

Kinerja 
terhadap 

PK 
(%) 

Rp Ribu % 

  

Tingkat 
Pemanfaatan 
Kebijakan, Strategi 
Perencanaan dan 
Pemrograman 

226.623.354 187.130.218 83,51 70 98,80 141,14 

 

Realisasi anggaran BPIW pada Tahun 2022 adalah 83,51% dengan capaian IKSP sebesar 98,80%, 

yang melampaui target PK BPIW 2022 (70%). Adapun capaian IKSK pada SK 1 dan SK 2 adalah 

sebagai berikut: 

1. Seluruh IKSK pada SK 1 telah memenuhi target. 

2. Untuk IKSK 2-1, 2-2, 2-3, dan 2-6  pada SK 2 telah memenuhi target. Namun, untuk IKSK 2-4 

dan 2-5 capaian kinerja belum memenuhi target. Hal tersebut dikarenakan belum optimalnya 

realisasi anggaran dan fisik kegiatan PHLN yang menyebabkan turunnya nilai IKPA dan SMART. 

Tabel 4.37 Realisasi Anggaran BPIW dibandingkan dengan Capaian dan Kinerja IKSK 

Sasaran Kegiatan BPIW Indikator 
Pagu 

(Rp Ribu) 

Realisasi 
Anggaran 

Target 
PK 

2022 
(%) 

Capaian 
IKSK 
2022 
(%) 

Kinerja 
terhadap 

PK 
(%) 

Rp Ribu % 

SK1. Meningkatnya pelaksanaan 
perencanaan dan pemrograman 
pembangunan infrastruktur 
PUPR 

         

1-1 Tingkat kesesuaian kebijakan 
dan strategi perencanaan dan 
pemrograman infrastruktur 
PUPR 

40.922.997  11.244.727 27,48 70,00 79,22 113,17 

1-2 Tingkat kesesuaian 
penanganan kawasan prioritas 
melalui perencanaan dan 
pemrograman infrastruktur 
PUPR di Pulau Sumatera dan 
Kalimantan 

16.011.197 15.891.598 99,25 70,00 98,78 141,11 

1-3 Tingkat kesesuaian 
penanganan kawasan prioritas 
melalui perencanaan dan 
pemrograman infrastruktur 
PUPR di Pulau Jawa, Bali, dan 
Kep. Nusa Tenggara 

85.879.137 76.806.402 89,44 70,00 98,57 140,81 

1-4 Tingkat kesesuaian 
penanganan kawasan prioritas 
melalui perencanaan dan 
pemrograman infrastruktur 
PUPR di Pulau Sulawesi, Papua, 
dan Kep. Maluku 

14.358.384 14.352.236 99,96 70,00 98,97 141,39 

SK2. Meningkatnya efektifitas 
dan efisiensi tata kelola 
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Sasaran Kegiatan BPIW Indikator 
Pagu 

(Rp Ribu) 

Realisasi 
Anggaran 

Target 
PK 

2022 
(%) 

Capaian 
IKSK 
2022 
(%) 

Kinerja 
terhadap 

PK 
(%) 

Rp Ribu % 

penyelenggaraan 
pengembangan infrastruktur 
Wilayah 

2-1 Tingkat Kualitas Pembinaan 
dan Pengelolaan Tata Naskah 
Dinas, Kearsipan, 
Penatausahaan Barang Milik 
Negara, dan Pengelolaan 
Ketatausahaan 

56.793.199 56.479.199 99,45 81 91,60 113,09 

2-2 Tingkat Layanan 
Pembentukan Produk Hukum 

3.381.911 3.336.263 98,65 100 100 100,00 

2-3 Tingkat Layanan Pengelolaan 
Kelembagaan dan Jabatan 
Fungsional serta 
Pengadministrasian Pegawai 

2.643.404 2.469.206 93,41 81 81,39 100,48 

2-4 Tingkat Kinerja Pelaksanaan 
Anggaran 

1.487.269 1.437.038 96,62 92 88,43 96,12 

2-5 Tingkat Kualitas 
Perencanaan Anggaran 

1.342.775 1.333.639 99,32 91 90,91 99,90 

2-6 Nilai SAKIP Unit Organisasi 3.803.081 3.779.908 99,39 76,8 80,34 104,61 

4.2 Perbandingan Kinerja Organisasi  

Perbandingan kinerja organisasi dilakukan untuk mengevaluasi kinerja pada tahun 2022 dan 

memberikan umpan balik untuk mencapai target di tahun yang akan datang. Perbandingan ini 

juga dilakukan untuk menentukan perbedaan antara tahun ini dengan tahun sebelumnya, 

Renstra BPIW 2020-2024, standar nasional, serta Unit Organisasi yang setara. 

4.2.1 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022 

Berikut ini merupakan perbandingan capaian kinerja Sekretariat BPIW antara Tahun 2021 dengan 

2020 berdasarkan pencapaian IKSS, IKSP, serta 4 (empat) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) 

dalam SK 1 Meningkatnya Pelaksanaan Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan 

Infrastruktur PUPR serta 6 (enam) IKSK dalam SK 2 Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata 

Kelola Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. 

Tabel 4.38 Perbandingan Capaian Kinerja Sekretariat BPIW Tahun 2022 dengan 2021 

Sasaran Kegiatan/ 
Indikator Kinerja 

2021 (%) 2022 (%) Perbandingan 
Capaian 

Kinerja (%) Target Realisasi Kinerja Target Realisasi Kinerja 

SS. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya 

IKSS 1. Tingkat 
Keselarasan Dukungan 
Infrastruktur di Kawasan 
Strategis 

65,00 80,32 123,57 70,00 81,12 115,89 93,78 
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Sasaran Kegiatan/ 
Indikator Kinerja 

2021 (%) 2022 (%) Perbandingan 
Capaian 

Kinerja (%) Target Realisasi Kinerja Target Realisasi Kinerja 

IKSS 2. Tingkat Kualitas 
Tata Kelola Kementerian 
PUPR 

75,61 77,93 103,07 77,97 80,66 103,45 100,37 

SP. Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya 

IKSP.1 Tingkat 
Pemanfaatan Kebijakan, 
Strategi Perencanaan dan 
Pemrograman 

65,00 83,53 128,51 70,00 98,80 141,14 109,83 

IKSP.2 Kualitas Dukungan 
Manajemen Kementerian 
PUPR dan Tugas Teknis 
Lainnya 

63,35 76,64 120,98 71,54 86,89 121,47 100,41 

SK1. Meningkatnya pelaksanaan perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR 

IKSK 1-1. Tingkat 
kesesuaian kebijakan dan 
strategi perencanaan dan 
pemrograman 
infrastruktur PUPR 

65,00 71,39 109,83 70 79,22 113,17 103,04  

IKSK 1-2. Tingkat 
kesesuaian penanganan 
kawasan prioritas melalui 
perencanaan dan 
pemrograman 
infrastruktur PUPR di 
Pulau Sumatera dan 
Kalimantan 

65,00 85,37 131,34 70 98,78 141,11 107,44 

IKSK 1-3. Tingkat 
kesesuaian penanganan 
kawasan prioritas melalui 
perencanaan dan 
pemrograman 
infrastruktur PUPR di 
Pulau Jawa, Bali, dan Kep. 
Nusa Tenggara 

65,00 72,86 112,09 70 98,57 140,81 125,62 

IKSK 1-4. Tingkat 
kesesuaian penanganan 
kawasan prioritas melalui 
perencanaan dan 
pemrograman 
infrastruktur PUPR di 
Pulau Sulawesi, Papua, 
dan Kep. Maluku 

65,00 89,69 137,98 70 98,97 141,39 102,46 

SK 2. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 

IKSK 2-1. Tingkat Kualitas 
Pembinaan dan 
Pengelolaan Tata Naskah 
Dinas, Kearsipan, 
Penatausahaan Barang 
Milik Negara, dan 
Pengelolaan 
Ketatausahaan 

80,00 85,19 106,49 81,00 91,60 113,09 106,20 

IKSK 2-2. Tingkat Layanan 
Pembentukan Produk 
Hukum 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Sasaran Kegiatan/ 
Indikator Kinerja 

2021 (%) 2022 (%) Perbandingan 
Capaian 

Kinerja (%) Target Realisasi Kinerja Target Realisasi Kinerja 

IKSK 2-3. Tingkat Layanan 
Pengelolaan 
Kelembagaan dan 
Jabatan Fungsional serta 
Pengadministrasian 
Pegawai 

80,00 80,03 100,04 81,00 81,39 100,48 100,44 

IKSK 2-4. Tingkat Kinerja 
Pelaksanaan Anggaran 

91,00 92,76 101,93 92,00 88,43 96,12 94,30 

IKSK 2-5. Tingkat Kualitas 
Perencanaan Anggaran 

90,50 97,08 107,27 91,00 90,91 99,90 93,13 

IKSK 2-6. Nilai SAKIP Unit 
Organisasi 

76,60 76,40 99,74 76,80 80,34 104,61 104,88 

 

Berdasarkan hasil perbandingan capaian kinerja sasaran strategis pada Tahun 2022 dan 2021, 

dapat dilihat bahwa: 

1. IKSS 1 Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur di Kawasan Strategis mengalami 

peningkatan kinerja sebesar 93,78%; 

2. IKSS 2 Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR (dihitung dan dianalisis oleh 

Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR dengan capaian kinerja sebesar 100,37%)  

Berdasarkan hasil perbandingan capaian kinerja sasaran program pada Tahun 2021 dan 2020, 

dapat dilihat bahwa: 

1. IKSP 1 Tingkat Pemanfaatan Kebijakan, Strategi Perencanaan dan Pemrograman mengalami 

peningkatan kinerja sebesar 109,83%; 

2. IKSP 2 Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya 

(dihitung dan dianalisis oleh Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR dengan capaian kinerja 

sebesar 100,41%). 

Berdasarkan hasil perbandingan capaian kinerja sasaran kegiatan SK 1 Meningkatnya 

Pelaksanaan Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR pada Tahun 2022 

dan 2021, dapat dilihat bahwa: 

1. IKSK 1-1 Tingkat kesesuaian kebijakan dan strategi perencanaan dan pemrograman 

infrastruktur PUPR mengalami kenaikan sebesar 103,04%; 

2. IKSK 1-2 Tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas melalui perencanaan dan 

pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Sumatera dan Kalimantan mengalami kenaikan 

sebesar 107,44%; 

3. IKSK 1-3 Tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas melalui perencanaan dan 

pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Jawa, Bali, dan Kep. Nusa Tenggara mengalami 

kenaikan sebesar 125,62%; 

4. IKSK 1-4 Tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas melalui perencanaan dan 

pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Sulawesi, Papua, dan Kep. Maluku mengalami 

kenaikan sebesar 102,46%. 

Sedangkan untuk nilai kinerja capaian kinerja sasaran kegiatan SK 2 Meningkatnya Efektifitas dan 

Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada Tahun 2022 

dan 2021, dapat dilihat bahwa: 
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1. IKSK 2-1 Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, 

Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan mengalami kenaikan 

dengan nilai sebesar 106,20%; 

2. IKSK 2-2 Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum stabil dengan kinerja 100%; 

3. IKSK 2-3 Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta 

Pengadministrasian Pegawai mengalami kenaikan sebesar 100,44%; 

4. IKSK 2-4 Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran mengalami penurunan sebesar 94,30%; 

5. IKSK 2-5 Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran mengalami penurunan sebesar 93,13%; 

IKSK 2-6 Nilai SAKIP Unit Organisasi mengalami kenaikan kinerja, sehingga kinerja Tahun 2021 

sebesar 104,88%. 

Secara umum pada Tahun 2022, capaian indikator kinerja pada SS 1 mengalami penurunan 

dibandingkan tahun 2021 dikarenakan angka baseline-nya sudah cukup tinggi dan mencakup 

banyak kawasan, sehingga hanya ada penambahan 2 (dua) kawasan pada tahun 2022. Pada SK 1 

dan SK 2, sebagian besar capaian IKSK mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2021. 

Namun pada SK 2 terdapat penurunan nilai capaian kinerja yaitu pada IKSK 2-4 dan 2-5. 

Penurunan nilai kedua indikator tersebut terkait dengan realisasi anggaran dan fisik kegiatan 

PHLN yang tidak optimal. 

4.2.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra 

Berikut ini merupakan perbandingan capaian kinerja BPIW antara Tahun 2022 dengan target 

Renstra yang dapat dilihat berdasarkan pencapaian IKSS, IKSP, 4 (empat) IKSK dalam SK 1 

Meningkatnya Pelaksanaan Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR 

serta 6 (enam) IKSK dalam SK 2 Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola 

Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. 

Tabel-tabel berikut menunjukkan perbandingan kinerja output Tahun 2022 dengan target 

Renstra. Sebagian besar indikator kinerja telah mencapai target dalam lima tahun dalam Renstra 

2020-2024. Hal ini menunjukkan bahwa dengan sumber daya yang digunakan saat ini BPIW telah 

mampu menghasilkan kinerja sesuai dengan harapan Renstra dalam mewujudkan efisiensi dan 

efektivitas tata Kelola. Namun, terdapat 2 (dua) indikator yang masih perlu dilakukan peningkatan 

karena belum mencapai target Renstra yaitu IKSK2-4 yang terhambat oleh realisasi kegiatan 

PHLN. Dalam hal ini, seluruh RO pada Kegiatan Dukungan Manajemen Pengembangan 

Infrastruktur Wilayah mewakili target output Renstra (RO hanya melakukan strukturisasi output 

berdasarkan kaidah RSPP), sehingga kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan target Renstra 

mencapai 100%. 

Tabel 4.39 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Tahun 2022 dengan Target 
Renstra Tahun 2020-2024 

Sasaran Kegiatan/ Indikator 
Kinerja 

Target 
Renstra 
2020 - 
2024 

2022 Perbandingan 
Capaian 

Kinerja (%) Target Realisasi Kinerja 

SS. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya 

IKSS 1. Tingkat Keselarasan 
Dukungan Infrastruktur di 
Kawasan Strategis 

80,00 70,00 81,12 115,89 101,40 
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Sasaran Kegiatan/ Indikator 
Kinerja 

Target 
Renstra 
2020 - 
2024 

2022 Perbandingan 
Capaian 

Kinerja (%) Target Realisasi Kinerja 

IKSS 2. Tingkat Kualitas Tata 
Kelola Kementerian PUPR 

81,40 77,97 80,66 103,45 99,09 

 

Tabel 4.40 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Program Tahun 2022 dengan Target 
Renstra Tahun 2020-2024 

Sasaran Kegiatan/ Indikator 
Kinerja 

Target 
Renstra 
2020 - 
2024 

2022 Perbandingan 
Capaian Kinerja 

(%) Target Realisasi Kinerja 

SP. Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya 

IKSP.1Tingkat Pemanfaatan 
Kebijakan, Strategi Perencanaan 
dan Pemrograman 

65,00 70,00 98,80 141,14 152,00 

IKSP.2 Kualitas Dukungan 
Manajemen Kementerian PUPR 
dan Tugas Teknis Lainnya 

63,35 71,54 86,89 121,47 137,16 

 

Tabel 4.41 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Kegiatan Tahun 2022 dengan Target 
Renstra Tahun 2020-2024 

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja 

Target 
Renstra 
2020 - 
2024 

2022 Perbandingan 
Capaian Kinerja 

(%) Target Realisasi Kinerja 

SK1. Meningkatnya pelaksanaan perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR 

IKSK 1-1. Tingkat kesesuaian kebijakan 
dan strategi perencanaan dan 
pemrograman infrastruktur PUPR 

80 70 79,22 113,17 99,03 

IKSK 1-2. Tingkat kesesuaian 
penanganan kawasan prioritas melalui 
perencanaan dan pemrograman 
infrastruktur PUPR di Pulau Sumatera 
dan Kalimantan 

80 70 98,78 141,11 123,48 

IKSK 1-3. Tingkat kesesuaian 
penanganan kawasan prioritas melalui 
perencanaan dan pemrograman 
infrastruktur PUPR di Pulau Jawa, Bali, 
dan Kep. Nusa Tenggara 

80 70 98,57 140,81 123,21 

IKSK 1-4. Tingkat kesesuaian 
penanganan kawasan prioritas melalui 
perencanaan dan pemrograman 
infrastruktur PUPR di Pulau Sulawesi, 
Papua, dan Kep. Maluku 
  

80 70 98,97 141,39 123,71 

SK 2. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur 
Wilayah 
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Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja 

Target 
Renstra 
2020 - 
2024 

2022 Perbandingan 
Capaian Kinerja 

(%) Target Realisasi Kinerja 

IKSK 2-1. Tingkat Kualitas Pembinaan 
dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, 
Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik 
Negara, dan Pengelolaan 
Ketatausahaan 

82 81 91,6 113,09 111,71 

IKSK 2-2. Tingkat Layanan Pembentukan 
Produk Hukum 

100 100 100 100,00 100,00 

IKSK 2-3. Tingkat Layanan Pengelolaan 
Kelembagaan dan Jabatan Fungsional 
serta Pengadministrasian Pegawai 

82 81 81,39 100,48 99,26 

IKSK 2-4. Tingkat Kinerja Pelaksanaan 
Anggaran 

92 92 88,43 96,12 96,12 

IKSK 2-5. Tingkat Kualitas Perencanaan 
Anggaran 

91 91 90,91 99,90 99,90 

IKSK 2-6. Nilai SAKIP Unit Organisasi 77 76,8 80,34 104,61 104,34 

 

Tabel-tabel perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa ada beberapa nilai capaian indikator 

kinerja yang telah melebihi target dalam Renstra. Hal ini tidak diartikan sebagai kurang baiknya 

perencanaan, tetapi menunjukkan BPIW mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki 

untuk melaksanakan percepatan pemenuhan target sehingga dapat mencapai kinerja yang jauh 

lebih tinggi dari apa yang telah direncanakan. 

Selain itu, hal ini dikarenakan adanya dinamika kebijakan nasional dan perubahan lingkungan 

strategis, antara lain penetapan kawasan-kawasan prioritas di luar RPJMN 2020-2024 yang perlu 

didukung oleh ketersediaan dokumen perencanaan dan pemrograman pembangunan 

infrastruktur PUPR. Hal lain adalah adanya perubahan prioritisasi timeline pembangunan 

infrastruktur PUPR yang menyebabkan penyediaan dokumen perencanaan dan pemrograman 

perlu disusun lebih awal dari yang ditargetkan. 

Selain capaian kinerja sasaran yang bersifat outcome, BPIW juga menghasilkan capaian yang 

sifatnya output sebagaimana target yang juga tertuang dalam Renstra BPIW 2020-2024. Capaian 

kinerja output diperoleh melalui perbandingan target output dalam DIPA dengan realisasinya. 

Tabel 4.42 Perbandingan Capaian Output dengan Target Renstra Pusat Pengembangan 
Infrastruktur Wilayah Nasional 

No. Output 
Target Output 

Renstra 
Target Output 

DIPA (RO) 
Realisasi 

Kinerja 
(%) 

1 
Kebijakan Teknis dan Rencana Terpadu 
Pembangunan Infrastruktur PUPR 

8 6  6 100,00 

2 
Keterpaduan Rencana dan Sinkronisasi 
Program 

6 2 2 100,00 

3 Kinerja dan Dampak Manfaat 4 2 2 100,00 

4 Kepatuhan Internal 3 2 2 100,00 



195 

 
Laporan Kinerja Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Tahun 2022 

 

No. Output 
Target Output 

Renstra 
Target Output 

DIPA (RO) 
Realisasi 

Kinerja 
(%) 

5 Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja 1 5 5 100,00 

6 Layanan Perkantoran 1 1 1 100,00 

 

Tabel 4.43 Perbandingan Capaian Output dengan Target Renstra Pusat Pengembangan 
Infrastruktur PUPR Wilayah I 

No. Output 
Target 
Output 
Renstra 

Target Output 
DIPA (RO) 

Realisasi 
Kinerja 

(%) 

1 
Rencana dan Program pengembangan 
infrastruktur wilayah di Wilayah I 

17 13 13 100,00 

2 Kinerja Program di Wilayah I 3 3 3 100,00 

3 
Layanan Dukungan Manajemen 
Satuan Kerja 

1 5 5 100,00 

4 Layanan Perkantoran 1 1 1 100,00 

 

Tabel 4.44 Perbandingan Capaian Output dengan Target Renstra Pusat Pengembangan 
Infrastruktur PUPR Wilayah II 

No. Output 
Target Output 

Renstra 

Target 

Output DIPA 

(RO) 

Realisasi 
Kinerja 

(%) 

1 
Rencana dan Program pengembangan 

infrastruktur wilayah di Wilayah II 
18 15 13 86,67 

2 Kinerja Program di Wilayah II 3 3 3 100,00 

3 
Layanan Dukungan Manajemen 

Satuan Kerja 
1 5 5 100,00 

4 Layanan Perkantoran 1 1 1 100,00 

 

Tabel 4.45 Perbandingan Capaian Output dengan Target Renstra Pusat Pengembangan 
Infrastruktur PUPR Wilayah III 

No. Output 
Target 
Output 
Renstra 

Target 
Output 

DIPA (RO) 
Realisasi 

Kinerja 
(%) 

1 
Rencana dan Program pengembangan 
infrastruktur wilayah di Wilayah III 

18 7 7 100,00 

2 Kinerja Program di Wilayah III 3 3 3 100,00 

3 Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja 1 5 5 100,00 

4 Layanan Perkantoran 1 1 1 100,00 
 

Tabel 4.46 Perbandingan Capaian Output dengan Target Renstra Sekretariat BPIW 

No. Output 
Target 
Output 
Renstra 

Target 
Output 

DIPA (RO) 
Realisasi 

Kinerja 
(%) 

1 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1 15 15 100,00 

2 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 1 1 100,00 

3 Layanan Perkantoran 1 1 1 100,00 
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4.2.3 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2021 dengan Tahun 2022 

Pada Tahun 2022 berdasarkan dokumen DIPA revisi terakhir, BPIW mengelola pagu anggaran 

sebesar Rp226.623.354.000. Apabila membandingkan realisasi antara tahun 2021 dengan tahun 

2022, capaian kinerja yang mengalami penurunan hanya pada Pusat Pengembangan Infrastruktur 

Wilayah Nasional.  Hal tersebut berakibat pada melemahnya kinerja BPIW dibandingkan dengan 

tahun 2021. Rendahnya capaian tersebut dikarenakan kegiatan NUDP yang belum dapat 

dilaksanakan. Untuk lebih lengkap terkait perbandingan realisasi anggaran BPIW Tahun 2022 

dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.10 Perbandingan Realisasi Anggaran Badan Pengembangan Infrastruktur 
Wilayah Tahun 2022 dan 2021 

Satuan Kerja 

2021 2022 
Kinerja 

(%) Pagu DIPA 
(Rp Ribu) 

Realisasi  
(Rp Ribu) 

Realisasi 
(%) 

Pagu DIPA 
(Rp Ribu) 

Realisasi 
(Rp Ribu) 

Realisasi 
(%) 

Pusat 
Pengembangan 
Infrastruktur 
Wilayah Nasional 

18.672.484 18.044.566 96,64 42.941.743 13.239.905 30,83 31,91 

Pusat 
Pengembangan 
Infrastruktur 
PUPR Wilayah I 

18.627.938 18.348.008 98,50 18.323.604 18.173.117 99,18 100,69 

Pusat 
Pengembangan 
Infrastruktur 
PUPR Wilayah II 

46.963.505 42.082.489 89,61 88.533.408 79.380.567 89,66 100,06 

Pusat 
Pengembangan 
Infrastruktur 
PUPR Wilayah III 

17.429.704 14.411.698 82,68 16.633.131 16.606.541 99,84 120,75 

Sekretariat Badan 
Pengembangan 
Infrastruktur 
Wilayah 

61.326.248 58.393.889 95,22 60.191.468 59.730.088 99,23 104,22 

TOTAL 163.019.879 151.280.650 92,80 226.623.354 187.130.218 82,57 88,98 

Progres penyerapan BPIW per bulan pada tahun 2022 sampai dengan bulan November jauh lebih 

baik dibandingkan dengan tahun 2021. Namun pada bulan Desember  penyerapan pada tahun 

2021 lebih baik. Hal ini diakibatkan oleh kurang optimalnya kegiatan NUDP. Jika kita 

kesampingkan kegiatan NUDP, maka progres tersebut lebih baik dibandingkan dengan tahun 

2021. Perbandingan realisasi anggaran per bulan pada tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada 

Gambar berikut. 
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Gambar 4.31 Perbandingan Realisasi Bulanan Tahun 2021 dan 2022 

 

4.2.4 Perbandingan Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional 

Salah satu perbandingan capaian kinerja yang dilakukan  adalah terhadap standar atau target 

nasional. Dalam Renstra BPIW tahun 2020-2024 terdapat 249 kawasan prioritas yang akan dan 

telah ditangani berdasarkan arahan RPJMN 2020-2024. Berdasarkan konsepsi pengembangan 

wilayah, penanganan dilaksanakan melalui sistem klaster di pusat pertumbuhan dengan 

memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan 

peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur dalam kawasan, antar kawasan, maupun 

antar wilayah. Capaian kinerja dalam penanganan kawasan yang telah dilakukan BPIW sampai 

dengan tahun 2021 berdasarkan arahan RPJMN 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 4.14, Tabel 

4.17, dan Tabel 4.18 terkait daftar kawasan tertangani di Wilayah I (Pulau Sumatera dan Pulau 

Kalimantan), Wilayah II (Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara), dan Wilayah III 

(Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua). 

4.2.5 Perbandingan Kinerja Tahun 2022 dengan Unit Organisasi yang Setara 

Perbandingan Kinerja dengan Unit Organisasi yang setara dilakukan sebagai bentuk 

benchmarking agar didapat evaluasi objektif yang dapat digunakan sebagai upaya peningkatan 

kinerja di tahun berikutnya. Sehubungan dengan hal ini, BPIW melakukan perbandingan kinerja 

dengan Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR. Perbandingan tersebut dilakukan karena BPIW 

dan Sekretariat Jenderal berkontribusi terhadap pemenuhan Sasaran Strategis 5 Kementerian 

PUPR yaitu Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya 

dengan proporsi bobot yang sama. 

Berdasarkan informasi capaian kinerja IKSS Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR yakni Tingkat 

kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan IKSS BPIW yaitu Tingkat Keselarasan Dukungan 

Infrastruktur di Kawasan Strategis, kedua Unit Organisasi telah memenuhi target yang telah 

ditetapkan dalam Renstra dan DIPA masing-masing dengan mengoptimalkan sumber yang 

dimiliki. Hal ini menandakan bahwa kedua Unit Organisasi telah secara efektif dan efisien dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya. Berikut tabel perbandingan capaian IKSS kedua Unit 

Organisasi. 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2021 1,36 3,22 7,71 15,77 22,77 30,48 35,42 45,35 52 65,05 78,43 92,8

2022 10,1 11,5 14,98 23,56 27,66 36,82 47,77 52,97 60,64 66,51 79,34 82,57
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Tabel 4.47 Perbandingan IKSS BPIW dan Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR 

Unit Organisasi IKSS Target Realisasi 

Badan Pengembangan 
Infrastruktur Wilayah 

Tingkat Keselarasan Dukungan 
Infrastruktur di Kawasan Strategis 

70,00 81,12 

Sekretariat Jenderal 
Kementerian PUPR 

Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian 
PUPR 

77,97 80,66 

4.3 Realisasi Anggaran (Efisiensi) 

Efisiensi anggaran BPIW yang diukur berdasarkan perbandingan persentase output fisik dengan 

penyerapan anggaran adalah sebesar 101,11%. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan lebih 

rendahnya realisasi anggaran dibandingkan dengan rencana, output-output utama yang 

ditargetkan tetap dapat dipenuhi. Efisiensi anggaran per program/kegiatan/output dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 4.48 Realisasi Anggaran BPIW Tahun 2022 

No Program/Kegiatan/Output 
Pagu 

(Rp Ribu) 
Realisasi 
(Rp Ribu) 

Progres (%) Nilai 
Efisiensi 

(%) 
Keu Fis 

1 
Program Dukungan 
Manajemen 

226.623.354 187.130.218 82,57 83,51 101,14 

1 
Dukungan Manajemen 
Pengembangan Infrastruktur 
Wilayah 

69.451.639 68.835.252 99,11 100 100,90 

1 Kerja sama 299.472 289.885 96,80 100 103,31 

2 
Layanan Dukungan 
Manajemen Internal 

57.601.061 57.241.822 99,38 100 100,62 

3 
Layanan Sarana dan 
Prasarana Internal 

2.577.579 2.569.946 99,70 100 100,30 

4 
Layanan Manajemen SDM 
Internal 

2.340.402 2.183.015 93,28 100 107,20 

5 
Layanan Manajemen Kinerja 
Internal 

6.633.125 6.550.585 98,76 100 101,26 

2 
Pengembangan Infrastruktur 
Wilayah 

157.171.715 118.294.966 75,26 76,21 101,26 

6 
Kebijakan Bidang 
Pengembangan Wilayah 

144.375.263 105.556.587 73,11 74,10 101,35 

7 
Layanan Manajemen Kinerja 
Internal 

12.796.452 12.738.378 99,55 100 100,45 

Sumber: i-eMonitoring Pelaksanaan 2022 (status per 16 Januari 2023) 

Tabel 4.49 menjelaskan kontribusi kinerja per pegawai dilihat dari besaran realisasi dibagi jumlah 

pegawai untuk melihat seberapa efektif pegawai BPIW dapat melaksanakan tugas dan fungsinya. 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, terdapat peningkatan jumlah kontribusi pegawai 

terhadap realisasi anggaran BPIW dari Rp399 juta per pegawai pada tahun 2021 menjadi Rp504 

juta per pegawai pada tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan peningkatan kontribusi sebesar 

126,36%.  
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Tabel 4.49 Kontribusi Kinerja per Pegawai 

Tahun 
Pagu 

(Rp Ribu) 
Realisasi 
(Rp Ribu) 

Jumlah 
Pegawai 

Kontribusi Kinerja per 
Pegawai (Rp Ribu) 

2022 226.623.354 187.130.218 371 504.394 

2021 163.019.879 151.280.650 379 399.157 

 

Berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran 

atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, efisiensi anggaran 

diukur dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran 

dengan alokasi anggaran. Merujuk pada nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (SMART), pada tahun 

2022 BPIW memiliki nilai efisiensi maksimal sebesar 20. Hal ini menunjukkan bahwa BPIW efisien 

dalam melaksanakan realisasi anggaran dalam mencapai output. 

Gambar 4.32 Efisiensi dalam Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (SMART) 

 



200 

 
Laporan Kinerja Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Tahun 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  

PENUTUP 
 

 

 

 

 

 

 



201 

 
Laporan Kinerja Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Tahun 2022 

 

 

PENUTUP 
 

5.1 Permasalahan 

Tahun 2022, pencapaian kinerja Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan Badan 

Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) telah memenuhi target yang ditetapkan baik dalam 

Rencana Strategis BPIW Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja BPIW Tahun 2022. Namun 

demikian, masih terdapat ruang-ruang untuk melakukan perbaikan kinerja pada tahun anggaran 

berikutnya. Untuk dapat melakukan perbaikan kinerja, telah dilakukan identifikasi terhadap 

permasalahan terkait dengan proses pencapaian kinerja BPIW sebagai berikut: 

1. Terkait dengan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) dan Indikator Kinerja 

Sasaran Kegiatan (IKSK) 1-2 sampai dengan 1-4, terdapat beberapa hal yang menjadi 

perhatian, yaitu: 

a. Adanya beberapa penyesuaian terkait muatan dokumen Rencana Pengembangan 

Infrastruktur Wilayah (RPIW) yang berpengaruh pada metode dan penyelenggaraan 

kegiatan penyusunan RPIW. 

b. Pemahaman terhadap petunjuk teknis penyusunan RPIW khususnya terkait dengan 

substansi dan kedalaman RPIW masih belum optimal. 

c. Pelaksanaan survei pada kawasan strategis yang mengalami beberapa kendala sehingga 

mempengaruhi proses analisis pengembangan infrastruktur wilayah pada RPIW. Kendala 

yang dihadapi antara lain penyesuaian terhadap kebijakan pandemi Covid-19, lokasi 

kawasan strategis yang terisolasi, rawan konflik serta kondisi geografis yang relatif 

buruk. 

2. Terkait dengan pencapaian IKSK 1-1, beberapa kendala yang menjadi perhatian, yaitu: 

a. Beberapa arahan program pembangunan infrastruktur PUPR yang merupakan hasil 

kesepakatan Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 

(Rakorbangwil) belum memenuhi indikator readiness criteria yang ditetapkan oleh Unit 

Organisasi teknis. Hal ini memperlihatkan belum optimalnya koordinasi dengan 

stakeholders, pelaksanaan penapisan readiness criteria, pertimbangan terkait 

keterbatasan anggaran dalam penentuan jumlah arahan program serta kesiapan daerah 

untuk mengelola infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR. 

b. Ketidaksesuaian antara arahan program yang dihasilkan dari kesepakatan Rakorbangwil 

dengan kebutuhan infrastruktur di wilayah tertentu. 

3. Terkait dengan pencapaian IKSK 2, beberapa kendala yang menjadi perhatian, yaitu: 

a. Untuk IKSK 2-1 terkait sub indikator penyelesaian penghapusan Barang Milik Negara 

(BMN), tidak terpenuhinya target dikarenakan adanya kegagalan lelang akibat akibat 

wanprestasi oleh pemenang lelang yang tidak mengikuti aanwijzing. 
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b. Untuk IKSK 2-4 terkait capaian IKPA, terdapat 3 (tiga) sub komponen dalam penilaian 

IKPA yang masih perlu ditingkatkan yaitu: (i) deviasi halaman III DIPA, (ii) penyerapan 

anggaran, dan (iii) pengelolaan UP/TUP. 

c. Untuk IKSK 2-5 terkait nilai kinerja perencanaan anggaran (SMART), terdapat beberapa 

target capaian output yang tidak terpenuhi pada Rincian Output (RO) Kebijakan Teknis 

dan Strategi Perkotaan Nasional, RO Rencana Induk Pariwisata Terpadu Bromo-Tengger-

Semeru dan RO Rencana Induk Pariwisata Terpadu KNP-Labuan Bajo.  

4. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian output yang langsung berdampak terhadap 

penyerapan anggaran adalah sebagai berikut: 

a. Belum terlaksananya 3 (tiga) paket kegiatan National Urban Development Project 

(NUDP) yaitu Project Management Support (PMS), National Urban Infrastructure 

Strategy (NUIS), dan Integrated City Planning (ICP) dikarenakan adanya restrukturisasi 

kegiatan yang menyebabkan perubahan lingkup maupun kebutuhan pendanaan. 

b. Terdapat 2 (dua) paket kegiatan pada Indonesia Tourism Development Project (ITDP) 

yang belum memenuhi kriteria pada Kerangka Acuan Kerja yaitu Integrated Tourism 

Master Plan (ITMP) Labuan Bajo dan ITMP Bromo – Tengger – Semeru. 

5. Kendala lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPIW adalah sebagai berikut: 

a. Kebijakan pandemi Covid-19 berupa pembatasan mobilisasi yang berpengaruh kepada 

pelaksanaan koordinasi dan survei.  

b. Terdapat Pencadangan Anggaran (Automatic Adjustment) serta pergeseran anggaran 

pada level Unit Organisasi sehingga diperlukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan. 

c. Belum adanya pengaturan terkait pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan 

antara Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional dengan Pusat 

Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, II, dan III. 

d. Belum tersedianya beberapa data spasial yang dibutuhkan dalam mendukung 

penyusunan RPIW. Hal tersebut dikarenakan untuk beberapa data memerlukan 

koordinasi langsung dengan Pemerintah Daerah. Selain itu, dari 87 layer data Kebijakan 

Satu Peta yang dikoordinasikan melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) 

Kementerian PUPR dengan K/L terkait, masih terdapat 76 layer data yang belum 

tersedia; 

e. Belum optimal perumusan penajaman tugas dan fungsi serta penataan tata kerja sebagai 

bahan masukan penyusunan Naskah Akademik Kelembagaan BPIW Tahun 2025-2029. 

f. Adanya perubahan beberapa peraturan perundangan-undangan dan kebijakan baru 

yang mempengaruhi pelaksanaan beberapa kegiatan, antara lain implementasi SAKTI full 

modul, dan kebijakan Rencana Aksi Afirmasi Penggunaan dan Pemanfaatan Produk 

Dalam Negeri (PDN) dalam rangka Bangga Buatan Indonesia (BBI) yang mewajibkan 

penggunaan PDN oleh K/L dan Pemerintah Daerah sehingga diperlukan penyesuaian 

rencana Belanja Modal di BPIW. 
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5.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut 

Dalam upaya peningkatan kinerja yang berkesinambungan, BPIW perlu menindaklanjuti kendala 

dan permasalahan yang dihadapi pada tahun 2022. Rekomendasi dan tindak lanjut yang perlu 

dilakukan sebagai berikut: 

1. BPIW perlu melakukan peningkatan pemahaman terhadap petunjuk teknis penyusunan RPIW 

agar proses pembaharuan muatan RPIW sebagai living document dapat memenuhi kualitas 

yang sesuai. 

2. Perlu adanya upaya mitigasi dalam pelaksanaan kegiatan BPIW sebagai bentuk mekanisme 

penjaminan kualitas untuk menjaga pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. 

3. BPIW perlu melakukan rangkaian koordinasi dengan Unit Organisasi teknis Kementerian 

PUPR, K/L terkait, dan Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan penapisan terhadap 

readiness criteria dari arahan program yang dihasilkan. Koordinasi juga dibutuhkan dalam 

perumusan arahan program yang sensitif terhadap keterbatasan anggaran dan kesiapan 

daerah dalam mengelola infrastruktur PUPR. 

4. BPIW perlu memastikan persetujuan restrukturisasi kegiatan NUDP oleh Kementerian 

Keuangan dan Bank Dunia pada awal tahun 2023. Selain itu, BPIW juga perlu memastikan 

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk 3 (tiga) kegiatan (PMS, NUDS, dan ICP) pada 

bulan Februari 2023. 

5. BPIW perlu melakukan upaya percepatan pelaksanaan kegiatan ITDP yang antara lain 

meliputi: 

a. Peningkatan Koordinasi internal yang intensif antara tim penyusun, PMS, dan direksi 

teknis dalam penyusunan dan finalisasi output dari masing-masing deliverables. 

b. Peningkatan komunikasi eksternal dengan PMU lainnya dan Kementerian PPN/Bappenas 

dalam rangka penyepakatan output masing-masing deliverables. 

6. Untuk meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran BPIW pada tahun 2023, perlu 

dilakukan penyusunan rencana kerja secara rinci untuk seluruh kegiatan yang dijadikan 

sebagai baseline pemantauan dan evaluasi berkala. 

7. BPIW perlu melakukan pembaharuan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) terutama 

yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi utama BPIW agar terdapat kejelasan dalam 

pembagian peran dan wewenang antar Unit Kerja di lingkungan BPIW. 

8. Melakukan percepatan dalam penyediaan dukungan data spasial untuk mendukung 

penyusunan kajian pengembangan infrastruktur wilayah di BPIW melalui koordinasi yang 

intensif dengan Pemerintah Daerah dan Pusdatin Kementerian PUPR.  

9. Terkait dengan penghapusan BMN diperlukan percepatan permohonan pelaksanaan lelang  
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LAMPIRAN 

  



205 

 
Laporan Kinerja Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Tahun 2022 

 

LAMPIRAN I Target Perjanjian Kinerja BPIW 

 
AwaI 

 

 
 

Revisi Ke-1 
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Revisi Ke-2 
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LAMPIRAN II Target Perjanjian Kinerja Unit Kerja di Lingkungan 

BPIW 
 

Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional 

Awal 

 
 

Revisi Ke-1 
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Revisi Ke-2 

 
 

Revisi Ke-3 
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LAMPIRAN II Target Perjanjian Kinerja Unit Kerja di Lingkungan 

BPIW 
 

Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I 

Awal 

 
 

Revisi Ke-1  
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Revisi Ke-2 

 
 

Revisi Ke-3 
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LAMPIRAN II Target Perjanjian Kinerja Unit Kerja di Lingkungan 

BPIW 
 

Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II 

Awal 

 

 

Revisi Ke-1 
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Revisi Ke-2 

 
 

Revisi Ke-3 
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LAMPIRAN II Target Perjanjian Kinerja Unit Kerja di Lingkungan 

BPIW 
 

Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III 

 
Awal 

 
 

Revisi Ke-1 
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Revisi Ke-2 

 
 

Revisi Ke-3 
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LAMPIRAN II Target Perjanjian Kinerja Unit Kerja di Lingkungan 

BPIW 
 

Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 

 
Awal 

 
 

 

Revisi Ke-1 
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Revisi Ke-2 
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LAMPIRAN III Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP BPIW TA 2021 

 
Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP BPIW TA 2021 
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Tabel Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP BPIW TA 2021 (1) 

 

Tabel Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP BPIW TA 2021 (2) 
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Tabel Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP BPIW TA 2021 (3) 

 
Tabel Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP BPIW TA 2021 (4) 
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Tabel Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP BPIW TA 2021 (5) 

 

 
 

Tabel Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP BPIW TA 2021 (6) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



221 

 
Laporan Kinerja Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Tahun 2022 

 

 

 

LAMPIRAN III Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP BPIW TA 2021 
 

 

Lampiran Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP BPIW TA 2021 Dalam Implementasi SAKIP TA 

2022 

 

Menindaklanjuti Surat Inspektur Jenderal Nomor: PW 0204-Ij/329 tanggal 17 Maret 2022 hal 

Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) 

Tahun Anggaran 2021 dan sebagai upaya peningkatan akuntabilitas, pada Tahun 2022 BPIW telah 

melakukan tindak lanjut berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi dengan uraian sebagai berikut 

Permasalahan Rekomendasi 
Rencana Tindak 

Lanjut 

Penanggung 

Jawab 

Status Tindak 

Lanjut 

1. Perencanaan Kinerja 

a. Indikator kinerja 

sasaran 

(outcome dan 

output) belum 

memenuhi 

kriteria SMART; 

b. Dokumen 

Renstra belum 

menggambarkan 

hubungan 

kausalitas dan 

mengacu pada 

praktik terbaik; 

c. PK telah 

dijadikan dasar 

untuk mengukur 

dan 

menyimpulkan 

keberhasilan 

maupun 

kegagalan, 

namun (capaian) 

target kinerja 

belum dijadikan 

dasar untuk 

memberikan 

penghargaan 

(reward); 

d. Mekanisme 

reward and 

a. Melakukan Reviu 

Renstra, dengan 

tujuan: 

1) Perbaikan 

terhadap 

penetapan 

indikator 

kinerja 

sasaran 

(outcome dan 

output) agar 

memenuhi 

kriteria 

SMART 

dengan 

penjelasan 

cara 

perhitungan 

dan sumber 

data yang 

memadai; 

2) Menampilkan 

penjelasan 

dalam Renstra 

bahwa 

tujuan/hasil 

program, 

sasaran dan 

indikator 

Renstra 

b. Pada TA 2022 

BPIW akan 

melakukan reviu 

indikator kinerja 

yang memenuhi 

kriteria SMART 

dan 

menggambarkan 

kausalitas serta 

mengacu pada 

praktik terbaik, 

yang selanjutnya 

akan dijadikan 

sebagai salah satu 

input pada 

penyusunan 

Renstra 

Kementerian 

PUPR 2025-2029. 

Sebagai catatan, 

berdasarkan 

Rapat Koordinasi 

Teknis Midterm 

Reviu Renstra 

Kementerian 

PUPR tanggal 16-

22 Maret 2022, 

indikator dan 

target kinerja 

dalam Renstra 

Pusat 

Pengembang

an 

Infrastruktur 

Wilayah 

Nasional dan 

Sekretariat 

BPIW  

Dalam rangka 

pelaksanaan 

Reformasi 

Birokrasi, BPIW 

telah melakukan 

reviu atas Pohon 

Kinerja 
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Permasalahan Rekomendasi 
Rencana Tindak 

Lanjut 

Penanggung 

Jawab 

Status Tindak 

Lanjut 

punishment 

belum 

diterapkan 

terhadap 

pencapaian 

target kinerja; 

e. Pemanfataan 

Rencana Aksi 

belum 

mengakomodir 

otorisasi dan 

eksekusi 

pelaksanaan 

atau penundaan 

kegiatan.  

menggambark

an hubungan 

kausalitas 

serta 

mengacu pada 

praktik-praktik 

terbaik.  

kemungkinan 

tidak dapat 

dilakukan revisi.  

b. Menyusun 

kebijakan terkait 

penggunaan 

capaian target 

kinerja sebagai 

dasar untuk 

memberikan 

reward/punishme

nt.  

c. Pada tahun 2022, 

sebagai langkah 

awal, BPIW akan 

melakukan 

pembahasan/disk

usi terkait 

mekanisme 

penggunaan 

capaian target 

kinerja sebagai 

dasar untuk 

memberikan 

reward and 

punishment 

dengan pihak-

pihak terkait, 

antara lain 

dengan Biro 

PAKLN & 

Inspektorat 

Jenderal, 

Kementerian 

PUPR serta Ditjen 

Anggaran & 

Ditjen 

Perbendaharaan, 

Kementerian 

Keuangan.  

Sekretariat 

BPIW  

Perlu ada 

kebijakan top-

down di tingkat 

Kementerian 
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Permasalahan Rekomendasi 
Rencana Tindak 

Lanjut 

Penanggung 

Jawab 

Status Tindak 

Lanjut 

d. Pemanfaatan 

Rencana Aksi atas 

kinerja agar 

memasukkan 

otorisasi dan 

eksekusi 

pelaksanaan atau 

penundaan 

kegiatan.  

c. Dalam Rencana 

Aksi Kinerja BPIW 

dan unit kerja 

Tahun 2022 akan 

disajikan skenario 

eksekusi 

pelaksanaan 

kegiatan dalam 

pencapaian target 

kinerja. Sebagai 

contoh, apabila 

terdapat 

pelaksanaan 

kegiatan yang 

tidak sesuai 

dengan jadwal 

dalam Rencana 

Aksi 

(mempengaruhi 

pencapaian 

output/outcome), 

maka perlu 

disusun alternatif 

pencapaian target 

tersebut. 

Masing-

masing unit 

kerja  

Telah 

diimplementasik

an pada Rencana 

Aksi Kinerja dan 

Laporan 

Monitoring dan 

Evaluasi Bulanan 

BPIW Tahun 

2022 

2. Pengukuran 

Kinerja  

        

a. Belum seluruh 

SKP atasan 

diturunkan 

secara runtut ke 

Eselon III dan IV; 

b. Beberapa 

indikator kinerja 

belum 

memenuhi 

unsur-unsur 

SMART; 

c. Sistem reward 

and punishment 

tidak 

berhubungan 

dengan capaian 

kinerja pegawai. 

Pemotongan 

Tunjangan 

Kinerja 

dilakukan sesuai 

a. Menyelaraskan 

Rincian Tugas 

dalam SKP agar 

sepenuhnya 

menggambarkan 

indikator kinerja 

atasannya.  

a. Masing-masing 

unit kerja akan 

melakukan 

penyusunan SKP 

Tahun 2022 yang 

selaras dengan 

Cascading Kinerja. 

Selain itu, BPIW 

akan meminta 

pendampingan 

kepada 

Kementerian PAN 

dan RB serta 

Inspektorat 

Jenderal, 

Kementerian 

PUPR dalam 

penerapan 

ketentuan terkait 

pengukuran dan 

Cascading Kinerja 

Masing-

masing unit 

kerja  

Telah 

dilaksanakan 

penyusunan SKP 

Tahun 2022 yang 

selaras dengan 

Cascading 

Kinerja pada 

masing-masing 

Unit Kerja di 

lingkungan BPIW 
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Permasalahan Rekomendasi 
Rencana Tindak 

Lanjut 

Penanggung 

Jawab 

Status Tindak 

Lanjut 

dengan jumlah 

presensi;  

d. Penilaian kinerja 

belum dijadikan 

dasar pemberian 

insentif/disinsen

tif.  

sebagaimana 

diatur dalam 

Permen PAN dan 

RB No. 88 Tahun 

2021 tentang 

Evaluasi 

Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah serta 

Permen PAN dan 

RB No. 89 Tahun 

2021 tentang 

Penjenjangan 

Kinerja Instansi 

Pemerintah.  

b. Menggunakan 

capaian Indikator 

Kinerja sebagai 

dasar promosi 

atau 

kenaikan/penurun

an peringkat 

dasar insentif 

atau disinsentif 

terkait dengan 

reward and 

punishment.  

b. Pada tahun 2022, 

BPIW akan 

melakukan 

pembahasan/disk

usi terkait 

penggunaan 

penilaian kinerja 

sebagai dasar 

pemberian 

insentif/disinsenti

f dengan pihak-

pihak terkait.  

Sekretariat 

BPIW  

Perlu ada 

kebijakan top-

down di tingkat 

Kementerian 

3. Pelaporan 

Kinerja  

        

a. Laporan Kinerja 

berisi informasi 

tentang efisiensi 

yang telah 

dilakukan 

namun 

penyajian 

analisis efisiensi 

dalam laporan 

kinerja belum 

a. Dalam 

penyusunan 

laporan kinerja 

tahun berikutnya 

agar 

menampilkan 

kuantifikasi 

efisiensi yang 

dicapai.  

a. BPIW akan 

melakukan 

kuantifikasi 

efisiensi anggaran 

yang digunakan 

untuk 

menghasilkan 

output pada 

Laporan Kinerja 

Tahun 2022.  

Sekretariat 

BPIW  

Telah 

diimplementasik

an pada 

penyusunan 

Laporan Kinerja 

BPIW Tahun 

2022 
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Permasalahan Rekomendasi 
Rencana Tindak 

Lanjut 

Penanggung 

Jawab 

Status Tindak 

Lanjut 

dikuantifikasikan

; 

b. Pemanfaatan 

informasi kinerja 

untuk perbaikan 

perencanaan 

hanya sebagian; 

c. Laporan Kinerja 

belum 

sepenuhnya 

digunakan untuk 

menilai dan 

memperbaiki 

pelaksanaan 

program dan 

kegiatan; 

d. Laporan Kinerja 

menyajikan 

informasi 

peningkatan 

kinerja yaitu 

naiknya prestasi 

capaian IKP dan 

IKK. Namun, 

masih ada 

kendala yang 

berulang.  

b. Melakukan upaya 

agar kendala yang 

berulang dalam 

pencapaian 

kinerja dapat 

segera 

ditindaklanjuti.  

b. Terkait kendala 

yang berulang 

atas pencapaian 

kinerja, BPIW 

akan melakukan 

pembahasan 

mengenai 

alternatif 

penyelesaian atas 

kendala tersebut, 

seperti: 

• pencapaian 

tingkat kualitas 

penatausahaan 

BMN; 

• pengelolaan 

ketatausahaan 

(penggunaan 

TNDE); 

• pencapaian 

target NUDP 

dan ITDP; 

• percepatan 

legalisasi 

Rapermen 

Perencanaan 

dan 

Pemograman 

Pembangunan 

Infrastruktur 

PUPR.  

Sekretariat 

BPIW  

Telah dilakukan 

serangkaian 

kegiatan sebagai 

upaya 

penyelesaian 

atas kendala 

berulang 

4. Evaluasi Internal          

a. Hasil evaluasi 

telah 

disampaikan 

atau dibahas 

dengan pihak 

yang dievaluasi 

dan terjadi 

kesepatakan 

mengenai tindak 

lanjutnya, 

namun tidak 

diperoleh bukti 

dukung bahwa 

rekomendasi 

telah 

ditindaklanjuti; 

a. Menindaklanjuti 

rekomendasi hasil 

evaluasi internal 

akuntabilitas 

kinerja atas unit 

kerja TA 2021 dan 

menyusun 

kebijakan agar 

batas waktu 

penyampaian 

bukti dukung 

tindak lanjut 

rekomendasi 

evaluasi internal 

sebelum 

dilakukan Evaluasi 

a. BPIW akan 

melakukan 

Evaluasi SAKIP 

Unit Kerja TA 

2022 paling 

lambat akhir 

Januari 2023, 

sehingga masing-

masing unit kerja 

perlu 

menyampaikan 

bukti dukung 

implementasi 

SAKIP TA 2022 

pada 

pertengahan 

Masing-

masing unit 

kerja  

Pelaksanaan 

Evaluasi SAKIP 

Unit Kerja TA 

2022 akan 

dilakukan pada 

periode Februari 

– Maret 2023 

dikarenakan 

perlunya 

pemahaman 

lebih lanjut 

mengenai 

Peraturan 

Menteri PAN RB 

Nomor 88 Tahun 

2021 
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Permasalahan Rekomendasi 
Rencana Tindak 

Lanjut 

Penanggung 

Jawab 

Status Tindak 

Lanjut 

b. Evaluasi 

dilaksanakan 

dengan 

menggunakan 

pedoman 

evaluasi yang 

dibuat sendiri 

mengacu pada 

evaluasi Menteri 

PANRB, namun 

modifikasi 

pedoman belum 

sesuai dengan 

kondisi yang 

diharapkan; 

c. 80% 

rekomendasi 

terkait 

perencanaan 

kinerja 

berdasarkan 

Laporan Hasil 

Evaluasi 

Implementasi 

SAKIP Tahun 

2020 oleh 

Inspektorat 

Jenderal telah 

ditindaklanjuti.  

SAKIP oleh 

Inspektorat 

Jenderal.  

Januari 2023. 

Selain itu, 

penyampaian 

bukti dukung 

tindak lanjut 

evaluasi internal 

paling lambat 

ditindaklanjuti 1 

(satu) minggu 

setelah LHE SAKIP 

Unit Kerja TA 

2022 diterima 

oleh pimpinan 

unit kerja.  

b. Berkoordinasi 

dengan 

Inspektorat 

Jenderal terkait 

dengan modifikasi 

LKE sesuai dengan 

ketentuan terbaru 

Permen PANRB 

Nomor 88 Tahun 

2021 Tentang 

Evaluasi 

Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah.  

b. Sehubungan 

dengan telah 

ditetapkannya 

ketentuan baru 

terkait evaluasi 

SAKIP dalam 

Permen PAN dan 

RB No. 88 Tahun 

2021 tentang 

Evaluasi 

Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah, 

maka Tim 

Evaluator SAKIP 

Unit Kerja BPIW 

akan menyusun 

LKE yang 

berpedoman 

dengan 

ketentuan 

tersebut dan 

berkoordinasi 

dengan 

Inspektorat 

Jenderal.  

Sekretariat 

BPIW  

Tim Evaluator 

SAKIP Unit Kerja 

BPIW 

melaksanakan 

evaluasi internal 

dengan 

berpedoman 

pada LKE hasil 

pembahasan 

dengan 

Inspektorat 

Jenderal dan 

Sekretariat 

Jenderal 

c. Menindaklanjuti 

terhadap hasil 

Evaluasi SAKIP TA 

2021 untuk 

implementasi 

SAKIP di TA 2022  

c. Rekomendasi 

terhadap hasil 

Evaluasi SAKIP TA 

2021 akan 

dijadikan 

masukan dalam 

perbaikan 

implementasi 

Masing-

masing unit 

kerja  

Telah dilakukan 

tindak lanjut 

atas 

rekomendasi 

hasil evaluasi 

SAKIP TA 2021 

sesuai dengan 

rencana tindak 
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Permasalahan Rekomendasi 
Rencana Tindak 

Lanjut 

Penanggung 

Jawab 

Status Tindak 

Lanjut 

SAKIP BPIW TA 

2022.  

lanjut yang 

ditetapkan oleh 

Sekretaris BPIW 

dan telah 

dilakukan 

pemantauan 

secara berkala 

5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi  

a. Capaian Kinerja 

output Tahun 

2021 

dibandingkan 

Tahun 2020 

sebesar 99,48%; 

b. Capaian Kinerja 

outcome Tahun 

2021 

dibandingkan 

Tahun 2020 

sebesar 

105,91%; 

c. Hasil 

pengukuran 

belum dikaitkan 

dengan 

(ditindaklanjuti 

dengan) 

insentif/merit 

system; 

d. Tidak ada bukti 

dukung 

penghargaan-

penghargaan 

lainnya.  

a. Meningkatkan 

kinerja di TA 

2022, terutama 

mengawal 

pencapaian target 

kinerja yang 

kurang optimal di 

TA 2022 serta 

meningkatkan 

kinerja lainnya.  

a. Seluruh unit kerja 

BPIW akan 

menyusun 

rencana 

pencapaian target 

output dan 

outcome yang 

lebih terukur, 

terutama untuk 

pencapaian 

kegiatan NUDP 

dan ITDP yang 

bersumber dari 

PHLN.  

Masing-

masing unit 

kerja  

Telah 

diimplementasik

an pada Rencana 

Aksi Kinerja 

BPIW Tahun 

2022 

b. Melakukan 

monitoring 

pelaksanaan 

kegiatan BPIW TA 

2022, termasuk 

mengidentifikasi 

kendala dan 

alternatif 

penyelesaiannya.  

Sekretariat 

BPIW  

Telah 

diimplementasik

an dalam 

Laporan 

Monitoring dan 

Evaluasi Bulanan 

serta Laporan 

Pantuaan 

Pelaksanaan 

Anggaran BPIW 

Tahun 2022 
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